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ABSTRAK

Nama : Dian Fitriani
Program Studi  : Magister Kenotariatan
Judul : Penerapan Prinsip Fiduciary Dufy Oleh Direksi Dalam

Mengurus  Swatn  Perseroan Terbatas Berdasarkan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persercan
Terbatas (Analisis Kasus: PT Sarinah (Persero))

Direksi sebagai pengurus perseroan terbatas perlu memperhatikan dokdtrin-
dokirin yang berlaku umum berkaitan dengan tanggung jawabnya mengurus
persercan  terbatas, diantaranya dokwin fiduciary duty. Penglitian  ini
menggunakan metode kepustakaan dengan penelitian hukum normatif dan studi
kasus PT Sarinah {Persero}. Kestmpulan penelitian ini adalah bahwa Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserean Terbatas tidak secara tegas
mencantumkan bahwa Dircksi mengemban tugas-tugas sesual doktrin fiduciary
duly walaupun tercersnin menerima doktein fiduciary duty dalam pasal-pasalnya.
Penerapan prinsip fiduciary duty oleh Dircksi dalam mengelola PT berdasarkan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 teatang Persercan Terboias sangat
bergantung pada Direkst dan pihak-pibak yang terkait dengan PT (stakeholders).
Prinsip fiduciary dutv menunmint adanya tanggung jawab atas tugas Direksi
tersebut.  Pada dasarnya, scliap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang
melampaut hak dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan prinsip fiduciary
duty tidak meagikat PT. Oleh karena itu, terhadap anggota Direksi torsebu dapat,
dimintakan pertangpungjawaban hukem, balk gecara pidana maupun perdata
(eriminal and civil liabiliiyy dan 12 bertanggung jawab untuk membayar kerugian
tersebut dari kekayaan pribadinya. Penecapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi
dalam mengurus PT dalam kasus PT Sarinah (Persero) telah melibatkan lembaga
peradilan.  Dalam perkara kasus PT Sarinah (Persers), penegakan hukum atas
pelanggaran tugas yang dilakukan Direksi adalah melalei dakwaan melakukan
tindak pidana korupsi walaupun sebenarnya dalam perkara tersebut terdapat
SCIUA unsur fiduciary duly.

Kata kenci:
Persercan terbatas, direksi, fiduciary duty
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ABSTRACT

Namie ¢ Dian Fitriani
Study Program : Magister of Nofary
Title : The implementation of Fiduciary Duty Principle by

the Board of Directors in Managing a Company under
Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company
{Case study of PT Sarinah (Persero))

The Board of Directors, as the board that manages the company, must
have regard to general applicable doctrines m carrying out its responsibilities,
among other things the doctrine of fiduciary duty. This research uses literature
methodology, with normative legal research, and a case study of PT Sarinah
{Persero). The conclusion of this research is that Law No, 40 of 2007 on Limited
Liability Company does not expressly stipulate that the Board of Directors must
meet its duties in accordance with the doctrine of fiduciary duty, even though, this
doctrine secems to be embodied in its articles. The inplementation of fiduciary
duty principle by the Board of Directors in managing a company based on law
No. 40 of 2007 very much depends on the actions of the Board of Directors and
relevait stakeholders. The fiduciary duty prnciple demands that the Board of
Directors be responsible for its actions. In essence, ¢very action of the Board of
Directors that exceeds rights and authorities given by the company based on the
principle of fiduciary duty docs not bind the company. Consequently, members of
Board of Directors can be liable for both ceiminal and civil liabilities and to pay
this with their personal property. The application of fiduciary duty principle by
the Board of Directors in managing the company in the case of PT Sarinah
{(Persero} has involved the judiciary. In the case of PT Sannah (Persero},
enforcement upon violation of duties by the Board of Directors fakes the form of
prosecution of a crime of corruption even though, in fact, all elements of fiduciary
duty exists in the cage.

Key words:
Company, board of directors, fiduciary duty
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan perckonomian nasiopal bertujuan untuk  mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  Salah satu pilar
pembangunan ¢konomi nasional vang berasaskan kekeluargaan menurnt dasar-
dasar demokrasi ekonomi scbagal pengejawantahan dan Pancasila dan UUD 1945
adalah badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta yang banyak
dijalankan oleh masyarakat Indonesia adalah badan usaha berbentuk perseroan
terbatas kareng mempunyal sifat atzu ¢iri yang khag vang mampu memberikan
manfaat yang optimal kepada usaha itn sendin.  Sifal atau cirl khas yang
merupakan alasan utama pemnilihan bentuk usaha perseroan terbatas adalah adenya
keterbatasan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemepang saham, direksi,
dan dewan komusarils perseroan ferbatgs. Pemegang ssham, direksi, dan dewan
kornisaris perseroan terbatas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin
diderita perseroan terbatas dalam melakukan kegiatannya '

Dalam melakukan  kegiatannys, Undang-undaag Perseroan Terbatas
menjadl aturan main bagi perseroan terbatas. Oleh karena itu, Undang-undang
Perserogn Terbates merupakan salah satu wndang-undang yang mempunyai
peranan stralegis dalam upaya pengembangan ekonomi yang berkaitan dengan
dunia usaha. Pembangunan nasional di bidang hukum harus sejalan dengan

.G, Rai Widiaya, Hukum Perusohaan: Undang-undang dan Peroturan Pelaksanaas di
Bidang tizaha (Yakarta; Kesaint Blanc, 2000), bat 142.147.

Universitas indonesia
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pembangunan di bidang ekonomi agar kegiatan ekonomi yang dilakukan para
pelaky vusaha didasarkan dan dilindungi oleh hukam.

Peratwran perundang-undangan yang mengatur perscroan  terbatas
sebenarnya telah ada selak zaman kolonial, yaitu Wethoek van Keophandel atau
Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebapgaimana termuoat delam Sraaisblaad
Tahun 1847 Nomor 23 dan Ordennantic op de Indonesische Maatschappij op
Aandeelen atau Ordonansi Maskapai Andil Indonesia scbagaimana teunuatl dalam
Staatsbiaud Tahun 1939 Nomor 567 juncto 717, Namun, peraturan tersebut saat
ini sudah lidek mampu lag: menjawab penmasalahan pembangunan ekonomi yang
berkaitan denpgan dunia usaha dan tidak sesuai lagl denpan iklim dunia usaha
* Oleh karena itu, Pemerintah pada 7 Maret 199% mengesahkan dan
mengundanpkan Undang-undang Nomor 1 Tehun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995} vang mulal berlsku satu tahun sejak
divndangkan, yaite 7 Maret 1996.

Ul No, 1 Tabun 1995 memupakan usaha pemerintah dalam menciptakan
unifikast hukem dari dualisme hukumn yang sebelurmnyva berlaku. Namun sslama
bedakunya Ul No. 1 Talum 1995, masih terdapat kekurangan, kelemghan, dan

Indonesia.

hal-hal yang dianggap kurang jelas sehingga belum maksimal meningkatkan
perekonomian nasional vang diselengearakan berdasar atas demokrasi ekopomi
dengan prinsip kebersamaan, efistensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kernajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.”’ Oleh karenz itu, uatuk menberikan Jandasan hukum
yang kuat bagi pelaku usaha di Indonesia dan uniuk memenuhi kebutehan hukun
bary yang dapat memacu pembangunan nasional serta menjamin kepastian
hukam, Pemetintah kembali melakukan amandemen dan  akhimnya

Indonesia (a), Undung-undang tentang Persergan Terbatas, UU Ne, 1, LN No. 13 Tahun
1995, TLN No. 3587, Penielasan {mun.

*ndonesia (), Undang-undang teatang Perseroan Terbatey, UU Noo 40, LN No. 194
Fahun 2007, TLN Mo, 4758, Menimbang butira.-
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mengundangkan dan memberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) pada 16 Agustus 2007,

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) menuret UU No. 40 Tahun 2007
adalah:

“badan hukum vang merupakao persckutuan modal, didirtkan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam ssham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”™

fierdasarkan pengertian tovsebut, dapat diketabui babwa PT adalah suatu badan

hukum. Terdapat beberapa teori yang menjadi landasan teornitik badan hukum,

yaitu:s

1. Teort Ficrie dart Fnedrich Carl von Savigny vang berpendapat bahwa suata
badan hukum semata-mata buatan negars yang diakui hukum positif {ereature
of law) hanyalah suatu fictie saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ads
{apt manusia menciptakan dalam bayangannya sustu pelaks hukum (badan
hukum) sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia,

2. Teori Harta Kekayasn Berfujuan dari Brinz yang berpendapat bahwa hanya
manusia yang dapzt menjadi subjek bukum pamun tidak dapat dibaniahk
adanya hak-hak atas suatu kekayaan yang fidak ada manusia untuk menjadi
pendukung hak-hak itu. Jadi hak-hak badan hukum adalah hal-hak yang tidak
ada pemiliknya natnun terikat oleh suatu tujuan.

3. Teori Organ dari Orto von Gierke vang berpendapat babwa badan bhukum
adalah suatu realitas sesunggsuhnya yang samia dengan orang dalam pergaulan
hukum. Badap hukum mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui
alat-alat perlengkapannya (organnyal.

bid,, Ps. 1 angla 1,

Al Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Budan Hubkum Pems?fm Perkumprdas,
Keoperast, Yapasan, Wekef {Bandung: Alumni, 2001), hal. $-i4.
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4. Teort Milik Bersama (Propriete Collective) dari Planiol vang berpendapat
bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan
kewajiban anggota bersama-sama.  Badan hukum adslabh svatu konstruksi
yuridis saja yang merupakan suatu simbol bagi para anggota korporasi.

Dari keempat teori tersebut, Teor] Orpan dari Otlo von Gierke yang sesuai dengan

pengertian PT dalam UJU No. 40 Tahun 2007, PT merupakan subjek hukom

ciptaan hukuwm adalah pesgemban liak dan kewajiban yang sama dengan subjek
hukum orang-persecrangan. Akan tetapi, PT sebagal suate artificial person
memeriukan suatu organ untuk mencapai maksud dan tujuannya,

Organ PT vang terdiri dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Dewan Komisaris, dan Direksi, merupakan suatu lembaga tersendiri yang
kedudukannya terpisah dari pemegang saham.® Organ terscbut satu sama lain
kedudukannya sederaja! namun mempunyal kewepangan dan ianggung jawab
masing-masing. Dalam hal mengelola PT, berlaku #wo-tier board system
sehinggn terdapat dua organ yang melakukan pengelolaan PT, yaitu dewan
komisaris dan direksi’ Wewenang dan tanggung jawab tersebut dibebankan
kepada dewan komisaris dan diveksi sebagai nofural person. Dewan komisaris
berfungsi schagai pengawas sedangkan direksi berfungsi sebagai pengurus PT.

Pengaturan tentang direksi datam (U No. 40 Tahun 2007 terbagi dalam
dua bagian, yaitu:®
i. Bagian khusus, yaite pada bagian yang khusus mengatur tentang direksi (Pasal

92 samipat dengan Pasal 107);

2. Bagian lain-lain, yaitu pada bagian Jain secara terpisah-terpisah vang tidak

khusus mengatur tentang direksi.

“Rudhi Prasstya, Kedudukan Mundiri Perseroan Terbatos Disertai dengan Ulasan Mewurut
Undamg-undang Nomar | Tabun [995 tentong Persercan Terbatas, cet. 3 {Bandeng: PT. Citra
Aditya Bakti, 2601), hal. 15,

"Sentosa Sembiring, Hukum Perusabaun Tentang Perseroan Terbates (Bandung: Nuansa
Aulia, 2006), hal. 4344,

Munir Fuady (a), Hukwm Perusahaon Dalem Parodigma Hukum Bisnis (Bandung: Citra
Aditya Baktl, 1699), bal. 19,

Universitas Indornesia
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Direksi menurat pengertian UU No. 40 Tahun 2007 adalah:

“Organ perseroan yang berwenang gden bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud
dan fujuan perseroan seria mewakili perseroan, batk di dalam mavpun di luar
pengadilan scsuai dengan kelentuan anggaran dasar.”’

Berdasarkan hal tersebut, Direksi dalam menjalankan togasnya mengelicla PT
mempunyal dua macam fungsi, vaite fungsi kepengurusan (manajemen) dan
fungsi perwakilan {representasi).

Antara Direksi dan PT terdapat suatu bentuk hubungan  saling
ketergantungan dimana kegiatan dan aktivitas PT bergantung pada Direksi
sedangkan keberadaan PT merupakan sebab keberadaan Direksi karena tanpa PT
maka tidak pernah ada Direksi.® Oleh karena ity, terdapat hubungan kepercayaan
- yang dinamakan fiduciary relation antars Direksi dengen suvatu PT. Fiduciary
refation ini melahirkan fiduciary didy (tugas kepercayvaan) bagi Direksi terhadap
PT yang telah mengangkainya'' — Fiduciory duty yang diemban Direksi
merupakan suatu hubungan yang terbit secara hulcom &y the operation of law)
antara Direkst dengan PT yang diurusnya. Direksi sebagaimanz halnya seorang
pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang
diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian
kuasa dan peraturan perundang-undangan adalah pemegang fiduciary duties.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terfarik untuk melakukan penclitian
dengan judul: "PENERAPAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY OLEH DIREKS!
DALAM MENGURUS SUATU PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN

*Indonesia (b), Op Ch,Ps. 1 ayat (5),

Bgred B.G. Tumbuan, “Organ-organ Pada Porseroan Terbatas: Kewenangan dan Tanggung
Jawabnya” dalam Porseroun Terbatas dan Good Corporate Governance: Prosiding Ranghaian
Lokakarya Terbaias Masalah-mazelah Kepailitan don Wawasan Hukum Biynis Lainnya, tim
editor Emmy Yuhassarie dan Tri Heraswo (Jakarta: Pugat Peagkajian Huloum, 2004), hal. 195,

Yrbid
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UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS (ANALISIS KASUS: PT SARINAH (PERSERQO)).”

B. Pokok Permasslahan
Mengacu padz latar belakang permasalahan yang telah diuraiken
sebelurmnya, permasalahan datam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip fiduciary daty oleh direks: daiam mengurus
perseroan fterhatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas?

2. Apa akibat hukum bagi direks? yang tidak menerapkan prinsip fiduciary duty
dalam mengurus perseroan terbatas?

3. Bagaimana pencrapan prinsip fiduciary dity oleh direksi dalam mengurus

perseroan terbatas dalam kasus PT Sarinah (Persero)?

C. Metode Pepeiitinn

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalzah penelitian
hukum normatif. Alasan penggunaan penclitian hukum normatif ialah penelitisn
ini piengacu pada porma hukum yaog terda;zat' dalam peraturan perundang-
undangan dan norma-norma yang berlaka dan mengikat masyarakat.

Tipologi penelitian yang diganakan dalam penefitian ini adalah penclitian
cksplanatoris dan prablem identification. Penclitian ckplanaloris bertujuan untwk
mengpambarkan atau menjelaskan prinsip fiduciary duty yang berlaku pada
Direksi dalam menguras suatu persercan terbaias dan meneliti penerapannya
dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Penelitian problem identification bertujuan untuk meﬁgklaéiﬁkasikaa masalah
dalam pengurusan perseroan terbatas oleh dirgksi, yaltu mengenai penerapan
prinsip fiduciary duty sehingga analisis masalab akan menckankan pada hal itu

saja.
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Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan jenis dala
sekunder. Penggunaan data sekunder diharapkan dapat memaksimalkan tujuan
penelitian ini dengan memanfaatkan fongsi-fungsi dari data sekonder, yaitu:™
a. sebagai bahan dalam kerangka pencapaian ilmu pengetahuan, yang dalam hal

ini ilmu pengetabuan hukum, khususnya hukum perseroan atau hukum
perusahaan;

b. untuk mendayagunakan ilmu hukum perserean atau hukum perusahaan.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoich data sckunder
yang diperlukan adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan

dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan fertier.”

Sumber primier
vang digunakan berupa peraturan perundang-wndangan yang terkait dengan
masaizh perseroan terbatas dan peraturan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
yang masih berlaku  Sumber pamer inl bertujuan untuk mencari dasar algu
landasan hukum dalam penelitian.  Sumber sekunder yang digunakan berupa
buku, tesis, dan tulisan ilmizh lainnya. Sumber sekunder ini bertujuan untuk
mendapatkan landesan teori dari pendapat-pendapat abli hukum yang ada.
Sumber tertier yang digunakan berupa kamus-kamus hukum yang bertujuan untus. -
mencarl definisi dari istilah-istilah hwkum yang digenakan dalam penelifian.
Selain itu, untuk melengkapi data sekunder yang telah diperoleh dan menambah
informasi mengenal masalah yang diteliti, pengumpulan dJata juga dilakukan
dengan meowawancarai parasumber, yaitu ahii hukurmn perusahaan,

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukag secara kualiiatif
sehingga data yang didapatkan dianalisis secara mendalam dengan suatu kesatuan
yang bulat (holistik) dan menyeluruh (komprehensif). Penelitian ini dimaksudkan
urtek memberikan datas setelitt mungkin tentang keadaan atau gojala-gejala apar
dapat menarik asas-asas hukum ferfentu yang terdapat dalarn hokum posttif dan

“Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Perawnan dan Penggunaan Kepustakaar dalam
FPenefttion Hukum (Jakar: Posat Dokumentasi Hukoun U, 1979), hal, 14,

PSonriono Soekanto, Pengantar Penelition Hikum, cet. 3 (Jakarae: Ul-Press, 1986, hal. 52,
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meneliti apakah kaedah hukum terkait benar berasal dari asas, doktrin, dan teori
hukum yang merupakan landasan dari penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bab, vaitu
sehagai berikat.

Bab I yang berjudul pendahuluan menguraikan gambaran umum latar
belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, pokok permasalahan dalam
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam
penelitian.

Bab 11 vang berjudul pembahasan terbagi dalam beberapa sub bab yang
menjelaskan mengenai aspek hukum perscroan terbatas, prinsip fiduciary duty
dalam pengurusan perseroan ferbatas, penerapan prinsip fiduciary duty oleh
Direksi berdagarkan Umkiang-undang Nomor 40 Tahun "2{}{3? tentang Perseroan
{erbotas, dan akibat hukum bagi Dirgksi yang tidak mencrapkan prinsip fiduciary
duty dalam mengurus perseroan terbatas, serta analisis kasus PT Sarinah (Persero)
dikaitkan dengan penerapan prinsip fiduciory duiy oleh Direksi dalam mengas
perseroan terbatas.

Bab I yang bverudul peruinp berisikan kesimpulan penulis yang
merupakan ntisart bab-bab sebelumnya serta jawaban atas pokok permasalahan
dalam penelitian. Selain ifu, penulis juga mengemukakan saran-saran untuk

perkembangan hukum perusahaan serta aplikasinya di masa yang gkan datang.

o o Universitas Indonesia
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BAB I
PERSEROAN TERBATAS

A, Aspek Hukum Perserpan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk perusshaan atau
badan wsaha berbadan hokwm yang banyak digenakan dalam dunia uwsaba &
Indonesia, Hal it dikarenakan PT mempunya: sifat atau ciri yang khas vang
mampu memberikan maniaat yang optimal kepada usaha itu sendiri schagai

asosiasi modal untuk mencari untung atau faba.'*

i Jenis Pémemazz Terbatas
Berdasarkan kepemilikannya, besarnya modal, dan tata cars peralthan
saham, PT di Indonesia dapat dibedakan menjadi:
a. Perseroan Terbatas Biasa (Tertutup)

Perseroan Terbatas Biasa adalah Perseroan Terbalas yang memiliks
modal minimumn Rp.50.000,0800,00 {limapuluh jula rupizh) dan bhanya
tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Pemegang saham,
Phreksi, dan Dewan Komisaris dari Perseroan Terbatas ini hanya

diperbolehkan bagi Warga Negara Indonesia.

b. Perseroan Terbatas Terbuka
Perserpan Terbatas Terbuka adalah Perseroan Terbatas yang memiliki
modal dan pemegang saham yang memenuhi kriteria tertentu,’ atay

"Widjaya, Op. Cit., hal, 142,
Ygahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tigaratus) pemepang saham dan

memiliki modal diseter sekwrang-koraognya Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupigh), disebut
Jjuga perseroan publik,
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Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum sesual dengan

peraturan perundang-undangan di bidang pasar medal.'®

€. Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Maodal Dalam Negeri (PT
PMDN)

PT PMDN adalah Perseroan Terbatas yang modalnya mengpunakan
bagian darl kekaysan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-
benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun oieiz swasta nasional atau
swagta asing yang berdomisili di Indopesia,'” Pada awalnya, pemegang
saham PT PMDN hanys Warga Negars Indonesia. Namun, Xetentuan
tersebut telah berubsh, schingga saal i warga negara asing dapat
memiliki saham atau menjadi pemegang saham pada PT PMDN sampai
dengan 95%." PT PMDN yang dimiliki oleh 95% saham asing, Direktur
dan/atau Dewan Komisarisnya dapat dijabat oleh asing. Suatu Perseroan
Terbatas mendapatkan ststuz schagai PT PMDN dengan persetujuan
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).}? Untuk mendapatkan
persetujuan BKPM, PT tersebut harus termasuk dalam tingkup usaha PT
PMIW dan harus memiliki modal dasar yang jumlahnya ditentukan oleh
BKPM dalam mata uang rupiah.

“indonesia (b), Op. £i, Ps. | angka (73 dan Undang-undang Nosior § Tahun [995 tentang
Pazar Modal, Ps. | angka 22,

"Sepanjang modal terecbut tidsk diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal vang mengatur
tentzng modal asing bardasarkan Undang-undacg Nomer 23 Tahun 2007 tentanp Penanamean
AModal Asing (U No, 23 Tzhun 2687, [Widiava, Up. Of, hal. 14.)

®Berdasarkan Peraturan PFemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikon Sahum
BDdlam Peruschann yang Didirikan Datam Reangka Pengnamarn Madal Asing yang telah dichah
dengas Permturan Pemerintah Nomor &3 Talun 2001 dan Surat Keputysan Repeln Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/8K/1895 tentang Pedoman dar Yata Cora Permohonan
Penanaman Modad yang Didirtkon Dolam Rengha Penanaman Mode! Dolam Negeri dom
Penangman Modal Asing yang tzlah beberapa kali diubah, terakhir dengan Sural Keputusan
Kepala Badan Koordinusi Penanaman Modal Nomor 70/8K/2684 Tahun 2004 serin kebijakan
prakiis vang saat ini diznat oleh BKPM.

PMalkamah  Agung Republik Indonesia (MA RE) dan Fakultas Hukum Universitas
- Inddonesia (FHUAY, Sistem Hukum Indonesia, hal. 178-130.
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d. Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (PT PMA)

PT PMA adalah Perseroan Terbatas vang pemegang sashampya adalah
warga negara asing dan melakukan penanaman modal secara langsung di
Indonesia sehingga tunduk pada UU No. 25 Tahun 2007, Pemilik modal
atan  pemegang saham yang berkewarganegaraan asing iersebut
menanggung secara langsung resiko dari penanaman modal ini. Pada PT
PMA, asing dapat memiliki sclursh saham dengan tetap mempertahankan
kepemilikan saham minimal oleh dua orang pemegang sabam. Selain itu,
PT PMA memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi sejumlah
persentase tertentu ke Indonesia dalam jangka wakiu limabelas tahun serta
melaporkan kegiatan usahanya secara teratur ke BKPM? PT PMA dapat

memiliki Direktur dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

¢. Perserpan Terbatas Perusaliaan Perseroan (PT Persero)

PT Persero adalabh bentuk usaha negara yang semula berbemtuk
Perusahaan Negara yang kegwudian demi efisiensi diubgh meniadi bentuk
Perseroan Terbatas sesuat dengan UU No. 40 Tabun 2007 yang modalnya
seluruh atau sebagian besar merupakan milik nepara dani kekayaan negars

3!

yang dipisahkan®’ Selain itu, sebagian besar pengaturan PT Persero

tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Megara (BUMN]L

2. Karakteristik Perserogn Terbatas
PT sebagai badan hukum adalab subjek hukom yang berdic sendiri
(sepurate legal personglity).  UU Mo, 40 Tahun 2007 dengan tegas
menyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap
sebagai "manusia” di samping manusia (natunriifk  persoon atav  natural
perser).”  Badap hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan

Prhid
'Widjaya, Op. Cit.

“tndonesia (b3, Op. Cit., Penjelasan Ps. 7 ayat (1).
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memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut fegef envily atav artificial
person atan manusia buatan atan persown i law atau legal person ateun
rechiperson®

Svatu PT mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari
orang yang menciptakasnya sehingga PT tetap mempunyai identitas terseadiri
terlepas dari adanya pergantian anggota pengurus ataupun pemepang
sahamnya. Oleh karena itu, PT sebagai badan hukum mandint {persona staudf
in judicio), memiliki karakteristik yang berbeda dengan benfuk uwssha lain,
yaitu:z‘a
a. PT schagai persckutuan modal memiliki kekayaan dan utang yang terpisah

dari kekayaan dan utang pemegang saham;

PT memiliki harta kekaysan sendiri berupa modal disetor, tagihan
terhadap pikak ketiga, dan harta kekaysan dalam bentuk lain baik berupa
benda bergerak maupun benda tetsp, seperti gedung kantor dan bsrang
inventaris yang diperoleb dart usaha PT. PT mempunyai kekayaan yang
terpisah dari kekayaan para pendiri dan/atau para pengurusnya.

b. Dalam PT terdapat pemisahan fungsi antara Rapat Umum Pemegang
Saham {RUPS}, Dircksi sebagai pengurus, dan Dewan Komisaris sebagai
pengawas, Eksistensi PT tidak dipengaruhi oleh perubahan Direkst atan
pemegang saham (corporation as separate legad entity),

¢. P71 dapat melakukan hubungan hukum sendiri;

Sebagai konsekuensi dari keberadasn PT scbagai badan hukum, PT
memiliki hak dan kewajiban, PT mempunyai kepentingan sendiri untuk
dapat mengikatkan diri, menuntut, dan mempertahankan hak dan
kewajibannya dengan pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Hal ity

“widiaya, Op. Cif., hal. 127.

#1bid., hal. 142-143 dan Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia
{Banduong Citm Aditya Bakt, 1995), hal. 76-77,
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tertuang dalam anggaran dasar PT vang dimuat dalam akta pendiriannva,
Ketika melakukan hubungan hukum tersebut, PT diwakili oleh Direksi.

d. Dalam PT terdapat pertangpungiawaban terbatas {(limifed liabilityy,

Direkst hanya bertanggung jawab mengenal kepengurusan, Dewan
Komisaris hanya bertanggung jawab mengenal pengawasan, sedangkan
pemegang saham hanya bertanggung jawab pada apa yang disetorkan
sehingga tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham
vang telah dimilikinya. '

€. PT mempunyal tajuan sendin.

Kegiatan PT harus scsuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangsn, ketertiban wmum,
dan/atau kesusilaan. Maksud dan tujuan PT dinyatakan dalam anggaran
dasarnya.

3. Svarat Pendirian Perseroan Terbutas
UU No. 40 Tahun 2007 menctepkan beberapa persyaralan untuk
mendirikan suate PT.” Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendicikan PT
dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil.
Syarat materiil berkaitan dengan substansi ataw isi suatu PT, antara lain:
a. PT harus didinkan oleh dua orang atau Jebih
Maksud kata dua orang atau lebih adalsh orang-perseorangan stau
badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan
bahwa PT sebagai badan hukumn dibentuk berdasarkan perjanjian, dimana
menurut prinsip yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) perianjian dilakukan oleh dua otang atau lebih ™ Oleh

karena itu, PT harus mempunyai iebih dart satu orang pemegang ssham

B1ndonesia (b), Op. i, Ps. 7-30.

#Gunawan Widiaja dan Almad Yani, Seri Hukwm Bisnis: Perseroan Terbatas (Jakarix:
Raja Cirafindo Persada, 1999}, hal. 11.
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scbagai pendiri dan perjanjian pembentukan PT juga tunduk pada syarat-
syarat sshnya peranjlan  scbagaimana diatur dalam  Pasal 1320
KUHPerdata,

b, PT harus memenuhi persyaratan modal dasar minimum

UU No. 4G Tahun 2007 mensyaratkan sekurang-kurangnya PT harus
memiliki modal dasar sejumiah Rp.50.000.000,00 (limapuieh juta rupiah).
Akan tetapi, undang-undang atau kelentvan lain yang mengatur bidang
usahta tertentu seperti perbankan atau perasuransian, dapat menentukan
Jumiah minimum modal PT yang berbeda. Pada saat pendirian PT, paling
sedikit 25% (duapulub lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan
dan disgior penuh,

Adapun syarat formil berkaitan dengan tata cara atau prosedur
pendinan suatu PT, antara lain:
a. FPT harus didirikan dengan akta otentik
Perjanjian peadirian PT harus dibuat dengan akia otentik dihadapan
Notaris dalam Bahasa Indonesia,  Akta otentik tersebut merupakan akta
pendirian yang memuat anggaran dasar.

Anggaran dasar PT mermuat sekumﬁg-kumgnya:z?

1}.  nama dan tempat kedadukan PT

2). maksud dan fujuan serta kegiatan wsaha PT yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

3). iangka waktu berdinaya PT

4). besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor

5). jumlah saham, klasifikasi saham spabila ada berikut jumlah untuk
tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai
nominal setiap saham

$). nama jabatan dan jumiah anggota Direksi dan Dewan Komisaris

7). penetapan tempat dan tats cara penyelenggaraan RUPS

8). tata carz pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian angpota
Direksi dan Dewan Komisaris

“Indonesia {b), Op. Cit, Ps. 15 ayat (1) dan (2.
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9). tata cara penggunaan Jaba dan pembagian dividen
10}, ketentuan-ketentuan Jain menurut UU No. 40 Tahun 2007

. PT harus memperoleh pengesahan dari Mesteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan
subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum
tersebut. Saat lahirnya badan hukum merupakan saat lahirnya hak-hak dan
kewajiban bagi badan hukum sebagai subjek hukum

Akta pendirian PT yang dibuat dihadapan Notaris dimchonkan
pengesahannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
{Menter1}. Keberadasn siatys badan hukum PT diperoieh pada tanggal
diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT
tersebut.

Seiama akta notariil pendirian PT belum memperoleh pengesahan dari
Menteri, maka hubungan hukum antars para pendin dan anggota Direksi
serta Dewan Komisaris, dan hubungan atau tindakan hukum yang mereka
lakukan dengan pihak Letiga adalah tapnggung jawab mereka secara
pribadi. Perfunya campur tangan pemerintzh, dalam hal ini Menoterd adalah
untuk memeriksa tingkat kepantasan anggaran dasar suatu PT sehingga
setelah menjadi badan hukum, PT dapat berjalan dengan baik dan masalah
di kemudian han dapat dicegah, seperti gugaten kepada PT atau kerugian
vang dialami pihak ketiga.

. VT harus didaftarkan dan diumumkan
Pendaflaran dan pengumuoman PT disclengparakan oleh Menteri
sehingga proses pendirian PT dilaksanakan pada satu atap, vaitu
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendafiaran dilakukan
dalam Daflar Perseroan dan pengumuman dilakukan dalam Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia (TBN Ri).

“aidjaja dan Yani, Op. Cit, hal. 8.
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Pendaftaran dalam Daftar Perseroan int tidak terkait dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Dafiar Perusahaan (UU Mo,
3 Tahun 1982). UU No. 3 Tahun 1982 tetap berlaku namun tidak lagi
merupakan syarat agar dapat dilakukan pengomuman di TBN RL

Tujuan pendaflaran dan pengumuman PT adalab agar pibak ketiga
yang mempunyai hubungan hukum dengan PT dapat mengetahui secara
pasti bal-hal mengensi PT tersebut.  Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak
satu pasal pun vang mencigpkan tentang tanggung jawab pemegang
saham, Dewan Komisgris, dan Dirgksi dalam pericde setelsh akia
pendinan dan anggaran dasar mendapat pengesahan sebagat badan hukum
sampai dengan PT didaftarkan dan diumumkan sehingga dapat
disimpulkan bahwa setelah PT mendapatkan pengesahan sebagat baden
hukuin, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Dirgksi tidak
bertanggong jawab pribadi.

4. Organ Perseroan Terbatas

Pada prinsipaya, PT schagai suatu badan hukem dapat memiliki segala
hak dan kewajiban vang dapat dimiliki oleh oreng-perseorangan.
Pengecualian terjadi untuk hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin
dilaksanakan orang-perseorangan seperti yang diatur dalam Buku Pertama
KiHPerdata dan sebagian dari Buku Kedua KUHPerdata tentang
Kewarisan ™

Schagai suatu atificial persoy, PT memeriukan orgamnys untuk
mencapai maksud dan tujuanoyva.  Organ PT merupaken ssvatu lembaga
tersendini yvang kedudukannya terpisah darl pemegang saham. > PT selaku
badan hukum tidek terikat lagi dengan ajaran kasik yang menganut asas
perjanjian tapl berlaku asas institusiflembaga.  Asas  institusi/lembaga
melepaskan pendiri atau pemegang saham PT yang juga bertindak sebagai

P1bid , hal. 77,

”P‘rasetya, Op. Cie, hgl. 15,
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pengurus PT menjadi memiliki suatu otenom kepengurusan yang terpisah dari
jabatannya selaku pendiri atau pemegang saham PT.Y Sclama masing-masing
organ PT dapat berperan dengan baik, maka PT akan berjalan dengan baik dan
para pemegang saham akan teriamin kepentingannya dalam PT.

Berdagarkan {JU No. 40 Tahon 2007, organ PT terdini dari Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.”® Adapun topas
dan kewenangan dari masing-masing organ adalah sebagai berikut.

4. Rapat Uimum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
dan Dewan Komisaris. Pemegang saham dapat menyalurkan
kepentingannya melalui RUPS. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh
segals macam keterangan yang diperiukan yang berkaitan dengan
kepentingan dan jalannya PT. RUPS berfungsi ustuk melaksapakan
kontrol secara menyeluruh atas seliap pemenuhan kewasjiban dan Dircksi
dan Dewan Komisaris atas aturan main yang telah ditetapkan.®® RUPS
tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham melainkan seluruh
pemegang saham PT.

Terdapat dua jenis RUPS, waitu RUPS Tahuman dan RUPS Luar

* RUPS Tahunan harvs diselenpgarakan paling lambat dalam
waktu enam bulan sejak berakhirmya tahun buku perusahaan, sedangkan

Hiasa.

RUPS Luar Bissa gapat disclenggarakan kapan saja bila dianggap perlu
oleh PT untuk ujuan atau kepentingan sebagaimana dinyatakan dalan UU
No. 40 Tahun 2007 atau anggaran dasar PT. RUPS Luar Biass dapat

*Wisahardi Wilamarta, Dekirin-dokerin Fiduciary Dutics dan Business Judgment Rule
Datam Pengelofoun Perseroasn Terbatas (Depok: Center for Education agd Lepal Studies (CELS),
2007 Il 16

*indonesia (b}, Up, O, Ps. 1 angka 2.

2 Abdulkadir Muhammad, Hiwkum Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1999}, hal. 65.

Indonesia (b), OUp. Cir., Ps. 78 ayat {13
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dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham yang
menguasat sedikitnya 10% (sepuluh persen) seham PT,

Kewenangan RUPS yang telah ditetapkan dalam UV No. 40 Tahun
2007 dan anggaran dasar PT merupakan kewenangan eksklusif RUPS
yang tidak dapat diserabkan kepada organ lain®  Wewenang vang
ditetapkan dalam UU No. 4¢ Tahun 2007 akan ada selama UU tersebut
belum diubah, sedangkan wewenang dalam anggaran dasar PT yang telah
disabkan atau disetujum oleh Menteri dapat disbah melalui perubahan
anggaran dasar PT sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UL No.
40 Tahun 2007,

Beberapa wewenang RUPS antara lain:’® mengambil keputusan untak
mengubah anggaran dasar, menetapkan penambahan atau pengurangan
modal, memeriksa, menyetujni, dan mengesahkan laporan tahunas,
menetapkan penggunaan laba, mengangkat dan memberhentikan Direksi
dan Dewan Komisaris, memutuskan penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan, serta menetapkan pembubaran PT.

Sewan Komisaris™

Diewan Komisaris adalah organ mandiri yang wajib dengan itikad batk,
kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai
pengawas PT dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan
usaha PT. Dengan demikian, Dewan Komisaris yang karens kelalaizn
atauy kesalabannya menimbuikan kerugian pada PI, dapat dituntut
pertanggungjawabannya oleh pemegang saham uniuk dan atas nama PT.

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk waktu tertentu dengan
persyaratan sesual UU No. 40 Tahun 2007, yaitu bahwa Dewan Komisaris
harusiah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan

Y Widjaja dan Yani, Op. Cir,
*tndunesia (b), Op. Cit, Ps. 19,41, 44, 69, 91, 105, 111,127, 142,

Tibid | Ps. 108121,
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tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan
pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan kevangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sekior
keuangan dalam walktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Apabila anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, mereka
merupakan sebuah majelis. Dewan Komisaris schagai majelis tidak dapat
bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili PT (idak memiliki sifist
perwakilan fctapi sifat kolektivitas), kecuali berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris. Dalam anggaran dasamnya, PT dapat mengatur adanya satu
orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan.
Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak
vang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi,
dan/atau anggots Dewan Komisars lainnya. Komisaris Husan
merupakan anggota Dewan Komisaris )‘rang ditunjuk berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris. Tuegas dan wewenang Komisaris
Utusan ditetapkan dalam anggaran dasar PT dengan ketentuan tidak
berteniangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak
mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direlcsi.

PT memiliki Dewan Komisaris yang wewenang dan kewajibannya
adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengorusan, jalannya
penguruSan pada umumnya, batk mesgenai PT maopun usaha PT, dan
memberi nasthat kepada Dircksi. Pengawasan dan pemberian nasihat
dilakukan untuk kepentingan PT dan sesuai denpan maksud dan tujuan PT
schingga tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi
untuk kepentingan PT secarz menyeluruh. Selain ite, tugas dan tengpung
jawab Dewan Komisariy dapat diatr dalam aoggsran dasar yang
omumnya benisi bahwa Dewan Komisaris berhak memasuki tempat-
tempat yang dikuasai PT, memeriksa buku-buku atau dokumen kekayaan
PT, mengetabui segala tindakan yang dijalankan Dircksi, dan menetapkan

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 200'5’)’"“"3"'5“‘as Indonesia
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periunya persetujuan Dewan Komigaris atas bantuan kepada Direksi
dalam melakukan perbuatan hukum tertente,

g, Direkst

Direksi atan pengurus adaiah alat perlengkapan PT untuk melakukan
semua kegiatan PT. Suatu PT wajib memiliki Direksi karena PT sebagai
artificial person tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanys bantuan dari
anggota Direksi sebagai nantwral person.

Pada vmumnya, persyaratan untuk memegang jabatan Dircksi adalah

* pendidikan, pengalaman, dan kemampuan.®® UU No. 40 Tahun 2007
mensyaratkan hal vang sama dalam péngangiatan angpota Direksi
sebagaimana persyaratan  pengangkatan menjadi  anggota  Dewan
Komisaris, yaitu bahwa anggota Direksi haruslah orang-perseoranpan
yang cakap melalakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
paifit, atau menjadi apggoia Direksi atau Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan svatg PT dinyatakan pailit, atay orang
yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sekior keuangan dalam
waktu lima {ahun sehelum pengangkatan.

Berdasarkan persyaratan dalam UU No. 40 Tahun 2607, tidak dikenal
adanya pengurusan PT oleh badan hukum PT lzinnya maupun badan
useha lain, batk vang berbadan hukwn maupun yang tidak berbadan
hukum. ™ Selain ity, UU No. 40 Tahun 2007 berusaha menjaga tingkat
kepércayaan pihak yang ferkait dengan PT, vaitu dengan membatasi
bahwa anggota Direksi tidak boleh orang yang pernah dinyatakan pailit

W pepartemen Hukem dan Hak Asasi Manusta, Drafl Standar Akt Perseroan Terbatas.

FGawt Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Yeng Borw (Jekarta: Diambatan, 19963,
hal. 79.

“Sudarge Gautarm, Komentar Atas Undangundang Perserogn Terbatas (Daru) Tohun
i995 Ko, 1 Perbandingan dengan Peraturas Lame (Bandung: PT, Citrz Aditya 3ak4, 1995), hal.
86-87,
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atau menychabkan kepailitan. UU No. 40 Tshun 2007 juga mencoba
menghapuskan kekhawatiran pihak yang terkait dengan PT bahwa mereka
akan dirugikan oleh angpeta Direksi karena catatan hitam yang dimiliki
oleh anggota Direksi tersebut, yaitu dengan mensyaratkan bahwa anggota
Direksi tidak pernah dibukum karena melaksanakan tindask pidana yang
merugikan keusngan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
kevangan.!!  Apabila di kemudian hati diketahui bahwa anpgoia Direksi
vang diangkat tidak memenuhi persysratan yang dibaruskan, maka
pengangkatan menjadi batal karena hukum sejsk spat diketshui, dan
kebatalan tersebut harus dinmumkan dalam surat kabar dan diberitahukan
kepada Menteri,

Direksi dapat terdiri dam satu atau lebih Direktuwr. Dalam hal PT
memiliki lebih dan seorang Direktur, maka salah satu anggota Direksi
diangkat sebagai Dircktur Utama atau Presiden Direkiur - Pembagian tugas
dan wewenang pengurusan diantara  anggota Direksi  ditetapkan
berdasarkan keputusan RUPS atau keputusan Direksi, Namun, menucat
sistem perwakilan kolegial, kedudukan Dircktur Utama atau Presiden
Direktur tidak lebih tinggi dari Direktor vang lain. Pembagien tugas
diantara mercka hanya bersifat intern sehingga pihak ketiga tidak terikat
atas adanya pembagian tugas itn.”

UU Ne. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa Direksi bertangpung jawab
penuh alas pengurusan PT untuk kepentingan dan tyjuan PT serla
mewakili PT baik 41 dalam maupun di luar pengadilan, Dengan demikian,
terdapat dua macam tugas Direksi, yaitu pengurusan dan perwakilan.

1). Tugas Direks) untuk melakukan pengurusan (manajemen) PT
Tugas pengurusan melipufi semua perbuatan hukum sesual dengan
kebijakan yang dipandang tepat yang tercakup dalam maksud dan

N Supramone, Gp. Cit., hal. 75-76.
“Endonssia (b), Op. Cit, Ps. 95 ayat {2).

Pprasetya, Op. Cit,, hal, 25.
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tujuan sertz kegiatan usaha PT sebagaimana dimuat dalam anggaran
dasamya, Injlal yang menjadi dasar kewenangan Direksi untuk dan
atas nama FT melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Tugas Dircksi adalah mengurus PT untuk tercapainya kepentingan
PT schagai badan hukum, kepentingan para pemegang saham, dan
kepentingan para kreditomya. Kepengurusan oleh Direksi tidak
terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari,
Direksi berwenang dan wajib mengambil inisiatif dan membuat
rencana masa depan seperti dalam Rencana Kerja Tahunan PT dalam
rangka mewuajudkan maksud dan tujuan PT.

Tugas pengurusan oleh Direksi termasek pula mengelela kekayaan
PT. Sesunggubnya pengelolaan kekayaan PT tidak dapat dipisahkan
dari pengurusan PT karena tercakup di dalamnya, yaitu kekayaan PT
merupakan sarana vang diperiukan untuk mencapai maksud dan tujuan
PT. Tugas mengelola kekayaan ini tidak hanya tugas Direksi sebagai
organ akan telapi tupas dant masingwmasing anggota Direksi,
sebagaimana diatur UU No. 40 Tahun 2007, yaitu:

(2} Pengurusan scbagaunama dimaksud pada ayat (1), wapb
dilaksanakan setinp anggota Dircksi dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab,

(3) Retiap anggota Direksi bertanggung jawab penub secara
pribadi atas kerugian Persercan apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai menjalankan tupasaya sesuat dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

2). Tugas Dircksi untuk mewakili {representasi) PT dalam segals tindakan
PT

Tugas lain Direksi adalah mewakili PT baik di dalam maupun di

luar pengadilan. Pada dasamya, kewenangan Direksi untak mewakili

PT adalgh tidak terbatas dan tidak bergyarat sepanjang tidak ditentukan

Hindonesia (b), Op Cit, Ps. 97 ayat {2} dan (3),
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lain dalam anggaran dasar. Namu, dalam hal terjadi perkara di
pengadilan antara PT dengan anggota Direksi yang bersangkutan ataa
anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan
dengan PT, maka anggota Direksi tersebut tidak dapat mewakili PT,

3. Hubungan antara Direksi dengan PT dan Organ PT

Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalab
sederajat. Masing-masing organ mempunyai tugas dan wewenangnya sendin-
sendirl menurut undanp-undang dan angearan dasar, yang tdak boleh
dicampuri olch organ yang safu ferhadap yang lain.  Sekalipun anggota
Dircksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, namun kewenangan vang
dimilikinya tidak diperoleh dard RUPS melainkan bersumber dari undang-
iméangf‘s

Pembagian tugas dan wewenang Direksi, jika RUPS tidak menentukan,
maka ditetapkan oleh Keputusan Direksi, tidak lagi melalui Ketetapan Dewan
Komisaris, karena Dewan Komisaris merupakan pengawas PT bukan vang
memjalanikan PT. Mamus, untuk melskokan tindakan tertentu, Dieksi tetap
perlu mendapat persetujuan Devian Komisaris, Persetujuan atau bantusn oleh
Dewan Komisaris kepada Direkst dalam melakukan perbuatan hukum tertentn
tidak berarti babwa Dewan Komisaris melakukan pengurusan melainkan
merupakan togas pengawasan yang bersifat represif.’™®  Dewan Komisaris
dapat diberi wewenang untuk melakukan pengurusan PT  berdasarkan
pengaturan dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS hanya dalam hal tidak
ada Direksi karena suatu sebab.*’

“Indonesta (b}, Up. Cit., Ps. $2 untuk Direkst dan Ps. 108 untuk Dewan Komisaris,

“Ramawati W. Prasodio (a), “Perbandingan Undang-undang No, ! Tehun 1995 dengan
Undang-undang No. 40 Tabun 2607 tertang Perseroan Terbaros” {(Mskalah disampaikan pada
Workshop Implikasi Undang-undang No, 40 Tabun 2007 tentang Persercan Terbatas Yerhadap
Peranan Noteris, Depok, 12 Maret 28063, hal. 8.

“Indonesia (8), Op- CR., ¥s. 118,
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Direksi wajib meminta persetajvan RUPS untuk mengalihkan kekayaan
atau menjadikan jaminan utang kekayaan PT yang merupakan lehih dari 50 %
{limapuluh persen) jumiah kekayaan bersih PT dalam satu {ransaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.* Hal ini merupakan bentuk
perlindunpan terhadap pemegang saham karena resiko dari perbuatan tersebut
sangat besar sampai kepada kepailitan PT.

Angeota Direksi tidak dapat berlindung dari persctujuan RUPS atau
Dewan Komisanis karena persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris bukan
merupakan suatu surat kuasa® Para ahli hukum berpendapat bahwa
perbuatan hukum yang dilakukan Direksi tanpa persetujuan yang diperlukan
dari RUPS atan Dewan Komisarig tetap sah dan mengikai PT namun dengan
tidak mengurangi tanggung jawab Dircksi afas kerupian vang diderita PT.°
Walaupun dapat didalilkan bahwa perbuatan Direksi yang dilakukan tanpa
persetuiuan RUPS atay Dewan Komisaris adalab batal dan tidak mengikat PT,
pamun tetap ada pengecualian. FPengecualian berupa apabila organ PT yang
perlu dimintakan persetuiuan memberi kesan menyetujui pecbuatan tersebut
karena tidek memprotesnya {apparesnt authorily} atau apabila perbuatan
tersebut diratifikasi oleh organ PT yang bersangkutan”' Ratifikasi tidak
berlaku untuk perbustan wlira vires karcpa organ PT manapun tidak dapat
meratifikasi perbuatan witra vires karena PT tidak cakap melakukannya,
Walaupun demikian, tindakan vang tergolong ulfra vires tetap diangpap sah
unﬁzic kepentingan pihak kefiga vang beritikad baik dan tidak menyadan

adanya unsur wltra vires tersebut,

Wrbid, Ps. 102,

umboan, Op. Oit, hal, 179
*1bid , hat. 203204,

*thid

PMunir Fuady (), Dokirin-doktrin Modern delam Corporate Law dan Eksistensinya dalam
Hukur Indonesio (Bandung: Citra Aditys Bakii, 2002), hal. 127,
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Direksi harus benar-benar mencurshkan segenap kemampuan terbaiknya
untuk menguros PT dan dalam menjalankan kebijaksanaanmya harus untuk
kepentingan PT. Direksi dalam melakukan tugasnya berdasarkan kepercayaan
sehingga harus berbuat songfide untuk kepentingan PT secara keseluruhan,
bukan untuk kepenlingan para pemegang ssham. Pemegang saham pada
RUPS membenkan suaranya untuk kepentingan dirinya sendiri bukan untuk
kepentingan PT. Direksi tidak harus selatu tunduk dan patuh melaksanakan
putusan RUPS apabila menwut pertimbangan Direksi, putesan RUPS
bertentangan  dengan  kepentingan  atau  merugikan  PT. Selain  itu,
pertanggungjawaban tahunan yang diberikan oleh Dircksi kepada RUPS
mengartikean RUPS fidek ikut campur dalam pengurusan PT melalui
pemberian mstruksi.  RUPS waiib menghormati kemandirian Direksi dalam
menjalankan pengurusan PT.  RUPS dapat mengevaluasi dan menilai
pencapaian hasil kerja dan kinegja Direksi dani Laporan Tahunan,

. Prinsip Fiduciary Duiy Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas
. Pengertiun Doktrin Fiduciary Duty

Bokirin fidvciary duty adalah dokirin yang berakar dari hukom Romawi
narnun banyak dikembangkan oleh negara Anglo Saxon, yang dalam hal ind
diwakili oleh Inpgris dan Amerika Serikat. Dokirin ini berkembang secara
dinamis berdampingan dengan berbagai teori atau doktrin bubupgan hukum
lain yang berleku terhadap Direksi seperti dokirin dugy of care (tugas kehati-
hatian) dan duty of loyalty,>

Fidueiary duty berasal dari Bahasa Latin, yaitu fiduciarius dengen akar
kata fiducia yang berartt kepercayaan {(frust). [stilah fiduciary diartikan
sebagai memeégang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain.

Pihak yang memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain

Fbid, bal. 31,
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tersebut discbut #rustee, sedangkan pihak yang memberi kepercayaan tersebut
disebut beneficiary. Duty adalah tugas.™

Seseorang mempunyai fiduciary duly manakala ia mempunyai kapasitas
fidusia atau fiduciory capacity. Sescorang memiliki fiduciary capacity jika
usaha vang dikelola atay dilakukan itu bukan miliknya atau kepentingannya
melainkan militk atay kepentingan pihak lain.  Orang tersebut bertindak
sehagai pemegang kuasa dan pihak yang membenkan kepercayaan tersebut
mempunyai kepercayaan yang besar (grear trust) kepadanya. Pemegang
kuasa secara terimplikast diwajibkan mempunyai ilikad baik yang tinggi {(high
degree of good faithy dalam menjalankan tugasnya sehingga pemegang kuasa
vang dipercaya tersebut seolah-olah berbuat untuk kepentingan din sendisi
pemberi kepercaysan.

Fiduciary duly is a duty to acl for semeone c¢lse’s bencfit, while
subordinating one’s personal interest fo that of the other person. It is the

highest siandard of duty implied by faw.*

2. Pengurusan Perseroan Terbatas Merurut Prinsip Fiduciary Duty

Direksi mempunyai hubungan ganda dengan PT. Direksi sebagai organ
merupakan bagian esensial dari PT, selain it Direkst mempunyai hubungan
kontraktual dengan PT selaku badan hukum mandid. Hubungan kontrakteal
Dircksi dengan PT fidak melshitkan hubungan kega dan Direksi bukan
karyawan PT.%° Redudukan hukum Direksi lebih mendekati kedudukan para
profesional, seperti konsultan hukum dan akuntan, sehingga ia berkedudukan
mandiri terbatas dari campur tangan pthak lain, kecusli untuk perubahan-
perubshan fundamental vang memerfukan persetujvan organ PT lain ¥

Hrbid, hal. 32-33.

StHerry Campbell Black, Black's Law Dictionory, Sixth Edition {81, Pavl; West Publishing
Co., 1980, hat. 623,

PRatrawati W, Prasodio (b}, “Organisasi Perusabaan,” (Makalah disampaikan pada
Pendidikan Khusus Profest Advokat Angkatan 8, Jakaria, 31 Juli 2008), hal, 30,

Truady (8, Op. Cit., bal, 59,
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Hubungan kerja antara Direksi dengan PT yang memberikan pekerjaan
adalah hubungan berdasatkan kepercayaan yang menimbulkan fiduciary duty.
Hubungan fidusia lebih luas dari sckedar pertanggungjawsban hukum
berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar karena juga berasal dari
kepercayaan para pemegang saham yang meliputl prinsip kehati-hatian,
moralitas profesional, dan itikad bajk. Oleh karena itu, Direksi bertanggungz
jawab penub atas pengurusan dan pengelolaan PT dengan itikad baik untuk
kepentingan dan tujuan PT.%

Dircksi dalam menijalankan tupas kepengurusannya harus senantiasa:®
a. bertindak dengan itikad baik (in good jaith} dan penuh tanpgung jawsb

(full responsibility) dengan tingkat kecermatan yang wajar dan tidak
memperluas maupun mempersempit ruang lingkep geraknyva sendirt;
b. memperhatikan kepeatingan PT, tidak semata-mata kepentingan pemegang,
saham;
c. menghindari findakan yang menyebabkan benturan kepentingan antara
kepentingan PT dengan kepentingan Direksi,
Ketiga hal di atas mencermipkan bahwe terdapat hubungan saling
ketergantungan anfara Dircksi dan PT, yaite PT bergantung pads Direksi
scbagal organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan PT, sedangkan
Direksi ada karena berdirinya sebuah PT.

Dalam Sistem Hukum Common Law, prinsip fiduciary duty dibagl
menjadi dua, yaitw™
a. Dty of loyaltv and good Jaith

Dokirin tugas kesetiaan {(dwfy of loyaity) adalah suate keyakinan atas
Direksi yang bersangkutan akan melakukan fudiciary duty. Direksi harus
diangpap sctia sampai dapat dibukfikan sebaliknya. Direksi diangpap

FWidjaja dan Yani, Op. Cit,, hal. 113,

SGunawan Widjaia (a), Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan
Perserpan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003}, hal 23-24.

“1bid, hal, 25,
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tidak akan menyalahgunakan kesempatan, menggunakan kewenangan,

melakukan perbuatan hukum atau transaksi yang merugikan kepentingan

atau wsaha PT namun menguntungkan kepentingan pribadi.

Duty of loyalty and good faith yang terbagi menjadi:"'

(1). dwuty to act bona fide in the interest of the compgny, yaitu Dircksi

.

G

(4).

dalam melakukan kepengurusan PT bertujuan untuk kepentingan PT
dan pihak-pihak yang terkait dengan PT {(stakeholders), seperti
poinegang saham, karyawan atan pepawa, pelanggan, kreditor,
masyarakat, dan pemerintah,

duty to exercise power for proper purposes, yaiiu Direksi dibarapkan
dapat bertindak adil dalarn memberikan manfaat vang optimum bagi
pemegang saham.,

duty to reigin discretion, yaitu Diteksi tidak boleh melakokan
pembatasan dini untuk bertindak yang sesuat dengan tujuan dao
kepentingan PT. Direksi dalam menjalankan tugasnys harus tetap
bebas dalam mengambil keputusan atan membuat kebijaksanaan
sesual pertimbangan bisnis dengan sesse of Iusiness yang
dimilikinya, Direksi harus melakukan kegiatan sesoai dengan jalan
pikiranaya sendiri, memutuskan sesuatu dilakukan dengan itikad
baik dan tjuan yvang benar, dan melaksanakannya berdasarkan
pertimbangan praktis yang terhaik bagi PT, dan bukan apa yang baik
menurat  pertimbangan  pengadilan karena tidak terbuka bagl
pengadilan untuk ditinjau kembali.®

duty 1o avoid conflics of interest, yaitu Direksi wajib menghindari
diadakannnys, dibuatnya, atau ditandatanganinya perjanjian atan

S'Philip Lipton dan Abraham Herzberg sebageimana dikutip oleh Gonawan Widiaa (),

Seri Pemuhaman Perseroan Ferbatas: Risike Fuluun sebagai Dirsksi, Konvisaris, dar Pemilik PT
(Jakarta: Farum Sababat, 2008), hal. 50-87.

“Harwick [33, Mc Tiernan & Kittlo I¥ in Harlowe's Nominees Pty Lid vs. Woodside (Lakes

Entrance} Oif Co NL {1968} sebagaimana dikutip Chatamagrastid Als (a), "Pengarah Doktrin
Plercing The Corporate Veil datam Hukum Persercan Indonesia,” Jurnel Hukum Bisnis Valume 22
{Jukarta: Yayasao Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), bal. 12.
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perbuatan yang membuat Direksi tidak dapat bertindak secara wajar
karena kewajibannya terhadap PT bertentangan dengan kepentingan
pribadinya. Apabila timbul benturan kepentingan, maka anggota
Direksi tersebut dilarang atau setidak-tidaknya dibatasi atau diawasi
dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap anggota Direksi
tersebut, misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan
informasi (disclosure) terhadap setiap fransaksi yang mengandung
unsur benturan kepentingan.

Bentuk transaksi yang mengandung unsur conflict of interest, yaitu
transaksl self dealing dan ajaran corporate opportunity. Transsks:
self dealing, yaitu transaksi antara pribadi Direksi dengan PT yang
diwrusnya, dan ajatan corporate opporiunify, yata Direksi tidak
diperbolehkan  mengambil  kesempatan  untuk  memperoleh
keuntungan bagi dirinya sendir, jika kesempatan tersebut sebenarnya
dapat diberikan kepada PT. ‘

b, Duty of care and skill (duty 1o exercise care and diligence)

Tugas dan tanggung jawab Direksi bersumber dari tiga hal, yaitu
konirgk atau penjanjian, kepatutan atau kewajaran, dan anggaran dasar
serta peraturan perundang-oadangan. Dialam kontrak keria Direksi dengan
PT terdapal pemyataan-pernyataan keharusan Direksi untuk mefakukan
pekerjaan secara teliti atau hati-hati.  Apabila Direksi tidak membuat
kontrak kerja dengan PT, maks hubungan antara Direksi dengan PT adalah
berdasarkan kepercaysan vang tetap benimplikasi Direksi havos melakukan
pekerjaan sesuai dengan duty of skill and care ™

Duiy of skill and care menitikberatkan pada keahlian dan kehati-hatian
Direksi dalam mengurus PT. Kehati-hatian yang diharapkan adalah agar
Direksi terhindar dari perbuatan kelslaian yang merugikan pihak lain,
Kemampuan dan kehati-hatian yang diharapkan dari Direksi adalah

DChatamarrasiid Ais (b), *Kewajiban Direksi Perseroan berdssadm Duty of Skl and
Cara,” dalam Bab-bab tentang Hukum Korporesi (Jskarta: Universitss Taramaoegara Program
Pascasarjana Magister Hukem, 2003), hal {4,
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kemampuan dan kehati-hatian yang dapat diharapkan dari seorang yéng
memiliki jabatan yang sama pada jends perusahaan yang sama puia,é’*
Pembatasan duty of care adalah business judgment principle yang pada
dasarnya terbagi pada dua hal, yaitu business judgment rule dan business
judgment doctrine®®  Business judgmeni rule merjuk pada konsepsi
bahwa Direksi harus beriindak berdasarkan itikad baik dengen mengacn
pada informasi yang oukup dan diolah secara cakap berdasarkan
kemampuannya. Business judgment doctrive mermiuk pada findakan yang
dilakukan oleh Direksi adalah szh dan mengikat PT sepanjfang hal itu
memang merupakan kewenangan Direlsi ataupun tidak bersifat wlora vires
{di luar kewenangan PT), schingga tidak bisa ditolak balik oleh pemegang
saham melatui RUPS maupun pihak-pihak lainnya.®® Menjalankan konsep
duty of care and skill berdampingan dengan business judgmen! principle
tersebut tidak mudsh karena memisabkan a honest mistake dan a

negligence mistoke sangat sulit dilalaukan

3. Ruang Lingkup Dan Batasan Prinsip Fiduciary Duty
Prinsip fiduciary duty dari Direksi dengan prinsip fiduciary duty dalam
hukum #rust tidak benar-benar sama.  Hanva secara prnsipil saja keduanya
serupa, vaitu kedoanya dibebankan prinsip kepedulian {(care), loyalitas
{layalty), itikad baik (good faith), keinjuran {honesty), dan keterampilan (skif}
dalam derajat yang tinggi.®

Simid

“S\Wahyono Darmsbrata dan A Wahyudi Hertamto, “Implementast Gesd Corporate
Governonce Dalam Menyikap! Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Dufy Direksi Dan
Kotnisaris Perseroan Terhatas,” Juraaf Hukum Bisniy Volume 22 (Jakaria: Yavasan Pengembangan
Hubonm Bispis, 2003}, hal. 2%.

“tbid

“"Sutan Remy Sjshdeini, “Tangpung Jawab Pribadi Eireksi don Komisaris,” Jurnal Hukum
Bisniy Volume 14 {Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnig, 2001), hal. 184,

“Fuady (&), Op. Cir,, hal. 35-36.
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Beberapa perbedaan antara prinsip fiduciary duty dari Direksi dengan
prinsip fiduciary duty dalam hukum frust, yaitu:®

2. luasnya tanggung jawab seorang Direkst tidak menyebabkan demi hukum
Direksi tersebut sepenuhnya bertanggung jawab terhadap segela tindakan
yang melebihi kewenangannya,

b, luasnya kewenangan pada Direksi adalah lebih luas, khususnya dilihat dari
diskresi dan juclgment,

c. fuasnya prinsip kepedulian, ioyalitas, ittkad baik, kejujuran, dan
keterampilan yang dibebankan kepada Diveksi menurut hukum lebib
rendah.

Selain itu, perbedaan antara frusiee dalam hukum #usf dengan Direksi dalam

menjalankan fiduciary duty dalam menjalankan tugasnya, yaitu: "

a. fungsi pengelolaan vang dibebankan kepada secrang irustee dengan
sebaik-baiknya milik orang fain (heneficiary) tidak ada pada Direksi;

b. kepemilikan ganda pada tustee dimana frustze pemilik aset secara hukam
{fegal owner) sedangkan beneficiary memiliki aset berdasarkan asas
kemanfaatan (heneficial owner) tidak dikenal Direksi;

c. pengambilan resiko bisais tidak diberikan kepada frustee harus dikadapi

oleh Direkst.

Menurut prinsip fiduciary duty, Direksi harus mempunyai itikad baik
dan setia dengan derajat yang tinggi dalam menjalankan tugasnye, dan
sebaliknya, PT harus memberikan atau mempunyai kepercaynan yang besar
terhadap Direksi. Pelaksanaan tugas dengan penub kehati-hatian atan itikad
baik atau tidak lIalai belum dapat discbut scbagai telah menjalankan tugasnya
berdasarkan prinsip fiduciary dufy apabila belum mempunyai derajat yang
tinggi (high degree). Seseorang dikatakan mempunyat flduciary duly
manakala ia dipercayakan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain

P rbid., wal. 3637,

 thid , hal. 3738,
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atau pihak ketiga, dimana ia scolah-olgh berbuat untuk kepentinpan dirinya
sendirt {the same degree of care and prudence that men prompied by self
interest generally exercise in their own affairs).”

Prinsip fiduciary duty hanya dimilikt oleh Direksi yang memegang
kebebasan cukup besar untuk menentukan jalannya PT sehingga Direksi vang
bersangkuian harus dibert garis acvan agar tidak mengambil keputosan terlalu

melenceng darl wawmangn}ra.n

Direksi mengemban prinsip fiduciary duty
karena dipercaya dan dihandalkan posisl dan kedudukasnya dalam PT.
Sebagai fiduciary, Direksi wajib mengurus PT sccara wajar {(reasonably} dan
dengan itikad baik {good faith) untuk kepentingan PT, pemegang saham, dan
stakehoiders. Direksi tidak diperbolehkan menggunakan kedudukannya untuk
mendapatkan keuntungan pribadi dengan biaya PT atau mengekibatkan
kerugian pada PI.  Terdapat kemungkinan Direksi dapat memperoleh
keuntungan dan PT, yaitu apabila PT secara tegas dan transparan menolsk
opportunity yang ada. Namun, Direksi tidek dapat menghindari tonggung
jawab pembuktian dengan menystakan bahwa adalah juir i2 memperoleh
keuntungan.
Prinsip fiducizry duty dalam mewakili PT yang diberikan kepada Direksi
dapat ditarik kembali dalam hal-hal fertentu, yaitu apabila:
a. terjadi perkara di pengadilan antars PT dengan angpote Direksi yang
bersangkutan; atau
b. angpota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan
dengan PT.”

Dalam hal kepailitan, Direksi PT pailit tetap wajib memenuhi prinsip
HAduciary duty terhadap PT pailit dan mengusahakan agar PT pailit dapat

"Benyamin N Cardozs dalam kasus People v. Mancuse (USA, 1931) schagaimana ternyata
datam thid, hal. 34,

"Hendra Setinwan Boen, Bianglala Business Jadgment Rule (Jakarta: Tatanusa, 2008), bal.
118,

Piadonesia (), Op. Cit.,, Ps. 99 ayst (1)
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melaksanakan maksud dan tujuannya.”!  Walaupun kepailitan PT berakibat
bahwa PT tidak lagi secars sah dapat melakukan perbuatan hukum yang
mengikat harta pailit PT karena kewenangan tersebut secara eksklusif ada
pada kurator, hal ini tidak berarti bahwa kurator selanjutnya menggantikan
kedudukan organ-organ PT pailit™ Pada dasamya, organ-organ PT tetap
berfungsi sesuai dengan UU No. 40 Tshun 2007 dan anggarsn dasarnya®
. Direksi PT paildt sangat mengetahui seluk-beluk usaha PT pailit sehingga
kurator seyogyanya melibatkan Direksi dalam pengurusan yang ia lakukan
agar pepgurusan itu dapat berlanpsung dengan baik dan lancar untuk
kepentingan kreditor maupun PT patlit. Demi kepentingan PT pailit dan
kelangsungannya sebagaimana diamanatkan UL No. 40 Tahon 2607, Direksi
tetap wajib secara proaktif mewakili kepentingan PT pailit terhadap kurator.”’

€. Pencrapan FPrinsip Fiduciary Duty Oleh Direksi Berdassrkan Undang-
andang Nomtor 40 Tahun 2807 tentang Perseroan Terbatas

Suatu PT baru dapat dikatakan zda demi bukum jika PT tersebut telah
memperoleh pengesshan deri Menteri. PT yang telah disahkan akan memiliki hak
dan kewnjiban serta harta kekayaan sendiri, dan karenanya berhak dan berwenang
untuk bertindak dalam hukum,  Sebelum pengesaban diperoleh, PT hanyalah
suatu persekutean (perdata) diantara para pendiri dengan para peagurus.”® Dalam
hal ini setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengaiesnamakan PT
belum mengikat PT secara bukum melainkan hanya mengikat pengurus dan/atau
pendiri yang melakukan perbuatan hukum ferssbut,

“Emmy Yuhossarie, ed., Lokakarye Terbatas lentang Undangundang Kepailitan dan
Perkembangansya (26-38 Jonueri 2004), (Jakaria: PPH News Letier, 2004}, hal. 35,

Pindonesiza (€, Undunp-undang  tentang  Kepailitan den  Penundaan  Kewzjiban
Pembayaran Yang, UL No, 37, LN Ne. 131 Tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 16 ayat (1).

Py uhassarie, ed., Op. Cir,
Findonesia (b), Up. Cix, Ps. 92 ayat {1} juncte Tndonesia (<), Op. Cit,, Ps. 77 ayat {1).

Fwidisia dan Yani, Op. 5, hal. 34.35.
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Ul No. 43 Tahun 2007 mewajibkan diadakannya pengukuhan oleh PT
atas setiap dan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengurus
danfatau pendiri sebelum PT memperoleh pengesahan, yaitu selambat-lambatnya
enampuluh hari setelah PT memperoleh pengesahan.”  Perbuatan -hukum yang
tidak dikukubkan, akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi dari masing-
masing penguras dandatau pendis yang melakukannya.

Setelgh PT memperoleh pengesahan, Direksi merupakan badan pengurus
PT. Direksi diberikan hak dan kekumsaan penuh dengan konsekuensi bahwa
setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi skan dianpgap dan
diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan PT, sepanjang Direksi bertindak
sesuai dengan vang ditentukan dslam anggaran dasar PT. Selama Direksi tidak
melakukan pelangparan atgs anggaran dasar PT, maka PT yarg akan menanggung
semua akibat dari perbuatan Direksi terscbut.  Akan tetapi, untuk tindakan-
tindakan Direksi yang merugikan PT yang dilakukan di luar batas kewenangan
yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakni oleh PT. Hal
ind berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di
luar batas kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar.

UU No. 40 Tahun 2007 tidaek secara tegas mencantumkan bahwa Direksi
mengemban tugas-tugas sesual dokinin fiduciary duty. Menurut penulis, hal
tersebut dapat dimeklumi karena doktrin fiduciary duty yang berasal dari Sistemn
Hukum Common Law padahal Indonesia menganut Sistem Hokam Civil Law,
Walaupun demikian, pasal-pasal dalam ULl No. 40 Tahun 2007 mencerminkan
bahwa UU No. 40 Tahun 2007 menerima doktrin fiduciary duty. Hal tersebut
dikarenakan sebenarnya ada beberapa prinsip hukum umum yang dikenal dan
berlaku di negara manapun. Prinsip Fiduciary duty termasuk prinsip hukum
umwmn yang berlaku di seluruh dunia selama masih terdapat hubungan pemberian
kepercayaan kepada orang lain,

Dalam 17U Neo. 40 Tahun 2007 diwajibkan kepada setiap anggota Direksi
untuk melaksanakan pengurusan PT dengan itikad bailk dan penuh tanggung

Plndonesis (b}, Op. Cit., Ps, 4.
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jawab, demi kepentingan PT dan sesuai dengan muksud dan tujuan PTY
Sebenarnya dalam kewajiban yang dimuat dalam UU Ne. 4G Tahun 2007 tersebut
meliputi baik duty of loyalty and good faith serta duty of care and skill.
Pelaksanaan dari duty of care and skill sendin tidak dapat dipisabkan davi duiy of
Toyalty and good faith. Meskipun duty of care and skill lebih menitikberatkan
pada keahlian Direksi dalam mengembangkan PT, namun pelaksanaan keahlian
tersehut merupakan bagian dari pelaksanaan duty of loyeliy and good faith.

UU No. 40 Tahun 2007 tidak memberikan ukuran atau standar vang jclas
mengenai batasan kemampuan dan kehati-hatia: Direksi, maka batasan tersebut
dapat dinilai pada dua standar, yaitu standar subjektif dan standar objektif®’
Standar subjektif didasarkan pada kemampuan dan kehati-hatian seorang awam
(ordinarily prudent persony untuk berbuat pada situasi yang sama dalam posisi
yang sama, sedangkan standar objektif didasarkan pada kemampuan dan kebati~
hatian seseorang yang menjabat dalam posisi yang sama dengan pengetahuan dan
pengalaman yang sama ¥

Selain itu, duty of loyalty and good jaith beropa duty to avoid conflict of
interest juga diterapkan dalam UU No. 40 Tabun 2007, Hal itu berupa kewajiban
bagi anggola Direkst untuk melaporkan kepada P71 mengenal saham yang dimiliki
anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau kelvarganya dalam PT dan PT lain,
yang untuk selajutnya dicatat dalam daftar khusus.® Ketentuan int dimaksudkan
untuk mendeteksi kemungkinan adanya self dealing, yaitu transaksi antara PT
dengan PT lsin dimana pada PT lain itu Dircksi atau keluarganya menjadi
pemegang saham fuga sehingga kemungkinan bisa memperoleh informasi yang
bersifat tidak dipublikasikan.

®rbid, Ps. 97 jo, 95,
HAls (), Op. O, hal. 12,
ryid

Bndonesia (b), Op. Cit, Ps. 101.

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH UI, soobIniversitas indonesia



36

D, Akibat Hukum Bagi Dirclisi vang Tidak Mencrapkan Prinsip Fiduciary
Duty Dalam Menguras Perseroan Terbatas
1. Ruemg Lingkup

Kriteria untuk menentukan kelalaian atau kesalahan Direksi mengacu
kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama UU Neo. 40
Tahun 2007, anggaran dasar PT yang mengatur tentang maksud dan tujuan
PT, serta pembatasan-pembatasannya.  Auggaran dasar sebagai statuta PT
merupakan ketentuan fundaments! yang mengatur dan menentukan hal ikhwal
PT, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan PT° M Anggaran dasar yang
mengikat semua pemegang saham, anggota Dircksl, dan anggota Dewan
Komisaris, tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007.

Maksud dan tujuan PT vang dicantumkan dalam anggaran dasar berlaku
sebagai pembutasan kewenangan bertindak Direksi, artinya maksued dan wjuan
merupakan sumber kewenangan bertindak Direksi namun juga menjadt
pembatas ruang lingkup kewenangan bertindak Direksi  tersebut®
Kewenangan Direkst untuk melakukan perbuatan hukem atas nama PT tidak
terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas dischbut dalam maksud dan
tujuan P'T, melainkan jupa perbuatan-perbuatan sekunder. Perbuatan sekunder
adalah perbuatan yang menurut kebiasasn, kewajaran, dan kepatutan dapat
distmpulkan dad maksud dan tujuan PT serts berhubungan dengannya
sckalipun perbuatan iersebut tidak secara tegas disebut dalam rwmusan
maksud dan tujuan PT.%

Prinsip fliduciary duty menuntut adanya tanggung jawab atas ngas
Direksi tersebut. Doktrin ind mempunyal unsur adanya itikad batk untuk
melaksanakan tanggung jawab dan memberikan pertangpung-jawaban. Pada
dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui hak
dan kewenangan vang diberikan PT berdasarkan prinsip fiduciary duty tidak

¥yan der Heiden-van der Grinten sebagaiman dikutip ofeh Prasstya, Op, Cit., hal. 16,
®Prasodio (b), Op. Cit,, hal. 7.

S Asser-Maeijer 2 sebagaimman dikutip oleh Tumbuaa, Gp. Cir,, hal, 196.
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mengikat PT. Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar Direksi dapat dikatakan
melanggar prinsip fiduciary duty, yaitu:

3. sejauh masa Direksi memiliki tugas yang terkait dengan hal yang
digogat;

b. sejauh mana ruang lingkup tugas yang dimiiiki oleh Direksi dan

pelaksanaanya dengan bal yang digugat;

sejauh mana terjadi pelanggaran terhadap tugas Dircksi;

sejauh mana PT mengalami kerugian, dan kerugian tersebut

diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi,*

fu O

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT
gpabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalaban atau kelalaiarmya;

b, teiah melakvkan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan;

¢. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindzkan pepgurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. ftelah mengambil findakan untuk mercegah timbul ataw berlanjutaya
kerugian tersebut.®®

2. Pertomggngfawaban Direksi

Pada prinsipnya, tanggung jawab anggota Direksi pada PT yang
bermasalah sama saja sepert fanggeung jawab Direksi pada PT yang berjalan
normsl. Dalam hal ini, tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga atau kreditor pada
prinsipnya hanya dapat ditujukan terhadap PT yang bersangkutan dalam
statusnya sebagai badan hukum, dan tanggung jawab hukuronye pun hanya
sehatas aset vang dimiliki oleh badan hukum tersebut. Dengan demikian pada
prinsipnys, jika suaty PT dinyatakan bermasalah stau bahkan pailit oleh
lembaga peradilan, pihak ketiga alau kreditor tidak dapat meminta anggota
Direksi atay Dewan ¥Komisaris atavpun pemegang sahamnya untuk
bertanggung jawab secara pribadi

YWilamarta, Op. Cit,, hal. 31.

®lndonesia (b), Op. Cit., Ps. 97 avat {5).
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Dailam perkembangan teori dan praktik hukum fentang PT, pencmapan
prinsip umum tentang kemandirian tangguag jawab badan hukum fernyvata
tidak selamanya memuaskan karena dalam hal-hal tertentu penerapan prinsip
tersecbut akan melanggar sendi-sendi keadilan.  Sifat pertanggunpjswaban
terbatas dari PT tidak dapat dipergunakan untuk merugikan kepentingan pikak
ketiga yang beritikad baik. Pengecualian terhadap anggota Dircksi atag
prirsip kemandirian tanggung jawab PT dalam hal digngat atau dinyatakan
pailit, yaitu jika Direksi melakukan perbuatan yang termasuk dalam tuang
lingkup dokfrin penyingkapan tire: perusahaan {(piercing the corporate vez‘l).59

Piercing the corporate veil is judicial process whereby court will
disregard usual immunity of corporaie officers or entitiey from liability
Jor wronglid corporate activities. The doctrine which holds that the
corporate structure with jis aitendani limited Hability of steckholders
may be disregarded and personal liahility imposed on steckholders,
officers, and directors in the case of jraud or other weongfid acts done in
thz name of corporation. The court, however, may look bevond the
corporate gé'orm only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of
in justice.

Ruang lagkup doktrin penyingkapan tirai perusshaan (piercing the
corporate veii), yaitu:”!
. hka anggota Direksi bertindak di luar batas kekuasaannya yang diberikan
oleh anggaran dasar atag terjadi perbuatan ufira vires;

Z. Jika anggota Dircksi bersikap sangat tidak layak atau bertentangan dengan
prinsip fiduciary duty.

UU No, 40 Tahun 2007 mengakut keberlakuan teonl piercing the
corporate veil walaupun dalam menerapkannya perlu kearifan, kehati-hatian
dant pernikiran dalam suatn cakrawala hukum dengan visi yang perspekfif dan

Pifunir Fuady (¢), Hukum Bisnis dalaes Teori don Prakiik (Buku Ketiga), cet. 2 (Bandun 2
PT. Citra Aditya Baki, 2002}, kal. 20,

MRlack, Op. Cir., hal. 1147-1148,

“euady (63, Gp. Cit
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regponsif pada keadilan.”* Bentuk nyata dari perbuatan terscbut dapat berupa
perbuatan melawan hukum baik perdata maupun pidana yang dapat dicakup
dalam rumusan istilah kelalaian atau kesalaban Direksi dalam UU No. 40
Tahun 2007.7

Direksi dapat dimintekan pertanggungjawaban, baik secera pidana
maupun perdata (criminal and civil liabilit)?*  Mekanisme meminta
pertanggungiawaban perdata dapat dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan pailit atau gugatan perkara perdata dengan tuntutan ganti rugi
berdasarkan Pasal 1385 KUHPerdata, Hal kealpaan atau kelalaian juga dapat
dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap
orang bertanggung jawab tidek saja uptuk kerugian yang discbabkan oleh
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebablkan olel kelalaian atan
kekurang hati-hatiannya.  Sedangkan pertanpgungjawaban pidana yang
berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kreditor atau pihak-pihak vang
mempunyal hak, vang menuntut perfanggungjawaban Direksi dapat dilakukan
dengan cara melaporkan kepada penyidik berdasarkan Pasal 396-405 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sclain pasal-pasal tersebut, masih
terdapat pasal-pasal ya;ng herkaitan et dengan penyebab timbulnya kerugian
bagt PT atau penyebab terjadinya kepailitan, yaitu ketentuan yang berkaitan
dengan pembuatan sural-surat yang isinya tidak mengandung kebenaran atau
surat-surat yang dipalsukan, dan tindak pidana berupa pembelian barang
secara berutang, serfa pen«ipzmn‘gs Berkenaan dengan tanggung jawab pidana,
anggota Direksi yang sudab tidak menjabat lagi tidak bebas darl ancaman

Pryady (b), Op. Cit. hal. 1.

Pndonesia (b), Op. Cit., Pg. 97 ayat (3).

*Tumbuan, Op. Cit., hal. 204-206.

*Sutan Remy Sishdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Faillessementsvorardening Juncto

Undong-undeng No. 4 Tahun 1998 (Jakaria: Pustaka Utama Grafitl, 2002}, hal 483-496 dan
KUHP, Op. Cit., Ps. 263, 264, 256, 3793, 378.
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tersebut. Pembebasan dan pelunasan {acquit ef de charge) yang diberikan
RUPS tidak mencakup tindak pidana yang telah dilakukan anggota Direksi %

Perbuatan hukum PT yang dilakukan oleh Direksi menuntut Direksi
untuk mempertanggungjawabkannya (akuntabilitag).  Tanggung jawab
meropakan  konsekuensi logis dari adanyz wewenang, menghindari
penyalahgunasn kekuasaan, menjadikan profesionalitas telap menjunjung
etika dalam menjalankan bisnis, dan menciptakan serta memelihara
lingkungan bisnis yang schat.” Setiap angpota Direksi bertanggung jawab
atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham vang beritikad baik atau
pihak ketipa yang meajalin hubungan dengan PT apabila Direkst menyalahi
ketentuan undang-undang, melakekan kelalaian atau kesalahan dalam
menjalankan fugasnya, yalte fanpa itikad baik dan tidak bertanggung jawab
serta tidak untuk kepentingan PT.®

Oleh karena ity, anggota Direksi dapat dimintakan untuk bertanggung
Jawab sccara hukum ketika PT dituntut atau pailit jika iz dianggap meiakukan
kelalaian atau kesalahan balk secara langsung atsu tidsk langsung yang
metiyebabkan PT tersebut menjadi rugi ataw pailit. Direksi yang lalal atau
salah mengurus PT  vang meopgakibatkan PT  rugl at@ dipailitkan
menyebabkan anggota Direksi bertanggung jawab unfuk membayar kerugian
tersebut darl kekayaan pribadinya.” Kekayaan pribadi Direksi dapat disita
dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tecsebut.'® Namun, tanpgung jawab
anggota Direksi dalam kepailitan bersifat residual vang berartl anggota
Direksi hanya akan bertanggung jswab apabila kekayaan PT tidak cukup

*Yumbuan, Qp. Ciz., hal. 206-207,

FRidwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corparete Governance: Perkembangan
Pemikiran dan implementasinva o Indonesia Datem Perspettiyl’ Hulwn (Jakarta: Tolat Media,
20473, hal. 84,

"ndonesta (b), Op. Ciz., Ps. 69 ayat (3), 37 ayat (3), §7 ayet {4).

Fimid, Ps, 97 ayat (33 jo. Ps. 104 ayat (2).

0Wilamarta, Op. Cit. hal. 14,
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untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut’® Hal ini berlaky juga
bagi angpota Direksi yang lalai atau salah yang permnah menjabat sebagai
anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan
pailit diucapkan.

Setiap anggota Direlcsi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk
kepentingan dan tujuan PT sehingga tanggung jawab Direksi secara hukum
terletak pada pundak wmasing-masing Direksi (jointly and severally).
Tanggung jawab anggota Direksi bersifat tanggung renteng, artinya walsupun
kelalaian atau kesalahan itu dilakukan seorang angpota Direksi, tetapi anggota
yang lain juga ikut berfanggung jawab. Hsl ini sesuai dengan UU No. 40
Tahun 2007 yang menyaiakan tugas dan kewsajiban pengurus dan perwakilan
PT dilakukan secara keleldif oleh schwuh anggota Direksi,  Pengecualian
tangpung jawab renteng terjadi apabila anggota Direksi dapat membuktikan
bahwa pertanggungiawaban yang dibebankan tersebut adalah di uar kelalaian
atau kesalahannya,m

Secara rinci, tindakan atau sanksi yanp dapat dikenakan bagi Direksi
yang melangear prinsip flduciary duty, yaitu:

a. infunction or decloration yang ditmukan untok mencegah terjadinya
pelangparan terhadap prinsip fiduciary duty lebih lanjut;

b. demages or compensation atau ganti rugi;

c. restoration of the compary’s property, yaitu pengembalian hearta
kekayaan PT yvang felah diambil danfatan dimanfaatkan secara tidak
sah;

d. rescission of the comiract, yaitu pembatalan peranjian yang telah
dibuat untuk kepentingan Direksi pribadi;

e, account of profits, yaitu penyerahan keuntungan kepada PT yang
diperoleh oleh anggota Direksi sebagai akibat tindakan yang dilakukan
secara fidak ssh, vang menguntungkan dirinya sendir;

£ summary dismissal yang terkeit dengan hak-hak ketenagskeriaan, yaitu
hak PT untuk memberbentikan angpota Direksi;

“IRachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan & Indonesia {Iekarte PT. CGramedia
Fustaka Uama, 2004}, hal. 28

ndonesia (), Op. Ciz, Ps, 97 ayat {4) jo. 104 ayat (3).

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 20ddniversitas Indonesia



42

g. expropriation of member's property yang hanya ditcrapkan atau
diberlakukan dalam hal terdapat fraud on minority, yaitu yang
merugikan kepentingan minoritas dalam PT. 1%

Kelalaian atau kesalahan Direksi dalam melaksanakan kewajibannya
tersebut, memberikan hak kepada pemepang ssham untuk mengajukan
htutan:

a. secara senditi-sendini atau bersama-sama, yang mewakill 1710 (satu
persepulub) pemegang saham, melakukan pugatan untuk dan atas vama PT
terhadap Direksi yang atas keialain dan kesalahanmya telah menerbitkan
kerugian kepada PT {derivative acfizm);m

b. secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama
pribadi pemegang saham terhadap PT apabila pemepang saham dirugikan
karena tindakan PT vang dianggap tidak adil (serfeir) dan tanpa aiasan
yang wajar sebagai skibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan
Komisaris (persona! right). Gugatan yang digjukan, pada dasamya
memuat permchopan agar PT menghentikan tindskan yang merugikan
tersebut dan mengambil langkah, baik untuk mengatasi akibat yang sudah

timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. '

Bentuk perlindungan lain bagi pemegang saham yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu perscpuluh) bagian dan jumiah seluruh sahsim dengan hak
suara, vang diberikan eleh UU No. 40 Tahun 2007 adalsh dapat diadakannya
pemeriksaan terhadap PT (hak angket atau engueterech).®  Permoheran
dapat diajukan setelah pemohon tedebih dahuly meminta data atau keterangan
kepads ¥T dalam RUPS dan PT tidek memberikan data atau keterangan
torsebut.  Pemeriksasn berfuivan wituk mendapatkan data atan keterangan

B Gunawan Widjaja (), Seri Pemahaman Perseroon Terbaias: 150 Pertanyaar Temang
Perseromm Terboras, Cet. 2 {Jakarta; Forum Sahabat, 2008}, hal. 72.

“indonesia (b), Op, Cit, F5, 97 ayat (61
i Ibid,, Ps. 61 berikut penjelasannya,

WIbid, Ps. 138-141.
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dalam hal terdapat dugaun bahwa PT melakukan perbuatan melawan hukum
yang merugikan pemegang saham atau prthak ketiga, atau anggota Direksi atau
Dewar Kowmisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT
atau pemegang saham atau pibak ketiga. Pemeriksaan dilakukan dengan
mengajukan permohonan secara lertulis beserta alasannya ke pengadilan
negerl yang dacrah hokumnya meliputi tempat kedudukan PT,

Berdasarkan uraian sebelumnys, dapat disimpulkan bahwa dalam hampir
setiap ramusan mengenat pertanggungjawaban Direksi, setiap anggota Direksi
selalu dihadapkan pada pertanggungjawaban renteng diantara sesama mereka
{collegiale aansprakelijheid) kecuali mereka dapat membuktikan bahwa
pertanggungiawaban yang dibebankan tersebut sdalah di luar kelalaian atau
kesalabannyva. Rumopsan-rumusan tersebnt bertojuan untuk menepgaskan
kembali fangsi Direksi sebagai suatu organ, bukan masing-masing pribadi,
vang dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berkewajiban untuk
menialankan tugas demi kepentingan dan ussha PT, dimanz masing-masing
anggota Direkst berwenang untuk mipwakili untuk dan atas narea PT baik da
dalam mawpun di luar pengadilan (perwakilan kolegial). Sclain #u, dengan
pertangpungjawaban renteng diharapkan dapat terjadi saling mengawasi
diantara sesama anggota Dircksi atas setiap perbuatan yang dapat memgiken

PT, pemeganyg ssham, ataw pun pihak ketiga yang beritikad baik.

Analisis Kasus PT Sarinah (Persera} Dikaitkan Dengan Penerapan
Prinsip Fiduciary Duty Oleh Direlsi Dalam Mengurus Perseroan
Terbatas

Kasus Posisi

Dis. Imanu Widodo selaku Terdakwa adalah mantan Direktur
Administrasi dan Keuangan PT Sarinah {(Persero) pada tahun 1999 - 2001, PT
Sarinah {Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yang
sahamnya 100% (seratus persen) milik Negara.

Kasus inj bermula ketika PT Sarinah (Persero) melalui Yustian ismail,
SE (mantan Direktur Utama PT Saringh (Persero)) dan Terdalcwa bekerja
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sama dengan Notaris Sulistio, SH tanpa melalui proges tender, melainkan
melalui penunjukan langsung. Kerja sama ind bertujuan untuk pembuatan tiga
sertifikat tansh PT Sarinah {Persero), yailu di Kawasan Pancoran, Jakaria
Selatan, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dan Jalan Agus Salim/Wahid Hasyim,
Jakarta Pusat. Dalam proses kerjasama pensertifikatan terscbut, Terdakwa
juga mengeluarkan biaya lain vang tidak diator dalam perjanjian, yvaitu berupa
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangupan (BPHTE) dan Retribusi. Total
biava keseluruhan untuk penseniifikatan tanah fersebut mencapai lebih kurang
Rp.4.000.000.000,00 {empat miliar rupiah}. D1 kemudian hari diketahui
hahwa Notaris rekanan dan sertifikal untuk tansh di kawasan Pancoran,
Jakarta Sclatan adalah palsu atau fikaf. Sertifikat untuk tanah yang berada di
Jalan Thasrin dan Jalan Agus Salim/Wahtd Hasyim, Jakarta Pusal tidak ada
karena proses dibentikan sebelum selesal.

© Selain hal tersebut, Yustian lsmail, SE dan Terdakwa juga terlibat dalam
pernberian diskon {(disconnt) sewa gedung yang tidak pernah diterima oleh PT
Bank Mandiri cabang Sarinah scbagai penyewa gedeng, serta ferlibat dalam
mengeluarkan pang untuk renovasi gedung Sarinah Juanda tanpa dilengkapi
dokumen kontrak. Uang yang merugiken PT Sarinah fersebut digunakan
untuk kepentingan pribadi Yustian Ismail, SE dan Terdakwa.

Kerugian seluruhnya yang dialami PT Sarinah (Persero) adalah schesar
Rp.5.088.649.500,00 (lima milyar delapanpuloh delapanjute eparnratus
empatpuluh sembilanribu limaratus rupish).  Masalzh ini menjurus pada
adanys dugaan korupsi vang dilekukan eleh mantan Direktur Utama dan
mantan Direktur Keuangan PT Sarinah (Persere) tersebut.  Kejaksaan
bertindak sebagai lembaga yang berwenang terlibat daiam penyelidikan tindak
pidana ini. Drs. Imane Widodo (selaku Terdakwa) dituntut melakukan tindak
pidana korupsi secara bersama-sama dengan Yustian Ismail, SE sehingsa
patut dijatuhi pidana penjara dan denda serlz nang pe;;gganti secara fanggung
renteng dan seimbang bersama Yustian Ismail, SE (yang dituniut dalam
perkaranya sendird). Dalam Dakwaan Primatr (yang sudah terbukii di
persidangan), Terdakwa dituntut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
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suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perckonomian
negara.

Dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penaschat Hukumnyaz menolak
seluruh tuntutan seluruh jaksa penuntut wmum karena tidak merasa melanggar
satupun aturan perundang-undangan dan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kernpsi.  Oleh karema ity
Terdakwa menginginkan dirinva dibebaskan dan dikembalikan harkat dan
mariabatnya,

. Amar Putusan

Dalam kasus ini, terdapat putusan pidana dari dua tingkat pengadilan,
yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/P11V/B/2008/PN.
JKT.PST dan Puotusan Pengadilan Tinggt Daerah Khusus fbukots lakaria
Nomor 183/PID/2008/PT DK yang keduanya pada pokoknys menyatakan
Terdakwa terbukii secara sah dan meyakinkan bersalsh sehingga difatuhi
pidana penjara dan denda serta pidana tambahan.

Amar  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakaria  Pusal  Nomwor
4237P1D/B2G08/PN JKT PST, di antaranya:
a4 Menvatakan Terdakwa Drs. Imanu Widodo terbukli secara sah dan

meyakinkan bersalah “Turut Serta Mclakukan Tindak Pidana Korupsi™;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara
selama lima tahun dan  menjatuhikan  Pidana Denda  sebesar
Rp.200.000.000,00 (dvaratus juta rupiah), dan bila dends tersebut tidak
dibayar, diganti tiga bulan penjara;

c. Menjatohkan Pidana Tambszhan berupa Pembayarsn Uang Pengganti
sebesar Rp.1.600.000.000,00 {seto milyar enamratus jula rupiah), ilka
terpidana tidek membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu
bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutopi uang
pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
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mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana
penjara sclama satu tahun;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebeser
Rp.5.000,00 (fima ribu rupiadi).

Atas putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Pepasehat Hukum

Terdakwa dan Penumtut Umum, merasa keberatan dan mengajukan upaya
hukem Banding kepada Penpadilan Tinggi Daergh Xhusus Ihukota Jakarta.
Adapun alasan yang dikemukakan olkeh Penaschat Hukum Terdakwa, pada
pokoknya:

a.

bahwa Terdakwa yang mengetahui pensertifikatan tanah malik PT Saripah
{Persero), scharusnya tidak dapat diartkan bahwa Terdakwa telah
memenuhi adanya unsur turyt serta, karena Terdakwa tidak dilibatkan oleh
saksi Yustian Ismail, SE dan saksi Drs. H. Boedibazto dalam memutuskan
pelaksanaan pensertifikatan tersebut;

bahwa Terdakwa tidak dilibatkan dalam memuiuskan tentang pembedan
discount kepada PT Bank Mandiri, melainkan sudah merupakan keputusan
dardi saksi Yustian Ismail, SE dan saksi Drs. H. Boediharto yang
bethubunigan langsung dengan pihak PT Bank Mandiri cshang Sarinah
{dalam hal ini diwakili oleh saksi Yusniatt Aslan selaku Kepala Cabang);
bahwa fernyata adanya unsur penyertaan tidak ferpenuhi afau tidak dapat
dibuktikan, sehingga menjadi tidak konsisten bahkan sangat berteniangan
antara perfimbangan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negen

aquo.

Sedangkan alasan yang dikemukakan Penuntut Umum vang masuk dalam

kontra mermori bandingnya, pada pokoknya:
a. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Neperi agwe dalam meniatuhkan

putusan mengenai pidana tambahan berapa pembayaran wang pengganti
belum sepenubnysa dapat mengembalikan kerugian kevangan negara akibat
perbuatan Terdalowa tersebut;
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b. bahwa dalam memori bandingnya Penaschat Hukum Terdakwa hanya
mengulang-ulang apa yang telah dikemukakannya dalam pembelaan dan
duplik pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri aguo dan
sama  sekabh  tdak  mengemukakan  halhal baru  yang  perlu
dipertimbangkan.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus lbukota Jokeria Nomor

183/PID20OS/PT. DKI

a. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan
Penurtut Urnum (para Pembanding) tersebut;

b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakara Pusat dengan perbaikan
sckedar mengenat redaksi amar putusan.

3. Analisis Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jokarta Pusat dan Pengadilon
Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kasus PT Saringh (Persero} dikaitkan
dengan Pengaturan PT Persere sebagai Badan Usaha Milik Negora

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terbadap prinsip-prinsip
demokrasi, yang menjunjung tingpi transparansi, akuntabifitas, dan integritas,
serta Keamanan dan stabilitas negara. Salah satu lapangan hukum publik yang
menjadi sasaran pemberamtasan tindak pidana korupsi adalah BUMN terutama
PT Persero.

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha
yang selurub atau sebagtan besar modalaya dimiliki oleh negaras melalui
penyertaan secara langsung yvang berasal dari kekayaan negara vang
dipisahkan.'”  Sedangkan pengertian Perusshasn Perseroan (PT Persero)
adaish BUMN yang berbentuk persercan terbatas yang modalnya terbagi
dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 31 % (limapulub satu persen)

adonests (), Undangundang tenigme Badan Useaha Mitik Negara, UL Mo, 16, LN No,
70 Tahun 2003, TLN No. 4297, Ps. T angka 1.
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sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang twjuan utamanya
mengejar keuntungan.'®

Berdasarkan pengerlian tersebut, PT Persero adalah badan hukum yang
merupakan subjek hukum (person recht), sehingga cakap menjunjung hak dan
kewsgjibannya, memiliki kekayaan sendiri, memiliki kewenangan kontrakiual
serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendini (persona standi in
Judicio}. PT Persers sebagai badan hukum memiliki sebuah ciri kbas yang
melekat dan tidak ferpisahkan, yaitu terbatasnya tanggung jawab pendin,
pemegang sabarn, dan pengorus. Tujuan pemisahan PT Persero dari Nepara
adalah untuk membuat pembaissan yang jelas antara tanggung jawab publik
dengan tanggung jawab korporasi.

Pada asasnya, secara yundis Dircksi sebagai penpgurus PT Aidak
bertanggung jawab terhadap konsekuensi apapun dari tindakan pengurusan
yang diwakilinya selama tindakan ferscbut sesuai peraturan perundang-
wndangan dan anggaran dasar. Apabila Direksi telah bekerja sesuai dengan
prinsip frduciary duty, yaitu dengan cermay, itikad baik, kehatian-hatian, dan
dengan pertimbangan bisnis yang matang, walaupun hasilnya tidak sesuam
dengan yang diperkirakan (PT merugi), maka Dirckst itu 'hams dilindungi.
Namun apabila yang dilakukan Direksi adalah sebaliknya, muaka berdasarkan
Pasal 97 ayat (6) LU Na. 40 Tahun 2007 pernegang saham atas nama PT
dapat melakukas gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan
stau kelalaiannya mentmbulkan kerugian terbadap PT. Dengan konstruksi
hukum demikian, Megara sebagal pemegang saham dalam PT Persero dapat
melakukan gugatan pada Direksi PT Persero.

Akar permasalahan dilematika pengurusan PT Persero berawal dari
perbedaan mendasar atas apa yang dikategorikan sebagai kevangan negara.
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negora (U1
No. 17 Tahun 2003), definisi keuangan negara begitu Iuas sehingga aktiva
lancar dan aktiva tetap BUMN termasuk dalam keuangan negara, padahal

Brbid,, Ps. 1 angka 2.
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kedua aktiva ini muncul akibat dari transaksi.'®”®

Adanya Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20
Tahun 2001)' menyebabkan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
manajernen BUMN, termasuk PT Persero, berpotensi melanggar UU tersebut
karena prinsip bisnis atas seHap transaksi  dapat mendatangkan
keurdungan/laba atag mengekibatkan kerugian.

Dalam kasus PT Sarinah {(Persero) istilah kerugian PT sebagal suatu
badan hukum yang yoridis mandin didentikkan dengan kerugisn negem
karena adanva kerugian PT menyebabkan ekspekiasi penerimasn APBMN
menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Padahal sebagai badan hukum, PT
Persero juga tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor
19 Tahun 2003 tentang Bedan Usaha Milik Negara {(UU No. 19 Tahun 2003)
yang menjadi dasar eksigiensi dan kegiatan bisnis PT Persero, serta beberapa
peraturan  perundeng-updangan yang memang ditgjukan untuk  badan
pemerintahan, misalnya Keputusan Presiden dan/atau Peraturan Menterd
Negara mengenai pengadaan barang dan jasa.

PT Persero yang tujuannya mencari untung, walavpun dibentuk dan
modalnya berasal dari kevangan negara, kerugian suatu transaksi atau
kerugian dalam badan hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
kerugian keuangan nepara, Dart sist ULl No. 40 Tahun 2007, kekayaan negara
yang dilnvestasikan dalam PT Persero bukaniah merupakan kekayaan pegara

ek enangan Negars meliputi | . . . {g). kekayaan nsgarafkekayaan daerah yang dikelola
sendiri atan oleh pihal lain berups wang, surat berharge, piutang, barang, serta hak-hak lain vang
dapat dinilsl dengan wang, tormasuk kekayasn yang dipisehkan pada perusabaan negare/
perusaham daersh. | | Indonesiz {8, Undang-undang fentang Keuangan Negera, Ul No. 17,
LN No. 47 Tahan 2003, TLN Ne, 4286, P, 2 harel g,

Wpscal ¥ ayat (1} “Setiup orang vang secarz melawan hukum melakukan perbustan
memperkaya dirf sendis aiau orang lain slau suaty korporasi yang dapat merugikan Keusugan
negara atau perckonomizn negern dipidana |, ., Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan
mengontangian diri sendirl stau orang lain atae seatu korporast, menyalshpunakan kewenangan,
kesempatan wlau sarans yang ada padanya karena jebatan atan kedudokan yang dapst meragikan
keuangan segara atau perckonomian negara, dipidana . . . * Indosesia (f), Undarg-undeng
fentang Pemborontasan Tindak Pidana Korapzi, UU No. 31, LN 140 Tehun 1999, TLN Na. 3874,
Ps. Zayat (1) dan Ps. 5,
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iagi melainkan menjadi penyeriaan (saham) dalam PT yang beresiko untung
ataupun rugi. Dengan adanya penyertaan modal awal tadi, maka demi hukum
penyeriaan negara skan menjadi kekayasn badan usaha, Sebenarnya negara
hanya memiliki hak terhadap PT Persero sebatas jumlah saham vang
dimilikinya, sebagaimana layaknya pemegang saham pada PT lainnya.

Sepaly kekayaan vang didapat baik melalisi penyertaan negarg maupun
yang dilakukan melalui kegiatan bisnis PT Persero, akan menjadi kekayaan PT
Persero. Hal itu jugs tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 19 Tahun
2003 yang menyatakan bahwa vang dimaksud dengan dipisahkan adalah
pemisahan kekayaan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{APBN) uatuk dijadikan penyeriaan modal negars pada BUMN untuk
selanjutirya pembingan dan penpelolaamya tidak Jagi didasarkan pada gistern
APBN, namun pembinaan dan pengelolsanmya didasarkan pada prinsip-
prinsip perusahaan vang sehat. Pendirian ini diperkuat juga dengan Surat
Mahkamah Agung Nomor: WEKMA/Yud/20/VII/2006, tanggal 16 Agustus
2006. Berdasarkan hal tersebut, kerugian yvang tegadi di suatu PT Persero,
belum tento kerugian tersebut mengekibatkan kerugian negara melainkan
kerugian tersebut bisa juga merupaken kerugian perusahaan (resikoe bisais)
sebagai badan hulqum privat.

Pemaparan di atas bukan berarti bahwa Direksi akan terbebas dan
imman dari tanggupg Jawab dan tuptutan pidana. Dalam hal pemegang saham
melihat adanya indikasi pidanma dari tindakas Direksi yang menyebabkan
kerugian, vang dapaf dilakukan adalah memohonkan pemeriksaan terhadap PT
sesuai Ul No. 40 Tahun 2007 vang kemudisn penyelesalannya akan
menempuh jalur pidana sebagainmana terfuang dalam ketentuan KUHP atau
dapat langsung mengmpuh jalur pidana tersebut.

Delikdelik pidapa tetap dapat diancamkan kepada Direksi yang
membawa kerugian kepada PT yang diurusnya. Hal! ini dilskukan apabila
Direksi bersangkutan melakukan pesggelapan, pemsalspan data dan laporan
kevangan, pelanggaran undang-undang pasar modal, pelanggaran undang-
undang anti monopoli, pelanggaran undang-undang anti pencucian uang, dan
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undang-undang  lainnya yang memiliki sanksi pidana.  Prof. Erman
Rajagukguk, SH, LI.M, PhD menerangkan bahwa pemerintah melalui
kejaksann tetap dapat menuntut korupsi yang terjadi di PT Persero. Namun,
alasannya bukan karena kekaysan perusahaan itu merupakan kekayaan negara
akan tetapi karena korupsi adalah kejahatan yang sama seperti pencurian dan
perampokan. Oleh karena itu, walaupun bukan uang negara yang dicuri atau

dirampok, alat negara tetap berhak menuntut dan menghukum pelakunya. H

4. Aralisis Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakaria Pusat don Pengadilan
Tinggi Dagrak Khusus thukota Jakaria Kasus PT Sarinah (Perserc) dikaitkan
dengan Pengropan Prinsip Fiduciary Duty olehr Direksi dolam mengurus
Parseroan Terbatas

Dalam perspektif UU No. 40 Tahan 2007, Direksi scbagai pengurus PT,
menjalankan pengurusan PT unfuk kepentingan PT dan sesvai dengan maksud
dan tujuan PT. Kewenangan Direksi dalam menjalankan kepengurusan sesuei
dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam
U No. 40 Tahun 2007 dapfafau anggsran dasar. Kebijakan yang dipandang
tepat adalah schijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang
yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Kerugian PT yang disebabkan oleh pengurusan Direksi harus dilihat
sebabnya, apakah karena pengurusan yang salah {mismanagement) atau karena
faktor Jain. Dalam hal ini perlu diperhatikan mengenai prinsip fiduciary duty
vang ada pada Direksi dalam melakukan pengurusan PT. Sebagaimana
pemegang saham, pada prinsipaya Direkst dalam menjalankan peogurusan PT
tidak bertanggung jawab sccars pribadl.  Akan telapi hal ini juga dapat
diterobos sesunt dengan teort piercing the corporate veil yang menyatakan
bahwa dalam hal-hal tertentu, pembatasan tanggung jawab Dircksi tidak
berlaku, Hakim dapat memutuskan bahwa Direksi bertanggung jawab sampat

Wprman Rajagukguk, “Pengertian Kevangan Negara dan Kerugian Negara, (Makslah
disampaikan pada “Peran BUMN dalam Mempercepat Pertumbuhan Perckonomian Nasienal,”
Jakarta, 12-13 Apeil 2007), hal 13,
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kepada haria pribadinya. Hal ind sesual dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
dan (4} UU No. 40 Tahun 2007 yang menyalakan bahwa setiap anggota
Direksi bertangung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabiia yang
bersangkutan bersalah stau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan
ketentuan kewaliban setiap anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan
PT dengan itikad batk dan penub tanggung jawab. Dalam hal Direksi terdiri
atas dua anggota Direksi atau lebih, tangung jawab tersebut berlaku secara
tanggung renteng bagt setiap anggota Direksi.

Seperti dijelaskan sebelumnya, selain aspek pordata yang merupakan
hukum privat, terdapat juga pranata hukum lain untuk menunfut pettanggung
Jawaban Direksi, yaitu hukum publik. Terkadang tidek ada batasan yang jelas
antara hukum perdata dan hukum pidana yang merupakan pranata hukum
publik, dan bisa saja seorang Direksi melakukap perbuatan privat ternyata
dirinya melanggar hukum publik, seperii perianiian kerjasama yang dianggap
ada unsur korupsi oleh penegak hukum.

Dalam  kasus  pensgertifikatan tanah  PT  Saripah  (Persern),
pertanggungiawaban Direksi diarahkan kepada pertanggungjawaban publik
dan individual, yakni pada Dirckdur Utama dan Direktur Kevangan dan
Administrasi.  Terdapal fakis yeng menyebabkan penulis dapat menduga
adanya persckongkolan dan itikad buruk pada did anggota Dircksi schingga
doktrin piercing the corporate veii dapat diterapkan, Pengadilan dapat
memutuskan menghukum Direkst bertanggung jawab sampai pada kekayaan
pribadinys dan secara tanggung renteng dengan Direksi lainnya. Hal ini
merapakan kewajaran disebabkan dua direktur tersebut vang memiliki
hubungan fangsung dengan kebijakan untuk melakukan pensertifikatan.

Direksi dalam melakukan pengurusan bisnis harus berada dalam koridor
hukum bisnis yang berlaku di Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007 yang juga
mengikat PT Persero tidak memberikan ukuran atau standar yang jelas
mengenai batasan kemampuan dan kehati-hattan {duty of skill and care)
anggota Direksi sehingga dimungkinkan seorang Direksi yang temyata tidak
memiliki eukup kemampuan.  Akan tetapi ternvata ketentuan khusus dalam
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PT Persero lebih lengkap karena dipersyaratkan bagi Diceksi BUMN termasuk
PT Persero untuk memiliki kemampuan teknis mengenai pekerjaannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
KEPO9AMBU/00S tentang Penilaian Kelgyakan den Kepatutan (Fit and
Proper Test) Calon Anggota Direksi Badarn Usahu Milik Negara, selain syarat
vang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007, terdapat juga syarat materiil
bagt anggota Direksi PT Persero, yang meliputi:

a. integritas dan moral, bahwasanya vang bersangkutan tidak pernah
terlibat:

1) perbuatan rekayasa dan prakick-prakiek menyimpang dalam
pengurusan BUMN/Peruszhaan/l embaga  temipat  yang
bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujor);

2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi
komitmen yang telah disepakati dengan
BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja
dan/atau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik};

3} perbuatan yang diketegorikan dapat memberikan keuntungan
kepada  pribadi calon  angpota  Direksi,  Pegawai
BUMN/Perusshaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja
(berperiiaku tidak baik);

4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap
ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan
yang sehat (berperitaku tidak baik).

b. kompstensi tehnis/keahiian, bahwasanya vang bersangkotan memiliki:

1} penpetahvan vang memadai di bidang wsaha BUMN yang
hersangkutan;

7} pengalaman  dan  keahlian di bideng  pengurusan
BUMN/Peruszhaan/Lembaga yang bersangkutan;

3) kemampuoan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka
pengembangan BUMN/Perusahaan/Lembage yang bersangkutan;

4) pernzhaman rmasalah-masalah  manaiemen perusahaan  yang
berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

5} dedikast dan menvediakan wakiu sepenvhnya untuk melakukan
fugasnya.

c. psikologis, bahwasanya vyang bersangkulan memiliki  tingkat
intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan
tugasnya sebagai anggota Direksi BUMN.

Berdasarkan hal tersebut, Direksi PT Persero jelas memiliki tanggung jawab
{fiduciary duty} yang sangat besar karena dufy of skill and care yang
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ditetapkan sangat tinggi dan terperinel.  Kemmungkinan Direksi PT Persero
untuk tidak memiliki cukup kemampuan telah dieliminic karena sebelum
pengangkatan telah dilakukan penilaian kelayakan dan kepatutan,

Walaupun pringip fiduciary duwry dikenal di Indonesiz, namun
dikarenakan kondisi hakim-hakim di pengadilan yang banvak tidak mengenal
doktrin ini, maka belum ada yurisprudens! mengenai prinsip fiduciary duty.
Dalam perkara kasus PT Sarinah (Persero), Terdakwa didakwa “murut serta
melakukan tindak pidana korupsi,® Dalam perkara tersebut, terdapat semua
unsur fiduciary duty, yattu adanya tugas yang divercayakan, adanya scorang
vang dipercayakan unfuk mengurus kepentingan pemberi fugas, muncul
kerugian yang diduga karena pengambiian keputusan yang salah, dan tuduhan
tidak memperbatikan keahlian yang scherusnya dimuliki.  Semestinya
Terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan dapat secara common
sense memikirkan dampak kerugian bila perjanjian kerjazama yang dipandang
tidak waijar dijalankan. Berdasarkan Surat Peganjian Kerjasama, pembayaran
dilakukan sesuai dengan selesainya tahapan pekeriaan dengan jangka waktu
seluruh pekeraan adaleh lima bulan. Setelah lima bulan, penseriifikatan
belum selesai sehingga sedifikat belum discrabkan kepada PT Saringh
(Persero) dan seharosnya pembayaran lidak dilakekan. Namun yang terjadi
justru kontrak yang nyata-nyata dijalaokan tidak sesual dengan Surat
Perjanjian  Kerjusama, tetap dibayarkan,  Direksi  dalam  melakukan
pensertifikatan ierlihat tidak beritkad baik scrta tidak bertanggung iawab
sehingga tidak menjalankan prinsip fiduciary duty.

Dalam kasus i, Direksi dapat dikatakan telab melanggar prinsip
Jiduciary duty karena telah memenuhi unsur-unsar, yaitu:

a Direksi memiliki tugas yang terkait dengan hal yang digugat
PT Sarinah {Perscro) bergerak dalam bidang ritel dan persewamn
gedung. Tugas Terdakwa sclaku Direktur bersama-sama dengan Direktur
lainnya adalah memimpin dan mengurus PT sesuai dengan maksud dan
tujuan PT serta meraih profit. Selain itu, sebagal Direksi, Terdakwa harus
senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas PT, dan
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menguasal, memelihara, dan mengurus kekayaan PT, seria waitb dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan fugas dan kepentingan
dan usaha PT dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, tangoung jawab pensertifikatan terletak di
tangan Dircksi dan menurduk Notaris merupakan kewepangan Direksi
namun Direksi berkewsiiban melaporkennya pada Komisaris, Komisaris
tidak pernah digjak bicara oleh Dircksi tentang pemmnjukan Notaris
Sulistio, SH sehingea penunjukan Notaris Sulistio, SH dilakukan tanpa

sepengetahuae Kornisaris.

. Hal vang digugat termasuk dalam ruang lingkup tugas vang dimiliki dan
pelaksanaannya oleh Direksi

Tugas dan tangpung jawab Direktur Administrasi dan Keuangan sscara
nmum, yaitu: )

1), Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan administrast dan kenangan
perusahaan;

2). Membawahi biro administrasi kevangan, bagian akuntansi, bagian
keuangan;

3). Membantu Direktur Utama di bidang administrasi dan kevangan
perusghaan.

Dalam pelaksansan fugasoya, Direcktur Administrasi dan Kcuangan

bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan pemegang

saham.

Pengeluaran uang merupakan tangpung jawab Direktur Administrasi
dan Keuangan dan Direktur ama, Untuk pengeluaran cek/gire sampai
dengan Rp.50.000.000,00 (imapuluh juta rupiah) adalah tanggung jawab
Direkiur Keuangan sedangkan untuk pengelusran cek/giro di  atas
Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) adalah tanggung jawab Direktur
Administrasi dan Keuangan dan Direktur 1tama.
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Dalam proses persbayaran pada kerjasama pensertifikatan tanah, yang
memberikan persetujuan adalah Direktur Administrasi dan Kewangan
dengan membubuhkan tanda (angan dalam bukii pengeluaran bank.
Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang tercantum dalam job
descriptionnya sebagal Direktur Administresi dan Keuangan dan terkait
dengan kegiatan wsaha PT. Oleh karena itu, perbuatan itu fidak dapat
dikatakan wlira vires walaupun dilakukan untuk seate fujsan yeng tidak
diperbolehkan {memperkaya diri sendiri). Adapun alasan Terdakwa
bahwa hal tersebut sebagai loyalitas sesvai dengan kewenangannya
tidaklah dapat dibenarkan secara hukum dan kerugian terscbut sebenarmya
tidak perlu terjadi apabila Terdakwa dalam menjalankan tugas dan
xewenangannys dilakukan secara benar, Yustian lsmail, SE menugaskan
Terdakwa untuk membuat perencanaan dan melakokan pembayaran biaya
pengurusan dan pembuatan sertifikat.  Seharusnya vang dilakukan
‘Terdakwa adalah melihat mengenai anggaran perusahsan karena harus
disesuatkan dengan pengeluaran dan melihat saldo PT, bukan menyetujui
saja. Direksi seharusuya paling mengetahui seluk beluk PT termasuk
kondisi  keuangen PT sehingga dengan 'kecennaZannya dapat
memperkirakan keadsan kevangan PT sebelum melakukan kerjasama

dengan pihak lain.

. Direksi iclah melanggar tugasnya

Mekanisme penggunaan anggaran i PT Sarinah (Persero) tiap tahun
dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan {(RXAP) yang
disahkan dalam RUPS. RKAP merupakan koridor da}am'peiai(saman
anggaran maupen rencana investast PT Sarinah (Persero) schingga seluruh
pencairan penggunaan anggaran PT Sarinah (Persere) harus berpedoman
pada RKAFP tahunan. Anggaran untuk peosertifikatan terhadap tanah
milik PT Sarinah belum termasuk dalam RKAP. Setiap perubahan
anggaran/rencana anggaran yang belum di-RKAP-kan dalam tahun
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berjalan, seharusnya dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada
Dewan Komisaris terlebih dahulu,

Pensertifikatan tansh di Pancoran yang dilakukan pada tahun 1999
baru masuk pada RKAP tahun 2000 sedangkan serifikasi tanah di Jalan
Thamrin dan di Jalan Agus Salim/Wahid Hasyim sama sekali tidak masuk
RKAP. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatekan Terdakwa dan Dircktur
tltama telah melakukan penyalahpunaan kewenangan atan kekoasaan
sebapai Diveksi, Pensertifikatan dilakukan tidak sesuai dengan RKAP dan
tidak dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris terlehih dahulu.

Berdasarkan Keteptuan angka ¥V huruf ¢ Keputusan Direksi PT
Barinah (Persero} Nomor: 095/KPTS/DIRUTA/IV/IN0S, tanggal 26 Mei
1998 tentang Ketenhwan/Peraturan  Pengadoan Borangllosa yarg
Pendancannya Bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinch (Persero)
Juncte Ketentuan huruf G {Bidang Umum) Buku [1I Keputesan Direksi PT
Sarinah  (Persero) Nomor: 007/KPTS/DIRUTAMALIS99, tanggal 10
Februari 1999 tentang Ststem dan Prosedur Administrasi PT Sarinah
(Persers), untuk pengadesn bDarang/fjasa dengan nilsi di atas Kp.
100.600.000,00 (seratus juts rupiah) ditempuh melalui cara lelang {fender)
baik pelelangan umum maupun pelelangan terbatas dan pelelangan ditkuti
sehanyak-banyaknya lima rekanan dan sedikitnya tiga rekaman dan
melakokan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan.

Pekerjaan pembuatan seriifikast tanah milik PT Sarinah dilakukan
dengan cara penunjukan langsung oleh Yustian Ismail, SE dan Terdakwa
selaku Dirckivr Administrasi dan Keuangan PT Sanmah (Persero)
menyetujul melakukan pembayaran. Penunjukan terhadap Sulistio, SH
yang mengaku sebagai Notaris/PPAT oleh Yustian Ismail, BE dikarenakan
Yustian Ismail, SE sudab mengenal dan percaya kepada Muhammad
Diafron Rifai (selaku pemegang kuasa dari Sulistio, SH) bersama Pudiji
Raharjo yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT Sulistio, SH.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT
Sarinah (Persero} Nomor 54, tangeal 17 Maret 1998, untok penunjukan
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langsung suatu pekerjaan harus didabuolui persctujuan Rapat Dhreksi
Penunjukan langsung yang dikemhui olch Terdakwa dilakukan tanpa
persetujuan terlebih dahulu dalam Rapat Dirckst dan Terdakwa schagai
Dirgktur Administrasi dan Keuangan mengetahui dan menyetujul saja
penawaran biaya pekerjaan pembuatan sertifikat tersebut tanpa melakukan
evaluasi terlebih dahule terhadap penawaran biaya tersebut. Berdasarkan
hal tersebut, skepano awal persekongkelan terlihat dart penunjukan
langsung yang dilakukan tanpa persefujuan terlebih dabulu dalam Rapat
Direkst namun diketahui oleh Terdakwa.

Terdakwa juga tdak memenuhi duty of care dari Direksi karena
Direksi diwajibkan untuk memberitahukan fakia-fakta yang relevan dan
bertindak hanya setelah mempertimbangkan secama matang fakia tersebut,
Terdakwa telah melalaikan {ugas yang seharusnya dijalankan (omissien of
duty). Sertifikat tanah Pancoran berupa Serfipikat Hak Guna Bangunan
(HGB) Nomor: 35 diserahkan M. Dijafron Rifai kepada PT Sarinah
{Persero) dan oleh Yustian Ismazil, SE diperintahkan untuk disimpan dalam
brankas tanpa dilakukan pengecekan keasliannya ke Kantor Pertanahan
Jakarta Sefatan terlebih dahuly, Setelah tecdakowa tidek menjabat scbagai
Direktur Admunisirasi dan Keuangan PT Sarinah (Persero) diketahui
bahwa sertifikat HGB Nomor 35 untuk fapah Pancoran adalgh paisu
karena tidak pemab diterbitkan cieh Kantor Pertanshan Jakarta Selatan,
Demikian juga Sulistio, 8H bukan Notaris karena tidak terdaltar sebagai
Notaris pada Sub Dircktorat Notaris sesuai Surat Direktur Perdata pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesta Nomor: C2-HT.03.10-258,
tanggal 17 Seplember 2001 peribal Aformasi lentang Status Notaris.

Perbuatan Terdakwa juga dapat dikafegerikan perbuatan melawan
hukuom karena telab memenuvhi unsur-unsur melawan hukum.  Unsor-
unswnya, yaitu: adanya pelanggaran, adanya kesalaban, adanya kerugian,
serta adanya kausalitas antara sebab dan akibat. Unsur pelanggaran berupa
tidek dilaksanakannya prinsip fiduciary duty oleh Direksi berdasarkan
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anggaran dasar PT. Unsur kesalahan berupa persekongkolan antara
anggota Direksi yang melakekan perbuatan hukum dengan Diafron Rifai
dan Pudji Reharjo serta keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas
tertentu, yaitu tidak adanys persetujuan Dewan Komisaris atas perbuatan
tersebut. Dircksi juga memanfaatkan wewenangnya selaku Dircksi dengan
membuat keputusan yang menguntungkan dirinya dan orang lain namun
merugikan PT. Padahal Ul No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Direksi
harus beritikad baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam
maupun di Juar pengadilan. Unsur kerugian dibuktikan dengan adanya
kerugian yang dwderita oleh PT. Unsur hubungan ksusalifas atau sebab
akibat dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan yang dilakukan Direksi
mengakibatkan kerugian pada PT,

. PT mengalaral kerugian diakibatkan oleh pelangraran yang dilakukan
Direksi

Meoemukan kerugian PT Sarinah {(Persero} dalam pembuatan seriifikat
tanah merupskan suatu hal yang esensial karena sebapai dasar dalam
mencatukan pertanggungjawaban pihak yang terlibat.  Berdasarkan
keterangan saksi dari Badan Pertanahan Masional (BPN) ternyata bahwa
pengurusan sertifikat tanah tersebut scharusnya tidak menghabiskan biava
hingga milyaran rupiah.

Mekanisme pengeluaran vang pada PT Sarinsh (Persero) adalah
laporan kemajuan dari proses sertifikasi tanah. Notaris/PPAT Sulistio, SH
belum menyerabkan sertifikat tanah Pancoran kepada PT  Sarinah
(Persero), namun Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada M.
Diafron Rifal selaku kuasa Sulistic, SH. Addendum perjanjian pun
dilukukan sesudahnya dengan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan
dari lima bulan menjadi sebelas bulan. Selain biaya pekeriaan, dilakukan
pembayaran biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) kepada Sulistio, SH vang disetujui olch Terdakwa
dan diterima M. Dijafron Rifai selaku pemegang kuasa, padahal biaya-
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biaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian kerjasama. Pembayaran
biaya Retribusi dan BPHTB scharusnya dilakukan oleh staf PT Sarinah
yang ditugaskan mengurus pajak dan sctelah dilakukan penyelidikan,
ternyata pembayaran BPHTB tidak pernah dilakukan,

Uang yang digunakan uniuk pembuatan sedifikat, pembayaran
BPHTH dan Retribusi, disken sewa gedung yang tidak permah diterima
olch penyews gedung, dan renovasi gedung Sarinah Cabang Juanda tanpa
dilengkapi dokumen kontrak berasal dart anggaran PT Sarinsh (Persero),
Berdagarkan ha! tersebut jelas temyata bahwa perbustan Terdakwz telah
merugikan PT Saringh (Persero). Selain ity, terbukti bahwa Terdakwa
bersama-sama dengan Yustian Ismail, SE menggunakan uang yang
terimasuk kekayaan PT Sarinah (Persero} untuk kepentingan pribadinya.

Setelah diketahui adanys kerugian yang discbabkan oleh Yustian Ismail,
SE dan Terdakwa, mercka tetap tidak mempunyal itikad baik. Hal i
disimpulkan dari telah dilakukannya upaya damai (jalan tengah) sebelum
dilaporkannya masalah ini kepada pihak berwajib, namun sampai persidangan
berlangsung tidak terlaksana sama sekali. Jalan tengeh itu dilakukan dengan
cara memanggil Yustian [smail, SE dan Terdakwa dalam Rapat Direksi dan
Dewan Komisaris PT Sarinah (Persere] untuk mengganii kerugian vang
diderita PT Sarinah (Persero) akibat perbuatan mercka dan mercka telah
menyanggupinya.

Berdasarkan uraian tersebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
Direksi tidak melaksanakan prinsip fiduciary duty yang perlu diperhatikannya
dalam mengurus PT dengan benar.  Anggota Direksi telah melakukan
kesalaban yang mengakibatkan PT merugi. Oleh karena itu, Direksi secara
tanggung renteng diharuskan membayar kerugian tersebut dari kekayaannya
selain pidana penjara dan denda. Menurt pertimbangan hakim adalah adil
wituk  menghukum  Terdakwa membayar uvang  pengganti sebesar
Rp.1.680.000.600,00 {satu milyar enamratus juta ropiah).
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Dalam kasus ini, pihak terkait lainnya dapat juga dimintakan pertanggung
jawaban sampat kekayaan pribadi atas perbuatannya yang juga merugikan PT
Sarinah {Persero), seperti Djafron Rifai dan Pudji Rabarjo. Hal ini telah
dilakukan oleh pemegang saham dengan mengajukan permohonan ke
pengadilan dengan perkara yang terpisah dari Direksi yang tedibat.
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BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab

sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaita:

i.

UU No, 40 Tahun 2007 tidak secara tepas mencantumkan bahwa Dirckst
mengemban tugas-tugas sesuai doktrin fiduciary duty. Walanpun demikian,
pasal-pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007 mencerminkan bahwa UL Na. 40
Tahun 2007 menerima doktrin fiduciary dufy. Penerapan fiduciary duty oleh
Direksi dalam mengelola PT berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 sangat
bergantung pada pemahaman Direksi it sendiri dan pihak-pihak vang terkait
dengan PT, seperti pernogang saham, karyvawan atan pegawai, pelanggan,
kreditor, masyarakat, dan pemerintah mengenai dokivin fiduciary duty. Hal
tersebut  karenaz  apabila  masing-masing pihak mengetahui hek dan
kewajibannya dengan  baik, meka mereks  juga mengeishul  carg

mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban mereka masing-masing,

Prinsip fiduciary dufy menuntut adanya tanggung ilawab atas pelaksanaan
tugas Direksi tersebut.  Pada dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh
Direksi yang melampani hak dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan
prinsip fduciary duty tidak mengikat PT. Oleh karens ifi;, terhadap anggota
Drireksi tersebut dapat dimintakan perlanggungjawaban hukum, baik secara

pidana maupun  perdata  (crimunel  and  civil liabiliyy dan  da
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bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut dari kekayaan
pribadinya,

Dalamn kasus PT Saringh (Perserc), penerapan prinsip fiduciary duty oleh
Direksi telah melibatkan lembaga peradilan. Dalam hal ini, penerapan prissip
Jiduciary duty bergantung pada penafsiran hakim berdasarkan bukti-bukt
yang diajukan pihak dalam perkara. Dalam perkara kasus i, penegakan
hukum atas pelanggaran tugas yang dilakukan Direksi adalah melalut dakwaan
melakukan tindak pidana korapsi walaupun sebenamys dalam perkara tersebut
terdapat semua wnsur fiduciary duty. Oleh karena itu, PT itu sendiri atau
pemegang saham, dalam hal ini Menten Negara Badan Usahs Milik Negara,
tetap dapat menuntut Direksi PT Sarinah (Persero) secara perdata berdasarkan
prinsip fiduciary duiy, dan meminiz penggantian kerugian PT Sarinah
{Persers) yang disebabkan Dircksi PT Sarinah {Perserc) tidak mematubi
pringip fiduciary duty.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telgh divraikan sebelumnya, maka penalis

dapal mengemukakan saran-garan, yaitg

I

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukam dan Hak Asast Manusia perlu
melakukan sosialisasi dan pembudayaan adenya prinsip fiduciary dufy dalam
UL No. 46 Tahun 2007 kepada masyarakat sebagai pelaku bisnis dan bagian
dari sfakeholders, notaris yang berwenang memberikan penyuluban hukum
kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum yang berwenang memeriksa
dan memuius perkara mengenai PT, sehingga mereka dg;zai lebih profesional
dalarn menjalankan  kewajibannya sesual dengan peraturan  perundang-
undangan.

Direksi perle memahami dengan benar ketentuan yang berkaitan dengan
tanggung jawab Direksi terutama yang diatur dalam UUPT, anggaran dasar
PT, dan doktrin-doktrin yang berlaku, seperti fiduciary dufy, serta aluran
intermal PT yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam
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mengurus PT sehingga Direksi dapat dibebaskan dari tuntutan baik perdata,
pidana, maupun funtutan kepailitan.

. Akademist dan praktisi perlu didorong untuk menulis mengenal prinsip
fiduciary duty dan menganalisa kasus-kasus korporasi dad sisi prinsip
fiductary duty. Seiain 1, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
juga perto didorong untuk mensosialisasikan prinsip fiduciary duty ini diantara
Badan Usaha Milik Negara.
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pidana datam Pasal 2 ayat {1} io Pasal 18 ayat (1) Undang-lindang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Fidana Konupsi jo Undang-
Undéng Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Alag Uadaﬁg Undang
Nomor 31 tahun 1988 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupst o
Pasal 85 ayat {1} ke 1 jo Pasal 88 ayal {1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana datem dakwaan Primaic

2. Meniatuhkan pidana ferhadap Terdskwa Drs, IMAND WIDODO dengan
pidana peniara $elama & {enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada
daiam fhanan sermentara dengan perintgh terdakwa ditahan RUTARN,

3. Menjalubkan pidava denda sebesar Rp. 200.000.600,- { dua ratus juta
rupiah) subsidiair 3 (tiga} bulan kurungan.

4. Membayvar uang penggant! sebesar Rp., 5.08B.648.500,- {ima milyar
delapan puluh delapan jula enam ratus empal puluh sembilan ribu lima
ratus rupiah), secara fangguny renteng dan selmbang bersama YUSTIAN
ISMAIL, SE {yang ditunhst dalam parkaranya sendin}, jika terpidana  tidak
membayar uang pengganti paling tama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudai
pulusan pengadilan memperolelt kekuatan hukum istep, maka harla
bendanya disita olen Jaksa dan dilelang untuk menutupi vang pengganti
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tersebut, dalam hal terpldana tdak mempunyal barta benda yang

mencukupt untuk meinbayar uang penggant tersebut, maeka dipidana
penjara selama 2 {dua} tahun, '

5. Nenyatakan barang bukti berups surat-surat sebagaimana terlampir dalam
berkas perkara, tetap terdampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan supaya terdakwa Drs, IMANU WIDODC membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- {lima ribu ropiahj ;

Telah mendengar pembelaan dan lerdakwafipenasehat hukum ferdakowa

yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan
sebagal barikut

Pembelaan Terdakwa Drs. Inanu Widodo ¢

1. Menolak sehruh tuntutan jaksa penuntut umum karena dalem perkara ind
tidak salupun aturan perundang-undangan yang saya langgar;

2. Membebaskan saya “arf segaia dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut
umum, karena terhadap sakst Sdr. Drs. Boediharto, Mantan Direktur
Administrasi & Keuangan dan Mantan Direktur Operasi PT. Sarinah
{persero) sampai saat inl fidak dilakukan penvidikan, p&nahaaait.
dakwaan dan tuntutan termasuk terhadap Sde. Djavron Rival yang dalam
berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan surat funtutan namanya
sefalu disebut sebagai pihak yang menerma kuasa dan menenma
perbayaran biaya penserifikatan;

3. Mengembalitan harkat den martabat saya pada keadaan semula,
karena
- Selamaza dalam masa penahanan sejak 16 Januad 2008 sampai saat

ini, istri dan keempat orang anak saya telah menderita secara moiil
msupun materiit; :

- Saya terancam dikeluarkan darl pekerjean karena hamper 5 {ima}
bulan tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan padahal saya
sebagal tulang punggung yang menghidupi ekonomi keluarga
sementara st sedang dalam perawatan pasca menderita stroke
yarg masih memerlukan biaya perawatan dan keempat anak saya
masih memerlukan biaya sekolah serta pernatian ayaly;

Pembelaan Penasohat Hukum Terdakwa Drs. Imanu Widodo :
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1. Menyatakan Terdakwa Drs. manu Widodo tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindek pidana korupsi sebagaimana -

gidakwakan dalam dakwaan primair dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat
(1} Undang-tindang Nomuor 31 Tahun 1988 Tenfsny Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi io Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
- Atas Undang Undang Nomer 31 tahun 1888 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Konupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 85 ayat (1) Kitab Undang- -

Undarg Hukum Pidana den dakwaan subsidair Pasal & ayat (1) jo Pasal 18
ayat (1} Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1899 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupst jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang
Peruvbshan Ataes Undang Undang Nomor 31 tahun 1888 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal €6
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan subsidair;

2. Membebaskan Terdakwsa Drs. imanu Widode dari segala dakwaan (viijsvraak};

3. Melepaskan Terdakwa Drs. Imanu Widedo dani segaia tunfuian hukum
{onsieyl,

4. Memulihkan nama baik terdakwa hak Terdskwa Drs. Imesw Widodo dalam
kemarmpuan, kedudukan dan harkat sera martaba! dalam keadaan semula;

£, Membebanrkan biaya perkara Kepada negara;

Telah mendengar tanggapan {repliek) da jaksa-penuntut umum yang
disjukan secara tertulis pada tanggal 26 Met 2008 atas pernbelean dari
terdakwalpara penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menerangkan
tetap pada notp tuntutannys, demikian pula dengan dupliek terdalkowa,
Penasehat Hukum. Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertangoal 28 Mei
2008 yang pada pokoknys telap pada nota pembelaannya.,

Menimbang, bahwa terdakwa diajuken dimuka persidangan dengan
dakwaern | )

PHRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa Drs. IMANU WIDODO  Direktur Operasi PT. Sarnah

{Parsero) diangkat berdasarkan Sural Keputusan Mented Keuamgan Republik
indonesia Nomor © S6WKMICO16MYS7 tanggal 12 Nopember 1987 kemudian
berdasarkan Surat Direktur Utama FT. Sarinah No. 150/0imnffil2000 tanggal & Maret
2000, diangkat sebagal Direktur Adwinistrast dan Keuangan PT. Sarinah (Perserc),
berindak serdir-sendiri maupun bersama-sama dengan Yustian lsmall, SE (disjukan
penuntuten dalar berkes terpiSah} sejak tanggal 1 September 1889 sampal dengan
tanggal 10 Jull 2001 atau sefidaknya pada wakiu-wakiy terttentu dalam tahur 1999
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sampal dengan tahun 2001, berempat di Kantor PT, Sarinah (Persere) 4. MH.
Thamrin MNo. 11 Jakarta Pusal atau setidaknya pada suatu tempat dalam deerah
hukum Pengadian Neger Jakarta Pusat, melakukan stau tun seite melakukan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagal perbuatan yang berdiri-sendirn
yang diancam dengan pidana pokek yang ssienis, secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya dirt sendin atau orang fain atau suatu korporasi yang dapat

marugikan Keuangan negara alay perekenomian negara, yang dilakukan dengan oara
sebanal berdkut:

1&

Berdasarkan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direkst PT. Sarinah
{Persere) Nomor @ 096KPTSDIRUTAN/1Q98 tanggal 26 Mei 1898
tentang Ketentuan /Peraturan  Pengadaan Barangflasa  vang
Pendanaanya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinan (Persero)
menyatakan untuk melakukan pengadaan barangfasa dengan nilsi di
atas Rp. 100.000.000,- {seratus jita rupiah) ditempuh melaiul cara lelang
(fender) baik pelefangan umum maupun pelelangan terbatas, namun
peketjaasn pembuatan serfifikasi tansh milik PT. Sarinah dHakukan
dengan car penunjukén langsung ofeh Yustian jamall dan terdakwa
selaky Direkfur Administrasi dan keuvangan PT. Sarnah (FPersero)
menyetuiul melakukan pembayaran yailu -

-

Terhadap Serfifikasi Tanah,

1.4. Sertifikas] Tanah Ji Panecran Jakarta Selatan

- Bahwa untuk memperkuat bukit kepemibkan fanah milk PT.
Sarinah (Persero} YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Direkiur Utama
PT. Sarinah membuat Swat Nomor : 527/DIRUT/ENII/1999
tanggal 20 Juli 1899 tentang Sertiikdt Tanah MK PT. Sarinah
di Pancoran yang ditujukan kepads Homisars Ulama PT.
Sarinah (Persero} yang isinya melaporkan bahwa pengurusan
sertifikal tansh akan dilaksanakan oleh Kantor NotarisPPAT
SULISTIO, SH dengan biaya sebesar Rp. £52.380.000,-
(delapan ratus fima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu
supiah).

- Untuk menindak lanjuti Surat Nomor @ 527/0IRUT/EANINSE0
tanggal 20 Juli 1999 Yustian lsmail menunjuk  SULISTIO, SH
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varg mengaky sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Ji.
Cempaka Pulih Barat Xi No. 97 Jakarta Pusat, kemudian pada
tanggal 1 September 1998 ditandatangani Surat Perjanjian
Kerasama Pembuatan Sedifikat Tanah milik PT. Sarinah
{Perserc) vang terietak di Ji. Pancoran Timur i, Kelurshan
Cikoko, Kecammtan Pancoran, Jakarta Selatan dengan Surat
Peranjlan  Kerasama Nomor © 04XDIRUT/EAXAMS8S yang
ditandatangani oleh YUSTIAN ISMAIL, 8E mewekilt PT, Sarinah
{Perserc) dengan SULISTIO, 8H yanyg isinya sebagai berikut ;

a, Tugas danruang lingkup pekeriaan :

- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekeriaan
kepada Notaris/PPAT SULIBTHO, 8H.

- Notaris/PPAT SULISTIO, SH melaksanakan fugas
pekergan pengunisan dan pembuatan sertifikat tanah milik
PY. Sarinah {Persero} vang terletak i J
Pancoran  Tinur N, Kelurahan Cikoko, Kecamatan
Pancoran, Jakaria Selatan,

b. Tahap Pelaksanaan pekenzan pembuatan sertifikat tanab
mgtiputi :
" 1. Penyelesalan lanjutan Advis Planning.

2, Pengukuran:

- Perndaftaran pengukuran

- Pelaksanaan pengukurar
- Penggambaran. ‘
Pengesahan gambar situasi

Permohonan hak alas tanah

o A P

Proses fatwa Kantor Pertanahan {rekomendasi)

6. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB} dari Menter
Agraria / Kepala BPN

7. Pendaftaran SK Pembardan Hak

8. Penerbitan dan penyerahan sertifikat

¢. Biaya pelaksanaan pekeraan :
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- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan
sertifikat tanah sebesar Rp. 852.380.000- (delapan ratus
fima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Jumiah blaya pekeraan int telah termasuk segala
pengeluaran heserta pajak-pajak sesust ketentuan dan
prosedur yang berlaku,

~ Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi ke
kas negara atau gant rugi ke kas negara.

‘ d. Jangka wakiu pelaksanaan pekerjaan pekerjasan ditetapkan

selama 5 (lima) bulan sejek perjaniian ditanda tangani,

&. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah {(Persero) :

- Menerima semua dokumemci&nmen yang berkaiten
dengan pengurusan sertifikasi tanah ;

- Menerima serlifikal asli fanah dad Menteri Agrara /
Kepala BPN ;

- Membayar selunih biaya pelakeanaan pekeraan sebesar
tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris / PPAT
SULISTIO, SH.

f, Hak dan Kewsiiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH

- Menerima pembaysran  ates  jasanya  menguius
pembuatan serfifikal tanah sebagaimana  tercantum
dalam Pasal 2 {ayat) 1.

- Menyverahkan seluruh dokumern-dokumen sarvta sertifikat
aslt tanah vang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepaila
BPN kepada PT. Sarinah (Persero).

Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, 8H yang mengaku
sebagai Notaris /PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat
tanah Pancoran oleh Yustian ismail, SE dengan alasan karena
sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON
RIFAl {selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH } bersama
PUMY RAMARJC vang mengaku bekera di  Kantor
Notaris/PPAT SULISTIO, 8H, lanpa persetujuan teriebih dahulu
aalam rapat Direksl, yang juga diketahui oleh terdakwa Drs.
imanu Widodo, tanpa melakukan gvaluasi lebih dahulu terhadap
penawaran harga blava pekeraan pembuatan  sertifiket,
seharusnya penunjukan fangsung tersebut teriebih dahulu ada
persetujuan dalam rapat Dirgkst sebagaimana diatur dalam
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Pasal 11 ayat (1) Akla Perubshan Anggaran Dasar PT, Saringh
{Persero}) Nomor @ 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan
melalui proses lelang karena nilal pekerasn diatas Rp.
100.000.000,~ (seratus juta rupiah) yang ditkutl sebanyak-

banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 {tiga) rekanan

dan melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang

diajukan rekanan sebagaimans diatur dalam angka V huruf C

Keputusen Direksi PT.  Saringh  {(Persero) Nomor
QO5AKPTSDIRUTINIES8 tanggal 26 Mei 1988 tentang
Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang
pendanaannya bersumber dari Anggaran Belunja PT. Sarinah
(Perserc) dan ketentuan hurof G (Bidang Umusm) Buku M
Kepulusan Direkst PT.  Saringh  (Persero}  Nomor
O07MPTS/DIRUTAAAI0ES tanggal 10 Pebraan 1988 tentang
Sistern dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero}.

*

Setelah berakhimya jangka wakiu pelaksanaan  pekerjaan
pengurusan dan pembualan seriifiket tanzh Pancoran sesual
Perjanjian Kerjasama Nomor ; 042/DIRUT/E/NXMGES tanggal 1
September 1988 pada bulan Januari 2000, SULISTIO, SH yang
mengaku sebagal Notang/PPAT belsn menyerahkan sedifikat
tanah Pancoran kepada P, Sarinah Persero), namun tergdakwa
D=, imanu Widodo letap melakukan pembayézan kepade M.
Diafron Rivai selaku  pemegang kuasa SULISTIO, SH,
kemudian pada akiir bulan Maret 2000 dilakukan Adendum
terhadap perjanfian kerjasama pembuatan sertifikat tanah
Pancoran dengan Adendum  Pedanjian Kerlasama Nomor
S12/ADIVDIRUTAI20GO tanggal 31 Maret 2000 khusus yanp
menyangkut jangka wakiu pelaksanaan pekerjaan yang semula
5 (fima) bulan menjadi 11 (sebelas) bulan yang ditandatangani
YUSTIAN ISMALL, SE dan SULISTIO, 8H.

Pada waldu penandatanganan perdanjian kedassma pembualan
serifikat tansh Pancoran dan Adendum Perjanjian Kerjasama,
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pihak  SULISTIO, SH vang mengaku sebagei Nolaris/PPAT
tidak pemah hadir di kantor PT. Sarnah (Persarn).

Setelah perjanjian kedasama pembuatan sertifikat tansh
Pancoran  ditandatangani  kemudian terdakwa Drs.  Imaenu
Widodo menyshjui dan melakukan pembayaran k&péda
SULISTIO, SH yang mengaku sebagal Notars/PRAT vang
diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemsgang

kuasa, sesuai dengan bukii pengeluaran bank (voucher)
sebagai berikut : '

- Tanggal 21 Meret 2000 \ Rp.  26.250.000,-

-~ Tanggal 8 April 2000 Rp. BR625.000-
- Tanggal 9 Mei 2000 Rp. 28437000~
- Tanggal & Mei 20600 Hy, 5.878.000.
- Tenggal 17 Juli 2000 Rp.  31.500.000.-
"~ Tanggal 1 Agusius 2000 Rp.  78.750.000,-
- Tanggal 20 Agutus Rp.  38.375.008,-
Tanggal 3 Okicber 2000 Rp, 7.875.000,~

- Tangonl 14 Nopember 2000 Rp. 15.580.000,-
- Tanggat 11 Desember 2000 Rp. 37.013.000.-
~ ‘Fanggal 18 Jenuead 2001 o, 1BATS.000 -
- Tangoat 8 Pebruan 2001 Ap. 3.885.000, -

Rp. 359.453.060.-

Selain biaya pekerjazn yang telah dianggarkan dalam perjanjian
kerfjasama, juga diakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea
Perolehan Hak Atas Tahah dan Bangunan (BPHTB) kepada
SULISTIO, BH yang mengaku sebagai Nolaris/PPAT yang
disetupd oleh terdakwa DUrs, Imenu Widode dan diterima
MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaky pemegang kuasa,
padahal biaya-biaya tersebut Hidak dianggarkan dalam perjaniian
kerjasama, sesual bukli pengeluaran bank (voucher) sebagal
herikut ;
- Retribusi Administrasi Pembangunan tanah

tanggal 24 Apnl 2004 Ry, 228.801.000,-
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- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :

- Tanggal 27 Qldober 2600 Rp. 35.000.000.-
- Tanggal 7 Nopember 2000 Rp. 35.000.000,-
- Tanggal 21 Desember 2000 Rp. 35.006.000,
- Tangga! 29 Jaruar 2001 Rp. 35.000.000.-
- Tangtal 8 Pebruari 2001 © Hp. 35.000.600-
- Tanggs! 12 Maret 2001 Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 28 Maref 2001 Rp. 25801800,
Ry, 225.801.000,~

Setelah sertifikal tangh Pancoran berupa Serfifikal Hak Cuna
Bangunan {HGB) No, 35 diserabkan aleh MUHAMMAD
DJAFRON RIFAl kepada PT. Sarinah (Perserc) selanjutnya
YUSTIAN ISMAIL, SE memernintabkan saksi A. RACHMAN
{Kepala Biro Akutansi dan Keuangan untuk menyimpan seriifikat
tetselbut dalam brankas tanpa dilakukan pengecekan keabsahan
sertifikat teraebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan,

Bahwa setelah terdakwa Drs. Imanu Widodo fidak menjabat
sebagai Direktur Adminitrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Perserc)
berdasarken  Sural Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 300/KMK 05/2001 tanggal 3 Jult 2001 tentang
Pemberhentian dan  Pengangkatan Anggota-Anggota  Direksi
Perusahaan Perseroan  {Persera) PY.  Sarinah,  diketahs
SULISTIO, $§H bukan notarls karena tidek terdaftar sebugai
Notaris  pada Sub Direklorat Notaris sesual Surat Direkdur
Pordata pada Direkiur Jendral Administrast Hukum Umum
Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nemor @ C2-
HT.03.10-25668 tanggal 17 September 2001 perihal Informasi
tentang Status Notars. Demikian juga serlifikat Hak Guna
Bangunan (HEB) No. 35 untuk tanzh Pancoran adalab palsu
karena tidak pemah diterbitkan cleh Kantor Perfanahan Jakarta
Selatan.

Dari jurnlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah {Persero) yang

digelujui dan dilakukan pembayaran oleh terdakwa Imanu Widodo
kepada MUHAMMAD DJAFRON RiFAl selaku pemeagang kuasa dard
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BULISTIO, 8H yang mengaku sebagai Notaris/PPAT uatuk
pembayaran pengurusar sertifikat tanah Pancoran sebesar Rp.
1.680.322.000,~ (satu milyar enam ratus delapan pulub juta tiga ratus
dua puluh dua ribu rupiaby.

1.2. Sertifikasi tanah di JL MM, Thamrin Jakarts Pusat

- Sebagal kelanjulan Surat Nomor : 527/DIRUT/ENIINS99
tanggal 20 Juli 1889 Yustian Ismail juga menunjuk SULISTIO,
SH yeng mengaku sebagal nofaris/PPAT dan penunjukan
langsung fersebut juga disetijui oleh terdakwa imnanu Widodo,
kemudian tanggal 12 Pebrvar 2001 diakukan penandatangan
perianjian  kerjasama pembuatan sertifikat tanah milk PT. -
Sarinah {Persero) yang teretak di JL MH. Thamrin Jekarta
Pusat, dengen Sural Perjangian Kerdasama Nomor
CO4B/DIRVT/EMZ2001 yang ditandatangani oleh  YUSTIAN
iISMAIL, SE mewekill PT. Sarinah {Persero) dengan SULISTIO,
8H yang mengaku sebagat Notaris/PPAT yang berkedudukan di
Ji Cempaka Pulib Timur XXI Nomor @ 143 Jakarta Pusat, yang
isinya antara lsin :

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan

- PT. Sarinah {(Perserc) memberkan fugss peketiazn
kepada Notarnis/PFAT SLHISTIO, SH.

-~ Notade/PPAT  SULISTIO, SH  melaksanakan {ugas
pekerfaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah
milik PT. Sarinah (Persero) yang tedetak di JI. M.H.
Thamin No ¥t Kelurahan Menteng, Kecamatan
Gondangdia, Jakarks Pusat.

b. Tahap Pelaksanaan pekerasn pembuatan sedifikal tanah
meliputi :
1. Penyslesaian fanjutan Advis Planning.

2. Pengukuran :

- Pendaftaran pengukuran
- Pelaksanaan pengukuran
- Penggambaran.
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8.

Pengesahan gambar situasi
Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat

Penyusunan SIPPT (Surat liin Penunjukkan
Penggunaan Tanah)

Permohonan hak atas tanah
Proses fatwa Kantor Pertanahan {rekomendasi)

Surat Kepulusan Pemberian Hak (HGB) dari Menvter
Agraria ] Kepala BPN

?’endaﬁamn SK Pembesian Hak (HGB)

10. Penerbitan dan penyerahan sertifikat

Biaya pelaksanaan pekerjaan :

Jumlah biayva pekerisan, pengurusan dan pembustan
sertifikat tanah sebesar Rp. 895.125.000,~ (delapan rafus
sembilan puluh Bma jute seratus dua puluh lima rbu
rupiah) ; ) '
Jumiah biaya pekedaan ini felsh termasuk segalz
pengeluaman beserta pajek- pajak sesusi ketentuan dan
prosedur vang berlaku.

Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Rebibusi

utituk Advis Planning, SIPPT dan Bea Perciehan Hak ke
Kasg Megara.

d. Jangka wakly pelaksanaan pekeraan ditetapkan selama €
{enam) bulan sejgk didenda fanganinya surat perjanjian
kerasama, g

e, Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) .

-

Menering semua dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan pengurusan sertifikasi tanah |

Menerima sedifikal asli tanah dart Mented Agrada /
Kepala BPN ;

Membayar selurnsh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar
tarsebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris / PPAT
SULISTIO, SH. |
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f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH

- Menerima pembayaran atas  jasanya  mengurus

pembusatan  serfifikat fanah sebagaimana  tercantum

dalamn Pasal 2 {ayat) 1.
~  Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serfa sertifikat

asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala
BFN kepada PT. Sarinah (Perserol.

Penunjikan langsung terhadap SULISTIO, 8H vang mengaku
sebagal Notaris/PPAT seiaku pelaksana pembuatan serlifikat
tanah JI. MH. Themrin Jakarta Pusat oleh Yusian fsmail, SE
dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada
MUHAMMAD DJAFRON RIFAl seiaku pemegang kuasa dari
SULISTIO, SH bergama PUDJI RAHARIO yang mengaku
bakerja di Kantor Notans/PPAT SULISTIO, 8H, dan dalam
penunjukan  lerscbut  tanpa  terdebih  dahulu  mendapat
parselijuan dalam rapat Direkst namun penunjukan fersebut
disetujel  olel terdakwa Dis, lmanu Widodo. Seharusnya
teriebin  dahulu  dizdakan rapat Direksi untuk  mendapat
persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat {1}
Akta Perubatan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Perserg) Nomor
54 tanggal 17 Maret 1908 dan dilskukan melalul proses lelang
karena nilal peketjgan diates Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah} yang ditkutl sebanyak-banyaknya 5 {ima) trekanan dan
sedikit-dikiinya 3 (fige) rekanan yang mengajukan penawaran
serta dilakukan evaluzsi terhadap penawaran harga yang
disjukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf C
Keputusan Direkst PT. Sarinah  {Persera} Nomor
0OBMKPTS/DIRUTAN/IS9S tanggal 268 Mei 1998 tentang
Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/issa yang
pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanis PT. Sarinah
{Persero) dan ketentuan huref G (Bidang Umum) Buku il
Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomaor
Q07O TSOIRUTAAI08S tanggal 10 Pebruar 1989 tentang
Sistem dan Prosadur Administrast PT. Sarinab (Persero}.
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- Bahwa pada waldy penandatanganan  sural  petjianian
keriasama pembualan serlifikat tanah di JL. MH, Tharmrin Jakarta
Pusat, SULISTIO, 8H vang mengaku sebagal Notans/PPAT
tidak permnah hadlr di kantor PT, Sarinah (Persero).

-  Bahwa setefah perdanjian ditandatangani kemudian YUSTIAN
ISMAIL menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDOQDO Direktur
Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk
mermbuat perencanaan dan melakukan pembayaran biava -
pengurusan dan pembuatan serdifixat yang telah dianggarkan
dalam perdanjian kerasama kepada SULISTIO, §H vang
mengaku  sebagai  Nolards/PPAT  yang diterima  oleh
MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari
SULISTIO, SH, sesuai dengan bukti pengeluaran bank
fvoucher) sebagai berikut |

- Tanggal 21 Pebnien 2601 Rp. 75000000~ 2 o

- Tanggel 21 Pebnsari 2001 Rp. 200808000

«  Tangga! 3 Maret 2001 Rp. 14.161.304,-
161.304,- (-}

- Tanggal 6 Juni 2801 Ro. 235406280 -

Jurntah Rp. 524.506.259,.

- Bahwa selain biaya pekerjsan yang telah dianggarkan dalam
perjanjian  kerasama, juga diiakukan pembayaran  biaya
Refribusi don Bez Perclehan Hek Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai
Notars/PPAT yang disetujul terdakwa Drs. Imanu Widodo dan
diterima  MUMHAMMAD DJAFRON RIFAL seiaku pemegang
kuasa, padahal biaya-biaya tersebut tidak dianggarkan dalam
perjanjian xéziasama, berdasarkan  buktl pengeluaran bank
{voucher} sebagat berkut: ’

- Retribusi panggunaan dan parurtukan tanah gl 5 Juni 2001 Rp,
367.306.900,-
. Bea Petalehan Hok Atas Tanah dan Bangunan tgl 20 Juni 2001 Rp.
1.247 880 000 :
Jumlah Ry,
1.845.2680,000,~
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Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero)
dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa
dar SULISTIO, SH yang mengaku-ngaku sebagai Notaris/PPAT untuk
pengurusan serhifikat tanah Jl. MUH. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat
seluruhnys sebesar Rp. 2,1348.766.2580,~ (dua milyar seralus tiga puluh
sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam by dua ratus lima puluh

rupiah).

1.3. Sertifikasi Tanah Ji Agus SalimiJl Wahid Hasyim Jakarta

Pusat

Pada tanggal 13 Juni 2001 dilskukan penandatangan peranjian
kefjasama pembuatan  serfffikat mnabh milik PY. Sasrinah
(Persero} yang tedstak di Ji. Agus Salimlll. Wahid Hasyim
Jakaria Pusal, sesual Pedanjian  Kerdesama Nomor
MBB/DIRUT/EAI2001 yang ditendatangani oleh  YUSTIAN
ISMAIL, SE mewakill PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO,
SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT vang berkedudukan di
Ji. Cempaka Pulin Timur XXI Nomer © 143 Jakaria Pusal, yang
ditupjuk langsung cleh YUSTIAN ISMAIL, SE, yang isinya
antara lain :

Tugas dan ruang iingkup pekerjaan

- PT, Barinah {Persere) memberikan twgas peketjaan kepada
Notaris/PPAT SULISTIO, SH.

- Notaris/PPAT SULISTIO, SH melaksanakan wugas pekerjaan
pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah miilk PT. Saringh
{Perserc) yang terlatak di Ji. Agus Salimidl. Wahid Hasyim
Keluratan Menteng, Kecamatan Gordangdia, Jakarta Pusat,

Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembualan seriifikat tanab
mefiputi |
1. Penyelesaian Advis Planning.

2. Pengukuran :
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(L]

- Pendafiaran pengukuran
- Palaksanaan pengukuran
~ Penggambaran,

3. Pengesahan gambar siluasi

4. Penyusunan Surat Kelerangan dari Lurah dan Camat

5. Penyusinan SIPPT {Surat fiin Penunjukkan Penggunaan
Tanah}

6. Permohonan hak atas tanab
7. Proses fatwa Kantor Pertanahan {rekomendasi)

8. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menter
Agraria { Kepala BPN

8. Pendaftaran SK Pernberian Hak (HGB)

13 Penerbitan seriifikat

¢. Biaya pelaksanaan pekerjaar :

-~ Jumiah biaya pekerjaan, pengurusan danh pembuatan
seridikat tanah sshesar Rp. 891 504 375~ (dslapan mtus
sembilan puluh salu jula delapan ratus empat ribu tiga ralus
tujuh puiuh lima rupiah) |

- Jumlah biaya pekedaan inl telah  fermasuk  segala
pengeluaran beserla pajak- pajek sesuar kelentuan dan
pmsédur yang berakuy,

- Riaya tersebut diatas belum temasuk blaya Refribusi untuk
Advis Planning, SIPPT dan Retribusi resmi sertifikat ke Kas
Negara atau ganti rugl ke Kag Negara.

d. Jangka wakiu peloksanaan pekerfaaan dilelapkan selama 6
(enam) bulan sejak ditanda fonganinya sural perjanjian
kedasama.

& Hak dan Kewajiban PT. Satinah (Perserv) :
- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dangan
pengurusan sertikast tanah
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- Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agrariz /7 Kepala
BPN ; .
- Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjuan sebesar

fersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris / PPAY
SULISTIO, 8H.

. HMak dan Kewaijiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH

- Menerima pembayaran atas jasenya menguros pembuatan
sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 {aval)
1.

- Menryerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat ashi
tanah vang diletbitkan oleh Menteri AgrariaiKepala BPN
kepada PT. Garinah (Persero),

Penunjukan langsung terhadap  SULISTIC, SH vang mengaky
sebagal Notaris/PPAT selaku pelaksana permbuatan serlifikat tanah
JI. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, oleh Yustian lsmail,
SE dengan alasan karena telah menerima serifikat asli tanah
Pancoran. namun sewakiu menerima serfifikat tersebut Yuslian
lsmail tidak meiakukan pengeceken keabsahan seriifikat tersebut
pada Kantor Pertaraban Jakarta 8elatan dan tanpa mendapat
persetyjuan lebin dahulu dalam rapal Direksi tetapi disetujul oleh
terdakwa Drs. Imanu Widodo, Seharusnya terdebih dahulu diadakan
rapat Direksl untuk mendapat persefujuan Direksi sebagaimana
distur dabun Pasal 11 ayat () Akia Penubahan Anggaran Dasar
PT. Sarinah {Persero) Nomor @ 84 tanggal 17 Maret 1898 dan
dilakukan melalui proses lelang karena wilai pekerjean diatas Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikuti sebanyak-
banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 {iga) rekanarj
yang mengsjukan penawaran sera dilakukan evaluasi terhadap
penawaran harga yang digjukan rekanan sebagaimana diatur
dalary  Keputusan Direksi PT. Sarinah {Persero) Nomor

0US/KPTS/DIRUTAVHO98 tanggal 26 Mei 1998 tentang
Ketentuan/Peraturan Pengadaan BarangAlasa yang pendanaannya
bersumber dari Anggaran Belanjia PT. Sarinah (Pewsero) dan
ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku il Keputusan Direksi PT.
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Sarinah {Persera} Nomor @ D07/KPTS/DIRUTAAIINGSE tanggal 10
Pebruari 1899 tenfang Sistem dan Prosedur Administrasi PT.
Sarinah (Persero).

Batwa pada wakiu penandatanganan surat peranjian kesjasama
pembuaian sertifikat tanah di JI. Agus Salim/ Wahid Hasyim Jakarta
Fusat, SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak
pemah hadir di kentor PT. Sarinah (Persern).

Bahwa sefelah peranjian ditandatangani kemudian YUSTIAN
ISMAIL, SE menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO seleku

Direktur Adrinistrasi dan Keuangan PT. Sarinah {(Persero) untuk

membuat perencanaan dan  melakukan pembayaran  biava
pengurusan dan pembuatan  sertifikat yaizg telah dianggarkan
dalam petanjian kerasama yang diterima oleh MUHAMMAD
DJAFRON RIFA! selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH, sesuai
dengan hukti pengeliaran bank (voucher) sebagai berikut ;

Tanggest 28 Juni 2004 Rp. 111.425.625,-
Tanggal 10 Juli 2001 Rp. _111.425.625.

Jumiah Rp. 222.851.250,-

Dengan demikian jumiah biaya yang dikeluarkan PT. Sarnabh (Persero)
dan ditenma MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kugsa
dan SULISTIO, 8H vang mengaka sebagai Notars/PPAT  unhuk

pen

gurusan sertifikat tanah JI. Agus Salim/)l. Wahid Hasyim Jakarla

Pusat seluruhnys sebesar Rp. 222.661.250,- {dua ratus dua puluh doa

ula

delapan ralus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah),

2. Terhadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunzan Uang

Parusahaan Untuk Membayar Hutang

-

Bahwa pada bulan Desember 1989 Kepala Cabang PT. Bank Mandird
Jakarla Saringh sakst Yusniath Aslan mengifim sural No
Cab.40/338A tanggal 15 Desember 1899 kepada Direksi PT. Sarinah
(Persero) perihal permpanjangan sewa menyewa reangan kantor untuk
jangka wakiu 3 diga) tahun {1 Jonuari 2000 sampal dengan 31
Desember 2002), yang kemudian di disposisi oleh YUSTIAN ISMALL,
SE yang iginya:
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- Diber discount 20%
- Cara pambayaran 2 kalt, Desember 1899 dan Maret 2000,

Kemudian pada tanggal 23 Desember 1838 dilanjutkan pembuatan
perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarinah (Persero)
dengan PT, Bank Mandin Nomor : 049/DIRUT/E/XIFIS99 yang
ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Direktur stama PT.
Sarinah (Persero} dengan YUSNIATE ASLAN selaku Kepala Cabang
PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah, namun dalam pedaniian tersebut
fidak diatur tentang pemberian discount 20 %. Setelah PT. Bank
Mandiri membayar vang sewa pada tanggal 30 Desember 1838
sebesar Rp, 1.908.272.485 - (salu milyar sembilan ratus sembifan
juta dua ratus tujuh puluh sembilan rfibu empat ratus delapan puluh
lima rupiah) dan tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.908.278 485 -
(saty milyar sembilen ratus sembiian juta dua ratus tujuh puluh
sembian rbu empal ratws delepan puluh ima rupish) atau
seluruhnya sebesar Rp. 3.818.858.970,- (iga milyar delapan ratus
delapan belas juta lima ratus lima puluh delapan dby sembiian ratus
tujuh putuh supiah) YUSTIAN ISMAR, SE dan terdakwa Drs. IMANU
WIDODG menyetujui pengeluaran uang dar Kas PT. Sarinah
{Persaro) uniuk memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri
Jakarta Sarinab selaku penyewa sesual bukfi pengeluaran bank
(vouchen anggal 31 Desamber 1998 sebesar Rp. 381.885.000,- {tiga
ratus delapan pulub safu jula delapan ratus ¥ma puluh fima rfibu
rupiah} dan tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 381.885,000,- {tiga
ratus delapan puluh satu jula delapan ratus lima puluh lima by
rupiah) atay selunthnya sebesar Rp. 763.710.000,- {lujuh ratus enam
puiuh figa juta Wish ratus sepuluh ribu rupiah), namun vang tersebut
tidak perah diterima olgh PT. Bank Mandid Jakerla Sasinah tetapi
digunakan untuk kepentingan woribadi  terdakwa Drs, IMANU
WIDODO dan YUSTIAN ISMAIL, SE ;

Bahwa karena uang discount sewa digunakan untuk kepentingan
pribadi, maka untuk mengembalikan ke PT. Sarinah (Persero)
selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE pada tanggal 10 April 2007
membuat Memo kepada PT. Sarinah Cabang DK untuk mencairkan
uang deposite milik PT. Sarnah Cabang DKl sebesar Rp.
900.000.000,- {seribilan ratus juta rupiah} dengan alasan untuk
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keperluan kantor pusat, sken tetepl uang deposito tersebut

digunakan sebagai setoran tunai ke Kas PT. Sarinah (Persero) untuk

mengembalikan uang discount sewa sebesar Rp. 763.710.004,-
{tujuh ratus enam puluk ﬁga juta tujuh ratus sepulubt ribu rupiah)
sesual buktl penerimaan bank tanggal 11 April 2001 dan bahkan
sisanya digunakan juga untuk membayar hutang pribadi YUSTIAN
ISMAIL, SE sebesar Rp. 140.000.000,- {seratus empat puluh Euta
rupiah) sesual bukl penerdmaan bank tanggal 11 Aprit 2001,

Dengan demikion  jumleh uwang PT.  Sarinah  (Pesero) vang
disaiahgunakan sebesar Hp. 763.710.000,- ({tujuh ratus enam
puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu ruplah) ditambah  Rp.
140.,000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau selurubnya sebesar
Rp. 903.710.000-~ (sembifan ratus tiga juta fujub ratus sepuluh ribu
rupkafiy

_ '3. Terhadap Renovasi Gedung Sarinah Juanda,,

-

Bahwa pada tanggs! 4 Oktobsr 2000 PT. Sarinsh {Persero)
mengeluarkan ueang sebesar Rp. 142.000.000,« (seratus empat
puluh dua juta rupiahl untuk renovast gedung Sarnah Juanda
tanpa dilengkapi dokumen kontrak yang disetujui oleh terdskwa
Drs. IMANU WIDORO dan diterima oish  YUSTIAN ISMAIL, 8E
unituk kepentingan pribadi. Kemudian pads ianggal 3 Januar
2002 YUSTIAN ISMAIL, SE membuat Surat Pemyataan untuk
mengembaitkan uang sebesar Rp. 142.000.000,- {serztus empat
puloh dua jula rupiah) dengen cara diangsur, namun belum
pemah dibayar,

Bahwa perbustan lerdakwa menyelujui pembayaran  uang
sebesar Rp. 142.000.000- (seratus empat puluh dua juis )
kepada Yustian lsmail untuk renovasi gedung Sarinah Juanda
bertentangan dengan ketentuan angka V hunif C Kaéutusan
Direksi FT. Sarinah {Persero} Nomor [ 088/KPTS/DIRUTAN/1688
tanggal 26 Mel 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan
Barangiasa yang pendanaannya bersumber dar Anggaran
Belania PT. Sarnah (Persero) yang seharusnya  dilakukan
melalui proses Jelang karena . nilsl  pekefaan diatas Rp.
100.000.000, - {seratus jula ruplah) ;
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Dengan demikian jumiah uang PT. Sarinah (Persero) yang

disalahgunakan sebesar Rp. 142.000.000,- {seratus empat puluh dua
juta rupiah),

- Parbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri, atau orang
lsin yaity Muhammad Djafron Rifai selaku pemegang kuasa
Notaris/PPAT SULISTIO, SM dan Yustian lsmail  sebesar Rp.

5.088.649.500,~ {lima milyar delapan puluh delspan juta enam ratus
empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara
sebesar Rp. 5.088.649.800,- (ima milyar delapan puluh delapan juta

enam ratus empat pulub sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya
sekitar iumlah tersebut.

Ferbuatan terdakwa  sebagaimana diatur ¢an diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 avat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tabun 1839
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor
2G Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun
1889 Tenteng Pemberaniasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasail 55 ayat (1)
ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukom Pidana:

SUBSIDIAIM »

Bahwa Terdakwa Drs. IMANU WIDORO Direkiur Operasi PT.
Sarinah (Persero) diangkat berdasarkan sural Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomer - S66/KMK.816/1997 tanggal 12 Nopember 1997
kemudian  berdasarkan  Surat  Direktur  Ulama PT.  Sarinzh
N 180/MDirurtA/Z000 tanggal 8 Maret 2000, diangkal sebagal Direkiur
Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero), berlindak sendiri-sendid
maypun bersama-sama  dengan Yustian fsmail, SE {digjukan penuntutan
dafam berkas ferpisah) pada wakiv dan lempat sebagaimana diuraikan
patda Dakwaan Primair di atas, melakuken atau it serta melakukan,
beberapa perbualan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdin-
sendid yang digncam dengan pidana pokok yang sejenis, - telah
menyakehgunakan kewenangan, kesempalan atau sarang yang zda
padanya Kkarena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan
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keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara
sebagat berikut ;

Berdasarkan pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT.
Sarinah {Persers) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1888, terdakwa selaku
Direkiur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (persere} bertugas
memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan adminstrasi dan keuangan
perusahaan, membawahi Biro Adminisirasi Keuangan, Bagian Akutanst |
Bagian Keuangan dan Membantu Direkiur Utama dibidang Administrasi
dan Keuangan Perusshaan, selain Hu  terdakwa selaku Direktur
Administrast dan Keuangan berwenang menandatangani persetujuan
pembayaran dan atau menandatangani Cheque.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT.
Saringh  {Perserg) telsh  menyalahgunakan kewenangan alau
kesempatan atau sarana yang ada padanya yailu terdakwa  selaku
Direldur Administresi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) dalam
pengadaan barangfasa telah melakukan penyimpangan yaitu turut
matakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barangfjasa  yang
seharusnya melalul lelangftender  selain iu lerdakwa melakukan
penyimpangan dalam menggunakan dana penssahaan  yaitu ;

4. Terhadap Sertifikasi Tanah.

1.1, Sertifikasi Tanah di Pancoran Jakarta Selatan

- Bahwa untuk nemperkuat bukti kepemilikan tanah milik PT.
Sarinah (Peraera) YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Direktur Utama
PT. Sarinah membuat Surat Nomgor @ 527/DIRUT/EANINSG
tanggal 20 Juli 1999 tentang Sertifikat Tansh Milik PT. Sarinah
di Pancoran yahg difujukan kepada Komisaris Utama PT.
Sarinah {Persero} yang isinya melaporkan bahwa penguresan
serfifikat tanah akan dilaksanakan oleh SULISTIO, SH dengan
biaya sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus lima puluh dua
juta tiga ratus delapan pulub ribu rupiah).
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-

Untuk menindak fanjuli Surat Nomor - S2TDIRUT/EMNG0D
fanggal 20 Juli 1999 Yustian lsmail menunjuk  SULISTIO, SH
vang mengaku sebagal Notars//PPAT yang betkedudukan di JI,
Cempeaka Putih Barat XI No. 97 Jakarda Pusal, ketmudian pada
tanggal 1 Septembar 1899 ditandatangani Surat Petianjian
Kerjasama Pembuatan Sertifikal Tanah miik PT, Sarinah
{Persern) vang ferletak di dL Pancoran Timur I, Kelurahan
Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakara Seiatan dengan Surat
Petianjian Kerjasama Nomor | MZDIRUT/EAXMESS vang
ditandatangant oleh YUSTIAN ISMAIL, 8E mewakili F1. Sarinah
{Persero} dengan  SULISTIO, 8H yang mengaku sebagai
Notaris/PPAT yang isinya sebagai berikut :

a. Tugas dan ruang lingkep pekeriaan ;

- PT. Sernsh (Persero) memberikan tugas pekerdaan
kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.

- Notaris/PPAT  SULISTIC, SH  melaksansken tugas
pekerizan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik
PT. Sarinah (Persero) yang terietak di 4L
Pancoran  Timur  H,  Kelurahan Cikoko, Kecamatan
Pancoran, Jakarla Sefatan.

b. Tahap Pelzksanzan pekenaan pembuatan settifikat tanah
meliputi
1. Penyelesaian lanjutan Advis Plasning.

2. Pengukuran:

- Pendaftaran pangukutan
- Pelgksanaan pengukuran
- Penggambaran.
Pengesahan gambar situasi

Permohanan hak atas tanah

Proses fatwa Kantor Pertanahan {rekomendast)

;o o; W

Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menter
Agrana / Kepala BPN

7. Pendaftaran SK Pemberian Hak
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-

8. Penerbitan dan penyerahan sertifikat

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :

- Jumiah blaya pekeraan, pengurusan dan pembuatan
sertifikat tanah sebesar Rp. 852.380.000,~ (delapan ralus
ima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh fibu rupiah) ;

- Jumialr Diaya pekeraan ini telah termasuk segala
perige!uaran beserla pajak-pajak sesusi ketentuan dan
prosedur vang berlaku,

- Bigya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi ke
kas negara atay ganti rugi ke kas negara.

d. Jangka wakiu pelaksanaan pekerjaan pekerjasan ditetapkan
selama § (lima) bulan sejak perianfian ditanda tangani.

e. Hak dan Kewajihan PT. Sarinah (Persero) :

- Menerima semua  dokumen-dokumen yang berkaitan
gengan pengurusan sertifikasi tanah

- Menerima sedifikat asli fsnah dart Menter Agraria /
Kepala BPHN ;

- Membayar seluruh biaya pelaksanean pekerjaan sebesar
ferseput dalam Passl 2 ayat {1) kepada Nolaris f PRAT
SULIBTIO, 8H.

f. Hak dan Kewajiban Netaris/PPAT SULISTIO, §H

- Menerima pembayaran  alas  jasanya  mengurus
pembuatan sertfikat tenabh  sebagsimana tercantum
dalam Pasal 2 {ayat) 1.

- Menyerahkan selurub dokumen-dokurmnen sera sedifikat
asii tanah yang diterbitikan oleh Menten Agrana/Kepsata
BPN kepada PT. Sarinah (Persero),

Penunjukan langsung ferhadap SULISTIO, SH vang mengaku
sebagal Nolaris /PPAT selaku pelaksana pembusatan
sertifikat tanah Pancoran cleh Yustian ismail, SE  dengan
alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada
MUMAMMAD DJAFRON RIFAL {selaks pemegang kuasa dari
SULISTIO, §H} bersama PUDJI RAHARJIO vang mengaky
hekerja  di Kantor Notans/PPAT SULISTIO, SH, fenpa
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persetujuan  terdebih daholu dalam rapat Direksi, yang juga
diketahi  oleh terdakwa Dis. Imanu Widedo, fanpa melakukan
evaluasi lebih dehuls terhadap penawaran harga bisya
pekesiaan panibua%an gertifikat, sehamusnya penunjukan
langsung iersebut teriebih dahulu ada persetujuan  dalam
rapat Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 avat {1}
Akia Perubahan Anggaran Dagar _PT. Saringh  (Persero)
Nomor : 54 tanggal 17 Mavet 1998 dan dilakukan melalui
proses lelang  karena niigt pekerjaan  diatas Rp.
100.000.000,- {seratus iuta jupiah) yang diikull sebanyak-
bahyaknya 5 {lima) rekanan dan sedikikbdikiinya 3 (tiga) rekanan
dan melakokan evaluast terhadap penswaran harga yang
dizjukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf ©
Keputusan - Direksi  PT.  8arinah  (Persero) Momor
OOBAKETSANRUTHAIO0B tanggal 28 Mei 1888 ientang
Ketartuanieraturan Pengadaan Barang/Jasa Vang
pendanaannya bersumber dart Anggaran Beianja PY. Sarinah
{Persero} dan ketettuan huref G (Bidang Umum) Buku 1l
Reputusan Direksi PT. Saringh  (Persero}  Nomor
OO7/KPTSIDIRUTAANI B8 tangagal 10 Februant 1098 tentang
Ristem dan Prosedur Administasi PT. Sarinah {Persero).

Selelah berakhimya jangka wakiu pelaksanaan pekerjaan
pengurusan dan pembuatan serdifikat tanah Pancoran sesuat
Perjanjian Kerjasama Nomor . 042/DIRUT/EAX/1980 tanggs! 1
September 1998 pada bulan Janvari 2000, SULISTIC, SH yang
mengaky sebagai Notaris/PPAT belum menyerahkan sertifikat
tanah Pancoran kepada PT. Sdrinah (Persero), namun terdakwa
Drs. 'many Widodo tetap melakukan pembayaran kepada M.
Diafron Rivai selaku peroegang kuasa SULISTIO, SH kemudian
pada akhir bulan Maret 2000 dilakukan Adendum terhadap
perfanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanab Pancoran
dengan Adendum  Perjanfian  Kerjasama  Nomor
O12/ADDDIRUT/EANZ000 tanggal 31 Maret 2000 khusus yang
menyanghkut jangka waktu pelaksa%&aan pekerjaan yang seimula
5 {lima) bulan menjadi 11 (sebelas) hulan yang ditandatangani
YUSTIAN ISMAIL, SE dan SBULISTIO, 8H.
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Pada wakty penandalanganan perjanjian kedasama pernbuatan
sertifikat tanah Pancoran dan Adendum Perjanfian Kerjasama,

pihak  SULISTIO, SH yang mengaku sebagal Notaris/PPAT
{idak pemah hadir di kantor PT, Sarinah (Perserc).

]

Setelah  perjanfian  kerdasama pembuatan  sertifikat tanah

Pancoran ditandatangani kemudian terdakwa Drs. Imasnu
Widodo menyetujsi dan melakukan pembayaran kepada
SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang
diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFA] selaku pemegang

kuasa, sesual dengan bukl pengeluaran bank {(voucher}
sebagal berfkut ; '

- Tanggal 21 Maret 2000 Rp.  26.280.000,-
- Targgal 5 Apdt 2000 Rp.  65.825.000.-
- Tanggal 9 Met 2000 Rp.  28.437.000,~
- Fanggal @ Mei 2000 Hp. 5.678.490. -
- Tanggal 17 Juli 2000 Rp.  31.500.000.-
- Tanggal 1 Agustus 2000 Rp.  78.780.000.-
- Tanggal 29 Agulus Rp.  38.375.000-
«  Tanggst 3 Oktaber 2006 Rp. FRISL00 -

- Tanpeal 14 Nepember 2000 RBp. 15,580,000,
- Tanggal 11 Dasember 2000 Rp.  37.013.000,-
- Fanggal 18 Janusmi 2001 Rp, 19475000,
- Tanggat 8 Pehruan 2001 Rp. 3285000 -

Rp. 359,453,080

Selain blaya pekeriaan yang telah dianggarkan dalam perjaniian
kerjasama, juga diivakakan pembayaran bigya Retribusi dan Bea
Parolehan Hak Atas Tahah dan Bangunan {BPHTB) kepada
SULISTIO, SH yang mengaku sshagai Notars/PPAT vang
disetujui oleh terdakwa Drs, Imanu Widedo dan diterima
MUHAMMAD DJAFRON RIFAl seiaky pamegang Kkuasa,
padahal biaya-blaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian
keriasama, sesual bukli pengeluaran bank {(voucher) sebagai
herikut 1
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-~ Retribus] Administrasi Pembangunan tanah
tanggal 24 April 2000 Rp. 225.801.000,-

- Bea Perciehan Hak atas Tanah dan Bangunan -

= Tanggal 27 Okdgber 2060 Kp. 35.000.000,-
- ‘Tangaal 7 Nopember 2000 _ Rp.  35.000.000,-
- Tanggal 21 Desember 2000 Rp. 35.000.000,-
~  Tanggal 28 Janyar 2001 Rp. 35.000.000.
~  Tangoal 8 Pabruan 2001 Rp. 35.000.500,-
- Tanggal 12 Maret 2001 - Rp, 25.000.000,-
- Tanggal 28 Maret 2001 Rp. 25.801.000-

Rp,  225.801.000,-

Setelah sertifikat tansh Pancoran berupa Sertifikat Hak Guna
Bangunan (HGE) No. 35 diserahkan oleh MUHAMMAD
DJAFRON RIFAl kepada PT. Sarinsh {(Persero) sefanjutnya
YUSTIAN 18MAIL, SE memernntahkan saksi A. FACHMAN
{(Kepala Biro Alutansi danvﬁeuangan untuk menyimpan seriifikat
tersebut dalam brankas tanpa dilskuikan pengecekan keabzsahan
sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

Bahwa selelah lerdsiove Drs. Imanu Widodo fidek menjabat
sebagai Direkiur Adminitrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persera}
berdasarkan  Sural Keputusan Menteri Keuangsn Republik
Indonesia Nomer © 390/KMK 052001 tanggat 3 Jull 2001 tentang
Pemberhentian dan  Pengangkatan Anggota-Anggota  Direksi
Perusshaan Perseroan  {Persero) FT. Sarinah, diketahul
SULISTIO, SH bukan notaris karena tidak terdaftar sebaga
Notaris pada Sub Diektorat Notaris sesuai Surat Direktur
Perdata pads ODirektur Jendral Administrasi Hukum Umum
Depariemen Hukum dan HAM Republik indonesia Nomor @ C2-
HT.02.10-2588 langoal 17 September 2001 penhal Informssi
tentang Stefus Netars. Demikian juga setifikat Hak CGuna
Bangunan {HGB) No. 38 untik tanah Pancoran adalab paisu
karena tidak pernah diterbitkan ofeh Kantor Pertanahan Jakarla
Selatan.
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Dari iumiah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Perzers} vang
disetyjui dan didakuken pembayaran pleh terdakwa Imanu Widodo
kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari
SULISTIO, SH yang mengaku sebagal Notaris/PPAT untuk
pembayaran pengurusan sertifikat tanah Pancoran sebesar Rp.
1.680.322.000,- (salu milyar enam ratus delapan puluh jute tiga ratus
dua puluh dua fibu nupiah). '

1.2, Sertifikasi tanah diJh ML Thamrin Jakaria Pusat

Sebayai kelaniulan Surat Momor | S27/DIRUT/ENVINISYS
tanggal 20 Jull 1889 Yustian lsmall juga menunjuk SULISTYO
yang mengaku sebagai notaris/PPAT dan penupjukan langsung
tersebut juga disetujui cleh terdakwa kmanu Widodo, kemudian
tanggat 12 Pebruar 2001 dilakukan penandatangan perjanjian
keriasama pembuﬁian- serdifikat tanah mikk PT. Sarnah
{Persero) yang terietak di Ji. M. Thamtin Jakarta Pusat,
dengan Surat Peranjian Keriasama Nonor

QOABMIRUT/EAY2001 vang ditandatangani olen  YUSTIAN

ISMAIL, SE mewakii PT. Sarinah (Persero} dengan T
SULISTIO, &H yeng mengaku sebagal Notaris/PPAT yang
herkedudukan di Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomwor @ 143
Jakarta Pusat, vang isinya antara lain :

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan

- PT. Sanpab (Persero) memberikan tugas pekeraan
kepada NolgrisfPPAT SULISTIO SH,

- Rotans/PPAT SULIBTIC, SH melaksanakan tugas
pekeraan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah
milik PT. Sarinah {(Persero) yang teretak di Ji MH.
Thamrin No.ii  Keiurshan Menteng, Kecamatan
Gondangdia, Jakarta Pusat,

b. Tahap Peiaksanaan pekeriaan pembuatan sertifikat tanah

meliputi :
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)

o

9.

Penyelesaian lanjutan Advis Planning.

. Pengukurérz :

- Pendaftaran pengokuran
- Pelaksanaan pengukuran
- Pengnambaran,

Pengesshan gambar situasi

Penyusunan Surat Keterangan dadd Lurah dan Camat

Penyusunan SIPPT {Surat liin Penunjukkan
Penggunaan fanah)

Permohonan bak aias tangh
Proses {atwa Kanter Pertanahan {rekomendasi

Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri
Agraria / Kepaia BPN

Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB)

10, Penerbitan dan penyerahan sertifikat

. Biaya pelaksanazn pekerjaan |

Jumiah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembualsn
sertifikat tanah sebesar Rp, 885.125.000,~ (delapan ratus
sembilan puluh lima jtda seralus dua puluh lima ribu
rapiah) |

Jumlsh blaya pekeraan ini teleh lermasuk segala
pengeluatan beserta pajak- pajak sesuai ketentuan dan
prosedur yang berfaku, ‘

Biava tersebut diatas belumn termasuk hiaya Retribust
untuk Advis Planning, SIPPT dan Bea Perolehan Hak ke
Kas Negara.

. Jangéa waktu pelaksanzan pekerjsan ditetapkan selama 8

{enam) bulan sejak ditanda langaninya surat perjanjian

kerasama.

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 2009



&. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah {(Persera) :
- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaltan
dengan pengurusan sertifikasi tanah ;
- Menerima sedifkat asli tansh dard Wenteri Agraria 7
Kepala BPN ;
- Membayar seluruh blaya pelaksanaan pekerjaan sebesar

tersebiut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris 7 PPAT
SULISTIO, SH. |

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH

- Menerima  pembayaran  atas  jasanya mengurus

pembuatan . sertifikat fanah sebagsimans  tercantum-

dalam Pasal 2 {ayat) 1,
- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat

asli tanah yang ditertbitkan oleh Menteri AgrariaiKepala -

BPN kepada PT. Sarinah {Persero}.

FPenunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH yang mengak
sabagai Netaris/PPAT seloku pelaksana pembuaten sertifikat
tanah JL MH. Thamiin Jakarta Puséal oleh Yustan lsmail, SE

dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada -

MUHAMMAD DJAFRON RIFA] selaku pemegang kuasa dari
SULISTIO, SH  bersama PUDJI RAHARIC vang mengaku
bekerja di Kantor Noteris/PPAT SULISTIO, SH, dan daiam
penunjukan  fersebid  tarpa  terlebih  dabult . mendapat
persetujuan dalam rapat Direksi namun penunjukan tersebut
disefujii  oleh terdakwa Des, Imanu Widedo. Seharusnya
terlebih  datwiu diagakan repat Direksi untuk  mendapat
persetujuan Diveksi sebagaimana dialur dalam Pasal 11 ayat )
Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor:
54 tanggal 17 Maret 1988 dan dilakukan melalul proses lelang
karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- {seratus iida
rupiah) yang dikull sebanyak-banvaknys & (ima} tekanan dan
sadikit-dikitnya 3 {tiga} rekanen yang mengajukan penawaran
serta dilakukan. evaluasi lerhadap penawaran harga yang
digjukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka ¥V huruf C
Keputusan Direksi PT. Sarnah (Perserc} Nomor

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 2009 '



DOSKPTS/DIRUTANIO88 - tanggal 26 Mei 1898 {entang
Ketentuan/Peraluran Pengadaan Barangflasa yang
pendangannya bersumber dari Anggaran Belenja PT. Sarinah
(Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buky B
Kepudusan  Direksi  PY. Sarinah  {Persera) Nomor
SO7/KKPTSMIRUTANINGEY tanggal 16 Pebruad 1888 teniang
Bistem dan Prosedus Administeasi PT. Sarinah (Persero).

Bahwa pada wakiv pengndatanganan  sural  perjanjian
ketjasama pembuatan seriifikat tanah di JL M. Thamrin Jakarta
Pusat, SULISYTID, 8H yang mengaku-ngaku sebagai
Notards/PPAT #idak pemah hadir & kantor PT. Sarinah
{Perserol.

Bahwa setelah peranjian ditandatangani Xemudian YUSTIAN
ISMAIL menugaskan terdalena Drs. IMANL WIDODO Direktur
Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah {Persero} untuk
mermbual perencanaan dan melakukan p&rﬁbayaran biaya
pengurusan dan permnbuatan sertifikat yang felah dianggarkan
dalam pedanjian kefasama kepada  SULISTIO, SH_yang
mengaku  sebagai  NolarsPRPAT  vyang diterima cieh
MUHAMMAD DJAFRON RIFA! selaku pemegang Kuasa dard
SULISTIO, SH, sesuai dengan bukii pengeluaran bank
{woucher sebagai berikad -

- Tanggea! 21 Pebruari 2001 Rpn.  75.000.000-
~  Tanpgal 1 Pebruari 2001 Ry, 200600.000-
- Tanggs! 3 Maret 2001 Rp. 14.161.304,-
' 161,304~ (-}
- Tenggal & Juni 2001 Rp, 238406280
Jumiah Rp. 524.506.250,-

Bahwa selain biava pekedaan yang tefah dianggarkan dalam
perjanjian kerjasama, juga ditskukan pembayaran biaya
Retribust dan Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagal
Notaris/PPAT yang disetuji terdakwa Drs. Imanu Widedo dan
diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAl selaku pemegang
kuasa, padahal biaya-biaya tersebut tidek dianggarkan dalam
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perjanjian kerjasama, sesuai buktt pengeluaran bank {voucher)
sebagai herikut:

- Retribusi penggunasn dan parantukan tanah tgl 5 Juni 2001 Rp.
367.200.000,- '
~ Bea Perolehan Hak Atas Tansh dan Bangunen tgl 20 Juni 2001 Ep.
47 960 000 a
Jurrtah Ry,

1.618.260.000,-

Dengan demikian jumiah biava yang dikeduarkan PT. Serinah {Persero)
dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI sefaku pemegang kuasa
dan SULISTIO, SH yang mengsk sebagai Notarls/PPAT unluk
pengunisan serifikat tanah Ji. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat
seluruhnya sebesar Rp. 2,139.766.250,~ (dua milyar seratus tiga puluh
sembilan juta tujuh ratus enam puith enam fbu dua ratus fima puluh
rupiah).

i

1.3. Bertifikasi Tanah B, Agus Salimhl). Wabid Hagyim Jakarta
Pusat

- Pada tanggal 13 Juni 2001 dilakukan penandatangan perjan’jién
Kerjasama pembuatan  sertifikat tanah milik PT. Sarinah
{Persero) yang terietak di J. Agus Salim/ll Wahid Hasyim
Jakarta Pusat, sesuai Petjanjian Kerasama Nomor
OM1SBDIRUTAENIZO01 yang ditandatangani oleh  YUSTIAN
ISMAIL, SE mewsakili PT. Sarinah {Persero) dengan SULISTIO,
5H yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di
Ji Cempaka Putih Tieur XXI Nomor : 143 Jakarta Pusat, yang
ditunjuk langsung olsh YUSTIAN ISMAIL, SE, yang isinya
antara lain :

a. Tugas dan suang fingkup pekerjaan
- PT. Sarinah (Persero) memberikan lugas pekerjaan kepada
Notaris/PPAT SULISTIO, 8H.
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Notaris/PPAT SULISTIO, SH melaksanakan tugas pekerjaan
pengurusan dan pembuatan serdifikat tanah milik PT. Sarinah
(Persera} yang terietak di JI Agus Salimill, Wahid Hagyim
Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, dakerta Pusal.

b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah
meliputi

1.
2.

s

=

2.

Penyelesaian Advis Planning.
Pengukuran :

- Pandaftaran pengukuran

- Pelaksanazan pengukuran
- Penggambaran.
Hengesahan gambar silvasi

Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat

Penyusunan SIPPT (Surat ijin Penunjukkan Penggunaan
Tanah)

Permohonan hak atas tansh
Proses fatwa Kantor Pertanatan {rekomendasi)

Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dan Menteri
Agraria / Kepala BPN

Pendaftaran SK Pemberian Hak (H5B)

10. Penerbitan sertifikat

¢. Biayn pelaksanaan pekerjaan |

Jumlah biava pekerjaan, pengurusan dan pembusatan
sertifikat tanab sebesar Rp. 891.804.375- (delapan ratus
sembilan pulul satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus
tujub puluh lima rupiah) , )

Jumiah biava pekeraan ini lelah lermasuk  segala
pengeluaan -beserta pajak- pajak sesual ketentuan dan
nrosedilr yang beriaku,

Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribhusi urduk
Advis Planning, SIPPT dan Retribusi resmi sertifikat ke Kas
Negara atau ganti rugi ke Kas Negara.
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d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaaan ditetapkan seiama &

(emam) bulan sejak ditanda tanganinya surat perjanjian
Karrasama.

e Hak dan K&waj’iban PT. Sazinah {Persaro) ;
-~ Menerima semua dokumen-dokurnen yang berkaitan dengan
pengurusan sertifikasi tanah ; .
- Menerima serlifikat ash tanah dad Menteri Agraria / Kepazs;
BPYN ;
- Membayar szlurch biaya pelaksanaan pekerjaan sehesar

tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris / PPAT
SULISTIO, 8H.

f.- Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH

- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuazian
sertifikat tanah sebagaimana fercantum dalam Pasal 2 (ayat)
1.

- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen seria serfifikat asli
{anah vang diterbitkan oleh Menierl Agratia/Kepala BPN
kepada PT. Sarinah (Persero),

Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH yang mengaku
sebagail NolarsiPPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah
Ji, ﬁgué SalimAl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, cleh Yustian lsmall,
SE dengan alasan karena fefah menerima serdifikat ashi fanah
Pancoran namun sewakiu menerima serfifikat tersebut Yustian
ismail fidak melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut
pada Kamtor Pertanahan Jakarla Selstan dan tanpa mendapat
parsetujuan lebily dahulu dalam rapat Direksi tetapl disetujui oleh
ferdaitwa Drs. imanu Widodo, Seharusnya terlebih dahulu diadakan
rapat Direksi untuk mendapal persetijuan Direksi sebagaimana
diatuer dalam Pasal 11 ayat {11} Akla Perubahan Anggaran Dasar
PT. Sarinah (Persero) Nomor @ 54 tanggal 17 Maret 1998 dan
dilakukan melalul proses lelang karena nilai pekedaan diatas Rp.
100.000.000- (seratus juta rupiah) vang dikuti sebanyak-
banyaknya § {ima} rekanan dan sedikit-dikiinya 3 (tliga) rekanan
yang mengajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap
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penawaran harga yang diajukan rekanan sebagabmana dialur
dalam  Keputusan Direksi FT. Sarinah  {Persero} Nomor
OOS/KPTS/DIRUTMVIIG08  fanggal 26 Mei 1998  tentang
Ketentuan/Peraturan Pengadsan Barangldasa vang pendanaannya
bersumber dari Anggaran Belania PY. Barinah (Perserc) dan
ketentuan huruf G (Bidang Umuin). Buku I Keputusan Direksi PT.
Saringh (Persers) Nomor ;. GO7/KPTS/DIRUTANGSS0 tanégal 10
Pebruari 1880 tentang Sistem dan Presedur Administrasi PT.
Sarinah (Persero).

Bahwa paeda waktu penandatenganan surat perdanjian kerfasama
pombuatan sertifikat tenah di JL Agus Salim/ Wahid Hasyim Jakarta
Pusat, SULISTIO, 8H vang mengaky sebagai Notaris/PPAT tidak
pernah hadir di kentor PT. Sarinah (Persero),

Bahwa setelah perjanjian dilandatengani kerudian YUSTIAN
ISKAIL, SE menugaskan terdakwa Drs, iMANU WIDODO selaku
Direktur Administrasi dan Keuvangan PT. Sarnah (Persers) untuk
membuat perencanean  dan  melekuken pembayaran biaya

pengurusan dan pernbuatan sedifiketl yang telah dianggarkan

dalem peranjian kerfasama yang diterima oleh MUMAMMAD
OJAFRON RIFAI selaku pemégﬂng kuzsa SULISTIO, SH, sesuai
dengan bukii pengeluaran bank (vouchet) sebagai berikut:

- Tanggal 28 Juni 2661 Rp. 111.425.625,-
- Tanggal 10 Juiji 2001 Ro, 111425625

Jumiah Rp. 222.861.250,

Dangan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah {Persern}
dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa
dari SULISTIO, SH yang mengaku sebagal Notaris/PPAT untuk
pengurusan sedifikat tanah JI. Agus Salimill. Wahid Hasyim Jakaria
Pusat seluruhinya sehesar Rp. 222.851.250,- (dua ratus dua puluh dua
juta delapan ratus lima puluh satu riby dua ratus lima puiuh rupiah}.
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2. Terhadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunaan Uang
Perusahaan Untuk Membayar Hutang

Bahwa pada bulan Desember 1889 Kepala Cabang PT. Bank Mandiri
Jokaria Sarinah saksi Yusniai Aslan mengiim swat No

Cab 40/338A tangga! 15 Desermnber 1889 kepada Direksi FT. Sarinah
{Persere) perihal perpaniangan sewa menyewa ruangan kantor untuk
jangka wakty 3 {figa) tabun {1 Januari 2000 sampai dengan 31

Desember 2002}, yang kemudian di disposisi oleh YUSTIAN ISMAIL.,
SE yang isinya : '

- Diberi discount 20%
- Cara pembayaran 2 kali, Cesember 1998 dan Maret 2000,

Kemudian pada tanggal 23 Desember 1999 dilarjutkan pembuatan
pefanjian sewa menyewa ruangan anfara P, Saringh (Persero)
dengan PT. Bank Mandiri Nomor : 048/DIRUTAEMIIIGES yang
ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, 8F selaku Direktur utama PT.
Saninah {Persero) dengan YUSNIATI ASLAN selaku Kepala Cabang
PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinaly, namun dalar perjanjian tersebut
fidak distur tentang pembenan discount 20 %. Selelah PT. Bank
Mandiri membayar uyang sewa pada tenggal 30 Desember 1889
sehesar Rp. 1.808.278.485,- (salu milyar sembilan ralus sembilan
juta dua ratus tujub puluh sembilan ribu empai ratus delapan puluh
lima rupiah} dan tanggal 27 Maret 200{3 sebesar Rp. 1.600.279.485 -

" {satu milyar sembifan ralus sembilan juts dua ratus tujub pulub

sembilan rbu empat ralus defapan puluh Hma ruplah) stau
seluruhnya sebesar Rp. 3.818.588.870,- (tiga milyar delapan ratus
delapan belas juta fima ratus lima puich delapan ribu sembilan ratus
tujuh pulub rupiah) YUSTIAN [SMAIL, 8E dan terdakwa Drs, IMANUS
WIDODOQ menyetujul pengeluaran uang dari Kas PT. Sarinah
{Persere) untuk memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri
Jukarta Sarinah selaku penyews sesual bukll pengeluaran bank
(voucher) tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 381.855.000- (tiga
ratus delapan puluh satu jta delapan ratus lima puluh fima ribu
Tnupiah) dan tangg;&ii 29 Maret 2000 sebesar Rp. 381.855.000,- {tiga
ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima pulsh lima sibu

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 2009



rupiahy atau seluruhnya sebesar Rp. 763.710.000,- (fujub ratus enam
pulub tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu fupiahl, namun yang tersebut
tidak pernah diterima oleh PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah tetapl
digunakan untuk kepenfingan pribadi terdakwa Drs.  IMANU
WIDODO dan YUSTIAN ISMAIL, 8E ;

Bahwa karéna vang discaunt sewa digunakan untuk kepentingan
pribadi, maka untuk mengembalkan ke PT. Sarinah {Persero}
selanjuinya YUSTIAN [ISMAIL, SE pada tanggal 10 April 2001
membuat Memo kepada PT. Sarinah Cabang DK untuk mencairkan
uang deposito milk PT. Sayinah Cabang DKl sebesar Rp.
800.000.000,~ (sembilan ratus uta rupial) depgan alasan unfuk
keperluan Rantor pusat, akan tefapl uang deposito  iersebut

digunakan sebagal setoran tuna ke Kas PT. Sarinah {Persere) untuk

mengembalikan uvanhg discount sewa sebesar Rp. 763.710.000 -
{lujuh ratus enam puluh tiga jula tujub ralus sepuluh ribu rupiahd
sesuai bukii penerimaan bank fanggal 11 April 2001 dan bahkan
sisanya digunakan juga untuk membayar hufang pribadi YUSTIAN
ISMANL, SE sebesar Rp. 140.000.000,- {seratus empat puluh juta
supiah) sesual buktt penerimaan bank tanggal 11 April 2001.

Dengan demikian iumiah vang P71, Sarinah (Pesero) yang
disalahgunekan sshesar Re. 763.710.000,- Qujuh ratus enam
puluh tiga Juta tuiuh ratus sepuluh b rupiah) ditambah Rp.
140.000.000,- (seratus empat pulub juta rupiah) alau selurihnya sebesar
Rp. 803.710.000,- (sembilan rafus tiga juta fujub ratus sepulth ribu

ru

piah).

3. Terhadap Renovasi Gedung Sarinah Jianda

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2000 PT. Sarinah (Persero)
mengeluarkan vang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh
dua juta rupiah) uniuk renovasi gedung Sarnah Juanda tanpa
dilengkapi dokumen kontrak yang disetujui oleh terdakwa Drs,
IMANU WIDODO dan diterima oleh YUSTIAN ISMAIL, SE untuk
kepentingan pribadi. Kemudian pada tanggal 3 Januad 2002
YUSTIAN ISMAIL, SE membust Surat Pernyalaan  uniuk
mengembalikan uang sebesar Rp. 142 000,000, (seratus empal
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puluh dua juta rupiah) dengan cara diangsur, namun belum pernah
tibayar.

- Bahwa perbuatan terdekwa menyetujui pembayaran uang sebesar
Rp. 142.000.000,- {seratus empat puluh dua juta } kepada Yustian
lsmail untuk renovasi gedung Sarinah Juanda bertenfangarn dengan
ketentuan angka V huryf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Perser)

Nomor : O95/KPTS/DIRUTAN/1998 tanggal 26 Mel 1998 tentang

Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/fasa vang pendanaannya
bersumber dad Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) yang
seharusnya  dilakokan melalui proses Jelang karena nilai pekeriaan
diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah vang PT. Sarinsh {Persero) yang
disalahgunakan sebesgar Rp. 142.000.000,- {(seratus empat putub dus
juta rupiah).

Perbuatar terdakwa fersebut tetah memperkaya din sendini, atau orang
lain  yaitu Muohammad Diafron Rifai selaku pemegeng kuasa
Netaris/FPAT SULISTIO, 8H dan Yustian lsmail  sebesar Rp.
3.082.648.500,- {ima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus
empat puluh sembilar ribu lima ratus rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwe (eloh merugikan keuangan negara
sebesar Rp. 5.088.649.500,- {(fma milyar delapan puluh delapan juta
enam ratus ampat puivh sembilan ribu ima ratus rupiah) atau sefidaknya
sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 jv FPasal 18 ayat (1) Undang-Umkdang Nomor 31 Tahun 1899 Tentang
Pemberantasan Tindak Fidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tazhun 1989
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasat 55 ayat (1) ke-1 jo
Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

]
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Menimbang, bahwa untuk membwktikan dalwaannya jaksa-penuntut
umum mengajukan barang bukdi berupa -

h@ Copy Legalisir Akta Notaris Imas Fatimah, SH No : 84 tanggal 17 Maret 1008
t “tentang  Perubahan Ar;ggéran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
W Sarinah, _

2. Copy Legalisiv Surat Edsran Menteri Negara Pendayagunaan BURN No : 8E
D1MP BUNIN/ 1998 tangyal € April 1888

3. Copy Legalisii Kepulusan Direksi PT. Saerinab  {Persers} Nomeor
COBPTSIDIuYIA988, tanggal 26 Mei 1888 lentang ketentuany peraturan
pengadazn barang/iasa yang perdanaannya bersismber dari anggaran belania
PT. Sarinah {Persero). “

4  Copy Legalisik Keputusan Direksi PT. Sannah (Persero) Momor @
13S/KPTSAItH A0S, tanagal 30 September 1898 tandang Pembantukan Tim
Pengadaan Barang Dan Jasa.

5. Copy Legalisir Keputusan Dirsksi  PY. Sarinagh {(Persero) Normor
OT2KPTS/DINAAT2000 tangoal Maret 2000 tentang pembentukan tim pengadaan .:
barang den jasa. . S

8. {:cp:y Legalisir  Kepulusan  Direkss PT.  Sarinah {Perserc)  Nanor
CO7AP TSIy IN1898 tanggat 10 Febnuari 19899 tentang sistem dan prosedur
administrasi PT. Sarinah (Persero)

7. Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Satinah {Persero) Nomor GOSKFTS/Dirutial \

' 1898, tanggal 10 Februar 18089 tentang batasan Kuasa tanda tangan dokumen. ‘ ]

8. Copy Legalisir Surat Dingt PT. Sarinah No : 164DIRUT/EN9S9 tanggal 26
Pebruan 1996 tentang Kuasa Tanda Tangan Rekening £3iro,

4. Copy Legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RURS) PT, Sadingh
tentang Pengesanan Rencana Kera dan Anggaran Perusahan (RKAP) Tahur
1849 tanggal 15 Desember 1888,

10.  Asli Rénaana kena dan Anggaran Perusahaan (RKPAP} PT. Sarinagh {Persero}
tahun 1899 )

11. Copy Legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarinah

- tentang Pengssahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) Tabun
2000 tanggal 23 Nopember 1898.

12.  Ash Rencana kera dan Anggaran Perusahaan (RKPAP} PT. Sarinah (Persers)
takhwm 2000

13, Asli Rencana ketja dan Anggaran Perusahasn (RKPAP} PT. Sarinah {(Persero)
tahun 2001

14, Copy Legalisiv Keputusan Menterd Kewangan Ri. Nomor ! 517K (01671895,
tanggal 15 November 1695. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah
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16,

17.

18.

18,

26.

21,

23

24.

25,

28,
28,

30,

Copy Lepalisiv Keputusan Menten Keuangan RI. Nomor @ S58WKMK.016/1997,
tanggal 12 November 1587 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
Direksi Perusahaan Perserpan {Persers) PT. Sarinah

GCopy Legalisic Keputusan Menteri Keusngan R Nomar o 380/KMK.06/2001,
tanggat 3 Jull 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Angggota Direksi
Perusshaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah.

Copy Legalisir Swrat Direltur Wlama PT. SBarinsh  (Perserc) Nomor
150/25u/IAY2000, tanggal & Maret 2000 peruhal Alih Tugas Anggota Direkesi,

Copy Lagalisir Surat Kuaga Natans Sulistio, 8H kepada Mohammad Diafron Rifzin
No. 2171998 tangas! 11 Agustus 1899,

Copy Legalisir Surat Pis. Kepala Sekretariat Perusshaan PT. Sarinah (Persero)
kepada Bub Direkloral Notariat Dep. Kehaldman dan HAM Nomor :

334/SPNI 2601 tanggal 24 Agustus 2001, perihal permohonan informasi
k&ierangan

Copy Legafisir Surat Dirextur Perdala pada Direkiorat Jenderal Administrasi
Mukum Umom Degarteman Kaehakiman Nomor C2.HT.03,10-258 tanggal 17
September 2001 perihai informast tentang status notaris

Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor :  /BirkeuiVINIF2001, tanggal 8 Agustus 2001
dari Drs. Helmi M. Burin selaku Direktur Administrasi den Keuangan PT, Sarinzh
(Persara} kepada Suhodo selake Manager Divist Property

Copy Legalisir Surat tanggal 8 Agusius 2001 dast Suhedo kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, peribal ﬁengmkan'sarﬁﬁxmx

Copy Lepalisir Sedifikat HEH No. 35.4enggal 23 Jull 2000 (palsu) atas fanah railik
PT, Sarinah yang ledetak di A, Pancoran Timur I No. 4 Kecamsatan Pancoran,
Kelurahan Cikeko, Jakana Selatan.

Copy Legalivir Surat Penawaran Harga Nomor ;| 102MobGAV1999 wenggal 19
Aprd 1898 darni Notaris Sulistio, 8H

Copy Leyalisir Surat Dingt PT. Sarinah No ; S277DIuWENII/1899 tanggal 20 Juli

1908 tertang Sertifikas! tanah mifik PT. Sarinsh di Pancoran.

Copy Legalisi Surat Pedanjian k&z;asama urdub pefaksanaan pembuatan samﬁkat
tanah Pancoran, Cikoko, Mampang, Jekarta Ssiatan No. 42/0nWEAX/1898

tanggal 1 Seplember 1000,

Copy Legalisit Adendum Surat Pesaniian Kezzasama untuk  pelaksansan

pembustan sertifikat tanah Pancoran Nomar @ 012/ADDIDIr/EAI2000 tanggal 31

Maret 2000.

Copy Legalisir Bukii Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.59.09.0047 tanggal

07 September 1998 sebesar Rp. 38.220.000,-

Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher 1 DSB01.89.08.0127 tanggal

22 September 1989 sebesar Rp. 47 775.600,-

Copy Legalisiy Bukti Pengeluaran Kas No. Vougher | D5EO1.69,10.0023 tanggal

04 Oktober 1898 sebesar Rp. 85.550.000,- ’
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31,

3z

33

38

38,
7.
3s.
30,
0.
41,
42.

43,

45,

46,

47,

48.

51.

Lopy Legalisic Bukti Pengeluaran Kas No, Voucher : DSBO1 : 88.09.0127 tenggel
05 Oklaber 1829 sebesar Rp. 8.555.000~

Copy Legalisir Buidi Pengeluaran Bank No. Voucher : DSBG2.99.12.0037 tangga
13 Desernber 1989 sebesar Rp, 44.030.000,- -

Copy Legalisir Bukli Pengeluaran Bank No. Voucher ; DSB02.98.12.0075 tanggal
25 Desember 1999 sebesar Rp. 48.100.000,- '
Copy Legalisir Bakii‘f"enge%uaran-san}c No. Voucher | D8B02.99.12 0144 tangoal
31 Desember - 1999 sebasar Rp. 85.037.500,~

Copy Legalisic Bukti Pengeluaran Bank No Voucher :DS8B02.00.01.0027 tanggal
04 Januari 2000 sebesar Rp. 42.550.000,-

Copy Legalisir Bukll Pengeluaran Kag Ne. Voucher : DSB01.00.01.008 tanggal 24
Januari 2000 sebasar Rp 9.620.000,-

Copy lLegalisir Bukti Pengefuatan Kas No. Voucher : DSB0O1.00.03.000 tanguat 21
Maret 2008 sebesar Rp. 28.250.000 -

Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher | BEB0O1.00.04.0051 tanggal 8
Aprit 2000 sehesar Rp. £3.628.000,-

Copy Legaiisic Bukli Pengeluvaran Kas No. Voucher : DSB01.00.05.0083 tanggal 9
Mei 2000 sebesar Ry, 28.437.000.-

Copy Legalisir Bukdi Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.05.0062 tangpa! 2
Mei 2000 sebesar Rp. 5.687.500,-

Copy Legalisir Bukll Pengeluaran Kas No, Voucher | DERC1.00.07.0088 targgs!
17 Juli 2000 sebesar Rp. 31,560.000,-

Copy Legalisir Bukii Pengelusivan Kas No, Veucher  DSB(01.00.08.0002 tanggal 1
Agustus 20400 sebesar Rp. 78.750.000,-

Copy Legalisit Bukli Pengelugran Kas No. Voucshar : DEBM . 00.08.0108 tangust

28 Agustus 2000 sebesar Rp. 30.375.000.-

Copy Legalisic Bukt Pengeluaran Kas No. Voucher : DSBO1.00.10.0023 tangga! 3
Oldober 2000 sebasar Rp 7.875.000,-

Copy Legalisiv Bukti Pengeluaran Kas No, Voucher © 8B01.06.11.0048 langgasl
14 November 2000 Ro. 15.580.000,- :

Copy Legalisir Bukdi Pengeluaran Kas No. Voucher 1 DSB01.00,.12.0048 tenggal
11 Desember 2000 sebesar Rp. 37.013.000,- '

Copy Legalisir Bukii Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01,01.01.0084 tanggal
18 Januarn 2001 sebasar Rp 18.473.000,-

Copy Legalisir Bukli Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.01.02.0071 tanggal 8
Febnar 2001 sebasar Rp. 3.885.000,-

Copy Legalisir Bukli Pengelvaran Kas No. Voucher : DSB01.00.40.0133 tanggal
27 Oktober 2000 sebesar Rp 36.000.000,-

Copy Legalisir Surat $8B tanggal 8 Oklober 2000 uniuk ciciian pertarma BPHTE
sehesar Rp. 35.000.000,

Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSBO L00.11.0028 tanggal 7
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b2.

55,

57.

£8.

55,

65,

67,

B8,

November 2600 sebesar Rp 35.000.006,-

Copy Legaiizir Swrat SSB 8 Nopember 2000 unluk cigilan kedua BPHTE sebasar
Rp. 35.000.600.-

Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No.Voucher | DSBO1.00.12.0131 tanggal 21
Desember 2000 Rp. 35.000.600,~

Gopy Legalisic Surat SSB tenggal 20 Nopember 2000 untuk cicilan ketiga BPHTB
sebesar Rp 35,000.600, :

Copy Legalisir Buldi Pengelugran Kas No. Vioucher @ DSBOM.01.01.0173 tanggal
28 Janyarn 2001 sebesar Rp 38.004G.000-

Cdpy Legalisir Surat 838 fangga! 8 Januari 2001 untuk cicilan keempat BPHTE
sebesar Rp. 35.000.000,-

Copy Legalisir Bukli Pengeluaran Kas No. Voucher DSBO1.01.02.0072 tanggsl 8
Februard 2001 sebesar Rp 35.000.006,-

Copy Legalisiy Surat 888 tanggal 8 Februari 2001 unluk cigilan kelime BPHTR
sebesar Rp. 38.000.000,-

Copy Legalisir Bukli Pengeluaran Kas No, Veucher DERO 01.03.0075 tanaggst 12
Maret 2001 sebasar Ry, 25,000,600 -

Copg Legalisir Surat 388 tanggal 10 Maret 2001 uniuk ciclan keengm BPHTB
sebesar Rp, 25.000,600,~

Copy Legalisiy Bukli Pangeluzran Kas No. Voucher DSE01.01.03.0178 tanggal 28
Maret 2001 sebesar Rp, 25.301.0006,~

Copy Legalislr Surgt S58 tanggal 3 April 2001 untuk citiian terakhir BPHTB
sebhesar Rp, 25.801.000,-

Copy Legaiisic Surat Ng.%&EPNIJKF-SﬁLfXIZ{?QG, tanggal 2 Okiober 2000 dan

- Kepala Seksi Pendafisran Tanah BFN Jakarta Selatan kepada Direldur Utama PT.

Sarnah (Persero), perihal biays perolehan halkc
Copy Legalisir Surat No O3E/BPN/SIT-SELANR001, tanggal 2 Maret 2001 dad
Kepata Seksi Pendaflaran Tanah BPN Jakaria Selalan kepada Direkiur Utama PT.
Sarinah Persero), perihal ralat angsuran ke-6 BPHYE {(Surat Pemberitahuan Ne.
448/BPNF JCT-SELXE000}
Copy Legaiisiy Bukti Pangelueran Kas No. Voucher : DSB01.00.07,0088 tanggal
24 Januart 2000 sebesar Rp 478.820.600,-
Copy Legalisiv Surat Ssioran Retribusi {SSR) Nomor : GOB/RAN0IO0 tanggal 25
Januan 2004 sebesar Rp 478.820.000,-
Ceopy Legalisic Bukli Pengeluaran KasfVouchar No. DSB01.11.04.0516 tanggal 28
April 2000 Rp. 225.801.000,
Copy Legalisir Kwitansi Pembayaran Retribust tanggal 27 Aprit 2000 ssbesar Rp.
225.801.000,-
Copy Legalisir Surat Setoran Retribusi {85R) No OBU/BPNR/N2000/00 tanggal
27 April 2000 sebesar Rp. 225.801.000,-

Tanah di J. MH. Thamnn No.11 Jakarta Pusat ©
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Tt
72
73,

74,
785.

78.

-
)

79,
80,
Bi.
82
83.

85.

&6.

Copy Legslisir Surat Pedanjian Kerdasama Pe%gksanaan Pembuatan Sertifikat
Tangh JL MLH. Thamin No. 11 Jakarta Pusat No. 004B/Dint/BAI/2001 fangasl 12
Februar 26M )

Copy Legaslisir Bukli Pengeluaran Bank, tanggal 21 Februar 2001 sebesar R,
75.000.600,-

Copy Legalisir Bulli Pengeluaran bank, zanggai 21 Februard 2004 sebesar Rp,
260.000.000,- :

Copy Legalisir Bukli Pengeluaran Bank, tanggal 2 Maret 2001 sebesar Rp.

14.161.304,-

Capy Legalisic Bukti Panerimaan Kas tanggal & Maret 2001 sebesar Rp 61,304,

Copy Legalistr Bukll Pengeluaran Bank fangaal 6 Juni 2001 sebasar Rp.

235406260,

Copy Legalizlr Surat Sekrelaris Badan Peng;zndaﬁ Urusan Tarah Pamernintah 2K

Jekarla No. § F 38 / BPUT 7 P 7 V 7 2001 tanggdl 14 Mei 2001 peribal

pemberiiahuan relibusi pewmbuaten serdifikeat tarnah Jl. MM, Thamrn No, 1

Jakaria sebesar Rp. 362.360.000,-

Copy lLegalisir Bukli Pengeluaran Bank tanpgal 8 Jumi 20001 sebesar Rp.

387 300,600 - untuk perabayaran retribust pengounaan dan perunickan tanah JL

WM, Thamrin No 11

Copy tagalisk Surat Kepals Seksi Wrusan MHak BPN Jakerla Pusat No.

ZOJMBPNIRCTVIZ001 tanges! 22 Mel 2001 perhalf permheddiahuan keringanan

biaya peroichan hak atas tanah dan bangunan atas tanah JL. M.l Thamrin No.

11 sebesar Rp. 1.247.950.000,-

Copy Legalsir Bukli Pengeluarsn Bank tenggal 20 Jusi 2001 sebesar Rp

1.247 860.600,- untuk pambcayamﬁ bea perolehan hek siag tanah dan bangunan

JL. M.H. Thamrin No. 17 Jakarta Pusat )

Copy Legaligir Surat Setoran Bea Peroichan Hak atas tanah dan Bangunan (588)

fenggat 21 Juni 2001 Untuk Tanah 3. MH, Thamrin No. 11 Jakarta sebesar Rp.

1.247.8680,600,~

Copy Legalisir Kwitansi bea perolehan hak stas tanah dan bangunen 3 MR

Tharrin No. 11 Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2001 sebesar Rp. 1.247.960.000,-
Tanah A, H, Agus Salim / .. Wahid Hasyim Jakarta Pusal

Cupy Legalisi Surat Petjenjian Kerjasama Pelaksanaan Pembuatan Seriifikat

Tanah J. M. Agus Salimill Wahid Hagyim Jakarta Pusat No, 198/0inst/EAANT2001

1ol 13 Juni 2004

Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank langgal 28 Juni 2001 sebsssr Rp.

111428825~

Cupy legalisir Kwitanst tanggal 29 Juni 2001 sebesar Rp. 423.007 506~

Copy Legalisic Bukli Pengeluaran Bank tangge! 10 Juli 2001 sebesar Rp.

111.425.825.-

Cupy legalisir Kwitans! tanggal 10 Juli 2001 sebesar Rp. 123.0607.500,-
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, Perianiian Sewa Menyewa PT. Sarinah dengan PT. Bank Mandir
P 1 87. \ Copy Legalisic Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Sarinah Mo,
\é Cab.40/153 tanggal 28 Oklobser 1998 kepada Direksi PT. Sarinah (Persero) parihal
perpanjangan sewa riangan kankor '

88, Copy Legalisir Surat Direldur Operasi PT. Sarineh kepada PT. Bank ﬁe_!andiﬁ No ;
S50/DIR 017811959 tanggal 12 Nepember 18938 tentang pemaniangsn sews
riangan. g

83. Copy Legalisir Surat FT, Bank Mandli Cabeng Jakara Sarinah Ne-
Cab/38272000 tangyal 20 Nepember 18928,

80, Copy Legalisir 3wural Direklur Uisma PT. Sardnah {(Persero}  No.
897 ADINGYENAN/18099 tanggal 14 Desember 1588 k2pada T, Bank Mandin Cab.
Jakarta Sarinab perhel perpanjangan sewa mangan"

21,  Copy Legalisic Suat Kepala PT. Bank Mandid Cab. Jakata Sarinah No. Cab,
4043385 tanggal 15 Desember 1999 kepada Direkst PT. Sarmab  perhal
PEFDRATATINN SEWA NImngan kantor.

@i\f;a;;y Logalisic Suiat Penaniian Sewa Menyews Ruangen sntara PT, Sadonah
f(?’ersaro} dengan PT. Bank Mandird (Persero) No, S45/0intEOGH1999 tangaal 23 o
Desember 1999 : T

93,  Copy Legaiisic Bukti pembayaren sewa ruangan dafd P 8ank Mandiag Cab,
Jakarta Sarinan kepada PT. Sarinah (Persero) tanaga! ¥ Desember 1989 sebesar
Rp. 1.909.279,485 - (tahap ).

94. Copy lLegalisir Bukil Penerimaan Kas sewa (tbap [} tanggal 28 Maret 2000
sebasar Rp. 1.809.279.488,-

95,  Copy Legalisic Bukti Pembayaran’ Sewa Ruangan dari PT. Bank Mandiri Cab.
JSakaria Sarinab kepada PT. Sarinan (Persero; taﬁggai 27 Marat 2000 gebesar Rp.
1.808.275.485,- (ishap I}

88, Copy Legalisir Bukl Penermasn Bank pembayaran sewa (ahap 1Y) tanggai 28

) tarst 2000 sehesar Rp. 1.809.275.485,

87. Copy Legatisic Bukli Penedmaan Kas sewa (tahap i} tanggal 10 April 2000
sebesar Rp. 1 809,278 485 -

88, -Copy Legalisir Bukli Pengeluaren Bank tanggal 314121889 sebesar Rp.
331,855,000, untok pembayaran discount sewa ruangan {ehap [} yang disetuiul
Yistiar Ismail

98, Copy lLegafisiv Bukli Pengeluaran Bank tanggal 26 Mare! 2000 sebesar Rp,
381.855.000,- untuk pembayaran discount sewa suangan {shap II) yang disetuji
dan diterima Drs. Imanu Widedo

[”'_"“'“":;'

Renovasi Gedung Sarirah Juanda
100. Copy Legalisic Bukli Pengeluaran Kas tanggal 4 Januari 2000 sebesar Rp.
142.000.000,~ yang diterima oleh Yustian lsmall unituk renovasi gedung Sarinsh
P . Jusnda
‘\L mz\‘iCcpy | egalisir Besita Acara Pembongkaran Banguhan Tambahan di JI. H. Juanda

e,
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No, 27 Jakarta No -Dindif2001

Copy Legalisic Surat Komisarie Utama PT. Sarinah {Perserc) tertang Perjanjian

Sewa Menyewa Ruangan Nomaer : 25/Dekom/ENVI2001 tangaal 7 Juni 2001

103. Copy Legalisir Surat Pemyataan Dis. Yustan lsmaill tanggatl 3 Januari 2002
Feneairan Deposite dan Pinjaman Sementara

104, Copy Legalisir Memo lsmail Yustian Ditekitr Utama PT. Sarinah kepada Kepala

Cah Sarinah DKI fanggal 10 Aprit 2001, unfuk mencaitkan deposite Rp.

800.000.000,- untuk keperivan kantor pusat

\6<Capy Legalisir tanda lerima uang sehesar Rp. 800.060.000,- tanggal 10 April 2001

108. Copy Legalisir Inter Officer Memo Mo. 934/ST/VIW2001 tangga! 3 Juli 2001 dari
.M. Sarinah Cab. DKi kepada Biro Akuntansi dan Keuangan PT. Saringh

107. Cuapy Legslisir Bukli Pengeluaran Bank PT, Sarinah Ceb. DKI tanggal 3 Juli 2001
sebesar Rp, 640.250.000,- :

108. Copy Legalisir Memo Yusfian lsmail / Direklur Utama PT. Sarinah (Perserc)
kepada Sarinah Cab. DXI tanggsl 12 Oklober 2000 untuk mengeluarkan vang

k sebagal pinjaman sementara sebessr Rp. 30.000.000 -

Copy Legalisir Bukli Pengaiuaran Bank tanggal 12 Oktober 2000 sebesar Rp.
30,800,080, -vang diterima Yustian ismail sebagat pinjaman sementara

110, Copy Legalisir Memo Yustian ismail kepada GM. Gab. BK! tanggal 12 Janusi

2001 untuk mengeluarkan uang sebagal piniaman sementara gebessr Rp.
, 110.000.000.- :
’I}‘L Copy lLegalisit Buidi Pengeluatan Bank tanggal 12-1-2001 sebesar Rp.
- 116.006.800 - vang diterinsg Yostian ismail,
7 Copy Legalisir Bulkdi Pensrimaan Bank Pengembalian Discount sewa Bank Mandii
tanggat 19 April 2004 sebesar Rp 738.710.000.-
. Copy Legalisir Bukli Pensrimaan Bank Pembayaran Huteng tanggal 11 April 2001
. sebesar Ry 140.000.000,- '
1*@ Copy Legalisic Surat Pemyataan Mantan Direksi PT, Sarinah tenggal 3 Januari
2002, '
Rekening Koran dan Bulw Mutasi Bank
115, Asl Rekening Koran PT. Bank {)sgang Negara (Persero)/Bank Mandiri No
Rekening ; 4400073626 bulen Beplember 1899
118. Ash Rekening Koran Bark Buns Daya No Rekening 1 01008740 bulan Oktoher
1558
147, Ash Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero) / Bank Mangini No.
Rekening ; 0400073628 bulan Desamber 1993
118. Asil Rekening Koran Bank Yudha Bhakti No, Rekening : 0100010771 periode 01
Januari 2000 s/d 31 Januast 2000,
118. Ash Rekening Koran Bank Yudha Bhakti No. Rekening : 0100018771 pericde 01
Febmart 2000 s/d 29 Februan 2000,
$20, Ash Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara {Persera) No.Rekening
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122,

- 123,
124,

125,
124,

127,
128,
128.
130,
131
132,
153,
134,
135,
138,
137.
1348,
138.

140,

141,

0400073626 bulan Marst 2000,

Asli Rekaning Koran PT. Bank Bumi Daya Ne, Rekening : 01008740 periode bulan
Marat 2000,

Asii Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara {Persercy Bank Mandii No,
Rekening - C400073828 bulan April 2000,

Asli Rekening koran Bank Burni Daya No, Rekening @ 01008740 bulan April 2000.
Asti Rekening Karan PT. Bank Dagang Negara {Persero)/ Bank Mandiri No.
Rekening : 0400673626 bulan-Mei 2600,

Aslt Rekening koran Bank Bumi Daya No. Rekening ; 01608740 bulan Jufi 2000,
Asii Rekening Koran Bank Bumi Daya No. Rekening © 81008740 buian Agustus
2000, :

Asli Rekening Koran Bank Mandini No. Rekening @ G400873826 bulan Septemhber
20006,

Asli Relening Koran Bank Mandid No. Rekening : 163 - 0067000022 pericde
01711780 i 30F11700. - '

Asli Rekening Koran Dank Manditl No. Rekening : 103 - 0UGO0825884 periode
01111700 s/d 30411 1400.

Asli Rekening Koran Bank Mandin Mo, Rekening © 103 - 0088294838 periode
CHMz00 sid 31112100 '
Asli Rekening ¥oran Bank Mandiri Mo, Rekening 1 103-0087000022 periods
C1i2/00 s/d 3112000

Asll Rekening Koran Bank Mandirl No. Rekening ; 1030087000022 periode
701/01 s/d 3U0THN

Asii Rekering Koran Bank Mandid No. Rekening : 103-0083683543 perinde
G102/07 s/d 28/02/01

Asit Rekening Koran Bank Mandin No, Rekening (1030057000022 pericde
G1/02101 sld 2802101

Asli Rekening Koran Bank Mandii No.  Rekening : 1030086294838 periode
GG sfd 3130

Asli Rekening Koran Bank Mandii No.  Rekening : 103-00006258084 pericde
0103701 sfd 31/03/09 ;

Asli Rekening Koran. Bank Mandir Mo, Rekening (1030267000022 periode
GO0 /d 31/03/01

Asl Rekening Koran Bank Mandit No. Rekening : 103-0088294838 periede
0104071 sid 30/04/01

Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0060626884 periode
Q4704701 s/d 3070411,

Asli Rekening Koran Bank Yudha Bhakii No. Rekening @ 0100010771 péviods 01
Juni 2001 s/d 30 Jur 2001

Asht Rekenming Koran Bank Mandini No, Rekening : 1030086204858 periode
01/08101 sfd 3006101
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143,

144,

145,

Asli Rekening Koran Bank Mandirl No.  Rekening 1020087000022 periede
DTAGION sid 30/06:01

Ashi Rekeping Koran Bank Mandid No.  Rekening 103-0067000022 periode
01707101 sid 3167101

Asli Buku Mutasi Bank Mandid {Ex Bank Dagang Negara) No. Rekening : 103-
0040825884. '

Asli Buku Mutasi Bank Mandii (Ex Bank Bumi Daya) No. Rekening @ 103-

G087.060022.
146, Asli Buku Motasi Bank Yudha Bhakl No. Rekening G10.0.010771.

Menimbang, bahwa untuk membuldikan dakwaannya Jaksa-Penuntut

wnum, selain mengajukan barang bukii tersebut diatas juga mengajukan saksi-
saksi sebagal berikut -

Saksi kel bermama : Saksi ISMAIL Bin WAHAB, dimuks sidang dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai betikut :

bahwa sakst pernah diperksa dihadapan penyidic dan membenarkan
keterangannya.,

babwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagai
manian Direktur Operasional dan Dirgkiur Kevangaa PT, Sarinah,,

bahwa saksi bskerda dt PT. Sasinah sejsk November 1897 sampai
dengan Januari 2008 selaky Komisasis., -

hahwa saksi selaku Komisaris bertugas antars lain ¢

a. Melaksangkan kegiakah pengawasan, pengarahan kepada Dewan
Direksi untuk kelancaran kegiatan usaha PT. Sannah.,

b. Memberikan perselujuan terulis apabila ada PT. SBarinah akan
menerima pinjaman, memberikan pinjaman, mengagunkan akliva,
melepaskan dan menghapuskan aktiva.,

¢. Memberikan pengarshan terhadap kebljakan pada perusshaan
apabila ada perubzhan strukiur organisast dan pengangkatan
peiabat- pejahat kuncl.,

bahwa PT. Sarinah  schemnya 100 % (seratus persen) milik
pemarintah,,

 bahwa Terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagal mantan Direktur

Operasional dan Direktur Keuangan bersama-sama dengan Yustian
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ismall selaku Direktur Utama PT., Sarinah bepugas melaksanakan
kegiatan segala aspek yang menyangkut jelannya perusahaan uniuk
tujuan provit dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku
terhadap perusahaan BUMN.,

bahwa saks! pemah mendengar adanya permasalahan di PT. Saringh
menyangkut masalah tanah di Jalan Pancoran dan Jalan Thamrin,
bahwa saksi pemah mendengar dalam rapat dengan direksi tentang
rencana persertifikatan tanah milik PT. Sarinah di Pancoran dan ity barg
merupakan wacana karena rmenyangkut blava yang beium fersedia dan
belum dianggarkan,, _

bahwa untuk persertifikatan lanah di Jalan Thamrin dan Ji Agus Salim
tidak pernah dibicarakan dalam RUPS |,

bahwa begitu luga renovasi gedung di Jalan Juanda juna direks tidek
pernah membicarakan daiam RUPS,,

bahwa urtuk pengurusan éertifikasi tanah Pancoran setahu sakst PT.
Sarinah felah mengeluarkan dana sebesar Rp. 4 Milyar sedangkan untuk
tanah di Jin. Thamrin sebesar Rp. 2 Mityar.,

babwa imiuk menuniuk Notards adalah kewenangan dari Direksi akan
tetapi seharusnya Direks! melaporkannya pada Kamisaris,,

bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Diafron Rival dan Pudii
Rahardio dan baru mengenalinya belakangan.,

bzhwa peauniukan terhadap Nolads yang melaksanakan pensentifikatan
tanah milik PT. ‘Sarinah seharusnya melalui tender dan kenyataannya
saksi baru mengetahul dilakukan secara penunjukan langsung.,

hahwa saksi selgky Komisars fidak pemah digiak bicsra oleh Dirgksi
fentang penunjukan terhadap Notads Sulistio,,

bahwa dana untuk proses pengurusan penserifikatan sudah dibayar
oleh P, Sarinah,,

bahwa dari hasil penbertifikatan tanpah di Pancoran ada berupa sestifikat
akan tetapi setelah dicek temyata palsu,,

hahwa sedangkan  unfuk penserifikatan tanab di Jin. Themrin beium
ada.,

bahwa tanggung lawab pensertifiketan adaiah Direksi,,

bahwa saksi setelsh kejadian baru mengetahui apabila  Nolaris Sulistio,
8H tenyats tidak ada,,

Bahwa perbiavaan pengurusan penseriifikatan tanah mumi keuangan
PT. Sarinah,,
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bahwa dalam penuniukan langsung yang dilskukan olel Yustian lsmai
kepada Notaris Sulistio, tanpa sepengetahuan komisarfs.,

bahwa Komisaris bisa menolak  apablla mengetahul  adanya
penyimpangan.,

bahwa saksi ldak pemah dibetitahu oleh Direksl balk secara feriulis

matpun lisan terhadap sewa menyewa dan discount khusus vang

diberikan cleh Yustian tsmail dan Imanu Widodo terhadap Bank Mandiri

. Sarinah.,

bahwa kemudian ifangkah vang diambil setelah mengeiaﬁai adanva
penyimpangan datam perjanjian kerjasama pelaksanaan serlifikasi tanah
adalah, perfama Komisaris membahas bersama dengan Direksi dan
melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib dan pada
akhirnya Sdr. Djavron Rival dan Puji Raharjo dapat dihukim masing-
masing 1 {satu) tahun 3 {liga) bulan, kernudan terhadap Mantan Direksi
vaitu 8dr. Yustian fsmail, Sdr. Imanu Widode dan Sdr. Boediharlo
dipanggi! dalam Rapat Dirsksi dan Dewan Komisatis, selanjulnya diambil
jalan tengah kepada para mantan Direkst untuk mengganti kerugian
yang di derita oleh PT. Sarinah dan mereka beriiga menyanggupinya,
akan tetapi sampat sekarang tidak depat tedaksana sama sekaii,,

bahwa di pesidangan saksi di tunjukan barang bukll berupa Sertifikat
tanah yang berads di Pancoran dan  membenarkan bahwa sertifikat
tersebut fidak terdefiar dan tidsk pamah dikeluarkan oleh BPN Jakatia
Selatan. ]

Saksi ke-2 bemama 1 NY. RETNO SIREGAR, dimuka sidang dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagat benkut ¢

bahwa saksi pemah diperksa dihadapan penyidik dan membenarkan
keterangannya.,

bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drg Imanu Widodo selaku mantan
Direktur operasi dan Direidur Keuangan PT. Sarinah.,

bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sebagal Komisars sejak tahun 1895
sampai dengan Januart 2008,

bahwa selaku Komisaris di PT. Sarinah bertugas antara fain ;

a2 Memberkan persetujuan teriulis apabila ada PT. Saringh aken
menerima pinjaman, memberikan pinjaman, mengagunkan aktiva,
melepaskan dan menghapuskan akdiva,,
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b. Memberikan pengarahan i{evhadap kebilakan pada perusahean
apabila ada perubahan struktur organisasi dan  pengangkatan
pejabat- pejabat kunel,,

bahwa sebagai  komisaris juga mempunyal wewenang uniuk melarang

kebijakan perusahasn yang dinilai kurang kondusif dengan catatan

ditaporkan oleh Direksi.,

bahwa penseriifikatan fanah  milk PT. Sarinah seharushya ada

persetyjuan dan Komisaris iedebih dahulu,,

+ bahwa untuk sertifikasi tanah Pancoran awainya Hidak tahu namun dalam

rapat bulanan dengan Direksi pemah diberitahu,,

bahwa dana untuk persertifikatan tanzh di Pancoran sudah dikeluarkan.,

bahwa sesuai ketentuan yang berlaku di Sarinah apabila pengadaan

barang dan iaga dengan nilai lebib dari 100 jula meka harus dilnkokan
tender dan terhadap serifikas! harusnya dilalukan tender terlebih
dahulu., :

bahwa saksi bar mengetahws apabils Nelaris Sulistio, 8H adalah fiktf

deri [2poran gudit khusus.,,

bahwa angaran untuk penserdifikatan terhadap tanah miik PT. Sannah

belum masuk datam RKAP., -

bahwa PT. Sarinah bergerak dalam bidang Riel dan persewsan

gedung., b

bahwa terhedap persewaan gedung yang dilakukan oleh PT. Sarinah

saksi idak mengetahuinya Karena fidak pernah dibfcarakan delam rapst

antara Direksi dengan Komisars.,

bahwa saksi sebagai Komixaris tidak ;emah diaiak bicara datam hal

pemhberian discount oleh Diteksi PT. Sarinah kepadea Bank Mandini,, )

bahwa pendapatan sewa gedung akan {ampak pada laporan berkata
tahunan.,

bahwa Bank Mandiri pemah menyewa ruangan milik PT, Safinah.,

pahwa PT, Sarinah pemah dilakukan audit khusus pada tahun 2002,

bahwa akibat perbuatan Yustian lsmail dan Terdakwa manu Widodo

mengakibatkan PT. Sarinah merugl sebesar kurang lebih Rp. 5.4 Milyar,,
bahwa akibat kerugian tersebut Komisaris perah memanggil Direkst PT.

Sarinah yalty Yustian lsmall, Terdakwa Imanu Widodo dan Boediharto

dan hasilnya Direksi menyanggupi untuk menggantinya ekan tetapi tidak

dapat terlaksana hingga sekarang,,

bahwa saksi dipersidangan ditunjukan berang buldi berupa  sertifikat

" tansh Pancoran dan membenarkan bahwa serifikat tersebut adalah
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fidak pernaly terdaftar dan tidak permah dikeluarkan oleh BPN Jakarta
Selatan.

Suksi ke-3 bemama : FERRY MANGAPUL PASARIBY, dimuka sidang dibawah
sumpah pada pokaknya menerangkan sebagai berikut | '

-

bahwa sakst permnah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan
izateranganayh., ;
bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs, Imanu Widodo sebagal Mantan
Direkiur Operasional dan Direktur Keuangan PT. Sarinah.,
bahwa saksi bekera di PT. Sarinah sejak Februari 1002 sampai dengan
sekarang dan saal Ini menjabat sebagi Asisten Direksi Bidang Persercan
dan Kineria Anak Perusahaan namun sebejumnya pemah pada tahun
1999 sampai dengan 2004 sebagal Kepala Divisi Propertt,,
babwa ssbagal Kepala Divisi Properti PT. Sarinah bertugas antara lain ;

- Memasarkan ruangan sewa,,

~Menerbitkan surat teguran terhadap penyews vang bslum

melaksanakan kewajibannya.,

~ Melakukan pemeliharaan gedung das peralatannya., :
bahwa saksi pemah diminiakan oleh ferdakwa Imanl Widodo uniuk
membuat péf;ianj%an kerjasama pensedifikatan tanah dengan Notaris
Suiisti, SH untukc iznah.in. Thamein dan Jin. Agus Saiim,,
baiwa yang memerintahkan saksi untuk membuat perianjian tersebut
adalah Imanu Widedo yang  pada saat du menisbat Direktur Keuangan
PT. sanngh dalam  Peranjisn penserfifikaten antara Sarinah dengan
Notaris Sulistio, 3H.,

bahwa saksi membuat kensep penanjien kerasama pensertifikatan

tanah di Jin. Thamnn dan Jin. Agus Safim dengan cara menconioh

pedaniian keriasama tenah di Pancoran vang terdebih dahulu dibuat cleh
Sdr. Andi Fajar pada télnmn 1999,

bahwa Terdalwa Imanu Widodo memerintahican saksi untuk membuat
draft petianjian untuh tanab Jn. Thamrin dengan nilal kejasama kurang
lebih Rp. 859 jufa, sedangkan uniuk tenab Jin. Agus SBalim sebesar

“kurang lebih Rp. 881.000.000,-

hahwa saksi baru mengetahui surat perjanjian  pensertifikatan tanab di
Pancoran pada saat sakst diperintahkan oleh Terdakwa Imanu Widodo
untuk membuat perjanjian kerjasama tanah di Jin. Themrin,,
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bahwa proses kKerjasama sertifikasi tanah mitik PT. Sarinah di Pancoran,
Jn. Thamrin dan Jin. Agus Salim 7 Wahid Hasyim fidak difakukan proses
tender melainkan penunjukan iangsung oleh Yustian Ismail selaku
Direktur Ulama., o

bahwa saksi pemah bertemu dengan Moh. Djafron Rivat yang mengaku
arang dari kantor Notaiis. Sulistio, SH.,

pahwa pada tabun 2001, Direkst bare PT. Barinah meminta berternu
dengan Notaris Sulistio, 8H dan saksi rmencoba menghubunginya notaris
tersebut melalui ielephone akan tetapi tidak akiif kemudian saksi pergi ke
kantor Motadis Sultstio ternyats tidak ada di alamat tersebut.,

bahwa selanjulnya melakukan pengecekan sestifikat tanah Pancoran

kepada Kantor BPN Jakarta Selatan dan hasinya serbifikat tersebut tidak
pemah diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Seiatan.,

bahwa ada beberapa nama staff BPEN yang fercantum dalam sertifikat
tanah Pancoran namun tidak diskui kebemdaannva oleh BPN.,

bahwa kamudian setelah diketahui sertifikat tanan Pancoran fidak benar

{palsu) meka prosss serifikasi tanab di Thamtin dan Agus Salim

dihentikan,,

bahwa dari hasit draft perjaniian kerjasama tapah Thamrin dan Agus
Salim darl sakei biasar\yé diberikan pada bidang lain {legai}..

bahwa pada wakt ¥ Sdr. Andi Fajar sudah pensiun pada saat saksi
membuat draft kerasama sertifikasi tanah Thaimrin dan Agus Salim,,
bahwa prosedur pengadean barang dan Jasa di PT. Barinab
herdasarkan Standar Opersting Prosedur (SOP} namun  iwanya
menjuk dan seialan dengan Keppres.,

bahwa pada proses perjariian sewa menyewa ruangan antara PT.
Sarinah dengan Bank Manditi, saksi yang membuat perianfian tersebut,,
bahwa dalam perjaniian tersebut Bank Mandin menyewa ruangan untuk
jangka waktu selama 3 (liga) tabup dan tidak ada discount karena
perjanjian sudah dibuat dan ditanda tangani aleh ke dua belah pihak.,
bahwa proses pembayaran uang sewa tersebut ditakukan dimuka dan
dilakukan 2 (dua) tahap, dengan nilai kurang lebih Rp. 3,8 Miyar.,
bahwa dalam perianjian sews menyewa lersebut harga sudah final
sefelah adanya penandatanganan perjanfian dan  tidak dimungkinkan
ada discount.,

bahwa mekanisme penggunaan anggatan df PT. Sarinah  tiap tahun
dibuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan {RKAP} vang
disahkan dalam RUPS,,
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- bahwa saksi tidak ingat apaksh proses sertifikasi tersebut sudah masuk
~datar RKAP atau balum,,

- bahwa untuk masalah sewa menyewa asset PT. Sarinah prosesnya
masuk datarmn Divisi Property.,

- bahwa saksi dipersidangan gitunjukan barang bukti berupa  serfifiket
tanah Pancoran  dan membenarkan bahwa sertifikat ferselngd adalah

fidak pernab terdaitar dan lidak pemaeh dikeluarkan oleh BPN Jakara
Selatan. ” '

Saksi ke-4, bernama : A. RACHMAN, dimuka sidang dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikug -

- babwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan mambaaarkaz_i
keterangannya.,

- bahwa saksi kenal ﬂ&rigan ferdakwa Drs Imanu Widedo sebagai Manian
Direktur Operasionsi dan mantan Direktur Ketiangan PT. Sarioah ;

- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak tahun 1998 sampal dengan
pensiun bulan Maret 2008 ;

~  bhahwa pada fa?mn 1998 sampal dengan 2001 sakst beketja sebagai
Asisten Direksi, tahun 2001 sampai dengan 2005 sebagat Kepalas Bio
Akutansl dan Keuangan kemudien fabun 2008 sampai 2007 sebagai
Kepala Bire Satuan Pengawas intern ; j

~ bahwa ssdaku Asisten Direksi PT. Sannah berugas antara fain ;

-Fembantu memberikan Advis atau masukan kepada Direksi
khususnaya yang menyangkut bidang keuangan dan skuntansi |

JE——

- Melnksanakan tugas — tugas yang diberikan oleh Direksi ;
- bahwa sebagal Kepala Biro Akuntansi dan keuangan bertugas antara
lain ;

a. Menyiapkan proses pembayaran baik melalul kas maupun bank

h. Memberikan paraf pada Cel/ Giro Bank, spbeium ditandatangani
Direksi;

¢. Menerima Pembayaran dar pelanggan, sekaligus menyipkan
Kwitansi;

d. Menyiapkan laporan posisi Kas Bank Harian kepada Direkst;

&. Menyiapkan laporan keuangan bulanan,Triwulan, semester dan
tahunan kepada pemegang saham (Kementrian BUMN);

f. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan {(RKAP},

g. Menyia pkaﬁ Realisasi Proyeksi Cash Flow tahunan berjatan;
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h,  Menyiapkan pelaksanaan perhitungan dan penyetoran kewajiban
perpajakan;

. Melakukan penagihan piutang.
hahwa saksi pemah melakukan pembayaran terakhir untuk sertifikasi
tanzh pancoran dan menyimpan sertifikat tanah pancoran ;
bahwa untuk biaya pengurusen serdtifikasi tanah di Pancoran sehesar
kurang lebil Rp. 852 juta, Jin. Thamrin sebesar kurang lebih Rp. 895 juta
dan Jin. Agus Salim sebesar kurang iebiit Rp. 891 jula; \
bahwa untuk proses biaya sertifikasi tanah pancoran seluruhinya telah
kefuar dari kas Sarinah sebesar kurang lebih Bp. 1,8 Milyar ;
bahwa mekanisme pembayaran datam sertifikasi fanah tersebut diproses
oleh bawahan saksi dengan dilengkapi kontrak ;
bahwa sakst belum pernah bertemu dengan Naotaris Sulistio, 8H ;
bshwa jumiah uang yang felah dikeluarken coleh Sarinabh untuk
kerjasama pemblatan sertifikat adalah untuk tanah Pancoran sebesar
kurang jebih Rp. 1.880.322.00 Milyar, untuk tanah Jin. MH, Thamrnn
sebesar kurang lebih R, 2 Milvar dan untuidin, Agus Salim sebesar Rp.
222 juta vang seluruhnya ditesima oleh Sdr. Djafron Rivat ;
bahwa sefain biaya pembuatan sedifikasi tanab lesebutl  juga
melatiukan pernbayaran  Restribusi ke kas daerah dan BPHTE yang
pembayaranayz melaioi Diafron kusang lebib sebesar Rp. 1, § milvar |
haltwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran
sestiihusi dan 8PHTR adalah Direktur Administrast dan Keuangan Sdr.
inanu Widodo atas persefujuan Yustian lsmall |
bahwa biaya restibusi dan BPHTS tidak termasuk dalam biaya yang
dianggarkan dalam pesianiian kerasama |
bahwa anggaren sertifikasi tansh milik PT. Sarinah belum diputuskan
datam RUPS dan belum fercantum dalam RKAP;
bahwa saksi melakukan pembayaran atas perintah Terdakwa lmanu
. Widodo dan persetujuan Yustian lsmail sefaku Direktur Utama;
bahwa yang mengeluarkan uang discount bagi Bank Mandiri sebesar
Rp. 798 juta adalah Sdr. Soeiarso |
bahwa pada fanggal 10 April 2001 sesuai dengan mema Yustian ismail
saksi melakukan pencairan deposito Sarinah cabarig DK} sebesar Rp.
Q00 iuta ;
bahwa sesuai dengan arahan Direktur Keuangan Sdr. imanu Widodo,
pencairan deposito Sasinah Cabang DKI tersebul dibukukan sebagal
pengembalian discount sewa ruangan oieh Bank Mandiri karena daiam
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pembukuan ada pengeluaran discount tetapi tidak diterima oleh Bank
Mandiri dan pengembalfian butang Yusfian Ismail sebesar Rp. 110 juta
¢an Rp, 30 jufa ; |

- bahwa sesuai kelentuan di PT. Sarinah kemajuan proyek sertifikasi
harus ada apabila fidak ada maka uvang unluk pembaysran tidak dapat
dicairkan o |

« bahwa pengeluaran uang merupakan iangung jawab Direktur Keuangan
dars Direktur Utama ;

- bahwa yang menandatangani ke tiga peraniian kerjacama sertifikasi
tansh millk PYT. Sarinah adalah Yustian lsmaill selaku Direktur Utama
namun diketahui oieh anggota direksi lain dengan cara memberi paraf,

- bahwa uniuk mendapeikan pembayaran M. Djafion Rivai kedang
menyerahkan permohonan pembayaran diserial kwitansi yang langsung
diantar kepada Yustian ismail {Dirul) dan kadang ke imanu Widodo
{Dirkew) 1ol biasanya sakst mendapst verintah dari Yustian Ismail dan
imani Widodo untuk memproses pembayaran tersebut |

- bahwa vang memberi persetujuan untuk dilakukan pembayaran adatah A
Direktur Administrasi Kevangam  Sdr. Imanu Widodo dengan ;

" membubuhkan tanda tangan dalam bukti pengeluaran bank ; E

- bahwa untuk pengadaan barang dan jasa diatur melalul SK Direksi FT. f
Barinah {SOP) vang mengatur tentang penunjukan / pemilinan langsung 'g
matpun  lelang, untuk pengadazn barang dan jasa diatas Rp.
100.800.000,- rekanan yang diundang sebanyak § dan pafing sedikit 3
rekanan yang diundang mengajukan penawaran lalu dibentuk Tim
Pengadaan Darang dan Jasa ,

- hahwa dipersidangan saksi di funjukan baracg barang berupa 3 {tiga )
surat Perjaniian Kerasama penserdifikatan tanah milik PT. Sarinah
berupa : voucher pembayar, biaya refribusi dan BPHTB, Sewa ruangan,
atas barang bukti tersebut saks! membenarkan bahwa dananya telah
dikeluarkan cleh PT. Sarinah,

Saksi ke-5, bemama © Drs. H. SULARSOQ, dimuka sidang dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagat berikut ©

- bahwa saksi pemah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan
keterangannya ;

_  bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagai Mantan
Direldur Operasional dan mantan Direldur Kevangan PT. LBarinah;
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bahwa sakst bekeria di PT. Sarinah sejak Mel 1898 sanpai dengan
Desember 2000, seiak Oklober 1998 sampail dengan Desermber 2000
ditempatkan sebagai Pjs. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan ;
bahwa séiaku Pjs. Kepala Biro Akuntansi dan Keusngan PT. Sarinah
bertugas antara lain ;

- Mengkoordinasikan keuangan & Sarinah Pusat;

~Mengelola keuangan di Sarinah ; _
bahwa saksi pernah diberitahu oleh Yustian lsmait seiaku Direktur Utama
Saringh tentang akan adanya pensertifikatan tanah milk PT. Sarinah
akan telapi saksi keberatan karena kondisi keuangan Sarinah yang tlidsk
memungkinkan dan keberatan tersebut saksi sampaikan kepada Direkdur
Utama dan Direkiur Keuangan yaéng pada saal #u dijabat oleh Sdr.
Boediharto;
bahwa alas keberatan saksi tercebut Divektur Utama (Yustian fsmail)
mengatakan tidak apa ~ apa karena pembayaran akan dilakukan secara
dicicil ; :
bahwa serdifikasi tanah-tanah milik PT. Sarinah merupakan kepulusaan
Direksi ; '
bahwa saksi hanya mengetahui seftifikast tanah Pancoran sedangkan
untuk seriifikasi tapah yang lainnya tidak mengelahui karena saksi telah
kehuar dari Sarinah | '
bahwa seriifikast tanah pandcfan pembayarannya difakukan  berkali -
kali dan sefiap pengajuan dibuatkan daflar secara keseluruhan dan
diserahkan pada Direktur Kevangan ;
nahwa dafam melakukan pembayaran harus ada  syarat pengeluaran
uang vaity adanya perianiian ketiasama yang dibuat oleh Yustian lsmall
selaku Direktur Utama PT. Sarinah dan Notaris Sulistio ;
hatwa FT. Sarinah adaltah milik pegara dikarenakan saham pemerintah
sebesar 100 % {seratus persen) |
bahwa untuk proses pencairan keuangan biasanya rekanan mengaivkan
pembayaran dan saksi selanjutnya membuat voucer pembayaran ;
nahwa dana untuk sertifikasi tanah pancoran sudah keluar dan Kas PT.
Sarinah ;
bahwa pembayarannya dilakukan dengan cek giro, dan keputusan
mengeluarkan uang dari Rireldur Keuangan |
hahwa sertifikasi tanah pancoran pada fahun 1999 tidek dibicarakan
datam RUPS dan tidak tercantum datam RKAP,
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bahwa proses serlifikasi tanah pancoran dilakukan secara penunjukan
fangsung olsh Direkst vyaity Direktur Utamz mamun diketahui oleh
Anggota Direksi Lain.;

hahwa unfuk pelaksangan pensertiikatan tanah milik PT. Sarinah
mekanisme pembayarannya dibuat secara berfahap selelsh ada tagihan
bahwa yang mengambil pembayaran adalsh Sdr. Diafron Rivai dan
dokurnen vang dilampirkan adalah surat dati notarls dan  rncian
pembayaran ;

bahwa dalam pergadean barang dan jasa di PT. Sarinaib berieku
aturan intern perusahaan yaitu SOP {standar operating prosedur} dan
sakst hanya melakukarn alas perintah Direksi ;
‘bahwa proses sertifikasi tanah {ersebut tidak sepenuhnya aturan dalam
pengadaan barang den jasa ditkuti ofeh Direksi ;

bahwa FT. Sarinah selgin proses seddifikasi juga mengeiuarkan uang
untuk BPHTR dan Restribusi dan hal tersebut diluar pedanjian
keriasama seriifikast ;

bahwa saksi pernah mefihat serfifikat palsu tanah pancoran karena
ditunjukkan oleh A Rachman ;. -

bahwa Bank Mandin pemah melakukan sewa ruangan dengan PY.
Sarinah dan saksi pernah diberitahu oleh Direkur Keuangan { Iman
Widodo) tentang masalab Discount untuk bank Mandiri dan yang
memerintahkan pengeluaran discount adalah Direktir Keuangan (imant
Widedo} ;

hahwa yang menentukan pemberian discount adaiah kewenangan
Uireksi ;

batwa saksi mengetahul adanya dispesisi dari-Yustiap Ismail tentang
pemberian Discount ;

bahwa pemberan discount pada Bank Mandin dilakuken getelah
perjanjian sewa ditanda tangant antara Direktur Utama dengan Kepala
Cabang Bank Mandini Sarinah |

hahwa benar ada pengeluaran uang sejumlah Rp. 142 juta untuk
renovasi gedung Sarinah Djuanda dan yang menefima uang tersebut
adalah Yustian lsmail |

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukli berupa . 3 {tiga)
surat perjaniian ketja sama yang ditandangani oleh Yustian dan Notaris
Sulistio, biaya retrbusi, pembevian d%sko'ni sertifikat tansh pancoran, atas
barang bukli tersebut saksi membenarkan bshwa danannya tefah
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dibayarkan dan sertifikat tersebut adatah tidak pemah dikeluarkan oleh
BPN Jakarta Ssiatan.

Saksi ke-8, bernama : SUPRAPTONO Bin NGADIWON, dimuka sidang
dibawah sw_npah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan
kelerangannya ;

bahwa saksi kena! dengan terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagai Mantan
Direktur Operasional dan mantan Direktur Keuangan PT. Sarinah
namun tidak ada hubungan keluarga; : '
bahwa saksi bekera di PT, Sarinah tahun 1983 sebagsi kasir di restoran
Sarinah, tahun 1995 diangkat sebagai Kasi Verifikasi di Bire Keuangan,
tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 dizngkaet menjadi Manager
Keuangan dan pada tahun 2006 dipindahkan ke B¥o Séman Pengawas
Intern sampai dengan sekarang ;

bahwa saksi selaku Manager Kevangan PT. Sarinah berugas antara

Jain

- Pengendalian Cash Flow {penedimaan dan pengsiustan *

~Laporan berkaia meliputi laporan Cash Flow ;

—~Nerifikasi terliadap transaksi keuangan
bahwa pemegang sabam PT. Sarnah adalah 100 % (seralus persen)
mitik Peroerinah indonesia ; ,
bahwa mekanisme pelaporan keuangan di PT. Sarinah adalah semus
hasil baik kegiatan rite), persewaan serta perdagangan disetorkan ke
rekening perusahaandan dibustkan voucher buk panefimaan bank, dan
mekanisme pelaporan keuangan diatur dalamy sistem dan prosedur
perusahaaan |
bahwa saksi permab melakukan pembayaran untuk proses sertifikasi
tanah milik PT. Sarinah antara fain uniuk ft8nah Pancoran sebesay
kurang lebih Rp, 1,6 Milyar, tangh Thamsin sebesar kurang lebih Rp, 2,1
Milyar dan tanah Agus Salim sebesar Rp. 200 juta ;
bahwa saksi permah mengeluarkan uang unfuk renovasi gedung
Djuanda sebesar Rp. 142 juta dan uang discount sebesar Rp. 769 juta |
bahwa dalam mefakukan pembayaran sakst tidak pernah berhubungan
langsung dengar Nofaris Sulistio;
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- bahwa saksi mendapat perintah dari Ka. Biro Keuangan, Direkiur Utama

dan Direktur Keuangan untuk melakukan pembayaran kepada phak
Notaris Sulistio ; ‘

- bahwa nilai total untuk proses sertifikasi adalah kurang lebih sebesar Rp.
4 Milyar;

- bahwa dalam proses pembayaran dokumen yang diminta adalah
kwitansi dan berita acara kemajuan pekerjaan '

- bhahwa gewakiu penagihan Sdr. Diavron Rival hanya menggunakan 1
(satt)) surat kuasa untuk menerima keseluruhian pembayaran yang telah
dikeluatian oleh PT. Sarinah ;

- bahwa surat kuasa yang dibawa oleh Sdr. Djavron Rival untuk
mengajskan pembayaran BPHTB adalah bukii pembayaran yang felah
ditakukan oleh Djafron dan disposisi dard direksi ;

- bahwa Bank Mandiri pernah melokukan sewa ruangan kepada PT. ‘
Sarinah unluk periode 3 (liga) tehun sebesar Rp. 3.818.558.970 yang : :
dibayatkan dengan cara trznsfer Ke rekening PT. Sarinah masing — ;
masing sebesar Rp. 1.808279.485,- pada bulan desember dan Maret T
2000

- bahwa pemberian discount sebesar Rp. 763.710.000,- yang diberkan
cieh PT. Sarnah fersebul atas Kebijakan Dirgkst sedangkan yang
menetima adalah Yustian lsmail dan imanu Widedo |

- bahwa selama saksi menjabat Manager Keuangan belum pemab ada

. pemberian discout setelah penandatangan Surat Perjenjian dan baru
ada kali terhadap  Bank Mandir saja yang merdapat discount ;

- bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukti berupa surat
porjanfian kerja sama yang ditandangani oleh Yusfian dan Natar?s
Sulistis, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas
barang bukti tersebut sakei membenarkan bahwa danannya felah
dibayarkan dan seriifikat tersebut adalah tidak pemah dikeluarkan oleb
BPN Jakarta Selatan {paisu).

Saksi ke7, bernama : SRIYANT, dimuka sidang dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagad berikut :
. bahwa saksi pemash diperiksa Jihadapan penyidik dan membenarkan
~ keterangannya ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagai Mantan
Direktur Operasional dan mantan Direkiur Keuangan PT. Sarinah
narmnun tidak ada huhungan keluarga;
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bahwa saksi bekerja di PT, Sarinah tehun 1986 dibagian penerimaan
omzet, dan pada tahun 1889 pindah ke Bagian Kevangan (kasin) serta
pada tahun 2007 dibagian divisi Ritef ;

bahwa thgas saksl selaku kasir di PT. Sarinah yailu menerima dan
mengeliatikan cekigira yang sudah gt Ace Ka. Riro dan sudah ditanda
tangani oleh Direkiur Utama/Direktur Keuangan;

bahwa mekanisme pengeluaran dana di PT. Sarinah adalah sebsium
sampai ke Kasir semua data harus masuk ke verfikasi, apabila sudah
lengkap semua data-data dibuatkan voucher dan diparaf oleh Manager
dan Ka. Bire. Setelah itu dibawa ke Direktur Keuangan/Ulrekiur Utama
untuk ditanda tarzgam setelah selesal vousher ditanda tangani lalu
dibuatkan cekigho dan kembali jagi ke Direldur Ulamaflirektur
Kevangan untuk ditanda tangani. Setelal sefesal vouchsy dan buldi-bukt
fainnya dan celdgiro disimpan di Kasir untuk diserahkan ke penerima ;
babwa untuk pengeluaran celdgiro Rp. 80.000.000,- hanus disetujut oigh
Direkiur Keuangan dan unfuk pengeluaran di alas Rp. £0.000.000, -
harus disetujui oleh Direktus Keuangan dan Direktur Utama;

hahwa dalam proses sertifiieasi fanah saksi menyerahkan uang unkuk
pembayaran kepada Diafron Rival;

bahwa sewaklu mengambil permbayaran Djafron Rivai menunjukan 1
{satu) kali surat kuasa den unhuk pengamhiian selanjutnya tidak
mesnunjikan surat kuasa ;

bahwa sebelumn saksi melakukan pewbaysran terlebih dahuly ada
proses verifikasi yang menandatanganinga adalah Manager Keuangan
dan Ka. Biro Akuntanal dan Keuangan, apabila telah lengkap dibuatkan
youcher yang diajukan ke Dirrektur Keuangan ;

bahwa saksi tidak sefalu berterny dengan Diafron Rivail peda saat
Diafron melakukan penagihan ;

bahwa saksi fidak !égi melaikukan pengecekan terhadap voucher —
voucher yang harnug dibayarkan ;

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukli berups  sural
perjaniian keda sama yang ditandangani oleh Yustian ismail dan Notaris
Sufistio, biayva retribus!, pemberian diskon, settifikat tanah pancoran, atas
harang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah
dibayarkan dan sertifikat tersebut adaiah tidak pemah dikeluarkan oleh
BPN Jakarta Seiatan {paisu).
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Saksi ke-8, bernama : SATRIO YUDHG WIBOWO, dimuka sidang dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

bahwa saksi pemab diperiksa dihedapan penyidik dan membenarkan
keterangannya ;

batwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak tahun 1986 dibagian Biro
Satvan Pengawasan intern dan pada fahun Okdober 2006 ineniabat
sebagal Marager Pengawasan Akuntansi dan Keuangan PT, Sarinah ;

bahwa saksi kenat dengan Terdakwa Drs. Imanu Widodo namun tidak

ada hubungan keluarga;

bahwa tugas saksi selakt Manager Pengawasan Akunisnsi dan
Kevangan PT. Sarinah antara lain ;| Melakukan kegiatan pembinaan
kepada Asisten Manager serta melakokan kegiatan pemeriksaan seperti
yang teriuang daiam PKPT {Program Kerja Pemeriksaan Tahunan)
bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Mik Negara (BUMN) vang
sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara

bahwa dalam meizkukan pemerksaan ada 2 {dua) macam pemeriksaan
yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Interen (8P PT. Sarinab yaitu
pemeriksaan reguler dan pemerksaan khusus atau investigast ;

bahwa saksi pemash melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) atas
PT. Sarinah dengan cara saksi mencari data-data di biro akuntansi
keuangan atas proses sveztiﬁmsi, pemberian discount dan penggunaan
uatig — uang perusshaan vang ditckukan oleh Yustian lsmail dan imany
Widado ;

bahwa FT. Sarinah pernah melakukan peganjisn kerfasama sertifikast
tanah milik P, Sarinah yang ierietak di Péncoran, Jin. MH, Thamrin dan
Jin Agus SalimAWahid Hasyim Jakarla Pusat yang saat v selaku
Direktur Utama dijabat oleh Yustian Ismail;

hahwa ke 3 (lina) penaniian kerasama serifikagt tenab tersebut
dilakukan oleh PT. Sarinal yang diwakili oleh Direktur (Rama Yustian
lsmail dan Notaris Sulistio, SH ;

bahwa selelah meniadi masalzh kemudian saksi bami mengetahui

_ peraniian kefjasama sertifikasi tersebut Hidak melalui pele’iangan akar

tetapt ditunjuk secara langsung |

bahwa sumber dana yang digunakan untuk proses seriifikasi fersebut
herasal darl anggaran PT. Sarinah ;

hahwa seharusnya serdifikasi tanah tersebut dianggarkan terebih dahiuiy
dalam RKAP;
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bahwa atas perfanjian kerjasama serdifikast tanah tersebut PT. Sarinah
telah menerima 1 {satu) seriifikat untuk tanah di Pancoran akan tetapi
belakangan di katahui temyata sentificat tersebut palsu |

bahwa unfuk proses serlifikasi tanah pancoran PT. Sarinah telzh
mengelvarkan uang sebesar kurang febih Rp. 1,6 Milyar, untuk tanah
Jin. MH. Thamrin telah dikeluarkan uang sebesar Rp. 2,1 Milyar dan
untuk tanah di Jin, Agus Salim sebesar Rp. 222.060.000,- ;

hahwa dalam pembayaran pengurusan serfifikas! tanah  milik PT.
Sarinah terssbut yang menerima pembayaran adalah Djafron Rifai
berdasarkan surat kuasa dari Notaris Sulistio;

bahwa' selain vang uniuk pangurusan sertifikasi tanah tersebid PY.
Barinah juga memmbayar reslribusi dan BPHIE melalui Sdr. Djefron Rifai ;
bahwa dalam pembayaran Retribusi dan BPHTB seharusnys yang
membayar festiibusi dan BPHTB tersebut adalah bagian pajak di PT.
Barinah ;

bahwa PT. Sarinah pernzh melakukan perjanjian sewa menyewa
rvangan dengan Bank Mandid pada fanggal 23 Desember 1998 untuk
iangia wakiu 3 {fipa) tahun dengan nilat sewa sebesar Rp. 3,8 Milyar |
hahwa dalam peranjian sews menyewa . idak diatur mengenai discount
sewa setelah surat perdanjian kefjasama ditandatangani,  harga dalam-
“gurat perjanjian harga yang sudah net apabile ada discount sebelum ada
surat perianjian;

sahwa PT. Sarinah pemah mengéluarkan uang discount sewa kepada
Bank Mandii pada tanggal 31 Desember 1998 sebesar Rp.
381.855.000 dan pada ftanggal 28 Maret 2001 sebesar Rp.
381.855.000,- 1

bahwa padé tanggal 4 Okteber 2000 terdapat pengeluaran uang muka
untuk rencvasi gedung sarinah Djuanda sebesar Rp. 142 .000.000,- ;
hahwa berdasarkan perhitungan saksi yang dilakukan pereriksaan pada
tanggal 10 Oktober 2007 secara il keseluruhan jurniah kerugian PT.
Sarinah adatah sebesar kurang lebih Rp. 5,088.649.500.- (iima milyar
delapan puluh delapan jula enam ratus empat puluh sembilan ribu lima
ratus rupiah);

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukti berupa sumat
porjanjian kerja sama . yang ditandangani oleh Yustian dan Notaris
Suiisfizx biaya refribusi, pemberian diskon, serfifikat tanah pancoran, atas
barang bukli fersebut saksi membenarkan bahwa danannya lelab
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dibayarkan dan serfifikat tersebut adalah tidak pemah dikeluarkan oleh
BPN Jakarla Selatan {paisu).

Saksi ke-9, bemama : KETUT ARNAYA, dimuka sidang dibawah sumpah
paila pokoknya mensrangkan sehagal berikut

-

bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan
keterangannya ;

bahwa saksi menjabat sebagai Dirut PT. Sarinabh {Pergero} sejak tanggal
13 Juli 2001 hingga sekarang;

bahwa yang menjabat sebagai Dirut PT. Sarinah sebelumnya (1997~
2001) adalah: '

Dirut : Yustian Ismail
Direktur Ketiangan : Boediharto
Direictur Operasionai : Drs. many Widedo.

bahwa bidang usaha F1. Sarinah {(Persero) adalah dfel, kegiatan

persewaan ruangan dan perdagangan (ekspor, impor dan distibusi)
seiak tahun 1998,

bahwa PT. Sarinah dididkan tanggal 17 Agusitus 1862 sebagai

perusahaan negera (BUMN) dan pemegang saham PT. Sarinah

(Persers) 100% milik Pemerintah Republi Indonesia.;

bahwa mekanisme pelaporan keuangan yang beriaku di FT, Sarinah,

yaitl

-~ Secara umum semua kegiztan ussha PT. Sarnah {Persero}
vang berasal darf profit center {rifel, persewaan dan
perdagangan) langsung masuk/disetor ke rekening perusahaan
(PT. Barinah}.

- Secara perodivbulanan, Biro Akuniansi den  Keuangan
melaporkan kepada Direlsi {umumnya tanggal 10 bulan
berkutnya), sebagal laporan bulanan,

- i}ire.ksi menyampaikan Laporan Manajemen  Triwulanan,
Semesteran dan Laporan Tahunan kepada pemegang saham.

- Laporan Tahunan yang belum di audit dan seleish di audit
Laporan yang sudah diaudit sebagai dasar Rapal Umum
Pemegang Saham,

- hahwa mekanisme pencairan maupun penggunaan anggaran di PT.
Sarinah  {Persern} berdasarkan dana  pengajuan kebutihan
anggeran dan unit kerja sesuai Rencana Kera dan Anggaran
Perusahaan (RKAP), dimana ¢
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-

- Nilal anggaran di bawah Rp. §6.000.000,- (ima puluh juta

rupiah) kewenangan Direktur Keuangan,
- Nilai anggaran Rp. 50.000.000,- atau lebih harus disetujut
oleh Direktur Utama {ditanda tangani oleh Direktur Kevangan,

_ diketahui oleh Diruty;

bahwa saksi mengefahut dokumen dalam psianjian pembuatan
sertifikat tanah Pancoran-Cikoko-Mampang Jakanta Selatan %etelah
ada laporan dari Staf Bagian Proferly {sdr. Suhodo), bahwa sertifikat
tanahh di Pancoran temyata palsu, diszat sakst barv menjabat
sebagai Dirut sekilar satu bulan. Kemudian saksi membuat tim unfuk

_meneliit masalah serlifikatl tersebut dan memerksa dokumen-

dokumen yang terkait.;
bahwa selanjulnya saksl minta dicarikan dokumen proses sortifikat
tersebut yang berupa perjaniian dengan Notaris yang ternyata fildif,
yaitis
«  Swat peranjian  No042/DimWEAX/1889 . tanggal 1
September 1888 vang ditandatangani oleh Yustion Ismai
{Pihak 1} dérl Sulistio, SH (Fihak I},
- Surat peganiian No. 019B/DIt/EAY2001 tanggal 12 Juni
2001 yang ditandatangani oleh Yustian Ismail (Pihak 1y dan
Sulistio, SH (Pihak i1).;

- bahwa pengurusan pembuaian serifikat tanah mitik PT, Sarinah

untuk tanah i Pancoran sudah selesai tetapi hasilnya {output}
berupa sertifikat palsu, sedangkan poses serfifikat fanah di JL
Thamrin <an Jin. Agus Salim/Wahid Hasyim tidak selesat.,;

halwa besamya anggaran yang teiah dikeivarkan cleh PT. Sarinah
berdasarkan iaporan hasil audil khusus tanggal 8 Oktober 2002,
vaito -

Sertifikat tanah di Pancoran Rp. 1.768,126.500,-

Sertifikat fanah di JL. Thamrin Rp. 2.174.281.250,-

Sertifikat tenah di | Agus Salim Rp. 246.015.000,

balwa FT. Sarinah pernah melsksanakan perfanjian sewa menyewa
ruangan  dengan PT. Bank Mandid pada tabun 1898, vang
menandatangani peranfian adalah Yustian Ismal sebagai Direklur
Utama sesuai dengan surat perjanjian  No : 49/Ding/E/XIF1999 tanggal
12 Degember 1999,
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~ Dbahwa dalam perjanjian sewa ruangan di PT. Sarinah tidak ada

pengafuran pemberian discount hargs sewa ruangan, hal tersebut
- berdasarkan kesepakatan dengan penyows;

- bahwa daizm perjanfan kedasama pembuatan  serlifikat  tanah
dipeflukan persetujuan dari  Komisarls, sesuai Anggaran Dasar
mengadakan kerjasama operasi yang tidak dalam bidang usahanya
untuk jangka waklu fidak lebih dart 1 tahun atau tidak lebih dan satu
siklus usaha;

- bhahwa dipersidangan saksi dilunjukan barang bukti berupa suraf
pedanjian kera sama vang ditandangani oleh Yustian dan Nolaris
Sulistic, biaya refribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah panceran,
atas barang bokli tersebut saksi membenarkan bahwa dananya telgh

dibayarkan dan sertifikai tersebut adalal tidak pernah dikelliatkan oleh
BPN Jakaria Selatan (paisu)

Saks! ke-10, bermmama : YESAYA CHRITIAN OENAS, dimuka sidang dibawah
sumpah pada polkoknya menerangkan sehagal berikut :

- bahwa saksl permnah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan
keterangannya ; '

- bahwa saksi bekeda di PT. Sarinah tahun 2001 Kepala Bire Sekretariat
Perusahaan dan tabun 2008 s/d sekarang sebagsi Kepala Biro
Pengambangan Usaha.;

- bahwa tugas saksi sebagai Kepala Biro Sekreteriat Peruszhaan PT.
Barinsh acfélah menjadi koordinator untuk pembuatan peranjfan dengan
pihak lain, penerimaan surat masuk dap pengiriman surat keluar Direksi,
pengurusan arsip dan inventars penmahaan, hubungan masyarakst dan
pembelian ATK serfa perawatan mobil dinas perusahaan. Kewenangan
saksi dalam hal keuangan hanya kepada hakhal yang niin seperti
pembelian bensin perusahaan dan pengeluaran kecll lainnya. Semua
pengeluaran tersebut harus mendapat persetujuan dad  Direkiur
Administrasi dan Keuangan,

- bahwa saksi mengetahut adanya pengurusan sertifiket tenah mitik PT,
Sarineh hanya 1 {safu) asset yaitu tanah pancoran yang diproses pada
awal April 2001, yaitu tanah di Pancoran, setelah jtu bard mengetahui
hahwa tanah yang lain juga diproses sedifikatnya yaitu yang ada di J,
MK, Thamrin No.11 dan Ji. H. Agus SafiryWahid Hasyim Jakarta Pusat;
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- bahwa pengurusan sertifikat tanah milk PT. Sadnah di Pancoran
femyata {idak selesal karena seriifikat yang diserahkan ke PT. Sarinah
adalah palsy;

~  bhahwa mengenai anggaran yang telah dikeluarkan oleh PT. Sarnah

- dalam pengurusan sertifikat tanah sekitar + Rp. 3.000.000.000,~ (tiga
milvar rugiah).;

~ . bahwa pada saat pengurusan serlifikat tanah fersebut yang menjabat
sebagai Direkiur Utama adalah Yustian Jsmail dan Direktur Administrasi
dan Keuangan adajah imani Widodo;

- bahwa gsaksi sebagai Kepala Biro Sekrelariat Perusahasn, pernah
berkinm surat kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Nomor :
324/8PMVINVE20D1 tanggal 24 Agustus 2001, dan jawaban atas surat
tersebut menyatakan bahwa nama Notaris Sulistio, 8H tidak pemah
terdaftar di Depertemen Kehakiman den serifkat pancoran tersebut
setelah di cek ke Kantor Perlanshan Jakarta Selatan fernyata tidak
pemnah diterbitkan oleh kantor pertanahan Jakarda Selatan ;

- bahwa PT. Barinah adalahy Badan Uszha Milik Negara (BUMN) vang
sahamnya 100 % {seratug persent milik Negara ;

- bhahwa dipersidangan saksi dilupjukan barang bukdl berzpa  surat
perjanfian kerla sama yang ditandangani oleh Yustian ismall dan MNotaris
Sufistio, biaya retribugi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran,
atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa dananya telah
dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah tidak pernah dikeivarkan oleh
BFN Jakarta Selatan (Dalsu)

Saksi ke-14, bernama ; RINI WULANDARI, dimuka sidang dibawah sumpah
pada pokoknya menerangan sabagai berikut ©

- bahwa saksi pemsh diperiksa dihadapan penyidik _da{z membenarkan
keterangannya ;

- bahwa saksi bekera di PT. Sarinah pada tahun 1898 s/d 22 Okicber 2002
selaku Ka. Biro SDM dan pada periode Okdober 2002 sil sekarang
meniabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan,;

- Dahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direidur Administrast dan
Keuangan :

- Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas 4 Unit usaha (Biro)
-~ Biro Keuangan dan Akuntansi.
- Biro Sekretariat Perusahaan.
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« Biro Tehnolog! Informasi
- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan {unit PKBL) ]
- Bersama-sama  dengan Direksi bertanggung jawab atas
kelancaran operasional perusahaan sesual dengan Anggaran
Dasar PT. Sarinah (Persero) dan Job Discrifiption Direksi.
- Dalam pelaksanasn fugasnya berlangguhg jawab langsung
kepada Komisaris dan permegang saham.
« bahwa secara umum prosedur Pengeluaran Keuangan dan pertanggung-
' jawaban keuangan diatur berdasarkan sistem dan prosedur Adminisirasi -
dan keuangan adalah :

a. Melalli pengajuan anggaran oleh unit  pengguna yang harus
ditengkapi dengan  dokumen pendukung;

b. Pengajuan anggaran lersebut kemudian dilakukan verfikasi terhadap
kebenarannya oleh unit Keuangan/ Akuntansi;

o Setelah dilakukan Verifkasi langsung dibuat bukli / dokumentasi
pengelvaren uang {voucher} vang diselujyi /diparalf oleh Ka Eiro
Keuangan untuk selanjulnya di tandstangani oleh Diekiur Administrasi
Ban Keuangan { fiat bayar);

d. Setelah voucher ditenda tangani olsh Direksi, kemudian diproses
pembayaran melatl fransfer/cekfgico;

¢. Penanda tanganan cek/BG diatur berdasarkan balasan besaran / nitel
tertentu

- Sampai dengan Rp $0.000.000,- ditanda tangani oieh Diekiur
Administrasi dan ’
Keuangan.

- Diatas Rp 50.000.000,- ditanda tangani Direkiur Administrasi
dan Keuangan dan Direktur Utama (sesuai SK tenlang
penandatanganan cek Th 2001),

. bahwa mekanisme pelaporen keuangan yang berlaku di PT. Sarinah adalgh
sehagai berkut:

a. Mekanisme pelaporan keuangan untuk seluruh kegiatan usaha
diatas diatur berdasarkan Sistem dan prosedur administras! dan
keuangan PT.Sarinah dimena dibagi atas prosedur penerimaan
dan pengeluaran uang.

b, Untuk penermaan uang prosedumya sefuruh  fransaksi
pendapatan/penerimaan uang harus diseterkanl iditerima cleh
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Kasir/Bendahara pade Biro Akuntasi/ Keuangan dengan dilampis
bukti-bukt/ dokumen-dokurnen pendukung;
Bahwa mekanisme pencairan maupun pengaunaan anggaran df PT Sarinah
diatur berdasarkan RKAP {Rencarta Kerja dan Anggaran Perusahaan) vang
sefiap tahun harus selaln disshkan olsh peregang szham. RKAP ini
merupakan koridor dalam pejaksanaan anggarman maupus rencana investasi
perusahaan sefingga seluruh pencairan penggunsaan anggaran perusahaan
harus berpedoman pada RKAP tahunan; "
bahwa masalah pembuatan sertifikat tanah ada dimuat dalam iaporan
tahunan keuangan sesual laporan audit tahun 2004~ 2002 dan 2003 dan
sampai saat i masih ada karena betum teme%esaikanﬁya masalah
septifikasr
balwa seiak saksi menjabat sebagai Direktur {idak pemnah metthat dokurnen
saetifikat tanah, ramun untuk sertifikat palsu asset Pancoran saket pemab
mefhat folo copynya;
bahwa saksi mengetahul permasaiahan serlifikat fik¥f berdasarkan hasi
audit khusus aias pensertifikatan asset PT Sarinah teshadap permasalahan
tersebut kaml (Direksi) telah melakukan upaya sesual saran auditor untuk’
mengusahakan, ager meminimize nilal kerugian PT Sarinah karena sertifikat
fixtf tersebut, melalui
a. Upaya pendelkatan (kekeluargaan) kepada Direksi lama Untuk
mengembaiikan nilel kerugian tersebut, namun belum berhasil.,
b Tindak lanjut vang kami lakukan adalah melaporkan
permasalahan ini kepada
pemegang sahar, dan terakhir sesual arahan pemegang
saham, kKami diminta untuk mén&mpuh Jelur hukum  ontuk
menyelesaikan masalah ini;

- bahwa berdasarkan laporan keuangan PT Sarinah melaiui hasil audit

khusus dalam pengurusan pembuatan sertifiikat atas 3 (tiga) hidang tanah
tersebut anggaran yang telah dikeluarkan adalan .

~ Serifikasi Pancoran Rp. 1.7568.128.500.-

-  Sertifikast Asset Thamein Rp 2.174.291.250.-

- Sertfikasi tanah H Agus Salim  Rp  245.015.000.-
dan tsnlang mekamisme pencairannya sakst tidak mengetahu, karena
dilakukan pada saat perode Direksi saat itu. Adapun sumber dana terhadap
pengetuaran tersebut diatas herasal dari dana perusahaan,
biahwa setiap pengeluaran anggaran harus mengécu pada RKAP vang telah
ditetapkan dan disahkan oleh pemegang gsaham dan seliap perubahan
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anggaran ! rencana anggaran yang belum di RKAP kan dalam tahun
berjalarn sebaknya dilaporkan dan di mintakan persetujuan kepada
Kornisans terlebity dahuty;

bahwa FT. Sarnah menyewakan niangan para Bank Mandin pada tahun
1899 dan yang menandatangani pefjanjian sewa menyewa ruangan adaiah,
Yustian lsmail; ‘ “

bahwa teﬂzadap: pembenan diskon kepada PT. Bank Mandini pada wakiu ity
saksi tidak mengetahui ;

bahwa mengenai pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber
dart PT. Sarinah  distur dalam sistem dan prosedur 7 pedoman tentang
pengadaan Barang dan Jasa PT.8arinah;

bahwa dokumen-dokumen pengeluaran uang melipuli ;

1. Seflap dokumen yang melahitkan hak tagih atau kewajiban
bayar bagl perusahaan namun bukan mengenai barang
dagangan, antara lain Surat pefintah keda (SPK).

2. Voucher keuangan yang berupa bukdi pengeluaran uang.

3. Cek, gire dan sural transfer

bahwa yang berhak menandatangani celd giro/transfer sesual dengan 5K
Bireksi PT. Sarinah (Persero) NoO3VKPTS/DIRUTANVIV2001, diatur
sehagal berkut : :
1. Untuk nilai sampai dengan Rp.50.000.000 ditandatangani oleh
Direktur Administrasi Dan Keuangan;

2. Untuk nilai diatas Rp. 50.000.060.~ ditandatangani oleh Direldur
Administrasi dan  Keuangan bessama-sama dengan  Disekiur
Utaima;

bahwa berdasarkan Japoran hast! audit khusus, proses pensertifikatan tanah
tersebut dilakukan melalui penunjukan fangsung;

bahwa PT. Sarinah adaleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
gahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara;

bahwa dipersidangan sakst ditunjuken barang bukti berupa surat perjaniian
kera sama yang ditandangani oleh Yustian dan Notaris Sulistio, biaya
retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas barang bukti
tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah dibayarkan dan
serifikat tergsebut adalab tidak pernzh dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selalan
{paist)

Saksi ke-12, bernama : STEPHANUS YOHANES SABARNQ, dimuka sidang
dibawsh surnpah pada pokoknya menerangkan sebagal berkut |
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bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan
keterangannva ;

bahwa saksi kenal denga{é Terdakwa Drs. Imanu Widodo.,

bahwa saksl bekerja pada PT. Sarinah Cabang DK sejak sekitar Mef 1989
s/d Oktober 2002 sebagai G.M {Kepala Cabang) tahun 2002 s/d sekarang
sebagai Direktur Operasi PT. Sarinah {Persero) Kantor Pusat;

bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku G.M PT. Sarinah Cabang
DI Jakarta sesusi 8.K. Direksi PT. Sarinah KEP : 152/M-BUMN/2002
tanggal 22 Okiober 2002, adalah : )

a. mengeioka Cabang DKI miulat daii perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan serta evatuasi untuK mencapai terget usaha
vang tefah ditentukan.

b, menyetor biaya sewa dan kontribugi laba 50% setiap bulan
kepadn Kanlor Pusat;

hahwa status dan kepemilikan saham PT. Sarinah (Perssero) adalah
perusahaan millk negara (BUMN) dan kepemilikan sabarm 100% milik
Pemerinteh yang berada di bawah Kementrian BUMN; v

nahwa usaha yang dilakukan PT. Sarinah Cabang DK Jakerta adalah
penjuaian Ritel (bispis eceran);

behwa PT. Saringh Cabang BKI Jakéﬁa harus menyelor blaya gedung ke
Iantor ?usat, unfuk 'mengui{ar produkiivitas ussha sehingga beban sewa
teriifat ada dilaporan rugifiaba per bulan;

hahwa seizin rmenyetor Biaya sewa gedung dan Kontribusi jaba 50% setiap
bulan, ada petriintaan kebuluhan-kebuiuhan Kantor Pusat yang langsung di
kompensasikan sewa dan konlribusi laba 50% pada bulan berikutnya yang
meniadi kewaiiban Cabang DKI ke Kantor Pusat;

hahwa pennirdaan lein dari kantor pusat PT. Sarinab yang di kompensasi
sewa dan kontribusi laba 50%, lersebut yaitu | Pencairan Deposito Rp.
£00.000.000,- {sembilan rafus jite ruplah) sesuai dengan Menmo dan
Yustian lsmail tanggal 10 April 2001 dengan syarat .

a. Mermupakan pinjaman Kantor Pusat dengan
mempertimbangkan bunga deposito;

b. Apabila sampal dengan akhir Juni 2001 belum dikembalikan
di kompensasikan dengan sewa/kontribusi laba Cabang DK
Jakaris;

c. Telah dikembalikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus
juta rupiah) maka sisanya masih Rp. 200.000.000,- (dua ratus
uta rupiah) + bunga Rp. 20250000~ = Rp. 220,250,000,
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{dua ratus duz puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisa
dan bunga tersebut di kompensasikan sewa tanggal 3 Juil
2001 Nomor ; 934/8TANIN2001,
balwa semua pengeluaran uang sebesar Rp. 800.000.000,- tersebut telah
di catat dalam pembukuan PT, Sarinah Cahang DK Jakarta;
bahwa yang memegang pembukuan atas pengeluaran uang sebesar
Rp. 800.000.000 - adalah Rima S, S8E {sekarang sebagai Direktur BT, San
Valas Sarinah), Rint Dwi Lestand, SE (sudah keluar) dan Nina Fatmawati,
Sk
bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dikeluarkan PT, Sarinah Cabang
DK} Jakara sebesar Rp. 900.000.000,- dipergunakan untuk apa, namun
dikeluarkan sesuai permintaan darn Kantor Pusat;
bahwa saksi telah mencairkan vang dari deposito sebesar Rp,
900.000.000,~ mifk PT. Sarinah (Pemserc) Cabang DKI Jakarta;
bahwa yang berhak mengeluarkan uang dari Cabang DKl karena Unit
Cabang / Strategi Bisnls Unit maka yang berhak adalah Kepala Cabang PT.
Sarinah DK Jakada; , : o
bahwa PT. Sarinah Cabang DKl pemah mengeluarkan uang untuk biaya
sertifikasi tanah Pancoran sebagal berikut ;

a. Sesuai voucher tanggal 13 Desember 1999 mengeluarkan uang
sebesar Rp. 44.030.000,- untuk pernbavaran biaya penaurusan
sertifikat tanah Pangoran,

b. Sesual voucher fangoal 4 Januari 2000 mengefuarkan uang
sebesar Rp. 42.550.000,- untuk pembayaran biaya seriifikasi
tanah Pancoran termin ke-2 tagihan ke-2 sebesar 50% dan
semua pengelimran tersebut diterima oleh Moh. Djafron Rival;

bahwa unfuk biaya sertifikat tanah ada surat permohonan darf Kantor Pusat
gsebesar Rp. 44.030.000.- sesual Memo Direklur Adminisirasi Keuangan
tanggal 13 Desember 1899, sedangkan pengeiuaran ke-l seingat saksi juga
ada memofpermohonan dari kantor pusat;

bahwa biaya vang dikeluarkan dari Cabang DKI untuk sertifikat tanah teiah
dikembalikan dengan cara  dikompensasikan  dengan  sewa
gedung/kentribugi laba yang menjadi kewajiban Cabang DKI ke Kantor
Pusat;

bahwa saksi tidak pernah membaea stau melihat mengenat kontrak
nensertifikatan tanah Pancoran, JI. M.H. Thamrin dan ). Wahid Hasyim dan
saksi tidak mengetahul tentang pemberian discount sewa ruangan kepada
PT. Bank Mandirt; '

i
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hahwa sumber dana vang digunakan uniuk sertifikasi tanah berasal dari
anggaran PT, Sarinah;
bahwa 3 (tiga) bidang tanah milik PT. Sarinah vaitu di Pancoran, JL MH.
Thamiin dan Ji, Agus SalimAVahid Hasyim belum memiliki sertifikat tanah;
hahwa proses penunjukan langsung/proses pelelangan untuk pengadasn
barang dan Jasa yang beriaku di PT. Sarinah adalsh :
L Penunjukan Langsung.
Untuk pengadasn barang dan jasa di bawah Rp. 25.006.000,~
yang menandatangani 8PK itu masing-masing Direksi vang
membidangi, sedangkan di  atas Rp.  25.000.000.-
ditandatangant oleh Dirut.
0 Meislyi Proses Lelang
Untuk pengadaan barang dan jasa di afas Rp. 50.000.000-
harus rnchaul grﬁs&s jsiang oleh Tim Pengadaan Boarang dan
Jasa, penandalanganan SPK oleh Dinut,
bahwa saksi mengetahui tentang sedifikal palsuy untuk tanah Pancoran
setelah M. Djafron dan Puji Rehardio kuasa dari Nofaris Sulistio, SH

diproses di pengadifan, temngﬁap batwa serlifikal tanah Pancoran adaiah
palsu dan Notaris Sulistio, SH ternyata tidak ada:
babwa PT. Sarnabh adalsh Badan Usaha Millk Negara {(BUMN) yang
saharnnya 100 % {seratus persen) milik Negara ;
bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukll berupa surat perjariian

kera sama  yang ditandangani oleh Yustian lsmail dan Notars Sulistio,

biaya retribusi, pemberian diskon, serlifkat tanah pancoran, atas barang
bukl tersebut saksi membenarkan bahwa danannya ielah dibayarkan dan
sertifikat tersebut adalah tidak pemah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan
{paisu)

Saksi ke-13, barnama : ANDI FAJAR, dimuka sidang dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

bahwa saksi pemah diperksa dihadapan penyidik dan membenarkan
keterangannya ; )

sahwa sakst kenal dengan Terdakwa Drs, Imanu Widode namun tidak ada
hubungan Reluamsa.;

hahwa saksi sebelumnya bekera di Deparlemen Perdagangan kemudian
diperbantukan pada di PT. Sarinah sejak tahun 1887 sampai dengan tabun
2000 dibagian hukum PT. Sarinah ;

bahwantugas saksi dibagian hukum adalah antara fain
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— Membantu Direksi apabila ada Surat Keputusan — Surat
Keputusan Intern 7 mutasi pegawat |
'~ Memperbaiki kontrak — kontrak perianjian apabila diberikan pada
gaksi;
bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
sabamnya 100 % (seralus persen) milik Negara ;
bahwa saksi tidak pemah mempersiapkan draft perjanjian tanah Pancoran
akan tetapi hanya memperbaiki redaksi draft (merevisi) ;
hahwa saksi tidak tahu mengenai substansi perjanjian kerjasama sertifikasi

_ tanah pancaoran ;

bahwa saksi tidak pernzh dilibatkan dalam perjanjian sertifikasi tanah i
Pancoran dan saksi tidak mengetahul kapan perjanjian fersebut ditanda
tangani ;

batwa saksi fidak tahu siapa yang membuat draft perianjian kerjasema
serlifikasi tanah pancoran dan saksi juga fidak tahu siapa yang
miemberikannya pada saksi tapi umumnya saksi menerima dard Direldur
LViama;

bahwa setelah dikoreksi draft perfanjian fersebyt oleh saksi diberikan pada
sekrekans perusahasan |

hahwa pihak pertama dalam perjanfian tersebut adalah Yustian Ismail
selaky Ding PT. Sarinah sedangkan pihak ke dua adalah Notads Sufistio,
SH.

bahwa draft perieniian tersebut oleh saksi diperbaiki yaitu mengenal akia
pendiran Sadnah dan saksi tidak merubah substansinya ;

hahwa dalam pelaksanaannya saksi fidak mengetahui tentang pelaksanaan
dari pedaniian pensertifikatan tanah pancoran ;

bahwa semua draft perfanjian dar PT. Sarinah masuk alau diterima oleh
saksi |

bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukli 3 (tiga} surat perjanjian
keria sama dalam pengurusan sertifikat tanah milik PT. Sarinah atas barang
buktl tersebut saksi membenarkannya.

Saksi ke-14, bernama : H., BOEDIHARTO, dimuka sidang dibawah sumpah
pada pokoknya maner%ngkan sehagai berkut :

-

nahwa saksl pernah dipetksa dihadapan penyidik dan membenarkan
keterangannya ;

pahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
dengan terdakwa;
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bahwa saksi bekeria di PT. Sarinah sejak tahun 19687 dan pensiun pada
tahun 2001 ;

bahwa Tahun 1897 — februarl 2000 menjabat Direktur Administrasi dan
Keuangan, kemudian pada bulan februad 2000 — 3 Juli 2001 menjabat
sebagai Direktur Qperasl.,

bahwa PT. Sarinah adsiah Badan Usaha Milik Negara (BUMN} yang
sahamnya 100 % {seratus persen} milik Negara ;

banwa dalam proses awalnya perjanfien kerjasama serdifikasi tanah
pancoran saksi fidak mengetabuinya dan baru mengetahui selslah menjacti
draft perianjian ;

bahwa dalam seriifikagi tangh Pancoran saisi membububican paref dalam
‘petianiian kerdasama sedifikasi tanah Pancoran karena diminta oleh Yustian
lamail yang pada saat itis sebagai Direktur Utama dirvanganiya ; ‘
behwa mekanisme pengeluaran uzang @pabila persyaratan telah terpenubi
maka uang bisa dikeluarkan ssdangkan yang dimaksud persyaratan adalah
laporan kemajuan dan proses seriifikasi tanah tersebut;

bahwa saksi sebelum mengelvarkan uang dan memarafl voucher rehhat
dulu kelengkapannys ;

bahwa fugas saksi selaku Direktur Keuangan pada iabun 1997 hingga
februarn 2000 antara lain melihat mengensi anggaran perusahaan karena
harus disesuaikan dengan pengeluaran dan melihiot salds peruzahaan ;
bahwa untuik pmgesué’mn uang harus dicocokkan anggarannya apakah ada
atau dak

hahwa untuk sertifkasi tanah pancoran anggarennya sebelumnya fidak
masuk dalam RKAP ;

hahwa sebslumnya saksi sudsh menyampaikannya pada Diektur Utama
(Yustian Ismail} bahwa anggaran untuk sertifikasi tanah pancoran tidak ada
dan Yustian fsmail menjawsh nanti kita carikan darl anggaran lain |

hahwa Djafron Rifal mengaku sebagal pegawai Notaris Sulistio

bahwa saksi fidak mengetahyi apakah sertifikasi tersebut telah selesat
ditaksanakan atau belum |

hahwa benar pada bulan februad 2000 jabatan saksi selaku Direktur
Administrasi Keuangan PT. Sarinah diganti oleh Sdr. imanu Widodo dan
saksi menjabat sel;agai Direktur Operasi menggantikar imanu Widodo ;
pahwa selama selama saksi menjabat Direlkdur Administrasi Keuangan,
saksi tidak ingat berapa kali melakukan pembayaran untuk tanah pancoran;
bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada pengukuran tanah Pancoran ;

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 2009



hahwa menurut arahan Dirsklur Utama (Yusltian smail) dana untuk
pensertifikatan bisa diambil dari Sarinah cabang lain ;

bahwa di PT. Sarnah ada pedoman tertang pengadaan barang dan jasa ;
bahwa dalam seriifikasi lidak -ada tender, tetapt dilakukan secara
penunjukan langsung yang ditakukan oleh Yustian Ismail (Direktur Utama) ;
hahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukti berupa surat perjanjian
kerja sama tanah di Pancoran, serfifikat tanah yang berade di Pancoran

- atas barang bukti tersebut saksi membenarken.

Saksi ke-15, bernama : YUSNIATI ASLAN, dimuka sidang dibawah sumpah
nada pokoknya menerangkan sebagai berikut

bahwa saksi pernah diperksa dihadapan penyidik dan membenarkan
keterangannya ; .
baksi pacda tahun 1888 sampal dengan tahun 2005 perah menjabat
sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Sarinah ;

bahwa saksi kenal dengan Yustian lsmail den Drs. Imanu Widodo sebagai
pemilik gedung dimana bank Mandiri sebagal penyewa akan tetani saksi
tidak permsth bertemu dengan  terdakwa ;

bahwa pada tabun 1988 Bank Mandid ada melakukan perianjian sewa
menyewa mugngan dengan Sarinah, dimana perfanjian sswe manyewa
tersebut ditanda fangani oleb saksi dan Yustian ismail selaku Direktur
Utama Sarnnah ; :

bahwa petjanfian sewa menyewa ruangan tersebut merupakan kelanjutan
dari perjanjian sebelumnya, dimana sebelum jatult tempo saksi dar pihak
Bank Mandiri menerima penawaran harga dan saksi pivkan ke HUB Mandin
Thamrin dan Ke Kanwil I Thamrin Jakata, kemudian setelah ada
kasepakatan harga kemudian PT. Sarinah merapersiapkan draf Peranjian,
selanjuinya draf tersebut saksl Kirmkan ke HUB Mandiri Thamrin dan dari
HUB Mandiri Thamrin Ke Kanwil IV Thamen Jakartz uniuk memperoleh
persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan dait Kanwil IV Thamin
Jakarta draff tersebut saksi kembalikan ke Sarinah untuk dibuat Surat
Perianjian, dan surat perjanjian sewa menyewa tersebut untuk jangka waktu
3 tahun yaitu dari tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember
2003,

bahwa harga sewa yang disepakati adalah sebesar Rp. 3,8 Milyar untuk

~ jangka waktu sewa selama 3 tahun |

bahwa mekanisme pembayaran sewa tersebut dilakukan secara bertahap
dimana tahap pertama sebesar Rp, 1.808.279.485,- yang sakst bayarkan
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bahwa menurut arahan Direktur Utama (Yustian lsmai) dana uniuk
pensertifikatan bisa diambil dari Sarinah cabang lain ;

bahwa di PT. Sarinah ada pedoman tertang pengadaan barang dan jasa ;
bahwa dalam serfifikasi tidak -ada tender, ftelapi dilakukan secars
penunjukan kangsung yang dilakukan oleh Yustian lsmail {[Liirektzzr Utama) ;
bahwa dipersidangan saksi ditunjukan barang bukli berupa surat perjanjian
kerja sama tanah di Pancomn, serifikat tanah vang berada di Pancoran

- atas barang bukli tersebut saksi membenarkan.

Saksi ke-15, bernama : YUSNIATI ASLAN, dimuka sidang dibawah sumpah
pada pokoknya mensrangkan sebagal berikut

bahwa saksi pernah diperksa dibadapan penyidik dan membenarkan
keterangannys ; )
baksi pada tahun 1899 sampal dengan tabun 2005 pernah menjabat
sehapai Kepala Cabang Bank Mandird Jakarta Sarinzh ;

halhwa saksi kenal dengan Yustian lsmail dan Drs. Imanu Widodo sebagal
pemitik gedung dimana bank Mandii sebagai penyewa akan tetani saksi
tidak perrah bartermu dengan  ferdakwa ;

bahwa pada tahun 1999 Bank Mandii ada melakukan perjanjian sewa
menyewa ruangan dengan Sarinah, dimana pedaniian sewa menyewa
tarsebut ditanda fangani oleh saksi dan Yustian Ismail selsku Direkiuy
Utama Sarinah |

bahwa pefianjian sewa menyewa ruangan tersebut merupakan kelanjutan
darl peranjian ssbelumnya, dimana sebelum jatuh tempo saksi dan pihak
Bark Mandiri menerima penawaran harga dan saksi ajukan ke HUB Mandiri
Thamsin dan Ke Kanwil IV Thamvin Jekarta, kemudian sefelah ada
kesepakatan harga kemudian PT. Sarinah mempersiapkan draf Perjanjian,
selanjuinya draf tersebut saksi Kirimkan ke HUB Mandul Thamrin dan dani
HUB Mandin Thamrin Ke Kanwil IV Thamwin Jakarts unluk memperoish
persefujuan. Sstelah mempercieh perselujuan dari Kanwil 1Y Thamin
Jakarta draff tersebul saksi kembalikan ke Sarinah untuk dibuat Surat
Perfanjian, dan surat perjanjian sewa menyswa tersebut untuk jangka wakdu
4 tahun yaitu dar tanggal 1 Januari 2000 sampal dengan 31 Desember
2003;

bahwa harga sewa yang disepakati adalah sebesar Rp. 3,8 Milyar untuk
jangka waktu sewa selama 3 tahun |

bahwa mekanisme pembayaran sewa tersebut dilakukan secara tseriahap
dimana tahap perfama sebesar Rp. 1.908.279.485,- yang saksi bayarkan

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 2009



pada tanggal 30 Desember 1998 dan fahap kedua sebesar Rp.
1.909.279.485,- vang saksi bavarkan pada ianggal 29 Maret 2000, dan
mekanisme pembayarannya yaitu langsung ditransfer ke rekening milik PT,
Sarinah pada Bank Mandi Exs. Bank Dagang Negara Cabang Sarinah -
dengan No. Rek. 04000736.36;

hahwa Bank Mandini fidek pemah mendapat discount sewa ruangan dari
PT. Sarinah ;

hahwa saksi tidak pernah mendapat pengembalian discount vang sewa dari
PT. Sarinah ;

bahwa sebelumnya seksi pemah meminta pengurangan harga sewa
sebelum penandatanganan perjaniian akan tetapi tidak ada tindak lanjuthya
dan PT. Sarnah

bahwa di persidangan saksl ditunjukan barang bukti berupa surat perjanjian
sewa ruangan dan bukli pembayaran, atas bamhg bukfi {er_sebut saksi
membenarkannya bahwa vang menandatangam surat perjanjian lersebut
benar adalah sakst dan sudah dibayarkan.

Saksi ke-18, bernama : HARTOTO AGLS SUSILO, dimuka sidang dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

bahwa saksi pemsh diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan
kelerangannys ;
bahwa saksi bekerda di bidang penjuaian di BN| Kantor Cabang Utama
Melawal Raya;
bahwa Bank BNJ sebagai bank yang menenma seloran untuk penerimaan
kas negara ;
behwa dipersidangan saksi ditunfukan barang bukti berupa pembayaran
Bea Perclehan dan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehubungan
dengan pensertifikatan taneh milk PT. Sarnah (Persero) yang terletak i
daprah Pancoran Jakarta Selatan den fanah di J. Thamrin No.11 Jakarta
Pugatl yaitu ©
a. BPHTEH Tanah Pancoran

- Tanggal 8 Oktober 2000 Rp. 35.000.000,-

- Tanggal 8 Nopember 2000 Rp. 35.000.000,

- Tanggat 20 Nopember 2000 Rp. 35.000.000,-

- Tanggal 8 Januad 2001 Rp. 35.0600.000,-
- Tanggal 8 Pebruar 2001 Ry 35.000,000,-
- Tanggal 10 Maret 2001 Rp. 25.000.000,~
- Tangga! 3 April 2001 Rp. 25.000.000~
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-

Jumiah Rp. 225.000.000,-

b. BPHTB tanah di JI. Thamrin No.11 Jakarta Pusat
- Tanggal 21 Juni 2001 Rp. 1.247.980.000,-

bahwa atas barang bukfi tesebut saksi mengatzkan bahwa Bank BN

Cabang Kebayoran Baru (sekarang Cabang Utama Melawai Raya) tidak
pemah menerima setoran tersebut, - ‘

Saks} ke-17 bernama : BAMBANG.A. WIRAWAN, dimuka sidang dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

bahwa saksi pemab diperikss dihadapan penyidik dan membenarkan
keterangannya ; '

baltwwa saksi bekeda sebagal slaff di Kenwil Badan Pertanahan Nasiona!
dan sebelumnya menjabat Kesubsi Pendaftaran hak di kantor Pertanshan
Kotarmadya Jakaria Selatan |

bahwa tugas saksi pada saat menjabat Kasubsi Pendaftaran hak adalah

-membaniu tugas Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi Hak dan

Pendaftaran Tanah untuk kegietan pendaftaran hak ;

bahwa pada tahun 2001 sdr. Suhodo yang berdindak sebagai kuasa dari
PT, Sannah pemsh mengajukan permohonan pengecekan keabsahan
seriifikat hak guna bangunan No. 35/Cikoko langgal 23 Juli 2000

hahwa atas surat dad PT. Sarinah tersebut kemudian dilakukan pengecekan
sertifikat hak guna bangunan No. 35/Cikoko tanggal 23 Juli 2000 dan
ternyata fidak petnah diterbitkan. oleh Kantor Pertanahan Kotamadya
Jakaria Selatan ;

hahwa berdasarkan data base dan buku tenah pada Kantor Perfanahan
Jakaria Selatan Serfifikat hak guna bangunan No. 38/Cikoko tanggal 23 Jull
2000 merupakan tansh miik Ir. Atmoso Goghoed dengan pemegang hak
lama PT. Taman Mutiara Prima ;

bahwa Biaya nengukuran tanah sesuai fuas bidang tanah yang telah
ditentukan sesust daftar Penetapan satuan i'}iaya pengukuran  dan
pemetaan tahun 2008 yang ditetapkan berdasatkan Surat  Keputusan
Kepala kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

bahwa untuk pemberian hak pemohon diwajibkan membayar Bea Perolehan
hak tanah dan bangunan Sesual ketentuan Undang Undang No. 21 tahun
1998 jo No.20 tahun 2000 tentang BPHTB. Yang besamya sesuai rumus
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5% ( Nilai perolehan Tangh — Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang
Pemasukan ); .

bahwa untuk pengunusan sertifikat tansh milik PT. Sarinah dengan luas
kurang lebih 23.000 m* tidak menghabiskan biaya hingga milyaran rupiah ; ‘
banhwa di persidangan saksi ditunjukan barang bukti serlifikat tanah
dipancoran dengan sertifikat hak guna bangunan No. 35/Cikcko tanggal 23
Juli 2000, atas barang bukdi tersebut  saksi menyatakan bahwa sedifikat
tarsebut adalah bukan produk BPN dan Hidak pemah mengeluarkannya,

Saksi ke~18, bernama : Yustian Ismail, dimuka sidang dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berket :

bahwa saksi pernah diperikea dihadapan penyldik dan membenarkan
keterangannya,

bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak tshun 1888 sampai dengan tahim
2001 dan menjabat Direkiur L¥ama PT. Sarnah ;

bahwa PT, Sannah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN] yang
sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara ;

bahwa saksi sebelutn diangkat sebagal Direktur Utama Sarinah menjabat
atase perdagangan ¢i Saudi Arabia ;

bahwa sksi yang mereknit saksi Imanu Widods sebagai GM di foko Sarinah
Thamin,

bahwa sekitar tahun 1998, saksi menghadin rapat bersama menteri BUMN
dan salzh satu fopiknya adaiah mengenai sertifikasi asset-asset dan
berdasarkan hal tersebut eaksi memblearakannya dsngan  Direklur
Administrasi dan Kevangan Sdr. Boediharto mengenai serntifikast terhudap
aset - aset tanah milik 1, Sarinah ;

hahwa pada kesgmpatan tersebut Sdr. Boediharky menyarankan agar
proses sedifikasi tersebut dilaksanakan oleh Sdr. Diafron Rifai dan Pudfi
Rahardjo ; .
bahwa pengurusan sertifikasi terhadap aset tanah milik PT. Sarinah adalah
inisiatif direksi kemudian melaporkannya pada komisaris dan dalam rapat
komisarls menyelujuinya ;

hahwa saksi pemah bertemu dengan Djafron Rifai dan Sdr. Boediharto yang
mengenalkan Djafron Rifai kepada saksi ;

bahwa yang menentukan biaya sertifikast adalah berdasarkan penawaran
tincian biaya dad Sdr. Djafron Rifal |

‘bahwa untuk pengeluaran secara rinci terhadap proses sertifikasi saksi lupa

L3
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bahwa Direldur Adminisirasi dan Keuangan menanganl seluruh proses
pembayaran ;

bahwa mengenai proses serfifikasi ada persetujuan dari direksi — direkst ;
hahwa setelah saksi fidak lagi bekera di PT. Sarinab bamu kemudian
terbongkar sertifikat paisu ; '

bahwa prosedur dalam pengadaan barang dan jasa di PT. Sarinah ada
aturan khusus dengan jiwanya Keppres pengadaan barang dan jasa ;

bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa yaily apabila
nilainya dibawah 50 jula boleh penunjukan langsung akan tetapi apabila
nilainya lebih dar Rp. 160 juta harus melalui tender atau pelelangan
seharusnya proses sertifikasi tersebut melaiui proses lelang ;

bahwa nilst pengerjaan proyek serifikasi tanah pancoran adalah sekitar Rp.
§00 juta dan seharusnya melalui proses lelang dan saksi mengekui telah
melanggar aturan,;

bahwa saksi pemah meminia pada Sdr. Andi Fajar agar Notaris Sulistio
dihadirkan

- hahwa proses penunjukan terhadap Notaris Sulistio melalul rapat tetapt

dominan hanya saksi dan Sdr. Boediharo |

bahwa kenutusan penunjukan langsung terhadap proses sertifikasi oleh
Notaris Sulistio dilakukan secara lisan |

bahwa sesuai ketentuan di PT. Sarinah BPHTH dibayarkan oleh PT. Sasinah
sendiri bukan dibayarkan melalul Djafron Rifai ; '

babwa saksi tidak pemah menandatangani buldi pencairan namurs berupa
cek;

hahwa setelah proses serlifikasi tanah pancoran selesal maka dilanjutian
dengan proses serfifikasi tanah Thamrin dan Agus Salim |

pahwa dalam proses sertifikast tersebut tidak ada anggaran atau dana maka
dilakukan penggessran dana |

bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran vang ada di Direkiur
Keyannan |

bahwa vang mempengaruhi saksi untuk melakukan penunjukan langsung
terhadap Notaris Sulistic adelah Boediharto yang pada saat Hu menjabat
Direktur Administrasi dan Keuangan |

hahwa mekanisme pembayaran berdasarkan pedanjian dengan cara
melalui proses penagihan dan difakukan beberapa termin;

bahwa dalam melakukan pembayaran berdasarkan kemajuan atas suatu
pekerjaan dan saksi tidak pemah mebhatnya karena pembayaran tidak
melalui saksi;
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tahwa dalam hal penagihan selalu menghadap bira keuangan ;

hahwa anggaran yang dipakai untuk sertifikasi adalah an.ggaran dari PT.
Saripah; '

bahwa untuk sertifikest tanah pancoran belum dianggarkén daiam RKAP
tahun 1999 akan telapi dimasukan dafam RKAP tahun 2000 sedangkan
untuk sertifikasi tanah Thamin dan Agus Salim belum dianggarkan dalam
RKAP ; i

bahwa dalam ;}aﬁcaimn" uang dengan nilai Rp. 80 jula ke atas harus ada
tenda tangan dari Direkdur Utama dan Direktur Keuangan ;

bahwa PT. Sarinah pemah melakukann perjaniian sewa ruangan dengan
Bank Mandiri, dimana prosesnya sebelurm perjaniian berakhir Bank Mandiri
mengajukan perpanjangan sewa pada PT. Sarinah |

bahwa pasda saat konfrak telsh ditanda fangani, direklur keuangan
{Terdakwa Imanu Widodo) bersama Ka. Biro Keuangan (Sdr. Scelarso)
menghadap Yustian lsmail setaku Direktur Utama dan meminta saksi unfuk
remberikan disposssi discount |

bahwa sesuai ketentuan seharusnya tidak ada discount setelah perjaniian
ditanda tangani |

bahwa saksi pernah diber‘i laporan tentang pembesien discount namun
sudab dilaksanakan dan vang melaporkan adalah imany Widodo dan
Hiaeiarso; : \

hahwa {i?gefsida'ngan sakel ditunjukan barang bukti berupa : 3 (liga) surat
perjanjian keria dengan Notars Sulistio, semua dokumen pencasiran dana,
permbayaran retribust dan BPHTB, kwitansi pemberan discoun, dan
lowitansi pembayaran uptk renovasi atas barang bukli tersebut mengatakan
bahwa dananya telah dikeluarkan dari kas PT, Sarinah.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut  dimuka
persidangan Terdakwa Drs. Imany Widodo menerangkan pada pokoknya

katerangan para saksi benar.,

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. imanu Widodo dimuka persidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pemnah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan

keterangannya ;

- bahwa terdakwa bekeria di Sarinah sejak tahun 1888 sebagai GM. Sarinah

Thamen dan pada tahun 1997 — 1988 diangkat sebagat Direktur Qperagi
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PT. Sarinah kemudian pada tshun 1999 - 2001 diangkat menjadi Direkiur
Administrasi dan Keuangan
bahwa PT. Sarinah sdalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) vang
sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara ; '
babwa selaku Dirgidur Administrast dan Keuangan berlugas adalah
a. Memimpin dag mengkoordinasi  kegiatan administrasi  dan
keisangan perusahaan,
b, ?séen}bamhi Biro Administrast Keuangan, Bagian Akuntansi,
Bagian Keuangan.
¢. Membaniu Direktur Utama dibidang Administrasi dan Keuangan
Parusahaan,
bahwa terdakwa tidaK pemah dilibatkan dalam proses awal sertifikasi tanah
panceran dan yang dilibalkan pada saat #u adalah Diektur Administrasi
Keuangan yang pada saat fu dijabat oleh Sdr. Boediharto ;
babwa sebagai salah satu Direksi di PT. Saiineh terdakwa juga menyetujui
sertifikast tanah pancoran
babwa terdakwa mengetahui apabila serifikat tanah pancoran fersebut palsu
pada sast selesal masa abaten di PT. Sarinah ; \
bhahwa pada saat proses sertifikasi tanah pancoran akan selesal maka
dilaniutkan dengan gerifikasi tanah thamrn dan Agus Salim
bahwa untuk proses seitifikasi tanah di Thamrin dan Jin. Agus Salim fidak
ada persetujuan dan Komisarls |
hahwa dalam pemahaman terdakwa scharusmya voucher pengeluaran
ditanda tangant oleh Direktur Keuangan dan Direktur Utama ;
hahwa pada saat penagihan Sdr. Djefron Rifai datang iangsung ke Biro
Keuangan ;
bahwa sepengetahuan terdakwa Sdi. Djsfron Rival berhubungan dekat
dengan saksi Yustian lsmail dan Boedihario ;
pahwa dari pengurusan sertifikasi tanah millk PT. Sarinah lersebut jumiah
kerugian PT. Sarinah atas proses sertifikasi adalah kurang lebih Rp. 4 Milyar
bahwa benar ada aturan khusus lentang pengadaan barang dan jasa di PT.
Sarinah akan telapi jwanya mengacu pada Keppres tentang pengadaan
barang dan jasa |
bahwa terdakwa pemab diajak bicara tentang akan adanya proses
sortifikasi atas tansh mitk PT. Sarineh akan tetapl pada saat penunjukan
Notaris Suiistio terdalowa tidak diajak bicara ;
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LV,

bahwa dalam proses pengunusan serifikasi tanah.milik PT. Sarinah tersebut
tidak ada lelang, seharusnya untuk nilal proyek lebih dard 100 juta menunat
aturan tentang pengadaan barang dan jasa di PT. Sarinah dilakukan _
dengan lelang ;

bahwa terdakwa tidak pemab dilibatkan dalam penunjukar; Hotaris Sulistio
sebagai pelaksana sertifikast | _

bahwa dalam penunjukan lengsung pengurusan sertifikasi ténah Vang
dilakukan oieh Sulistio tersebut fidak pemah dibicarakan dalam rapat
direkst, '

bahwa pada saat akan dilskukan sertifikast tanah Thamsin terdakwa
menyampaikan pada Yustian Ismall selaku Direktur Utama tidak ada cash
flownya akan tetapi karena dianggap berprestasi dalam pengerjaan tanah
pancoran maka sedifikasi tanahy Thamiin tetap ditsksanakan dan yang
menyetujuinya adalgh Direksi

tohwa mekanisme pembayaran didasarkan pada termin — termin dan
dilampirkan kemsjuan — kemajuan selelah proses verifikasi oleh bagian
verifikasi dan ka. Biro Keuangan maka dighukan pada Terdakwa ;

bahwa benar seharusnya sebelum pmyek harus sudah ada anggaranya dan
masuk datam RKAP ;

bahwa mekanisme pembayaran BPHTB seharusnya dibayarkan sendirt oleh
Sannah

bahwa dalam pedanjian sewa ruangen antara Bank Mandm dengan PT.
Sarinah dan menjelang perjanjian selesal Bank Mandid meminta
perpaniangan dan Yustian jsmail membuat memo kepada sakst;

5&5% Bank Mandit meminta perdanjian utuh mengenai jumiah uangnya
dan meminta' draft pedaniannys dan terhadap hal tersebut lerdakwa
meminta ifin pada Yustian ismaill karena Hank w':fand'tri meminta uang
discountnya |

bahwa terdakwa menyerahkan uang discount pada Bank Mandin sebesay
Rp. 360 juta akan tetapi tidak ada tanda terimanya |

hahwa untuk pengembalian discount tahap ke |, terdakwa menerima uang
sebesar kurang lebih Rp. 160 juta dan vang tersebut dibagi kepada Yustian
Isrmail, Sdr, Eoediham dzn terdakwa sendifi, sedangkan sisanya menurnst
Ka. Biro Keuangan dibagikan pada staff yang lain |

bahwa benar ada renovasi Sarnnah Djusnda akan ietapl terhadap
pelaksanaan renovasi tersebut saksi tidak mengetahsinya ;

bahwa dipersidangan terdakwa diperfihatkan Sertffikat hak guna bangunan
No. 35/Cikoko fanggal 23 Juli 2000 atas barang bukli tersebut
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membenarkannya bahwa sedifikat tersebut tidak pernah dikeluarkan dan
bukan produk BPN  Jakarta Selatan kemudian dipersidangan juga di
tunjukan berupa 3 peraniian kerja sema pembuatan sertifikat dan bukh
pembayaran dan atas barang bukli tersebut terdakwa membenarkanya
bahwa dananya telah dibayarkan kepada M Djafron Rivai;

- bahwa selain itu. ditunjukkan barang bukll berupa pembayaran retribusi

sebesar Rp 1,6 milyar dan atas barang buktf tersebut membenarkannya
bahwa dana sudah dibayarkan,

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delik
pidana yang didakwakan majelis hakism akan mempertimbangkan lebih dahufa
pembelaan {pledol) dar terdakaa dan penasehat hukom terdakwa;

Menimbang, balwa pembelaan {pledoi) terdakwa dan penasehat hukum
tordakwa  didasart alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagsi
berikut ;

- bahwa terdakwa berpendapat tidak ada sate aturanpun yang fa lerdaiova
langgar karena terdakwa Udak dilibatkan dalam pengambilan keputusan
urituk penserniilikatan tanah balk untuk tanah di Jalan Pancorarn, Jalan Agus
Salir maupun Jalén Thamrin walaupun terdakwa sebagai salah saty direksi.
i PT. Saringh adapun terdakwa melakokan pencairan dana  untuk
keperiuan tersebut karena semata-mata tugas dan kewenangan terdakwa,,

- bhahwa tidak ada satu bukiipun dipersidangan baik secara langsung maupun
tidak langsung, telah membuktikan bahwa terdakwa teiah rnelakukan tindak
pidana dalam dakwaan prmair maupun Hedek pidana delam dakwaan
zubsidair.,

- bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur “sescara melawan
tukum” ballc dakwaan primair maupun dakwaan subsidair secara hukum
fidak terbukt secara sah. dan meyvakinkan maka demi hukum terdakwa
harus dibebaskan dan segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnys alasan pembelsan lerdakwa dan
nenasehat hukum ferdaiova adalah hasil analisa dari fakta dipersidangan, maka
alasan fersebut akan diperfimbangkan bersamaan dengan perimbangan
hukum unsur delik dar pasal yang didakwakan dan majelis hakim tidak akan
memperimbangkan satu persaty terhadap unsur delik sebagaimana vang
dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa maupun oleh jaksa penuntut
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" umum, tapt akan langsung mengakumulasikan bersamaan dalam pertimbangan
hukum unsur delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelerangan ssksi-saksi, keterangan
Terdakwa apabila dihubungkan dengan barang bukli yang diajukan dimuka
persidangan, dimana satu sama falnnya ada kesesualan hubungan yang szling
-melengkapi, sehingga diperoleh fakta-fakia hukum sebagai berfkut

~ bahwa benar Terdakwa Drs. Inanu Widodn berdasarkan Surat Keputusan
Meneterd Keuangan Ri No.S89/AKMK. $18/1297 tanagat 12 Nopember 1997
dan berdosarkan Surat Direktur Utama PT. Saringh {Persero) Noo
150/DIrutA2000, tertangoal 6 Maret 2006 terdakwa dialinkan dari Direldur
Operasi ke Direklur Administrast & Keuangan;

- bahwa terdakwa menjabat Direkiur Administrasi & Keuangan PT. Sarinzh
sejak Maret 2000 sampal dengan 3 Jull 200%;

— bhahwa bepar PT. Sarnah Persero) adaish Badan Usaha Miik Negara
{BUMN) yang kepemilikan sahamnya 100 % milik Negara ;

-~ bahwa di PT. Sarinah untuk kepulusan yang esensdal diptituskan secara
bersama antera Direkiur Utama, Direidur Cperast dan Direlkdur Admiinistrasi
& Keuangan, seluruh kebiiakan direksi dilaporkan pada komisaris dan wajib
dimintakan pergetujuan dalam RUPS,,

~ bahwa benar berdasarkan Keputusan Direksi F7. Sarinah {Pearsero) nomor ;
COSKPTSDIRUTNV/ISHE tenggat 28 Mei 1998 Tentang
KeteniuanPeraturan  Pengadaan Barang!ﬁasa yang pendanaannya
hercumber dani Anggaran Beianja PT. Sarinah (Persero) ditentukan
progedur untuk pengadaan batang/asa dengan nilai di atas Rp.100.000.000
~ {seratus juta rupiah) ditempuh_maialui cara felang {ender) baik peleiangan
umurm rmaupun pelsiangan terbatas (vide BB No.3}

— bahwa benar terhadap proyek sertifikasi tanah milik PT Sarinah (Persero} di
Pancoran Jakarta selaten senila Rp, 85852.380.000 - {delapan ratus limza
puluh dua juta figa ratus delapan pulub ribu rupiah), dan serilitikasi tanah
milik PT Sarnah {(Perseroy ¢i MH Thamrn Jakarta Pusat senilai Rp.
524.506.250 ~ (lira ratus dua pulsh empat juta lima ratus enam ribu dua
ratus fima puluh rupiah) serta sertifikast tanah milik PT. Sarinah {Persero) di
Jatan Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarla Pusat senitai Rp. 222 851.260 ,-
{dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribi dua ratus |
lima puluh rupiah), dimana dalam pelaksanaannya tidak mefalut makanisme
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Letang { Tender } mefainkan melatut Penunjukan Langsung kepada Notaris /
PPAT Sulistic, SH yang berkantor di Jatan Cempaka Putih Timur XXi No.143

Jakaria Pusal, herdasarkan Perjanjian Kerla Sama {vide BB No.286,27, 70 o

dan 82} ;

bahwa penserifikatan tanah malik PT Sarinah di Pancoran pada Tahun 1889
helum masuk dalam Rencena Keria dan Anggaran Perusahaan (RKAF’) dan
baru rhasuk dalam RKAP tahun 2000 akan tetap! telsh ditaksanakan sejak
tahun 1999, sedangkan sertifikasi fanah di Jalan MH. Thamria dan di Jalan
H. Agus Salim sama sekali befum masuk dalam RKAP | )
bahwa benar Sertifikat fanab Pancoran telah selesai, kendafipun terlambat
datam realisasinya dengan diserahkannya Sertifikat HGB Ne.35 tanggal 23
Juii 2000 atas lansh milk PT. Sarnah (Perserc) yang terletak di Jalan
Pancoran Timur 1! No.4 Kecamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Jakarta
Belatan (vide BB No.28), dan Notaris/PPAT Substio, SH. Melald Kuasanya
bemama Mohammad Djsfron Rifai atas pemettijuan terdakwa telah
mengambillmencairkan dana pensertifikatan tanah Pancoran mulai fanggsi
7 September 1999 beriunid-tund sampai dengan tanggal 28 Maret 2001,
yéitu‘:

a. Biaya seriifikasi sebesar Rp.748.900.000 -

b. Biava Retribusi dan blaya Pembangunan Rp. 707.621.000 -

¢. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp. 225.801.000 -
Sehingga jumiah seluruhnya yang harus dibayar PT Sarnah (Perserc}
meniadi sebesar Rp. 1.680.322.000 - {vide BB Ne.28 s/d No6S dap
Keterangan Saksi Satrio Yudho Wibowo, Ketut Arnaya dan Saksi Rini
Wulandari} ;

bahwa benar seharusnya untuk blaya refribusi dan pembangunan maupun
bea perclehan hek afes tansh dan bangunan dibayarkan langsung oleh
pihak PT Sarinah kepada Kas Negara, akan tetepi faktanya atas kebijakan
Direksi (Direkiur Utama, Direktur Operasional dan Direkiur Keuangan)
dibayarkan oleh Notaris/PPAT Sulistio, SH. ;

bahwa selanjuinya terhadap serntifikasi tanah milik PT Sarinah (Persero) {if
M Thamedn Jakeria Pusat senilai Rp. 524.508.250 - (ima ralus dua puluh
empat juta lima ratus enam ribu dua ratus fima puliuh Fupiah) dan sertifikasi
tanah milik PT. Sarinah (Persero) di Jalan Agus Selim/Jl. Wahid Hasyim
Jakarta Pusat senilai Rp. 222.851.250 - {dua ralus dua puluh dua juta
delapan ratus Jma puluh sate ribu dua ratus ima pulth rypiah), dimana
dalam pslaksanaannya juga melalui Penunjukan Langsung yang cditakukan
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oleh Yustian Ismall selaku Direktur Utama kepada Notaris / PPAT

Sufistio,8H yang berkantor di Jalan Cempaka Putih Timur XX No.143

Jakarta Pusat, berdasarkan Pedanjian Kerja Sama {vide BS No.70 dan 82) ;

bahwa benar atas perselujuan Yustian lsmeaill, Muhamynad Djafron Rifai

selaky  Kuasa Notars/PPAT  Sulistio, SH felah mencaitkan dana
penseriifikatan tanzh PT Sarinah di MH Thamrin dan di Jalan Agus Salim
masging-masing sebasar :

a. PT. Sarinah MH, Thamrin pencariran tanggal 24 Pebruard 2001 s/d 8 Juni
2001 uniuk biaya sertifikat sebesar Rp 8524.508,250 ~ dan untuk Blava
Relribusi dan Bea Perglehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar
Fp. 1.615.280.000 .- jadi jumiah blaya yang dikeluarkan sebesar Rp.
2,435.766.250 - {vide BB No. 71 &/d 81 ; '

b. PT Sarinah Jalan H. Agus Salimt dana yang dikeluarkan sebesar Rp.

' 222.851.250,- (vide BB No.83 s/d 85) ;
bahwa benar berdasarkan keferangan Soksi Ketut Ammava, Baksi Safiic
Yudho Wibowo, Saksi Yeyasa Chiistian Oenas dan Saksi Bambang A
. Wirawan, setelah dikonfimaasitan dengan pihak Badan Pertanahan Jakarta

. Selatan ternyata Sertifikat HGB No.35 tanggal 23 Juli 2000 atas tanah milik

PT. Sarnah (Persern) yang teretak di Jalan Pancoran Timur i} No4

Keeamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Jakara Selatan, adalah Palsu

atau bukan produk dari BPN Jakaria selstan, demikian pula terhadap

keberadaan NotarsfPPAT Sullstio, SH yang ditunjuk cleh Yustian lsmail
atas nama Direksi femvata juga fkdif sebab sama sekall tidak tercatat

sebagai Notaris/PPAT di Departemen Hukum dan HAM R! (vide BB No. 20

sid 23%- | -
bahiua benar Terdakwa mengakui tidak pemah berfemu muka dengan pihak

Notaris/PRAT Sulistio, SH., baik dalam proses penunjukan langsung

maupun saat mengadakan Pedanfian Kerfa Sama, segala sesuatunya

mefalui Mubhammad Djafron Rifat yang mengaku mendapat kuasa dar

Notards Sulistio, SH, dengan demikian surat kuase antera Nolaris Sulistio,

8H kepada Muhammad Diafron Rifal juga palsu adanya;

bahwa akibat perbuatan / kebijakan dalam proses sertificasi tanah di

Pancoran, MH Thamsin dan di Jalan Agus Salim PT. Sarinah menderita

ketugian sebesar Rp. 1.680.322,000 - + Rp. 2.138,766.280 - + Rp.

922,851,250 - = Rp. 4.042.938.500 .- (empat milyar empat puivh dua juts

sembilan ratus tiga p&tuh sembilan ribu lima ratus upiah) ;
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bahwa disamping ity berdasarkan Perjaniian Sewa Menyewa ruangan
aptara PT.  Sarinah  {Persero} dengan PT. Benk Mandir
Mo . 049/DIRUT/EX1/1999 tanggal 23 Desember 1899 {vide BB No.88, 92
s/d 99) FT. Sarinah telah menerima pembayaran dan PT. Bank Mandiri
sebasar Rp. 3.818.558.870 ,-; _

bahwa atas inisialif Direktur Utama bersama Direkiur Keuangan Drs. Imanu
Widodo dari uang pembayaran tersebut memberkan discount kepada PT.
Bank Mandiri sebesar 20 % senilal Rp. 783.710.000, padahal discount
tersebut tidak ada dalam pedanjian dan PT. Bank Mandii tidak pernah
menerimanya, melainkan dipergunakan unfuk kepentingan sendiri Yustian
lsmail dan Terdakwa Drs. imanu Widodo selaku Direkiur Keuangan ;

bahwa benar Yustian lsmail pada fanggal 4 Oktobey 2000 mengnma uang
Kas PT Saringh sebesar Rp. 142.000000 .- untuk Renovasi geduny
Sarinah ialan Juanda yang disetui Direktur Keuangan, akan fetapt uvapg
tersebiut diterima dan dipergunakan untuk kepentingan Yustian Ismall sefaku
pribadi;

bahwa akibat perbuaian Terdakwa bersama Direktur Utema dan Direktur
Operasional tersebut PT. Sarimah (Persero) in casu negara sebagal
pemegang saham 100 % menderita kerugian sebesar Rp. 5.088.649.500 ,-
{lima milyar delapan puluh delapan juta enamratus empat puluh sembilan
ribu lima ratus rupiah) | )

Menimbang, bahwa selanjufnya Majelis Haldm zkan mempertimbangkan

apakah dengan berdasar fakta hukum yang ferungkap dipersidangan seperti
terurai di atas, terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Jaksa
Penuntut Umum |

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan vnsur-unsur delik

dar dakwaan jaksa-penunut umum, karena uniuk depal dipersalabkan
perhuatan terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana terdakwa terbukti
secara a-komulatip dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa digjukan kemuka persidangan kKarena

didakwa telah mslakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan :
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Prinair : Pasat 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun
1988 Jo. Undang Undang No.20 tahun 2001 Tentang
Perubahan atas UL No31 tahun 1958 Tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korups? Jo, Pasal 55 ayat ("!j
ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayaf {1) KUHP ;

Subsidair : Pasal 3 ayat {1)Jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun
1998 Jo. Undang undang No.20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan ataz UU HNo.3t1 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 85 ayat (1)
ke-1 KUHP Jo. Pasal 85 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdalwa didekwa dengan dakwaan
secars alternatip maka secara hukum harus dibuktikan lebih dahuly dakwaan
primair, yaitu pasal Pasal 2 ayat (1} jo. Pasal 18 Undang Undang No.3% Tahun
1889 Jo. Undang Undang No.20 tshun 2001 Tentang Perubshan ates UU
No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Kgrupsi Jo. Pasal §5

ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 85 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur delik
ssbagal berikud :

1. Seligp Orang .

2. Secara malawan hukum ;

3. Memperkava diri sendin, orang lain atau suatu korporasi |

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara |

Selaniutnya ferhadap unsur-unsur tindak pidana fersebut Majelis Hakim akan
mempertimbandkannya sebagai berikut ©

Menimbang, behwa terhadap Ketentuan Pasal 18 Undang Undang No.
“3'2 Tahun 1898 vang mengatur perihal Pidana Tambahan berupa perampasan
barang bergerak dan tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti bagi
pelaku findak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasai 2 ayat {1}, juga
Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-t KUHP yang mengatur tentang penyertaan
dan Pasa! 65 ayat {1) KUHP yang mengatur tenteng perbarengan perbuatan,
akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah unsur pokok dan Tindak Pidana
Korupsi tersebut terpenubi ;

Ad. 1. Unsur “setiap orang™ :
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Ad. 2.

bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3
Undang Undang No.31 Tehun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk karporasi ;
bahwa menunut teori hukum orang p&m;}mngan adaiah subyek hukum
sebagai penyandang hak dar kewajiban yang yang mampu berdanggung
faweb t&rhadap sefiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;

bahwa kemampuen berfanggung-jewab ity sendin menurut para ahli
hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai
subyek hukum mempunyal kemambuan unfuk membeadakan mana
perbuatan vann baik dan mana yang buruk, yang sesusl hukum dan
yang melawan hukum, ﬁisamping itu pelakl tindak pidana mempunyai
kemampuan unituk menenlukan mengerit akan perbuatannya dan dapat
menantukan kehendaknyz secara sadar ;

bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adaiah benar sebagal subyek
hukum yang mempunyai dentitas sebagaimana disebutkan dalfam surat
dakwaan, dengan demikian terbukt tidak teriadi kesalahan orang (error
in persona), in casu adatah Drs. Imanu Widodo, disamping itu terdakwa
sohat dan cakap menurul hukum hal demikian dibukiiken atas
kamampuannya uniuk mentawab ssliap pertanyaan yang diajuken
kepadanya secara lancer dan terhadap dirf terdakwa fidak melekat
alasan-alasan pemaaf maupun  algsan  pembenar  yang  dapat
menghapuskan sifat perbuatan pidana ;

bahwa dan uralan diatas maka Majelis bempendapat unsur "setiap orang’
telah terpenuhi ;

Unsur secara melawan hukum ;

hahwa yang dimaksud dengan pengerban “"secara melawan hukun”
datam penjefasan Pasal 2 ayat (1} UU No.31 Tahun 1988 Tentang
Pemberantasan Tindek Pidana Korupsi adatah © “mencakup perbuatan
melawan hukum defam arli formil maupun dalam arfi malenll, yakni
meskipun parbuatan tersebut fidak diatur dalam peratursn perundang-
undangan, namun apebila perbuatan terssbut dianggap tercela karena
fidak sesuai dengan rase keadifan alau norma-norma kehidupan sociai
dalam masyarakat maka perbuatan lersebut dapat dipidana’, dengan
demikian dapat dipahami sebenarnya Undang Undang Pemberantasan
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tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil
rnaupur sifal melawan hukum Materii ;

bahwa apeabila mencermati rumusan Ketentuanr Pasal 2 ayat (1) UL
No.31 Tahun 1898 Jo UU No, 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa
vang "menjadl inti delik” (bestanddeel delicf) dari pasal tersebut
adalah "adanya perbuatan melawan hukum untdk memperkaya diri
sendisfi” dengan demikizn menjadi sangal jelas i;ahwa konstruksi
perbuatan melawan hukun haros dijadikan sebagal cara atau sarana
{modus operandi} untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri gendiri
atau orang lain tersebut ; |

bahwa sesual faldanya adslah benar ada Pulusan Hak Uji Mateqiil
Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2008 No ; 003/PUU-IV/2006 yang
menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat {1) UU No.20 Tahun 20049 Jo U
No31 Tahun 19889 mengenai 'perbuatan melawan hukun materi’
adaiah berfentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1845 dan telab puia dinyatskan tidak mempunyal kekuatan
hukem mengikat, dengan demikian menurut Mabkamah  Konsfiusi
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi herus  disandarkan  pada
perbuatan melawan hikum fornil semata ; _

bshwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konsttusi tanggal 25 jull
2006 tersebut, sikap Malelis Hakim apakah memedomant Putusan
Mahkamah Konstilusi tersebut atac fidak daiam memaknal perbuatan
metawan hukum materll, akan tedehib dahuluy mengkall dari segl teor
tiukom, dokirin maupun Yurisprudensi MA RL;

batwa apsgbila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum
. (wederrechieliik heid) dalem teori hukum dikenal adanya 2 {dua)
pembagtan yaitu Formeels Wadernrechlelijk yang bersumber pada narma
legistasi  atau bersumber pada undang undang elau tepatnya
mengartikan melawan hukum adalah lebih Jdifitk beratkan pelanggaran
terhadap .peraturan perundang-undangan ferdulis saja atau harus
memenuhi syarat-syarat formit dan Malerele Wederrechleljk yang
bersumber pada nonna dokthn dan yurisprudensi yang mengartikan
fidek safa harus memenuhi syarat formit atau memenuhi semua rurnusan
unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat
sebagal sesuats hal yang fidak boleh ateu fidak patut, sehingga
melahirkan ajaren -sifal melawan hukum materiel dalam fungsi yang
positif maupun dalam fungsi yang negatif |
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- Bahwa menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan bukom materiif ada 2
{dus) fungsi

o Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang
Positif, yaitu bila sualu perbuatan, maskipun menunst peraturan
perundang-undangan bukan perbuaten mslawan hukum, skan
tetapi bita penilaian ‘masyafakat sebagal perbuatan mefawan
hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum :

o Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang
negative, vaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan
perundang-undangan merupakan perbuatan vang bersifat
melzwan hukum, akan tetapi bila penifaian masyarakat bukan
perbuatan melawan hukum maka perbuatan fersebut tidak
merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

- bahwa dengan demikian mengbilangkan salah  saty  pengeriian
parbuatan melawan hukum justru berteniangan dengan "asas hukumn”
dan menimbulkan kerancuan akan pengertian pasal itu sendir ;

~ berpedoman pada Doktrin "Sens Clalr” dalam bal suatu rumusan atay
penjelssan pasal menjadi tidak jelas, maka hakim harus melakukan
penermuan hukum dengan cara ©
o Waiib menggall, mengikutl dan memabhai rilai-nilal hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyeraikat {pasal 28 ayat 1 Ul No 4
Tahun 2604);

o Mencari makna pengertian "melawan hukum” seharusnya mencari dan
menemukan kehendak publik vang bersifat unsur untuk diterapken
dalam kasus kongkeit (M.Yahya Harahap SH Pembghasan KUHAP,
edisi kedua, Hal. 1203

o Menafsirkan  ketentuan  undang-undang  tersebut  bak  secera
gramatikal, historig dan filosofis ;

- bherpedoman pada pendapat Mahkamah Agung Ri balk gebelum adanya
Putusan Mahkamah Konsiitusi fanggai 25 Juli 2008 tersebut, leigh
menegaskan "unsyr secara melawan hukum” dalam tindak plana
korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam ardi formi
maupun materiil dan mengenal perbuatan melawan hukum daiam arit
materil meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hat ini dapat dikihat
pada Yurisprudensi MA R} dalam Putusan tanggal 29 Desember 1983
No. 275 K/PIDH D83 atas nama terdakwa R. Songon Nalalegawa yang
menerapkan pembukiian perbuatan melawan hukum materill dalam

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 2009

[ —



fungsinya yang posiip, yakni menghukum terdakwa atas perbuatannya
yang dipandang tidak palit, tercela den menusuk perasaan hati
masyarakat banyak. Disamping itu ada Putusan MA Rl tanggal 8 Januari
1266 perkara No.42 KK/1965 atas nama Terdakwa Machrogs Effendi
yang menerapkan sjaran sifat mefawan hukum materit dalam fungsinya
yang negatif sebagai alasan penghapus pidana diluar undang-undang ;

- bahwa Setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atas
Mahkanvah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap
menganut ajaran sifal melawan hukum materiil balk datam fungsf vang
positf maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam
Putisan MA Rl No.20658 K/Pid/2008 tanggal 21 Desember 2008 atas
namna Terdakwa Drs. Kuntioro Hendrartono, MBA, Putusan MA R
N 2257 KiPidi2008 tanggal 5 Desember 2008 atas nama Terdakwa Lim
Kian Yin aliag Yin Yin dan Putusan MA Rl No 207 K/Pid/2007 tangga! 28
Pebruan 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak ;

tenimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas Majelis
Hakim herpendapat bahwa disamping hukum formil sebagai sumber hukurn
positif, maka doktrin dan yorisprudenst juga harus dipandang sebagal sumber
hukum, dengan demikian maielis sependapst dengan pendapat Majeilis Hakim
MA Ri diatas yang memaknat perbuatan melawan hukum dalam artl fomii dan
datam ardi matedif harus {etap dijadikan pedeman untuk terbinanya konsistensi
penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsl, karena sudsh sesuai
dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam
masyarakal, kebutishan hukum, ‘n§¥ai~z}“ilai figkum dan rasa keadilan yvang hidup
galam masyarakat, Hal demikian selaras dengan pendapat Proi. Dr. Indrivanto
Beno Aji SH, MH. Yang menerangkan :@ Triuan diperluasnya perbuatan
melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan
melawan hukum secara materil adalah untul mempemmudah pembukiian
dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang olel masyarakat
sebagal melawan hukum secara materi! atau tercela perbuatannya dapatiah
pelaky dihukum metakokan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidek
melawan hukum formil” (indriyanto Ssno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi
Pertama, Him 14 ) |

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukumnya
Terdalowa Drs. imanu Widodo berdasarkan Swat Reputusan Meneteri
Keuangan R! NoSBO/KMK. 018/1997 tanggal 12 Nopember 1697 dan
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berdasarkan  Surat  Direklur  Utama  PT.  Sarinah {Persero}  No.
120/DiratAIfZ000, terfanggal 8 Maret 2006 terdakwa dialinkan dar Direktur
Operasi ke Direktur . Administrasi & Keuangan dan mempunyai fugas
memimpin den mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas
persefoan dan menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan
serta wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjatankan lugas

dan kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkarn peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proyek sedifikasi tanah milik PT
Sarinah (Persern) di Pancoran Jokarta selalan senilal Rp. 852‘388.{108. -
{defapan ratus lima puluh dua juta tiga ralus delapan puluh ribu rupish), dan
seritifikast tanah milik PT Sarinah (Pemsero} di MM Thamyin Jakaida Pusat
senilal Rp. 524.506.250 - (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus enam by
dua ratus lima puluh rupiah} serta serfifikasi tanah milik PT. Sarinah {Persera)
di Jakan Agus SalimAJ), Wahid Hasyim Jakarda Pusat senilai Rp. 222.851.250 -
{dua ratis dua puluh dua juta defapan ffaws fima puluh satu riby dua ratus fima
puluh yupiah), Direksi dalam peloksanzan proyek sertifkasi tersebut tidak
melalui mekanisme Lelang { Tender ) sebsgaimana dipersyaratkan dalam -
Keputissan Direksi PT. Sarinah {Persero) nomor @ DBS/KPTS/DIRUTAIMSES -
tanggal. 26 Mei 1998 Tentang KetentuaniPeraturan Pengadaan Bamngﬁ!é&a
yang pendanaannya bersumber dan Anggaran Belanja PT. Sarinzh {Persero)
ditentukan prosedur uptuk pengadaan barangfiasa dengan nilai di atas
Rp.100.000.000 - {seralus jita rupiah} ditermpuh meialui cara lelang {ender)
bailk pelslangan umam maupun pelelangan terbatas (vide BB No.3) yang
seharusnya dijadikan acuan dalam pelaksanaannya, melainkan Direktur Utama
menempuh cara yang fidak sesual dengan prosedur atau mekanisme yang ada
yaitu melalui Penuniukan Tangsung yang dilakiukan oleh Yustian lsmail selaky
Direktur Utama kepada Notatis / PPAT Suligtio,SH yang berkantor di Jalan
Cempaka Pulih Timur XX No. 143 Jakarta Pusat, berdasarkan Pedaniian Kerja
Sama {vide BB No.26,27, 70 dan 82);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahul pensertifikatan tanah milk PT
Sarirah di Pancoran pada Tahun 1899 adalah belum miasuk dalam Rencana
Kerja dan Anggarzn Perusahaan (RKAP) dan baru masuk dalam RKAP tahun
2000 akan tetapi telah dilaksanakan proyek settifikasinya sejak tahun 1993,
sedangkan seriifikasi tanah di Jalan MH. ‘Thamyin dan di Jalan H. Agus Salim
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sama sekali belum masuk dalam RKAP dan masih merupakan wacana
kedepan, aksn letapi dengan kewenangannya selaku Direktur Keuangan
terdakwa juga telah melaksanakan proyek serfifikasi tersebut.,

Menimbang, bahwa temyata Seddifikat HGRB No.35 tanggal 23 Juli 2600
atas tanah millk PT. Sarinah {Persero} di Jalan Pancoran Timur 11 No.4
Kecamatan Pancoran, Kelurshan Cikoko, Jakarta Selatan {vide BB No.23),
yang diurus oleh Notaris/PPAT Sulistio, SH.  terbukli paisy, hal demikian
diketahul olsh phak PT Sarinah setelah dikonfirmaskan oleh Saksi Ketut
Amaya, Saksi Satrio Yudho Wibowo, Baksi Yeyasa Christion Oenas dan Saksi
Bambang A Wirawan, dJdengan pihek Badan Pedanahan Jakarta Selatan
ternyata Sertifkat HGB No.35 tenggal 23 Jull 2000 atas tanah milik PT. Sarinah
(Persero) yang terietak di Jalan Pancoran Timur 1l No.4 Kecamatan Pancoran,
Kelurahan Cikoko, Jakarta Selatan, adajah Palsu atau bukan produk dari BFN
Jakarta selatan, demildan pula terhadap keberadaan Notaris/PPAT Sulistio, SH
ternyata juga fiklif sebab sama sekali fidak tercatat sebagai NolarisPPAT di
Denartemen Hukoum dan Ham Ri {vide BB No. 20 sfd 23);

Menimbang, bahwa sejak Sedifikat HGB No. 35 digerahkan kepihak PT
Sarinah, seiak Bulan Agustus 2007 Muhammad Ujsfron Rifal yang bertindak
selakp kuasa dart NotadePPAT Sulistio, SH. alas perselujuan terdakwa iglah
mengambilfmencairkan dana penserdifikatan tenah Pancoran mulal tanggat 7
September 1988 berturut-tunit sampat dengan tanggal 28 Maret 2001, yailu :

a. Biaya seriifikasi sebesar Rp.748.900.600 -

b. Biaya Retribusi dan hiaya Pembangupan Rp. 707.621.000 -

¢. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp, 226.801.000 -
Sehingga jurniah seluruhnya vang harus dibayar PT Saringh (Persere} menjadi
sebesar Rp. 1.680.322.000 .- (vide BB Ro.28 s/d No.6S dan Keterangan Saksi
Satrio Yudhe Wibowo, Ketut Amava dan Sakei Rini Wulandarn} ;

Menimbatig, bahwa Muhammad Diefron Rifai sefaku Kuasa
Notaris/PPAT Sulistio, SH juga telah mencairkan dana pensertifikatan tanah PT
Barinah di MH Thamrin dan di Jalan Agus Salim masging-masing sebesar !

a. PT. Sarinah MH. Thamrin pencariran tanggat 21 Pebruart 2001 s/d 6 Juni
2001 untuk biaya seifikat sebesar Rp.524.506.250 ,- dan untuk Biaya
Relribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar
Rp. 1.615.260.000 .- jadi jumtah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.
2.139,766.250 - {vide BB No. 71s/d 81;
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b. PT Sarinah Jalen H. Agus Safim dena yang dikeluarkan sebesar Rp.
222.851.250,- (vide BB No.83 sk 85) ;

Menimbang, bahwa seharusnya untuk  biaya Retrbusi  dan
Pembangunan maupun Bea f?ergiehan Hak Alas Tansh dan Bangunen atas
pensertifikatan tanah di Pancoran, MH. Thamrin dan tansh Saripah di Jatan
Agus Salim dibayarkan Jangsung oleh pihak PT Sarinah kepada Kas Negara,
akan tetapl fakianya ates kebjjakan Direisi (Dirskiur Uama, Direldur
Operasional dan Direktur Keuangan) diambil puta oleh Muhammad Djafron Rifat
selakuy  kuasa dard Notaris/PPAT Sufistio, SH., dengan alasan akan

dibayarkannya, dan temyata sesual fakta hukumnya dana-dana itupun tidak
pernah disetorkan ke Kas Negara ;

Menimbang, hahwa akibat perbualan / kebijakan Terdakwa tersebut di
ataz, PT. Sarinah {Persero) dalam proses sedifikasi 1anah di Pancoran, MH
Thamiin dan di Jalan Agus Salim menderita kerugian sebegar Rp.
1.680.322.000 .~ + Rp. 2.138.766.250 - + Rp. 222881250 - = Rp.
4.042.938.500 ,- (empat milyar emipat puivh dua juta sembilan ratus tige puivh
sembiian Abu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengekul tidak peinah bertemu muka
dengan pihak NMotaris/PPAT Sufistio, SH. balk saat mengadakan Perjaniian
Kega Sama maupun pada saat pencairan dang, segala sesustunya melalui
Muhammad Diafron Rifzai yang bertindak den mengaku mendapat kuasa dari
Notaris Sulistio, H, dengan demikian surat kuasa antara Notaris Sulistio, 8H
kepada Mubammad Djsfron Rifai adalab 3e§agai bentuk rekayasa kepdlsuan
uniuk tujuan merugikan kevangan PT Sarinah {(Persero) ;

Menimhang, bahwa berkaitan dengan sirat Perjaniian Sewa Menyewa
Ruangan No G49/DIRUT/EXIITE9E tanggal 23 Desember 1999 antara PT.
Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandin (vide BB No.88, 92 sid 98), PT.
Saringh lelah menerima pembayaran dari PT. Bark Mandiri sebesar Rp.
3.818.558.870 - bahwa atas inisielif Direldur Utama bersama Direkiur
Keuangan Drs. Imany Widodo dar uang pembayaran tersebut, atas kebijakan
Yustian lsmail selaku Birektur Utama telah memberikan discourd kepada PT.
Bank Mandiri sebesar 20 % senilai Rp. 783.710.000,- padahal discount tersebut
tidak tercantum dalam peranjian sewa menyewa dan PT. Bank Mandiri tidak
pernah menerimanya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan  sendiri
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Yustian jsmail selaky direkiur utama, Drs. manuy Widodo selaku Direktur
Keuangan, Drs. Boediarto selatas Direktur Operasi dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa selaku
Dirgktur Administrasi Keuangan dan Yustian isengil selaku Direkiur Utama P
Sarinah (Persero) in casu Negara sebagat pemegang saham 100 % menderita
Kerugian sebesar Rp, 5.088.649.500 ,- {lima mifyar delapan puluh delapan juta
enamratss empat puluh sembilan riby lima ratus rupiah) ;

Menimbang, babws atas Takia hukum tergsebut diatas terdakwa dan
panasehat hukum terdakwa dalam pledoinya menemngkan bahwa terdakwa
datam mengambil kebiiekanfkepitusan penserifikatan tanah tergebut tidak
permah dialak untuk bemusyawarah datam mangambil keputusan dan apabila
kemudian temyafa terdakwa menyetujui untuk melawkan pembayaran hal
tersebul semata-mata karena tugss, langgung jawal: dan kewenangan
terdakwa selaku Direkiur Keusangan.,

Menimbang, bahwa lerdakwa sebelum menjabat Direklur Keuangan.
adalahh manjabal sebagal dieklur Operasi dan sesuai dengan strukiur
organisasi di PT. Sarinah bahwa pulusan vang - bersifat penting dilakukan
secara kolegial attinya dipuluskan secara bersarna antara Direktur Utama,
Direktur Operasi dan Direktur Keuangan, dan berdasarkan surat-surat bukdi,
keterangan saksisaksi dan pengakuan isrdakwa sendin dimuka persidangan
bshwa terdahwe-lah yang menandatangant voucher-voucher sehingaa dana-
dana tersebut dicairkan den PT. Sarinab mengalami keyugian adapun aiasan
ha! tersebut sebagsi loyalitas sesual tugas dan kewenangannya tidakiah dapat
dibenarkan secara hukum dan keruglan tersebut sebenamya Hdak periy terjadi
apabila terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan
secara benar.,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan hukum di atas,
maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana
yang dikemukakan oleh terdakwa don penasehat hukum terdakwa dan

béfpandapat hahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terbukli;

Ad, 3. Unsur Memperkaya dirl sendin, orang lain atau suatu korporasi.
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Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat
(1), maka “unsur melawan hukum" sebagaimana terursl di stas adalah
merupakan sarana untuk mencapal Wjuan melakukan perbuatan memperkaya
din sendir, orang lain atau korporast

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memperkaya” adalah perbuatan
untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah
kaya menjadi bertambah keya, memperhatikan pengertian tersabul herarti
memperkaya diri sendiri, crang lain atau suatu komporasi akan dihubungkan
dengan fakta hukum bahwa terdakwa, orang lain aleu suatu badan teiah
memperoleh sejumiah uang alau hapa, yang menjadikannya kaya atau

bertambah kaya das sustu perbuatan melawan hukum sebagaimana terural di
atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan dari proyek seriifikasi tengh PT. Sarinah (Persaero) di Pancoran,
MH. Thamrin dan di Jalan Agus Salim, pthak PT. Saringh menderita kamgian
sebesar Hp.4.042.838.500 - secara sig-sia, dimana berdasarkan bukii-bukti
sebagaimana terurat di alas, kesehsuhannya diferima ataw dibayarkan kepada
Mohammad Djafron Rifai sebagai skior relayasa yeng dituniuk atau melatuj
mekanisme penunfukan iangsung yang diakukan oleh Disektur Ulama bersama
para Direksi {ainnya, tanpa diseral laporan peranggung jawaban yang benar
karena kesehwuhannva bersifal fklf, disamping #u secara melawan hukum
melalui Perjanjian Sewa Menvewa Ruangan No.G49/DIRUT/AE/XI 1959 tanggal
23 Desember 1898 anfara PT. Sarinah (Fersero} dengan PT. Bank Mandin
(vide BB No.88, 82 s/d 93) Terdakwa dan Direkiur viama Yustizn lsmall elah
memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri sebesar 20 % senilai Rp.
763.710.000,- padahal discount tersebut tidak tercantum dalam perjaniian sewa
menvewa dan FT. Bank Mandin fidak perh menerimanya, melainkan vang
tersebid diterima oleh Terdakwa Imanu Widodo hersama Yustian jsmail untuk
kepeniingan pribadinya;:

Menimbang, bahwa kendatipun Terdakwa menyangkail telah menerima
dan menikmati uang-tang yang dipersleh secara melawan hukum {grsebut
sebesar ailgt yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan telap
penyangkalannya sama sekali lidak didukung dengan alat bukti sural maupun
saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim juga menilai unsur memperkaya dif
sendir, orang iain atau komporasi ind telah terbukiy;

Ad, 4, Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 2009



Mernimbang, bahwa apabila mencermatt tumusan elemen ini, findak
pidana korupsi adalah merupakan delik formil, artinya dari kata ‘dapat’ dipaharni
akibat keruglan negara tidak pertu sudah teqadi, akan tetapi apabila perbuatan
Ru dapatimungkin merugikan negara perbuatannya sudafl solesal dan
sempurna dilakukan, hal demikian sesuai Ywisprudensi MA Ri dalam perkara
No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumiah
kerugian negara akibat perbualan ferdakwa lidak periu pasti jumiahnya, sudah
cukup adanya kecenderungan limbulnya kerugian negam”;

Menimhang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan” adalah
sama ariinya menjadi rugi atau herkurang, sehingga yang dimaksud merugikan
keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara
atan herkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuanaan negara
menurut Penjeiasan Umum  Undang-undang No. 31 tehun 1998 disebutkan
hahwa "keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalarmn beniuk
apapun yanyg dipisehkan atau {dak dipisabkan termasck didalamnya segala
bagian kekayaan negara dan segala den segala kewaiiban vang timbul karena;

a berada dalam penguasaan, pengurusan, dan  perengungiawsban
peiabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;

b berada dalam penguasasn, psngurusan, dan perfanggungiawaban
Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan
Hukumn dan perusahaan vang menyeriakan modal negara, atau
perusahaan vang menyerdakan modal pihak keliga berdasarkan
pedanjian dengan negara”™

Menimbang, bahwa untuk arifi merugikan perekonomian negasa adalah
sama arlinya dengan perekonomizr negara menjadi merugt atau perekonomian
negara menjadi Kurang beralan, Yang dimaksud dengan psrekonomian Negara
sebagaimana didatam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1268
dischutken "Perekonomian Negara adalah kehidupan pearekenhomian yang
disusun sebagai useha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun
uszha masyarakat secara manditi yang didasarken pada - kebijaksanaan
pemerintah, balk ditingkat pusat maupun didaerah sesual dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertijuan memberikan
manfaat, kemakmuran dan keseishteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukuim yang lerbukli pihak PT. Sarinah
(Persero) menderita kerugian selurubnya sebesar Rp.5.088.648.500 - dengan
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demikian berarti merugikan keuangan negara, sebab saham atas PT Sarinah
adalah 100 % mifk negara, untuk itu unsur inipun dinyatakan telsh terbuldi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majé%is Hakim mempsrlimbangkan
ketentuan Pasat 55 ayat (1) ke-le KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang
tiada laln merupakan beniuk penyertaan untz.;k menyatakan dihukum sebagai
pelaky. tindak pidana, "mereka yang melfakukan, mehyumb melakukan atau
turut melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur darf
suatu tindak pidana vang berdiri sendiri, telapi merupakan unsur pelengkap
yang menyertal unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga

meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu
tindak pidana; )

Menimbang, bahwa berkaitan hukum penyerfaan majelis meruiuk pada
pendapat Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang meiakukan
perbuatan disebd pembual, arinya: orang yang melakukan delict yang
memenubi unsur tindak pidana yang dilakukan fu, sedangkan mereks vang
tunut melakukan Sindak pidana adaigh mereka dengan sengaja bersama-sama
melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanasn ada kerdasama vang erat
antara mereka, maka uniuk dapat menentukan apakah pelaku turut serda _
melakukan stau tidak, kita tidak melinat kepada perbuatan masing-masing
pelaky secara safu person dan berdii sendid melsinkan Kita lihat semua
sabagai kesatuan (vide Suhardo, RM, SH Hukum Pidana Materl Edist ke 1,
Sinar Grafika, 1891, Halaman 75)

Manimbang, bahwa pendapat senade dikemukakan olsh Adami Chazawi
yang mengaltakan bahwa kefissama vang diinsyafl adalah suaiu bentuk
kesepakatan, suati kesamaan Kehendak antara beberapa orang (Pembuat
peserda dengan pembuat pelaksana) untuk mewjudkan suatu indak pidana
secara bersama dan kerjasama yang di insyafi {idak periu benipa permufakatan
vang rapi dan formal yang dibentuk sebelurn pelaksanaan, tapi sudah cukup
adanya saling pengertian vang sedemikian rupa antara mereka  dalam
mewuiudkan perbuatan cieh yang safunya terhadap perbuatan oleh yang
lainfiya ketika berlangsungnva perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH,
Petalaran Hukum Pidana Bagian N, PT. Raja Grafindo Persada Jekaria
Halaman 101)

Menimbang, bahwa sesual dengan fakKla  hukum  yang  telab
dipartimbangkan di atas kedudukan terdakwa sebagai Direktur Administrasi dan
Keuangan FT. Sarinzh (Persero) telah terbuldi sebagai pelaku tindak pidana
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korupsi yang berdin sendin maupun bersama-sama dengan pelaku ain, in casy
para Direksi sehingga mengakibatkan negara menderita kerugian sebagaimana
terurai di atas ; )

Menimbang, bahwa berdesarkan keseluruhan uraian pestimbangan
hukum di atas, pada akhimya Majelis Halkim berpendapat oleh karena semua
unsur-unsir tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)
LU No. 31 Tahun 1989 jo. Pasal UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)
ka1 jo. Pasal 85 ayal (1) ke-t KUHP telah terbukti, maka Terdakwa Dis.
Irmanu Widedo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ™urut serta
melakukan tndak pidana korups” dan majelis hakim didalam persidangan juga
tidek menemukan hal-hal yang dapat dipaksi sebagai alasan pemaaf atau
alasan pembenar yang dapat menaghapus pertenggung-jawaban perbuatan
pidana yang ia-terdakwa 1akukan oleh karens ity {erdakwa harus dijatuhi pidana
yang sétiz;’zpaf dengan perbuatannya |

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Jo. Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka
maigiis hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara doen
pidana denda, disamping #u menjaluhkan pula pidana tambahian berupa
pembayaran uang penggantt yang lumiahnya sebanyak-banyaknya sama
dengan harta benda yang dipercieh dari tindak pidana korupsi {Passl 18 ayat
(1) huruf b), fika terdakwa tidak membayar sang pengganti paling lama dalam
wakiy 1 (satu} bulan zesudah pufusan mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka harla hendanya disita dan dilelang untuk menutup! uang pengganti -
tersebut (Pasai 18 ayat (2), dan bila tidak mempunyai harta benda maka diganti
dengan pidana penjar yang iamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari
pidana pokok dan pulusan fersebul akan ditentukan dalam amar pulusan
{Pasal 1B ayat {3);

Menimbang, bahwa selanjuinya akan dipertimbangkan berapa terdakwa
narus dihukom untuk membayar vang pengganti;

Menimbang, bahwa sebagaimana periimbangan hukum tersebut diatas
terbukli bahwa PT. Sarinah ielab mengalami kerugien sebesar Rp.
8.088.648.500.~ (lima milyar, delapan puluh delapan juta, enam ratus empat
puluh sembilan ribu, lima ratus rupiah) sebagai akibat perbuaten jajaran direksi
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PT. Sarinah yaltu Yustian Ismail, Drs. Boediharto dan Terdakwa Drs. Imanu
Widndao,,

Menimbang, bahwa atas kerugian yang ditimbulkan tersebut terdakwa
membantah dengan keras fidalk ikut menikmati uang tersebut,,

Menimizang, bahwa sesual dengan kelerangan saksi lsmail Bin Wahab
dan saksi Ny. Retno Siregar selake Komisaris PT. Sarngh, keterangan mana
diakul Kebenarannya oleﬁ' terdakwa dimuka persidangan, bahwa seislah
perbuatan terdakwa bersama Yustion lemall dan Drs. Boediharto terungkap,
Bireksi yaitu Yustian Ismall selaku Direktur Utama, Drs. imany Widado selaku
Direktur Keuangan dan Drs. Boediharto selaky Direktur Operasional dipanggil
cleh Komisaris dan dalam pertemuan fersebut kefiganya mengakui akan
kesalahannya dan bersedia beﬁanggung«iawaté untuk mengembalikan kerugian
yang ditimbulkan, tapi sampai saat ini ketiganya tidak membayar sesuai dengan
kesanggupannya;

Mani}abang, behwa berdasarkan fakta tersebul, maka maielis hakim
memandang adil apabila kerugian PT. Sarinah sebesar Rp. 5.088.6848.500.-
{lima miiyar, delapan pulvh delapan jula, enam ratus empal puluh sembifan
ribu, lima ratus rupiah) dibebanken kepada ajaman direksi sesuai dengan
kesanggupannya dan terdakwa Drs. imanu Widodo wajib dihukurn unfuk
miernbayar uang pengaanti sehesar Rp.1.600.060.000 .- (saku milvar #nam ratus
uta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karens Jaksa Penunut Umum mengajukan
dakwaan secara aiternalif dimana dakwaan primair telah dinyatakan terbukdi,
maka lerhadap dakwaan subsidair tidak periu dibukdikan lagi dan terdakwa
wajib secara hukum dibebaskan dari dekwaan subsidalr tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa, skan dikurangkan seluruinya dengan pidana penjara

varyg dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindar
putusan ini majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditaban.,
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Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat
dinyatakan tetap terlampir dalam betkas perkara |

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dipidana maka harus
dibebani puls unfuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana vang

dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakal, maka memperimbangkan
pula :

Hal-hal yang memberatian ;

1. Perbuatan erdakwa berfujtian uniuk merigikan kKeuangan negars |
2. Terdakwa selaku Direkfur Administtasi dan Keuangan PT. Sarinab
'{F?ersew) seharusnya berlindak dan berlingkah laku sebagai pandlan
bawahannya |
3. Perbustan terdakwa jelas mencidersi rasa keaditan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dipersidangan ;

2. Terdzkwa belum pemah dikukum dan sangat kooperatf selama
' persidangan ;

Mengingat Pasal 2 ayat {1} Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1989 jo. UU
No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo, Pasal
58 ayat {1) ke-1 KUHP jo Pasal 85 ayat (1) KUHP serta peraturan lain vang
berkaftan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DRS. IMANU WIDODO terbukii secara sah dan
mavyakinkan bersalah  “TURUT SERTA MELAKUKANTINDAK PIDANA
KORUPSY ;
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Fidana
Penjara selama 5 {lima) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar
Rp. 200.000.000,- {dua ratus juta rupiah), dan bila denda tersebut tidak
dibayar diganfi 3 {tiga} bulan kurungan ;

- 3. Menjaluhkan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti
sebesar Rp 1.800.0660.000.- {satu milyar enam ratus jula ruplah), jika
terpicana tidak membayar uang pengaanti paling lama datarn wakiy 1
{satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempercieh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya disila oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi  uang penggantl  lersebul, daiam  hal terpidena  tdak
mempunyal harta benda vang mencukupl untuk membayar uang
penggant! tersebut, maka dipidana perjara selama 1 { satu) tahun ;

4, Menetapkan lamanys penahanan yang laefah dijalani oleh Terdakowa,
dikurangkan sehsruhnya dengan pidana penjara yang dijatubkan ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa suratgurat sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara, dinyatakan letap tedampir dalam berkas perkara ;

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- {ima ribu rupiah} ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaraian Majelis Hakim
Pengadiian Negeri Jakarta Fugat pada hari KAMIS, tanggal 05 Junt 2008
oleh kami Sugeng Riyono, SH, M.Hum sebagal Hakim Ketua Majelis, Reno
Listown, SH, MH dan Panji Widagdo, SH.MH masing-maging sebagai Hakim
Anggota, puiusan mana diucapkan pada hari ity juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tergsebut dengan didampngi oleh kedua
Hakim Anggota serta dibantu oleh Pammin, SH Panitera Penggantl pada
Pengaditan Negeri tersebut dengan dihadid oleh YUYU AYOMSARL SH.MH dkk
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Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penaschat Mukumnya |

Hakim-Hakim Anggota., Hakim Kelua Majelis.,

Q
{ ;m Listowo, f‘gﬁi;h-’)

{ Sugeng Rivones, SH, M.Hum.- )

{ Panii Widagdo, SH, MH.- }

Panitera Pengdanti,

{(Pa
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T DWAS.!
PUTUSAN e

_ Nomor ; 183(PID/Z00B/PT.DKL.
DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakerta yang memeriksa dan mengadli perkara-
perkara pidana dalam peradilan lingkat banding teleh menjatubkan putlusan
sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdalowa -

Namsa lengkap : Drs. IMANU WIDODO.

Tempat latir . Surabaya.

Umuorftanggal ishir 54 Tahurd3 Met 1954,

Jenis kelamin : Lakidaki,

Kebangsaan . Indonesia,

Tempattinggal - [ Taman Mangu indah Blok B.1 No. 14 RT 001/006—

Keiuraha_n;i)esé Pondok Aren, Kecamatan Pondok
Aren, Teangserang,

Aoama + lslam
Pekeraan ; Karyawan Swasta/Mantan Dirgktur Administrasi dan
Keuangan PT, Sarinah.
‘ Pendidikan : Sarjana.-

1. PFenunbit Umum seiak tanggal 16 Januari 2008 s/d tanggatl 4 Februar 2008;
2. ?erpanjangarz Kelua Pengadilarr Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 5
Februari 2008 sid %anggal 5 Maret 2(3{}8

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penelapan Penahanan ;

. erpanjarzgan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sefak tanggal 28
7 Maret 2008 s/d tanggal 26 Me! 2008,
Perpaniangan Ketua Pengadilan Tingoi Jakaria sejuk tanggal 27 Mei 2008

$/d tangoal 25 Jurd 2008,
&. Hakim Pengadilan Tinggl Jakarnta sejak tanggal '1‘1 Juni 2008 s/id tanggai 10

Judi 2008; _
7. Perpanjangan Wakil Ketua ‘Pengadﬁaﬁ Tinggl Jakarta sejak tanggal 11 Juli

2008 s/d tanggs! B September 2008;
Terdakwa dalam hal ini diwakilt oleh kuasanya BAMBANG TRIATMANTO, SH.,
MULIA ...
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2 URTUK DRIAS

MULIA PURBA, SH. dan CHANDRA D. ANGGRARINI, SH., para Advokat dan
Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara dan Konsulten Hukum Bambang
Triatmanto & Rekan, beralamat di JI Bintero Puspita /G5, Jakarta 1232{3

berdzsarkan surat kuasa khusus tertanggat 9 Juni 2008;

FENGADILAN TINGGI tersebut;

dengan perkara ini;
tt

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat |ain yang berhubungan

Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkera | PDS-
02/3KT.PST/02/2008 tertanggal 26 Februari 2008 terhadap terdskwa pada
pokoknya berbunyi sebagal berikuf
PEIMAIR ¢

Bahwa terdakcwa Drs. IMANU WADIODO Direkusr Operast PT. Sarinah
{Persero} diangkat berdasarkan Surat Kepulusan Menteri Keusngan Republik
indenesia Nomor | S8%/KMK. 016711887 nzangga! 12 November 1987 kemudian
perdasarkan Swrat Direkhr Utama PT, Sarinah No. {80/Dirut/ V2000
langgal 8 Maret 2000, diangkat sebagat Direklur Administrasi dan Keuaengan
PT. Sarinsh (Perserd), berindak sendii-sendii maupun bersama-sama

dengan Yustian jsmail, SE. (disjukan penuntutan dalam berkas tempisah)

sefak tanggal 1 September 1889 sampai dengan tanggat 10 Juli 2001 atau |
sefidak.idaknya pada waklu-wakiy fertentu dalam tahun 1888 sampai
dengan" tehun 2001, bertempat di Kantor PT. Sarinah {Persero) Ji M.H.
No. 11, Jakarta Pusat atzu setidaknya pada suaty tempat dalam

perskonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagal barilal s
- Berdasarkan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT, $amah
(Persero} Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1938 tanggal 26 Mei 1988 tentang
Ketentuan/Peraturan  Pengadaan Barangldasa yang pendanasnnya
bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persers) menyatakan
untuk melakukan pengadaan barangfasa dengan nilai diatas Rp.
100.000.000,- {seratus juta rupiah) ditempuh melaiui cara lelang (tencler)
baik pelelangan umum maupun pelelangan terbatas, namun pekerjaan

pembuatan ...
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; UNTUK DINA S
" pembuatan sertifikast tanah milik PT. Sarinah dilakukan dengan cara
penunjukan fangsung oleh Yustian lsmail dan terdakwa selaku Direktur '
Administrasi dan Keuangan PT. Sarinsh (Perserc) menyetujul melakukan
pembayaran yaity : ' -
1. Terhadap Sertifikasi Tanah .
1.1. Sertifikasi Tanah di Pancoran, Jakarta Selatan

- Bzhwa untuk memperkuat bukll kepemilikan tanah miik PT.
Sarineh (Persers) YUSTIAN ISMAIL, SE. ssiaiwy Direktur Utama
PT. Sarinah -membuat Surat Nomor  S27/DIRUTEA/ 1990
tangga! 20 Juli 1899 tenfang Seriifikat Tanah Milik PT. Sarinah i
Pancoran yang dittiukan kepada Komigaris Utama PT. Sarinah
{Persero)} yang isinya melaporkan bahwa pengurusan sertifikat
fanah skan dilaksanaian oleh Kantor Notars/PPAT SULIETIO,
8H. dengan biaya sebesar Rp. 852.380.000 - (delapan ratus fima
priuh dua juta liga ratus delapan puluh abu rupiahy; )

- Untuk menindak janjuti Sural Nomor © S27IDIRUTEMI 999
targgal 20 Juli 1999 Yustien Ismail merunjule SULISTIO, SH.

1! 4 mengaky sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan i Jb

Semdeka Putin Barat Xi No. 97, Jakarta Pusal, kemudian pada

BhddEl 1 Seplember 1999 ditanda tangani Surat Perjanjian

@sama  Pembuatan Sertifikat  Tanah miik PT. Sarinah

Perjanjian Kerdasama Nomor . 042/DIRUTEAXASYS yang
ditanda tangani olet YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakill PT. Sarinah
{Perserc) dengan SULISTIO, SH. yang isinya sebagsi berikut
a. Tugas dan suang lingkup pekerjaan

- PT. Sarinzh {Perserc} membertkan tugas pekerjaan -
kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH;;
. Notarig/PPAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas
pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifkeat tanah milik
BT, Sarinsh (Persero) yang terletak di Ji. Pancoran Timur
I, Kelurshan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta

Selatan

b. Tahap Pelaksanman pekerjsan pembuatan sertifikat tanan
mehioudi

1. Panyelesaian lanjutan Advis Planning:

2. Pengukuran ...

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 2009



L

7.
8.

¢. Biaya pelaksanaan pekerjaan ¢

\ Kas negara atau ganti rugi ke kas Negare;

« [UWTUK DINAS|

Pengukuran . -
- Pendaftaran pengukuran;--
- Pelaksanaan pengulkuran;
«  Penggambaran;
Pengesahan gambar situagi;
Permohonan hak atas tanah;
Proses fatwa Kantor Perfanahan {rekomendasi);
Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri
AgrariafKepala BPN;
Pendaftaran 8X Pemberian Hak;
Penerbian dan penyerahan sertifikat

——

Jumigh biays pekefisan, pengurusan dan pembuatan
sertifikat tanah se%:zaéar Rp. 852.380,000,~ {delapan ratus
lirma putuly dua juta tiga ratus delapan puluh rbu rupiah);—
Jumlah biaya pekeraan inl itelah lermasuk  segala
pengeluaran beseda pajak-pejak sesuai ketentuan dan
prosedur yang beriaky;
Biaya tersebut diatas belum lermasuk biaya Retribusi ke

Sngka wakiu pelaksenaan pekerjaan ditetapken selama 5

n) bulan sejak perjanjian ditanda tangani;

Y £. shigh dan Kewajiban PT. Satinah (Persero) :
Menerima semua  dokumen-dokumen vang berksitan

aengan pengurusan gerlifikal tanaly;
Menerima sertifikat asii tanah dari Menterl Agraria/Kepala
BPN, : .

Membayer seiurth bieya pelaksanaan pskefaan sebesar
tersebut dalam pasal 2 ayat {1) kepada Notaris/PPAT
SULISTIO, 8H.;-

f. Hak dan Kewajiban Notans/PPAT SULISTIO, SH. i

Mersrima pembayaran atas jJasanya menguris pembuatan
sedifikat tansh sebagaimana fercantum dalam pasal 2 ayat
{1
Menyerahkan seluruh dokumerdokumen serte sertifikat
asfi tanah yvang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala
BPN kepada PT. 8arinah (Persero);

-~ Penunjukan ...
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Penuniukan langsung terhadap SULISTIQ, SH. yang mengaku -
sebagal Notaris/PPAT selaku pelsksana pembuatan sertifikat
tanah Pancoran cleh Yustian lsmail, 8E. dengan alesan karena

sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON

RIFAI {selaku pemegang kuasa dari SUL%STEO‘ SH.} bersame

PUDJI RAHARJO yang mengaku bekeria di Kantor Notaris/PRAT
SE}Z_I-S?K}; SH., tanpa persstujuan terlebih dahuly dalam rapat
Direkst, yang juga dikehial oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO,
tanpa melakukan evaluasi febih dahuly terhadap penawaran
harges biaya  pekerigan  pembuatan  sertifikal, seharusnya
penunjukan langsung tersebut teriebih dahuly ada persetujuan
dalam rapat Direksi sebagaimana dishur dalam pasal 11 ayat (1D
Akta Perubahan Anggaran Dasgr PT, Sarinah {Persere} Normor -
54 tanggal 17 Maret 158328 dan diiaskuken melalui proses ieiangv
karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seralus hta
rupiah) vang ditkuli sebanyak-baryaknya 6 {lima) rekanan dan
sedikit-dikitnya 3 {liga) rekanan dan melakukan evaluasi terhadap

Keputusan  Direksi PT, Barinah  {Persero) Nomor
QU7/KPTS/DIRUTANINMS3R  tentang  Sistem dan  Prosedur
Administrasi PT, Sarinah {(Persero); e
Setelah berakhimya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
pergurusan dan pembuatan sertifikat tanah Pancoran sasyai
Perjanjian Kerjasama Nomor @ 042/DIRUTIE/X/1888 tanggal 1
Septemnber 1999 pada bulan Januari 2000, SULISTIC, SH. yang
mengaku sebagai Notaris/PPAT belum menverahkan sertifikat
tanah Pancaran kepada PT. Sarinah (Perserc), namun terdakwa
Drs. IMANU WIDODO tetap melalukan pembayarsn kepada M.
DJAFRON RIVAI selaky pemegang kuasa SULISTIO, SH.,
kemudian pada akhir bulan Maret 2000 dilakukan Adendum
terhadap pefanjian Kerjasama perbuatan  sertifikat  tanah

Pancoran ...
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Pancoran dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor
012/ADD/MIRUT/EAN2000 tanggal 31 Maret 2000 khusus yang
menyangkut jangka wakiu pelaksanaan pekerjasn yang semula 5
{lima) bulan menjadi 11 (sebelas} bulan yang ditanda tangani
YUSTIAN ISMAIL, 8E. dan SULISTIO, SH.;
Pada wakiu penanda langanan perjanjian kerjasama pembuatan
sorbifikat tengh Pancoran dan Rdenéum Peranjian Kerjasama,
pihak SULISTIO, 8H. vang mengaku sebagai Nolaris/PRAT tidak
pernah hadir di Kanter PT. Sarinah (Persero);
- Selelah peranjian keriasama pembuatan sertifikat  fanah
Parcoran ditanda fenganl kemudian lerdakwa Drs,  IMANU
WIDODO menyetupd  dan melakukan pembayaran  kepada
SULISTIO, §H. yang mengaxu sebagal Notaris/PPAT yang

* diterima oleh MUHAMMAD UJAFRON RIFA] ssizku permegang

kuagsa, sesual dengan bukll pengeluaran bark (voucher) sebagai
berikut .

=, Tanggal 21 Maret 2000 Rp,  26.280.000,

e nggal & April 2000 Rp. 65.625.000,
ggai@MeiRDﬂO Rp.  28,437.000,—

gk Grggal 9 Mei 2000  Rp: 5878.000,

hanggal 17 Jull 2000 Rp. 31.500.000,

anggal 1 Agustus 2000 Rp. 78.760.,000, —
- Tanggel 28 Agustus 2000 Rp. 38.375.000,
- Tanggal 3 Oktober 2000 Rp. 7.875.000,
~ Tanggal 14 November 2000 Rp. 15.580.000,
- Tanggal 11 Desember 2000 ‘Rp.  37.013.000,
-~ Tanggal 15 Januar 2001 Rp. 19.475.000,———

~  Tanggal 8 Februari 2001 Rp. 3.895.000, wm——

' Rp. 359,453,000,

- Selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam perjanjian
kerjasama, juga dilakukan pembayarart biaya Relribusi dan Bea
Perplehian Hak Atas Tanzh dan Bangunan (BPHTB) kepada
SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang
disetujui oleh terdakwa Drs, IMANU WIDODCO dan diterima
MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal
biaya-biaya tersebut tidak dinggarkan dalam pefjaniian

Kerjasama ...
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kerfasama, sesual bukli pengelueran bank {voucher} sebagai
berikut :

Retribusi Adminlstrasl Pembangunan tanah fanggal 24 April
2000 Rp.  225.801.000 -
- Bea Perolehan Hak atas Tansh dan Bangunan —emm .
- Tanggal 27 Oktober 2000 o, 35.000.000, ——wewn
«  Tanggal 7 November 2000 Rp. 38.000.000,
- Tanggal 21 Desember 2000  Rp, 3&.000.600 e

- Tangge! 29 Januar 2001 Hpo 35.000.000, — o
- Tanggal 8 Februari 2001 Rp. 35.000.000, — e
- Tanggsl 12 Maret 20014 Rp. 28.000.0C0,
-  Tanggal 28 Maret 2001 Rp. 25000000,

Rp.  225.801.000,
- Setelah seriifikat tanah Pancoran berupa Sertifikst Hak Guna
Bangunan (HGB) No. 35 diserahkan oleh MUHAMMAD
DIAFRON RIFA] kepada PT. Sarinah {Persers! selanjutnya
YUSTIAN 1ISMAIL, SE. memerintabkan saksi A RACHMAN
{Kepaia Bire Akutansi dap Keuangand untuk menyimpan
sartifikal tersebut dalam brankas wnpa_dilakukan gengoecekan
bsahan serlifikat tersebul pada Kantor Pertanzhan Jakarta

T

Republik indonesia Nomor © 380K 05/2001 tenggal 3 Jub
2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-
Anggota Direksi Parusahaan Perseroan {Persera) PT. Saringh,
diketahut SULISTIO, SH. bukan Notaris karena tidek terdaftar
sebagal Notafis pada Sub Direktorat Notaris sesuai Surat Direktur
Perdata pada Direkkyr Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departermen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor ; €2-
HT.03.10-258 tanggal 17 September 2001 perthal Informasi
tentang Stafus Notaris. Demikian juga sertifikat Hak Guna
Bangunan (HGB) No. 35 untuk tansh Pancoran adalah palsu
karena tidak pamah diferbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakearia
Selatarn,

Dari L.
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Dari jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) yang
disetujui dan dilakukan psmbayaran oleh terdakwa Drs. IMANU
- WIBODO kepada MUHAMM DJAFRON RIFAL selaku pemegang
kuasa dari SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT
untuk pembayaran pengurusan serifikal tanah Pancoran sebssar
Rp. 1.680.322.000,- (satu milyar enam ratus delapan pulch juta tiga
ratus dua puluh dua ribu rupiahy;-
1.2, Sertifikasi Tanah di JL M. H. Thamrin, Jakarta Pusat
- Sebagal kelanidan Surat Nomer ;| S27/IRUT/EAVIISED tanggal
20 Julf 1888 YUSTIAN ISMAIL juga menunjuk SULISTIO, 8H.
yang mengaku sebagal Nolaris/PPAT dan penunjukan fangsung
tersebut uga disetujul oleh ferdakwa Drs. IMANU WIDCDO,
kemudian {anggal 12 Februar 2001 dilakukan penanda tanganan
perianjian kerjasama penbuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah
{Perserc} yang ferletak di Ji MH. Thamrin, Jakarta Pusat,
dengan Surat Pertanfian Kerjasama Nomor
DO4B/DIRUTENNZ001 yang ditanda langani oleh YUSTIAN

PT, Saringh (Persero) memberikan iugas pekerjaan
kepada Notaris/PPAT SULISTIO, 8H,;
-  HNotards/PPAT  SULISTIO, 84, melaksanakan tugas
peksriaan pengurusan dan pembuatan serifikal tanah milik
PY. Sarinah {Persero) yang terletak di JI. M H. Thamrin No.
11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta
Pusat;

b. Tahap pelaksanaan pekerjaan pambuatan sertiffkat taryah
mefpull

1. Penyglesaian lanjutan Advis Planning;
2. Pengukuran:

- Pendaftaran pengukuran;
» Pelaksanaan pengukuran; -

- Penggambararn

3. Pengesshan ..
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3. Pengesahan gambar situasi;
4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camatl;—

5. Penyusunan SIPPT (Surat fjin Penunjukkan Penggunaizan
Tanahy,

8. Permochonan hak atas tanah:

7. Proges Fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi);

8. Sural Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri
Agrania/Kepala BPN;

8. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB);
10.Penerbitan dan penyerahan serfifikal,

©. Bisya pelaksanaan pekerizan

]

~ Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan
sertitikat tanah sebesar Rp. 895.125.000,- (delapan ratus

sembilan pulun lma juta seratus dua puiuh lima ribu
rupiah};

- Jumish biaya pekefi@an inl lelah fermasuk segula
pengeluaran beserla pajak-pailak sesual ketentuan dan
prosedur yang berlaku,

- Biaye lersebut diates belum termasuk biaya Relribusi

uniuk Advis Planning, SIPPT dan Bea Perolehan Halk ke
iKas Negara;

ngka waktu pelaksanaan pekerjsan ditetapkan selama &
gnam) bulan sejak ditanda tanganinya surat perjanfian
fjasama;
7 Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) .
~  Menerima semua dokumenwdokumen vyang berkaitan
duangan pengurusan sertifikat tanahy;
- Menerima serifikal asii tanah darf Menteri Agraria/epala
BFN;
- Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar
tersebut dalam pasal 2 ayal (1) kepada Notaris/PPAT
) SULISTIO, SH;
f Mok dan Kewajiban Notans/PPAT SULISTIO, SH. ¢
- Menearima pembayaran slas jasanya mengurus pembuatan
sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat

(1%

- Menyerahkan ...
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- Menyerahkan selwruh dokumen-dokumen serta sertifikat
ash tanah yang diterbitkan oleh Menter AgrariavKepala

BPN kepada PY. Saringh {Persero); -
Perunjukarn langsung terhadap SULIBTIO, SH. vang mengaku
sebagai Nolaris/PPAT selaku -pelaksana pambuaten  sertifikat
tanah H. MH. Thamyin, Jakarta Pusat oleh YUSTIAN ISMAIL,
SE. dengan alasan karena sudah mangenal dan percaya kepada
MUMHAMMAD DJAFRON RIFA] selaku psmegang kuass dari
SULISTIO, 8H. bersama PUDJS KRAMARIO vyang mengaku
bekeria i Kartor Notoris/PPAT SULISTIO, SH. dary dalam
penuniukan tersebul tanpa terebih dahuly mendapat persetuvan
dalam rapal Direksi namun penuniukan tersebut disetujui oleh
terdakwa Drs. IMANU WIDODO, Seharusnya leriebih dahulu
diadakan rapat Direksi untuk merdapal” persetujuan Direksi
sebagaimana' diztur dalam pasal 11 ayat (ll) Akta Parubahan
Angoaran dasar PT, Sarinah {Perserc} Nomor ; 54 langgal 17
ret 1998 dan dilakukan melalsi proses lelang karerna nilad

igaimana diatur dalam angka V hurdf C keputusan Direlesi
PT. Sarinat (Persero) Nomor | OSHKPTSDIRUTANMEE8
tanggal 26 Mei 1598 tentang Kelenfuan/Peraturan Fengadaan
Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran
Befanja PT. Sarinah (Persero) dan ketenluan hurdf G (Bidang
Urmntim) Buku 1l Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor
DOZ/KPTS/DIRUT/VINGSY tanggal 10 Februari 1999  fentang
Sisterm dan Presedur Administrasi PT. Sarinah (Persero); ‘
Bahwa pada waldu penanda tanganan surat peranjian Kerjasema
pembuatan sertifikat tanah di JI M. Thamyin, Jakarta Pusat,
SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT lidak
pernah hadir di Kantor PT. Sarinah (Persero}; —
Bahwa sefelsh perjanjian ditanda tengani kemudian YUSTIAN
ISMAIL menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direkiwr

Administrasi ...
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Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persers} untuk
mambuat perencanaan dan melakukan psmbayaran biava
pengurusan dan pembustan serlifikat yang teleh dianggarkan
dalam perjaniian kerjasama kepada SULISTIO, S$H. yang
mengaku sehagal Notarls/PPAT yang diterima oleh MUMHAMMAD
DJAFRON RIFAL selaku pemegang kuasa dar] SULISTIO, $H.
sesual dengan bukti pengeluaran bank {voucher) sebagal berikut!

«  Tanggal 21 Februart 2001 Rp. 75.000,000,
- Tanggal 21 Februad 2001 Rp.  200.000.000,
- Tanggal 3 Maret 2001 Rp. 14.161.304,
' 161.304,» (=)o
- Tanggsl 6 Junj 2001 Rp. 235 .406.2580 »wr—— "
Jumiah Rp. 524.506,250,—-—-

- Bahwa selain biayé pekerjaan yang telsh dianggarkan dalam
perjanfian Kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retiibus
dan Bea Perolehen Hak Atas Tenah dan Bangunan (BPHTB)

frsebut  tidak  dianggarkan  dalam  perjeniian

o sebagai berkul

- Refribusi penggunaan dan peruntukan tanah tanggal & Juni

2001 Rp. 37 300,008, —
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunen tanggal 20
© Juni2001. . Rp.  1.247.560.000 -

Jumniah Rp., 1.515.260.000,wmmmr
Dengan demikian jumiah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah
(Persero} dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku
pemagang kuasa dari SULISTIC, SH. yang mengsku-ngaku sebagal
MNotaris/PPAT untuk pengurusan serdifikat tanah L MH. Thamrin No.
11, Jekaria Pusat seluruhnya sebesér Rp. 2.138.768.250,- (dua
milyar $eratus tiga puluh sembilan juta tWijuh ratus enam puluh enam
ribu dua ratus ma puiih rupieh); .
1.3. Sertifikat Tanah JI. Agus SalimfJl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat
- Pada tanggal 13 Junt 2001 dilakukan penanda tanganan

perjanjian ...
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pefiém}ian karjasama pembuatan serlifikat tanah milik PT. Sarinah
{Persero} vang teretak di Ji Agus Salim/idl Wahid Hasylm,
Jakarta Pusal, sesual Peranfian kerjasama Nomor

M19BIRUTAEMZ00! vang ditanda tangani cofeh YLUISTIAN
(SMAIL, Bt. mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO,
SH. yang mengaku sebagai Nolaris/PRAT yang berkedudukan di
Ji. Gempaka Putih Timur X3 Nomeor @ 143, Jakafia Pusat, vang

dituniuk langsung oleh YUSTIAN ISMAIL, SE, yang Isinya antara
iain ;

A Tugsas dan ruang lingkup pekerjaar :

- PT. Sarinah {Perserd) memberikan tugas pekerjaan -
kepada Notaris/PPAT SULISTIO, 8H;

- NoterisPPAT SULISTIO, SH. melaksanskan tugas
peketjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik

PT, Sarinah (Persero) yang terietak di Ji. Agus SalimiJt.

H,,, wahid Hasyim, Kehwrshan Menteng, i(eaamatan
G"\ ‘Gondangdia, Jakarta Pusat;

£ Z Pengukurar:

- Pendaftaran pengukuran,

« Pelaksanaan pengukurar;

- Renggambaran;

3. Pengesahan gambar situasi,

4, Pengusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Cemat;
5. Penyusunan SIPPT (Surat ljin Penunjukkan Penggunaan
Fanahy;
6. Permchonan hak atas tenaly;

7. Proses Fatwa Kantor Pertarahan {mkomendam}
8. Surat kepulusan Pembarian Hak (HGB) dar Menteri
Agrarigfiepala BPN, -
9. Pendattaran SK Pemberian Hak (HGBY;
10. Penerbitan sertifikat;
¢. Biaya peigksanaan pakerjaan .

- Jumiah ...
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- Jumlah blaya pekerjaan, pengurusan dan pembusatan
sertifikat tanah ssbesar Rp, 891.804.375,- {delapan ratus
sembilan pulub satu juta delapan ratus empat ribu tiga
ratus fujuh puiuh Bma ruplah);
Jumlah biaya pekeriean ini telah  termasuk segaia
penueisaran beserta pajak-pajak sesual ketentuan dan
prosedur yang berlaki; .
- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi
untuk Advis Planning, SIPPT dan Retribuai resmi sertifikat

ke Kas Negara atau ganti rugi ke Kas Negara,

d. Jangka wakiu ;}&laks&naaa pekerdaan d‘tezapkan selama 6

_,.--*‘dengan pengurusan sertifikat tansh:
g

722 Menerima sertifikat ashi tanah dari Menteri Agraria/Kepala
BPN;

- Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar

tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada NotarisiPPAT
SULISTIO, M.

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, 8H.
- Nenerima pembayaran alas jasanya menguius pembustan
seriifikat tansh sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayatl
{1);
- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat
asli fanah yang diterbitkan oleh Menteri AgrariaiKepala
BPN kepada PT. Sannah {(Persero);
- Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, 8. yang mengaky
sebagsi Notaris/PPAT gelakupelaksana pembuatan sertifikat
tanah Ji. Agus Salimijl Wahid Hasyim, Jakarda Pusat, oleh
YUSTIAN IS8MAIL, SE, dengan alasan karena lelah menerima
sertifikat asii tangh Pancoran namun sewakiu menerima sertifikat
fersebut YUSTIAN ISMAIL, 8E. fidak melslukan pengecekan
keabsahain sentifikal tersebut pada Kantor Perfanahan Jekerta
Selatan dan tanpa mendapat persefujuan lebih dahuly dalam

rapat ..
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rapat Direkst tetapi disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO.
Seharusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direksi. unfuk
mendapat persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalarmn pasat
i1 ayat () Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Sarinah
(Persera) Nomor @ 54 tanggal 17 Maret 1985 dan dilakukan
mejalui  proses lelang karena nilal pekerman diatas Rp,-
100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilkuli sebanyak-
banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-likitnya 3 {tiga) rekanan
yang mengajukan penawaran serta difakukan evaluasi terhadap
penawaran harga yang diziukan rekanan sebagaimana distur
dalam Kepulusan Direksi PT. Sarnah {Persero) Momor

UBS/KPTSANVIDS8  tanggal 26  Mel 1998  teniang
Kefeﬁiuanfpe}aturaﬁ Pengadasan barang/iasa yang
pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. sarinab
{Persero} dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buky 1N
Keputusan Direksi  PT. Sarinah (Pez‘sem—} Homor

67 3 PTSIOIRUTAAI1998 tanggal 10 Februan 1388 tentang

228t dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero);

- Bahwa seisiah perjanjian ditanda tangani kemudian YUSTIAN
ISMAIL, SE, menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODQO sefaku -
Direkiur Administrasi dan Keuangan #1, Sarinah {(Persera) untuk
membual perancanaan dan  melakukan pembayaran  biaya
pangurusan dan pembuatan serifikal yang telah disnggarkan
dalamn pedanjian kerjasama yang diterima oleh MIHAMMAD
DJAFRON RIFA] selaku pemegang kuasa SULISTIO, 8H., sesual
dengar: bukll pengelusran bank (voucher} sebagai berikut s
- Tanggat 28 Juni 2001 Rp. 111.425625 -

- Tanggatl 10 Juli 2001 Rp., 311.42506285 .«

’ Jumlah Rp, 222.8581.250,-
Dangan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarihah
{Persaro) dan dilerima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku
pemegang kuasa dart SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris

{PPAT ...
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! PPAT untuk pengurusan serifikat tanah Ji. Agus Saliml Il Wahid
Hasyim, Jakarte Pusat seluruhnya sebesar Rp, 222 851.250 - {dua

ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus
lima puluh rupiahy;

Z. Terhadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunaan Uang
Perusahaan Untuk Membayar Hutang
- Bahwa pada bulan Desember 1999 Kepala Cabang PT. Bank Mandiri
Jekaria Sarinah saksi YUSNIATI ASLAN mengiim sursf  No.
Cab.40/338A tanggal 15 Desember 1998 kepada Direkst PT. Sarinah
{Persero) perihal perpanjangan sewa menyews ruangan kantor untuk
jangka waktu 3 {figa} tahun {1 Januari 2000 sampal dengan 31
Desembe{ 2002}, yang kemudian didisposisi oleh YUSTIAN ISMAIL,
SE. yang isinya:
- Diberi discount 20%:;
- Cara pembayaran 2 kali, Dezember 1968 dan Maret 20060;

- Kemudian pada tenggal 23 Desember 1999 dilanhutkan pembuatan
pefjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarinah {Persero)
=glengan PT. Bank Mandin Nomor © 049/DIRUT/ESUIN 999 yang ditanda
thﬁrt}}:g ni aleh YUSTIAN ISMAIL, SE. seleku Direktr Utama PT.
ﬁféfbﬁﬁp h {Parsero} dengan YUSNIATI ASLAN sslaku Kepala Cabang
\? fiiF‘ %ank Mandiri Jakarta Sarinah, namun dalam pedanjian tersebust |

?& 2 A%d‘é?/éaawr tentang pemberian discount 20%. Selglah PT. Bank
mandin membayar uang sewa pada langgal 30 Desember 13999
sebiesar Rp, 1.308.278.485 - {salu milyar sembilan ratus sembilan juta
dua ratus tuiuh puluh sembilan nbu empat ratus delapan puluh 1‘16‘1@1
rupiah) dan tanggat 27 Maret 2000 sebesar RBp. 1.500.279.485 - (satu
milyar sembilan rafus sersbiian juta dua retus ujuh puluh sembilan ribu
smpat ratus delapan puluh fma rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.

3.818.558.970,- {ige milyar delspan ralus delapan belas jule fima
ratus fima puluh delapan rby sembilan ratus tujuh puleh rupiahg
YUSTIAN 1SMAIL, S8E. dan terdakwa Drs. IMANU WIOODOQ
menyetujul pengeluaran uang dari Kas PT. Sarinah (Persero) untuk
memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri fakarta Sarinah selaku
penyawa sesual bukli pengeluscan bank {voucher) tanggal 31
Desember 1999 sebesar Rp. 381.855,000,~ (iga ratus delapan puluh
salut juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupish) atau seluruhnya

sebesar . ..
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sabesar Rp. 763.710.000,~ {hujuh ratus enam puluh Hga juta tujuh ralus
sepuluh ribu rupiah), namun uang lersebut fidak permah diterima oleh
PT. Bank Mandiri Jakarta Selatan tstapi digunakan untuk kepentingan
pribadh terdakwa drs. IMANU WIDODQ dan YUSTIAN ISMAIL, SE. [~
Bahwa karena uang discount sewa digunakan untuk kepentingan
pribadi, maka untuk mengembalikan ke PT. Sarinah {(Persero)
selaniufniva YUSTIAN ISMAIL, . SE, pada tangoal 10 April 2001
membuat memo kepada PT. saringh Cabang DKI untuk mencairkan
uang  deposito milik PT. Serinah cabeng DKl sebesar Rp.
900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiab) dengan alasan uniuk
keperluan kantar pusal, akan tetapi uang deposito tersebut digunakan
sebagai setoran lunal ke Kas PT. Sarinah {Persero) untuk
mengembalikarn wang discount sewa sebesar Rp. 763.710.000,~ {luluh
ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesus buki
penerimaan bank tanggal 11 April 2001 dan bahkan sisanya
digunakan juga uniuk membayar hutang pribadi YUSTIAN BMAIL, 5E.
zsebasar Rp. 140.000.000,- {seratus empat puluh juta rupiah) sesusi

! sepa kst by mptaﬁ} dliambah Rp. 140,000.000,- {seratus empat
(i juta rupiah) atay seluruhnya sebesar Rp. 903.710.000,- {sembilan
ratus tiga juia tujuh ratus sepulub riby rupiah);

3. Terhadap Renovasi Gedung Sarinah Juanda-—
- Bahwa pada tanggal 4 Oklober 2000 PT. Sarinah (Persero)
mengeluarkan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat priiby

dua juta rupiah) untuk renovast gedung Sarinah Juenda tanpa
dilengkapi dokumen kantrak yang diselujui oleh terdakwa Drs. IMANL
WIDODO dan diterima oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. untuk kepentingan
pribadi. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2002 YUSTIAN ISMAIL, SE.
membuatl Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang gsebesar Rp.

142 000.000 - {seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan cara

diangsur, namun belum pernah dibayar,

- Behwa perbuatan lerdakwa menyetujul pembayaran uang sebesar Rp.
142.000.000.- (seratus empat puluh dua juta rupiah} kepada YUSTIAN
ISMAIL, SE. untuk renovasi gedung Sarinalt Juanda bertentangan
dengan ...
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dengan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah
(Perser) Nomor : Q85/KPTS/DIRUTNN/998 tanggal 26 Mei 1998
tentang  Ketentuan/Peraturan Pengadaan  barangfjasa yang
pendanaennya  bersumber dari Anggarar Belanja PT. Sarinahy
{(Persero} yang seharusnya dilakukan melalui i proses lslang kareng
nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000,000,- {seratus juta rupiah); -
Dengan demildan jumiah wang PT. Sarinah {Persero} yang disalah

gurakan sebesar Rp. 1 42.000.000,- {seratus empst puluh dua juta
rupiahy;

- Perbuatan terdakwa térsaiwt telah memperkaya diri serndid, alay orang
ain yaitu MUHAMMAD DJAFRON RIFA! selaku pemegang kuassy
Notaris/PPAT SULISTIO, SH. don YUSTIAN ISMAIL sebesar Rp.
5.088.648.500,- [(Ima milyar delepan puluh delapan s enam ratus
ampal pulul sembilan ribu lima ratus cupishy; -—

~ Bahwa akibat perbustan terdakwa lelsh merugikan keuangan Negara

sebesar Rp. 6.088.645.500,- {ima milyar detapan puluh delapan jila
enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupish) atau setidak-
tidaknya sekitar jumigh tersebut

huatan lerdakwa sebegaimana diatur dan diancam pidana datam pasal 2

,{3‘ i ‘;)xa};aé-(‘i } jo. pasal 18 ayat {1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1998 Tentang

EaNE P z‘f%. erantasan Tirdek Pidana Kempsi Jjo. Undang-undang Nomor 20 Tahun
?&\% % Tentang Perubshen Alas Undangurdarg Nomor 31 Tehun 1999
: ,‘”"’ ‘ ntzang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo, pasal 85 ayat (1) ke-1 jo
pasal 65 ayat {1) Kitab Undangundang Hukum Pidana,
SUBSIDAIR ¢
Bahwa terdakwa Urs. IMAND WIDODO Direktur Operasi PT. Sarinah
{Fersero) diongkat berdasarkan Sural Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor © SES/KMK.O16/1987 tangoal 12 November 1587 kemudian
berdasarkan Sural Direkiue Utema PT. Sarinah No. 150/Dimtilizo00
tanggal & Maret 2000, diangkat sebagal Direktur Administrasi dan Keuangan
PT. Sarinah (Persero), bertindak sendiri-serdirl maupun bersama-sama
dengan Yustian 1smail, SE. {diagjukan penunlutan dalam berkas terpisah)

pada wakiu dan tempat sebagaimana diuratkan pada dalwaan Primair diatas,
melakukan atau turit serta melakukan beberapa perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan

pidana ..
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pidana pokok yang sejenis, telah menyalah gunaken kewenangan,
kesempatan atau  sarans vang ade padanya Kereng jebatan  atau

kedudukannya yang dapat merugikan keuangean negara, yang dilakukan
dengan cara sebagal berikut -

- Berdasarkan passl 11 Anggaran dassr Peruszhaan Perseroan PT.
Saringh {Persero} Nomor @ 54 tanggal 17 Maret 1998, terdakwa seigku
Direkr Administrast dan Keuangan PT. Barinah {Perserc) bertugas
memimpin dan mengkooardinasikan kegiaten administrasi dan kez}angan
cerusahaan, membawahi Biro Adminisirasi Keuangan, Bagian Akutansi,
Bagian Keuangan dan Membaniu Direkiur Utama dibidang Administrasi
dan  Keuangan Perusshaan, selain #u lerdakwa  selaku  Direltur
Administrasi dan Kauangan herwenang menanda tangani perssiljuan
pembayaran dan atau menanda tangani Cheque,

~  PBahwa terdakwa selaku Direkluyr Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah
{persero) telah menyala?z gmakaﬁ k&wenarzgan atau kesaznpzztan gtau

n-..»,a

i(e ngan PT. Sarinah {Persert) calam peﬁgadaan barangfjasa telah
. meiaa%{ukaﬂ penyimpangan yeitu turd melakukan penunjukan langsung
ks _'9‘daiaz§ pengadaan barergfjasa yang seharusnya melalui felanglender
il -_'se'am iu terdakwa melakukan penyimpangan dalam menggunakan dana
N _-;:‘perusanaan yaitu ;
: Yarﬁadap Sertifikasi Tanah
1.1. ﬁertiﬁkasz Tanah di Pancoran, Jakarta Seiatar'

- Bahwa untulk memperkuat bukli kepemifikan tanab milk PT.

* Sarinah (Persero} YUSTIAN ISMAIL, SE. selaku Direktur Utama
PT, Swminsh membuat Surat Nomor  S27T/DIRUT/EANITEEY
tanogal 20 Juli 1999 tentang Sertifikat Tanah Milik PT. Sarinah di
Pancoran yang dilujukan kepada Komisaris Utama PT. Sarinah
{Parsero} yang isinya melaporkan bahwa pengurusan sertifikat
tenah akan dilaksanakan oleh Kantor Notaris/PPAT SULISTIO,
SH. dengan biaya sebesar Rp. 852.380.000, (delapan ratus ima
puluh duz juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); -

- Untuk menindak lanjui Surat Nomor : S27/DIRUTIEAINGSD
tanggal 20 Juli 1999 Yustian lsmail menunjuk SULISTIO, S§H.
yang mengaku sebagat Notaris/PPAT vang berkedudukan di JL
Cempaka Putih Barat X} No. 97, Jakerta Pusat, kemudian pada

tanggal ...
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tanggal 1 Seplember 1899 ditanda tangani Swat Perdanjian
Karjasama Pembuatan Sertifikat Tanah milik PT. Sarinah
{Perserv) yang terietak i J. Pancoran Yimur B, Kelurshan
Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selaten dengan Surat
Perjaniian Kerjasama Nomor @ OA2DIRUTEAXA999 vang
ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakili PT. Sarinah
{Persers) dengan SULISTIO, SH. yang isinya sebagat berikut (-
a Tugas dan ruang fingkup pekerjaan :
- PT. Saringh (Persero) memberikan tugas pskerjaan
kepada Notars/PPAT SULISTIO, SH;

- Notaris/PPAT SULISTIO, SH, melaksanakan tugas
pekeriaan pengurgsan dan permnbuatan sedifikat tanah milik

PY. Sarineh (Persero) yang terletak ¢ Jl. Pancoran Timur
{1, Kslurahan Cikoko,

Kacamaian Pancoran, Jakarts

2. Pengukuran:

- Pendaftaran peagukuran;
- Peleksanaan pengukuran,

- Penggambaran;

Fengesahan gambar situask,

. Permchonan hak atas tanah,

Proses fatws Kantor Pertanahan {rekomerndasiy;

Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB)} darl Menten

Agraria/Kepala BPN;-
7. Pendaftaran SK Pemberian Hak;
B. Penerbitan dan penyeranan sertifikat;

- ¢ Biave pelaksanaan pekeriaan

o ot oA

- Jumlah biaya pekefjean, pengurusan dan pembuatan
sedifikat lanah sebesar Rp. 852.380.000,- {delapan ratus
fima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),—

- Jumiah biaya pekefaan ini telsh termasuk segala
pengeluaran beserta pajak-pajak sesugl kelentuan dan
prosedur yang berlaky,

Biaya ...
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-~ Biaya tersebul diatas belum termasuk biaya Retribusi ke
kas negara atau ganti rugi ke kas Negara; \

d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjgan ditetapkan sa!éma &
{lima} bulars sejek perdanjian ditanda tangani;

"e. Hakdan Kewajiban PT. Sarinah (Persers) :
- Menerima semua  dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan penglirusan sertifikat tanah:

Menerima sertifikat asli tanah dar Menteri Agraria/Kepala
BPN,;

- Membayar seluruh biaya pelgksanaan pekeraan sebesar

fersebul dalam pasal 2 ayat {1) kepada Notaris/iPPAT
SULISTIO, 8H.;

f Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH. -

Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pernbuatan
serlifikat tanah sebagaimana tercantum dalam pasat 2 ayat
(1) ‘
- Menyerabkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat
asli fanah yang diterbitkan oleh Menten Agraﬁan(epaia
BPN kepada PT. Sarinah {Parsero);

dah menganal dan percaya kezpada MUHAMMAD DJAFRON
RIFA] (selzku pemegeng kuasa dari SULISTIQ, SH.} bersama
PUDJI RAHARJD yang mengaku bekeria di Kantor Notaris/PPAT
SULISTIO, 8H., tenpa persetujuan teriebih dshulu dalam rapat
Direksi, vang juga dikeluai cleh lerdakwa Drs. IMANU WIDODO,
tanpa melakukan evaluasi lebih dahulu terhadap penawaran
. harga  biaya pekerjaan pembuatan sertifikat, seharusnya
penunjukan Jangsung tersebut teriebih dahulu ada perselujuan
daiam rapat Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1)
Akia Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor !
54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang
karersa nilal pekeriaan diatas Rp, 100.000.000,- [seratus juta
ruplah) yang diikuti sebanyak-banyaknya § {ima} rekanan dan
sedikit-dikitnya 3 {liga) reksnan dan melakukan evaluasi terhadap

penawaran ...
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penawaran harga yang disjukan rekanan sez?zagaim}ana diatur
dalam angka V huruf C Keputusan Direkst PT. Sarinah {Parsero)
Nomor @ 035/KPTS/IDIRUTAN/1988 tangal 26 Mei 1988 tentang
Ketentuary/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang
pendanaannya bersumber dari Angaran Belanja PT, Sarinah
{Parsero) dan ketentuan hurug G (Bidang Umum} Buku 1
Keputusan Direksi  PT.  Sarinah (Persero) Nomor
CO7/KPTE/DIRUT/MIFIOLS  tertang  Sistem  dan
Administrasi PT. Sarinah {(Persero);
- Seteish berakhimya jengka waktu pslaksanaan pekeriaan
pengurusan dan pembualan sertifikat tansh Pancoran sesusi
Perianiian Kerjasama Nomor © 04/0IRUTAEI908 tanggal 1
Septemnber 1989 pada bulan Januard 2000, SULISTIO, SH. vang
mengaku sebagai Notaris/PPAT belum menyerahkan sertifikat
fanah Pancoran kepada PT. Sarinah {(Parsero}, namun terdalowa
T M[)r&. IMANU WIDODO tetap melakukan pembayaran kepada M.
.- - DJAFRON RIVA! selaku pemegang kussa SULISTIO, SH.,
{4zt Kémudian pada akhir bulan Maret 2000 dilakukan Adendum
g -':-_-{--,,terhadap perjanjian  kerjasama pembuatan  sertifikat tanah
‘ :paneoran dengan Adendum Perjanjian Kerasama Nomaor
\%% D12/ADDIDIRUT/EANT2000 tanggal 31 Maret 2000 khusus yang
e ""msnyangkul jangka wakiu pelaksanaan pekerdaan vang semula 5
{lima) budan men;adz 11 {sebelas) bulan yang ditenda fangani
YUSTIAN ISMAIL, SE. dan SULISTIO, SH.;
~ Pada walkiu penanda tangsnan perjaniisn kerigsama pembuatan
seriifikat tansh Pancoran dan Adendum Pedanjien Kerssama,
pihak sz.zzzs?za, SH. yang mengaku sebagai Nolaris/PPAT tidak
permah hadir di Kantor PT. Sarinah {Perserol;
- Selelash peranjian Kwjasama pembuatan  seriifiket {arsh
Pancoran dilanda tangani kemudian terdakowva Drs. IMANU
WIDODO menyetujui dan melakukan pembayaran kepada
SULISTIO, SH. yang mengaku sebagel Notaris/fPPAT yang
diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAL selrku pemegang
kuasa, sesuai dengan bukli pengeluaran bank (voucher) sebagai

Prosedur

berikut
- Tanggal 21 Maret 2000 Rp. 26.260.000——
- Tanggsal 5 April 2000 Rp. 68825000,

- Tanggal ...
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- Tanggat $ Mei 2000 Rp.  28.437.000,

- Tanggal & Mei 2000 Rp.  5.878.000,-

- Tanggat 17 Juli 2000 Rp.  31.500.000,

- Tanggal 1 Agustus 2000 Ro,  7R.730.006G,

- Tanggal 20 Agustus 2000 Rp.  38.375.000, v
- Tanggal 3 Okioher 2000 Rp. 7.875.080, ——mm
- Tanggal 14 Novembar 2000 Rp.  15.580.000, e
- Tanggal 11 Desember 2000 Rp.  37.013.000,

- Tanggal 15 Januar! 20014 Rp. 18.475.000,

- Tanggal 8 Februari 2001 Rp. . 3.885.000,

Rp. 358.453.000,

- Selain blaya pekeriaan vang telah dianggarkan dalam pedanian
kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea
Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {BPHTB) kepada
3ULZ$T!O, SH. yang mengaku sebagai Motaris/FPAT vang
Peetuidl oleh terdakwa Drs. IMANU WIRODO dan diterima
i ' IMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal
A STAVE iaya fersebut  tidak dsnggam dalam perjanjzan

-Ra&zbusi Administrasi Pembangunan tanah tanggal 24 April
2000 Rp. 225.801.000,
-« Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunian s
- Tanggal 27 Oktober 2000 Rp. 38,000,000, msmems
- Tanggal 7 Novembar 2000 Kp. 38,000,008, e
- Tangaal 21 Desember 2000  Rp. 35.000.000,

«  Tanggal 28 Januan 2007 o 35,000,000,
- Tanggal & Februart 2001 Rp. 35,000,000, w——vwm-
- Tanggat 12 Maret 2001 Rp, 28.000.000, v
- Tangga! 28 Marat 2001 Rp. 25.000.000,

Rp. 225.801.000,

- Setelah serfifikat tanah Pancoran berupa Sertifikat Hak Guna
Bangunan (HGB) No. 35 diserahkan oleh MUHAMMAD
DJAFRON RIFAl kepada PT. Sarinah (Persero} selanjulnya
YUSTIAN ISMAIL, SE. memerintahkan saksi A, RACHMAN
(Kepaia Biro Akutansi dan Keuangan) uniuk menyimpan
sertifikal ..
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sertifikal tersebut dalam brankas tanpa ditakukan pengecekan

keabsahan seslifikat tersebut pads Kantor Pertanshan Jakarta
Selatan:

- Bahwa setelah terdakwa Drs. IMANU WIDODO tidak menjabiat
sebagal Direkiur Administrasi den Keuangan PT. Sarinah '
(Persero} berdasarkan Surat Keputusan Merteri Keuangan
Republik indonesia Nomor : 380MMK.05/2001 tanggal 3 Jul
2001 lentang Pemberhentian dan Pengangkaten Anggota-
Anggote Direksi Perusahaen Persercan {Persers) PT. Sarinah,
diketahul SULISTIO, 8H. bukan Notans kerena fidsk terdaftar
sebagal Notaris pada Sub Direkiorat Notaris sesuai Surat Direktuy
Perdate pada Direklur Jenderal Administrasi Hukum Urnum
Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor @ C2-
HT.08.10-258 tangga! 17 September 2001 perhal Informasi
tentang Stetus Notaris. Demikian juga seriifikat Hak Guna
Banguran (HGB} No. 35 uniuk tanah FPancoran sdalah palsu

s Yiskaena lidak pemah diterbilkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta

2\ Selotan,

;'\j Dm» ;z:mtah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah {(Persero) yang

zsetd;uz sdan ditakukan pembayaran oleh ferdakwa Drs. IMANU

1230“@0 kepatda MUHAMMAD DJAFRON RIFAL ssiaku pemegang
wesa dari SULISTIO, SH, yang mengaku sebagal Notards/PPAT

untuk pembeayaran pengurusan serifikat tanah Pancaran sebesar
Rp. 1.680,322.000,- {satu milyar enam ratus delapan puluh juta figa
ratus dua pulu-h dua fibu m;ziéxh); :

1.2. Sertifikasi Tanah di ). M.H. Thamrin, Jakaria Pusat—-—mem

- Sebagai kelarjutan Surat Nomor @ S27/DIRUT/ENIAM 999 tanggs!
20 Juli 1008 YUSTIAN ISMAIL juga menunjuk SULISTIO, Sk,
vang mengaku sebagal Notaris/PPAT dan penunjukan langsung
tersebut juga disstujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO,
kemudian langgal 12 Februari 2001 dilakukan penanda tanganai

- pefjanjian kerjasama pembuatan serfifikat tanah milik PT. Sarinab
{Persero) vang ledetak di Jl MH. Thamein, Jakarte Pusat,
dengan Surat Peranjian Kerjasama Nomar : 0048  DIRUTJE/ I
1 2001 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakili

PT. Sarinah ...
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PT. Sarinah {Persero) dengan SULISTIO, SH. yang mengaku
sebagai Nolans/PPAT yang berkedudukan di . Cempaka Putih
Timur XX ch;'nar 443, Jakarta Pusat, yang isinya antare fain w—
@ Tugas dan ruang iingku{i_ pekerjaan |
- PF. Sarinahly (Perserc! memberikan tugas pekedaan
kepada Notaris/PPAT SULISTIO, 8H;

- Notaris/PPAT SULISTIO, SH  melsksanskars tugas

. pekerjaan pengurusan dan pembuatan seriifikat larah milik

PT. Sarinah (Perserc) yang terletak i Ji. MH. Thararin No.

11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta
Pusat

b Tahap pelsksanaan pekeriaan pembuaten sertifikal tanah
mefiputi

1. Penyelesaian ianjutan Advis Planning;
2. Pengukuran .

- Pendaftaran pangukuran;

- Pelaksanaarn pengukuran;

e Permohonan hak atas tanah; -
A7 Pmses— Fatwa Kanlor Partanahan {rekomendast),——

fi. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menter
AgrariafKepala BPN;

8, Pendafiaran SK Pembertan Hak (HGB):

10. Penerbitan dan penyerahan sertifikat;

¢. Biaya pelaksanaan pekenaan .

- Jumlah biaya pekedaan, pengurisan dan pembuatan
serfifikat tanah sebesar Rp, 895.125.000,- {delapan ratus
sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima nbu
rupiah); -

« Jumlah.,..
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- Jumish biaya pekerjaan ini lslah termasuk segala

pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dar
progedur yang barlaku;

- DBiaya tersebul diatas belum termasuk biava Retribusi

untuk Advis Planning, SIFPT dan Bea Pervishan Hak ke
Kas Negars;

d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjean ditetepkan selama &

{enam) bulan sejak ditanda fenganinya ‘surat perdanjiar
kerjasama; .

&, Hak dan Kewsjiban PT. Sarinah (Persero)

- Menerima semus  dokumen-dokumen vang f}ﬁrkazt:an
dengan pengurusan serifikal tanah;
~ Menerima sertifikat asli tanah darl Menteri AgrariaiKepala
BPN; : ‘
- Membaysr saluruh biaya pelaksanaan pekerjean sebesar

tersebul dalam pasal 2 ayat (1) kepada Notads/PPAT
AGULISTIO, SH,

.-? |J'|r
3
{@ i’:gg‘“' fiz‘iéﬁenma pembayaran alas jasanya rengurus p&mbu&tan

/
%zg}“ _.:ff:’ : éi?’ rtifilcat tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat

-3m§§§ 1%

T

«  Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta seriifikat
ashi tanah yang diterbitkan oleh Manter Agraria/Kepala
8PN kepada PT. Sarinzh (Persero}; ‘

- Perunukan lfangsung terhadap SULISTIO, SH. vang meagaku
~ sebagal Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat
tanah Ji. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat oleh YUSTIAN ISMAILL,
SE. dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada
MUHANBMAD DJAFRON RIFAl selaku pemegang kuasa dan
BULISTIO, 8H. bersama PUDJ RAHARJO yang mengaku
bekera di Kantor Notads/PPAT SULISTIO, SH. dan dalam
panunjukan tersabut tanpa terlebin dabuiu mendapat persetujuan

dalam rapat Direksi namun penunjukan tersebud disetujui oleh
terdakws Drs. IMANU WiIDODO. Sgharusnya ierlebih dahulu
diadakan rapat Direksi untuk mendapat éerse!u}uan Direks!
sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat () Akta Psrubahan

Anggaran ...
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Anggaran dasar PT, Sarinah {Persero) Nomor ¢ 54 targgsl 17
Maret 1898 dan dilakuken melalui proses ielang karena nilai
pekerjaan distas Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) yang
ditkuti sebanyak-banyaknya § (iima) rekanan dan sedikit-dikitnys
3 {liga) rekanan yang mengajuken penawaran seriz dilekukan
evaluasi {erhadap penawaran harga yang diajukan rekanan
sebagaimana dlatr daiam angka V huraf C keputusan Oireksi
PT. Sarinah {Persero) Nomor | O95/KPTSDIRUTAAVI298
fanggal 26 Mei 1998 lentang KetentuanfPeraturan Pengadaan
Barang/lasa yang pendanmarmya bersumber dari Anggaran
Belanja PT. Sarnah {Parsero) dan ketentuan hurut G (Bidang
Umumj Buku I Keputusan Direksi PT, Sarinsh (Persera) Nomor :
0O7/XPTSDIRUTHAKISSS tangga!l 10 Februan 1988 tentang
Sistem den Prosedur Administrasi PT. Sarinah {Persero);

- Bahwa pada waktu penanda tanganaz’t surat perianjian kerasama
pembuatan sertifikat tenah di 3 M.H, Thamrin, Jakata Pusat,

/./‘ "‘Si.il.lS’i'tO SH. yang mangakzz sebagai Nolars/PPAT tidak
> _.~_pernah hadir di Kantor PT. Sarineh (Ferseroy;

i ,ﬁ"“; ‘Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani kemudian YUSTIAN
iSl\hﬁ%L menugaskan ferdakwa Drs, IMANU WIDODO Direktur
4 ﬁ,z:imlmstrasx dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) unfuk
':'*‘J“”“mémbuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya
pengurusan dan pembuatan seriifikat yang telah dianggarkan
dalam perjanjian kerjasama kepada SULISTIO, SH. yang

. mengsky sebagal NotarisfPPAT yang diterimas oleh MUHAMMAD
DJAFRON RIFA! selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH.
sesuai dengan bukli pengeluaran bank {voucher) sebagai berkut:

~  Tanpggal 21 Februad 2001 Rp. 75.000.000,
- Tanggal 21 Februar 2001 Rp,  200.000.000, s
- Tanggal 3 Maret 2001 Ry 14,161,304,
161.804,- (-
- Tanggai 6 -Juni 2001 Rp. 235 408280 — =
Juiniah Rp. 524.508.250,~———

- Batwa seluin biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam
perjanjian kerjasama, juga dilakukan permbayaran biaya Relribusi -
dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

kepada ...
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kepada SULISTIO, 8H. vang méngzku sebagal NotatisiPPAT
yang disetujui terdakwa Ors. IMANU WIDODO dan diterima
MUHAMMAD DUAFRON RIFA! selaku pemegang kuasa, padiahal
biaya-biaya tersebul fidek dienggarkan dalam peranjian

kerjasama, herdasarkan bukll pengeluaran bank {voucher)
sebagai herikut

- Refribust penggunasn dan peruntukan tanz-:%?z tanggal 5 Juni

2001 - Fp. 367.300.000, -
- Bea Perciehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 20
Jurid 2001

Rp.  1.247 880 000, ~—wm
Jumiah Rp. 1.815.260.000,ww—
Dengan demikian iumlah blaya yang dikelusrkan PT. Sarinzh
{Perserc} dan dilerima MUHAMMAD DJAFRON RIFAl selaky
pemegang kuasa dart SULISTIO, 8H. vang mengakue-ngakey sebagai
: Notaris/PPAT untuk pengurusan sertifikal tangh JL M.H. Tharsin No.
o s Jakarté Pusat selurubnya sebesar Rp. 2,139.766.250,- (dua

) erjanjian kerasama pembuatan sedifikat tanah milik PT. Sarinah

T {Perserc) yang tedetak di J. Agus SalinyJl. Wahid Hasyim,
Jakarta  Pusat, sesual  Peanjian  kerjasama  Nomor

C19BMDIRUTEANIZ00Y yang ditande tangani olen YUSTIAN

(SMAH., SE. mewsakili PT. Sarinah (Persere) dengan SULISTIO,

SH, yang mengaku sebagai Nolaris/PPAT yang berkedudukan di

J. Cempaka Putin Timur XXI Nomer | 143, Jakara Pusat, yang

diiunjuk langsung oleh YUSTIAN IBMAIL, SE. yang isinya antara

fain . -

a. Tugas den ruang lingkup pekerjaan :
- PT. Sarinah {Perserc} memberikan lugas pekerjaan
kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.;

- Notaris/PPAT SULISTIO, SH.  melaksangkan tugss
pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik

PT. Sarinah (Persero) yang tedetak di JL Agus Balim/ .

Wahid ...
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Wahid Hasyim, Kelurahan WMenteng, -Kecamatan
Gondangdia, Jakarta Pusat:

b. Tahap pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanéza
metiputi @

1. Penyelesaian Advis Planning;
2. Pengukuran:

- Pendaftaran pengukuran;
- Pelaksanaan pangukuran;
- Penggambaran;
_3‘ Pengesahan gambar situasi;

4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lursh dan Carmat;

5. Penyusunan SIPPT {Surat fjin Penunjukkan Penggunaan
Tanahy;

6. Permohonan hak atas tansh;
7. Proses Fatwa Kartor Pertanahan {frekomendasiy;

8. Suraet keputusan Pemberian Hak (HGB} dari Menten
San, Agraria/Kepala BPN -

c“ﬂ: E‘i}éﬁé pelaksanaan pekar;aan
Qz:wf} ﬂlumfah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan
s sertifikat tanah sebesar Rp. 891.804.375 - (delapan ratus
sembilan ;)uluh' saty jute delapan ratus empat riby tiga

ratus tujuh puluh lima rupiahy;

- Jumiah biays pekerjasn inl telah fermasuk  segala
pengeluaran beserta pajak-pajak sesual ketentuan dan
prosedur yang beraky; :

- Blaya tersebut diatas belumn termasuk biaya Retribust
untuk Advis Planning, 8IPPT dan Relribusi resmi sertifikat
ke Kas Negara atau ganti rugi ke Kas Negara;

d. Jangka wakiy pelaksanaan pekerjaan ditelapkan selama &
{enam) bulan sejak ditanda tengani surat  perjanjian
kerjasama;

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persera) :

- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan pengurusan sertifikat tanaby, o

- Menenma ...
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- Meanerima sertifikat astt tanah dari Menteri Agraria/Kepalex
BPN; e
- Membayar selurub biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar

tersebut dalam pasal 2 ayat {1) kepada Na%arisf??&”l"
SULISTIO, §H.;

. Hak dan Kewajiban Nolaris/PPAT SULIBTIO, SH, v —w e

- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatar
serlifikal tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat

(1%

- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat

asli tanab yang diterbitkan olgh Menteri Agraria/Kepalas

BPN kepada PT, Sarinah {Petsaro);

~ Panunjukan langsung terhadap SULISTIO, 8H. Iyang merigakiy
sebagst  Notaris/PPAT saiakzzpelaksana_ pembuatan  sertifikat
fanah JL Agus Selimfdl. Wahid Hasyim, Jskarta Pusst oleh
YUSTIAN ISMAIL, SE, dengan alasan karena felahy menerma
sentifikat 2sli tanaly Pancoran namun sewaktu menerima sertifikat
gbut YUSTIAN | iISMAIL, SE, fidak melekukan sengecakan
herd k s' ahan sertifikat tersebul pada Kantor Pertanahan Jakarta
3‘\; {23 iﬁt n dan tanpa mendapat persetduan iebdh dahuly dalam
} wrgs ; Direksi ietapjv disefujui oleh terdakwa Drs. INANU WIDODO.
' arusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk
mendapal persefijuan Direksi sebagaimana dialur dalamn pasal
11 ayat (I} Akta Perubshan Anggaran dasar PT. Sarinah
{Persero) Nomor @ 84 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan
melaiul proses lelang karenz pilai  pekerfsan dialas Rp.
100.000.000,~ {serstus juta mupiah} yang diluti sebanyak-
banyaknya 5 {ima) rekanan dan sedikit-dikilnya 3 {liga) rekanan
yang mengajukan penawaran seria dilakukan svaluasi terhadap
penawaran harga yang diajui%an rekanan’ sehagaimena diatur
dalam Kepultusan Dirgkst PT. Sarinah (Perserc} Nomeor
DOB/KPTSANIO0B  tanggal 26 Mel 1888  tentang
Ketentuar/Peraturan Pengadaan barangfiasa yang
pendanaannys bersumber dard Anpgaran Belanja PT. sarinah
{Perserg) dan ketentuan huruf - G (Bideng Umum) Buka i
Kepuilusan Direksi PT, Sarinah (Perserc) Nomor 1 007 7KPTS /

BDIRUT ..
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DIRUT/ /1171896 taﬁggai 10 Fabruari 1992 tentang Sistem dan
Pmsaduf Administrasi PT. Serinah {Persero};

Bahwa pada waktu penanda {anganan surat perjeniian kedasama
pembuatan sertifikat tareh di J. Agus Salimill Wahid Hasyim
Jakarta  Pusat, SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai
Notaris/PPAT tidak pernah hadir di Kantor PT. Sarinah (Perserc);

- Bahwa setelah perjenjlan ditanda tangant kemudian YUSTIAN
ISMAIL, SE. menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODQ selatw
Direkiur Administrasi dan Ksuangan PY. Sarinah {Persero) untuk
msmbuat pemncanéan dann melakukan pembayaran biaya
pengurusan dan pembuatan serlifikat vang telah dianggarkan
dalam perianian kerdasama yang diterima oleh MIHAMMAD
DJAFRON RIFA! selaku pemegang kussa SULISTIO, SH., sesuai
dengan bukti pengeluaran bark {voucher) sebagai befikut ©

« Tangoal 28 Juni 2004 Rp. 111.425625.-
- Tanggal 10 Juli 2001 Rp, 111428625 -
, TN Jumlah Rp. 222.851.250,~
q- egﬁgaz’; demikian jureiah biaya yang dkeluarkan PT. Sarinah

#?a‘rsm) dan diterma MUHAMMAD DJAFRON RIFAL selaku
{ﬁemﬁegzang kuasa da SULISTIO, SH. yang wmengaku sebagai
&ek gl'jlgbtans‘???&’f uniuk pengurusan sertifikat tanah JI. Agus Salim/Jl.
g, WVEDTD Hasyim, Jakarta Pusat sefuruhnya sebesar Rp. 222.851.250,~
{dua ratus dua puluh dua juta defapan ratus lima pulub satu ribu dua
ratus ima pulih rupish); -

2, Terbadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunaan Vang
P’emsaham Untuk Membayar Hutang
- Bahwa pada bulan Desember 1299 Kepala Cabang PT. Bank Mandir

Jokarta Sarinah  saksi YUSNIAT! ASLAN mengiin surat No
Cab.40/338A tangyal 15 Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah
{Persero) perihal perpanjangan sewa menyewa ruangan kantar untuk
jangka waktu 3 (liga) tabun {1 Januaz_‘i 2000 sampai dengan 31
Dusember 2002), yang kemudian didisposisi oleb YUSTIAN ISMAIL,
SE. yang isinya: e
«  Diberi discount 28%, e
- Cara pembayaran 2 kall, Desember 1989 dan Maret 2000;-———-—

- Kemudian ..
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- Kemudian pada tanggal 23 Degember 1838 difanjutken pembuatan_
pazz’an}ian sewa néenyewa ruangan antara PT. Sarinsh (Persero)
dengar PT. Bank Mandisi Nomor | 048/0IRUT/ENXIM990 yang ditandea
angani oleh YUSTIAN 1SMAIL, SE. selaku Direktur Utgmz PT.
Serinah (Persers) dengan YUSNIAT! ASLAN selaku Kepala Cabang
PT. Bank Marddiri Jakarla Sarinah, namun dalam perjaniian tersebut
tidak diatur tentang pembsrian discount 20%. Setelah PT. Bank
mandiii membayar uang sewa pada tanggal 30 Desember 1989
sebesar Rp. 1.909.279.485 - (satu milyar sembilan ratus sembilan juta
dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh ma
rupiah} dan tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.808.279.485 - (satu

* milyar sembilan ratus sembifan juta dua ratus twiuh puluh sembilan ribu
empat ratus delapan pulub lima rupiah) atay seluruhnys sebesar Rp.
3.818,558.970,- (liga milyar delapan ralus delapan belas juta lima
ratus lima pulub delapan ribu sembilan rats fduh puluihy rupiah)
YUSTIAN iSMAIL, SE. dan terdakwa Drg. IMANU WIDODO

ata delapen ratus fima pulub ima ribu rupiah} atau selurubnys
"”geb,esar Rp. 763.710.000,- {tujuh ratus enam pulub tiga juia tujuh ratus

sepulub ribu rupiah), namun yeng lersebut tidak pemah diterima cleh

PT. Bank Mandiri Jakaria Selatan telapi digunakan untuk kepentingan

pribadi terdakwa drs. IMANU WIDODO dan YUSTIAN ISMALL, 8E |-
-  Bahwa kerens uang discount sewa digunskan untuk kepenbingan
privadi, maka uriuk mengembalikan ke PT, Sarinah (Persem}
selanjutnya YUSTIAN I8MAIL, SE. pada tanggal 10 Aprt 2001
membuat meme kepada PT. sarinah Cabang DKI untuk mencairkan
vang deposito millk PT. Sarinah cabang DKl sebesar Rp.
800.000.000,- {ssmbilan ratus juta rupiah) dengan alasan untuk
keperiuan kantor pusat, akan tetapi uang deposito tersebut digunakan
sehagai setoran tunal ke Kas PT. Sarinah (Persero) untuk
mengembalikan uang discourt sewa sebesar Rp. 763.710.000,- (tujub
ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu nupiah) sesuai bukli

penerimaan ...
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penefimaan bank tanggal 11 Aprit éam dar bahken sisanya
digunakan juga untulk membayar hutang pribadi YUSTIAN IBMAN, SE,
sebesar Rp. 140,000.000,- (sémtus ampat puluh jute rupish) sesuai
buidi penerimaan Ear}k tanggal 11 April 2001;
Dengan demikian juinlah wang PT. Sarinah {Parserc} veng disaiah
gunaken sebesar Rp. 783.710.000.- (hiuh ralus enam pulu figa juta tujuh
-ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 140.000.000,- {seratus empat
puluh jula rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 903.710. 00(} {sembilan
ratus tiga iuta tujub ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Terhadap Renovasi Gedung Sarinah Juanda —
- Bahwa pads fanggal 4 Oktober 2000 PT. Sarinan {Persero)
mengeluarkan uang sebesar Rp. 142,006,000~ {seratus empat puluh
dua jata rupiah) untuk renovasi gedung Saringh Juanda tanpa
dilengkap! dokumen kantrak yang diselujul oleh terdakwa Drs. IMANU
WIDOQDO dan diterima oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. untuk kepentingan
pribadi. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2002 YUSTIAN ISMAIL, SE,
membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.
000,000 (seratus empat puluh dua juta ruplah) dengan cara
LRsUr, pamun belum permah dibayar;

\ .' perbuatan terdakwa menyetujui pembayaran uang sebesar Rp.
8 0.000,- (seratus enpat puluh dua juta rupish) kepada YUSTIAN
iL SE. uniuk renovasi gedung Sarinah Juanda bertentangan
=déngen ketentuan angka V hurui ¢ Kepulusan fireksi PT. Sarnah
{Persero} Nomor : 085/KPTS/DIRUTAN/ 1998 tanggal 26 Mel 1998
tenfang  Kelentuan/Peralurann Pengadsan  barangfiasa  vang
pendanaannya bersumber dari Anggeran Belanja PT. Sarnah
{Persero} yang seharusnya dilakukan melaki proseg lelang karerma
rilai pekerjasan distas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiahy;
Dengan demikian jumlah uang PT. Saringh {Persero} yang disalah
gunakan sebesar Rp. 142.000.000,- {seratus smpa! puluh dua jia
rupiahy;

«  Perbuatan terdakwa lersehut telal menperkaya din sendin, alau oraryg
lain yaitu MUHAMMADR OJAFRON RIFA] sélaku pemegang kuasa
Notaris/PPAT SULISTIC, 8H. dan YUSTIAN ISMAIL sebesar Rp.
B.088.648.500,- ({ima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus
empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah};

- Bahws ..
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- HBghwa gkibal perbuatan terdakwa telah merugikan keuvangan -&egara
sebesar Rp, 5.088.648.500,- (lima milvar delapan puluh defapan juta

enam atus empat pulih sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidak-
tidaknya selitar jemlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalem pasal 3
jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang MNomor 31 Tahun 18389 Tentang
Pamberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pearubehan Atas Undang-undeng Nomor 31 Tahun 1998
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi fo, pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.
pasal 68 ayat (1} Kitab Undang-undang Hukum Pidana. \
Surat Tuntutan Penuntut Umumn Nomor Reg. Perkara @ PDS-OAIKT-
PST/02/2008 tertanggal 8 Mei 2008, yang pada pokoknya menuntut supaya
Majelis Makim Pengadilan Negeri Jakaria Pusat yeng memeriksa dan
mengadiii perkara ini memutuskan ;
1. Menyatakan terdakws Drs, IMANU WIDODO feiah terbuidi secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan findak pidana korupsi secara
begrsama-sama dengan YUSTIAN ISMAIL, SE. sebagaimana diatur dan

/.«-'*"
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TR t:i;am:arn pidana dalam pasal 2 ayat (1} jo. pasal 18 ayat (1) Undang-

A
e

>, ﬂi§uqziagxg Nomor 31 Fahun 1998 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Ka{ugﬁ jo. Undang-undang Nemor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
S A’ﬁﬁs&:\s}ﬁdang-mdang MNomor 31 Tahun 1998 Tenlang Pemberaniasan
“‘%’“rzdak pidana Korupst jo, pasal 58 ayat {1) ke-1 jo. pasal 68 ayat (1) Kitab
i &réang urdarig Hukum Pidana dalam dakwaan Primair,
2. Menjaiuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. IMANU Wiﬁi}QO dengan
pidana penjara selama B {enam} tahun, dikurangi selama lerdakwa
herada dalam tahanan sementara dengan perinteh terdakwa ditahan
RUTAN;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- {dua ratus juta
rupizih subsidalr 3 {tiga) bulan kunungan,

4. Mambayar uang penggenti sebesar Rp. 5.088.649.800,- {ima milvar
delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu ma

ratus rupiah), secara tanggung renteng dan seimbang bersama YUSTIAN
ISMAIL, SE. (yang dituntul dalam perkaranya sendi), jika terpidana tidak
membayar uang penggant paling lama dalam wakiu 1 {satu} bulan
sesudah putusan Pengaditan mempsroleh kakuatan hukum elap, maka

harta ..
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herta bendanya disita oleh jaksa dan dielang untuk menutupi uang

panggantt tersebul, d_aiam hal terpidana tidak mempunyal harta benda

yang mencukupl unfuk membayar uang penggarti tersebut, maka

- dipidana penjara solama 2 {(dua) tabun;

5. Menyatakan barang bukt berupa surat-surat sebagaimana ‘terlampir

dalam berkas perkara, letap tefampir dalam berkas perkars; e

8. Menetapkan supaya terdakwa Drs. IMANU WIDODO membayar biaya

perkara sebegar Rp. 5.000,- {ima ribu rupiahy;

Il Salinan resmi putusan Pengadilan vféegen‘ Jakarta Pusat No.

425/Pid B200B/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Juni 2008 yang smar selengkapnya
berbunyi sebagai barikut :

1. Meryatekan ferdakwa Ors. IMANU WIDODO terbukti secara sah dan

meyakinkan bersatah “TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PiﬁANA
KORUPSI,

2. Menjatuhkan pidana terhagdap terdakwa tersebut dengan pida_na penjara.
selama & {lima) tabun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.
_ 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dan bila denda tersebut tdak

Wi,

tetap, miaka haria bendanya disita oleh Jaksa dan dsielang untuk menutupi
tang penggant tersebut, dalam hal terpidana tidek mempunyai harta
benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka

dipidana penjara selama 1 {satu) tahun;
4, Menetapkan lamanys penshanan yang telah dijafani oleh {erdakwa,
dikurangkan selsun;:%mya dengan pidana penjara yang difaluhkan; ——m-
5. Memsrintahkan terdakwa tetap ditshanm;
8. Memavriniahkan barang bukli berupa surat-surat sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara, dinystakan tetap terlampir dalam berkas perkara—

7. Membebankan lerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,~ {fima ribu rupiahy; :

iV, Akta Permintaanr Banding Nomor | 51/AKla Pidi200B/PHLIRLPsE,
tertanggal 11 Juni 2008 yang dibuat oleh CORIANA ). SARAGIH, SH.MH.,

Waki ..
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Wakil Fanitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa
Penasehat Hukum tordakea  teiah mengajzzkaﬁ parminiaan  banding
terhadep  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusal  No,
A25/Pid. BIZO0TIPN. Jkt. Pst, tanggal 5§ Jursi 2008:

VI Akta Permintaan Banding MNomor @ 51/Akia Pid/2008/PN Ikt Pst.
tefanggal 12 Juni 2008 vang dibuat oleh M. RAMLI, SH. Panitera
Pengadilan Negeri Jakarla Pusat yang menerangkan babwa Penuniut
Umum telah mengajuken permintaan banding terhadap putusan Pengadiian
Negert Jakarte Pusat No. 425/Pid B/2007 /PN, Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2008,
Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang
diajukan cleh Penasehat Hukum terdakwa telah diberitabukan dengan sempurna
kepada Penuntul Umum pada tanggal 26 Juni 2008 dan  permintaan
pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan cleh Penuptut Umum islan
diberitabukan dengen sempumna kepada terdakwa pada tanggal 20 Juni 2008;
Menimbang, bahwa Penasshat Hukum terdalwa telah mengajukan
memori banding No, OB85/BTR-BANDINGA/IIGE tertanggal 28 Juni 2008 dan
diterima di Kepani{eman Pengadilan Negeri Jakarta Pusai pada tanggal 25 Jurd

4 ... Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat
zi 1 terdakwa telah dibedtahuken dengan sempurne kepada Penuntut Umum
‘%@ASMBR{ Jurusita Penggantt pada Pengadilan Negerl Jakarla Pusat
Ferin Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Sanding pada
gogigal 28 Juli 2008;
Menimbang, bahwa térh&dap memort banding dari Penasghat Hukum
terdatowa, Panuntut Umum islah menggjuken konlra meman banding tertanggal
22 Juli 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negerti Jakaria Pusat pada
tanggal 28 Juli 2008; —
Menimbang, bahwa kentra memori banding vang diajukan cieh Penuntut
Umum teleh dibertahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum
tardalowa oleh KASMUR! Jurusita Perigganti pada Pengadilan Negeri Jekarta
Pusat dengan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerghan Kontra Memor
Banding pada tangga! 31 Julk 2008;

Merimbang, bahwa Pepuntul Umum telah mengajukan memoti handing
tertanggal 22 Juli 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadiian Negerl Jakaria
Pusat pada tanggal 28 Juii 2008,

Menimbang ...
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Menimbang, bahwa memori baﬁdiﬁg yang diajukan oleh Penuntut Umum
telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum terdakwa oleh
KASMURL Jurusita Penggenti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan

Surat Pemberitahuan Banding dan Pernyerahan Memori Banding pada tanggal
31 Juii 2008;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim
Pengadiian Tingai Jakmé, terdakwa lidak mengajukan kontra memori banding;—
Menimbang, bahwa bak Psnasehst Hukum terdakwa malpun Fenuntut
Umum telah diberi kesempatan uritui mempelajari berkas perkara terhifung
muiai tgwiggal 23 Juni 2008 s/d tanggal 1 Jull 2008, masing-masing dengan surat
vang  diperunfukkan  untuk e tertanggal 20 Junt 2008 No.
WI0.U1/5087 bk 01 . VI22008.04 dan No. W10.UH/B088MHK.O1 VI2008.04; -

Menimhang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
cieh Penasehat Hukum lerdekwa dan Penuntut Umum telah diajukar dalam
tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat vang telah
ditentukan urzdang—undang; maka permintaan banding tersebut dapat diterima;—

memutuskan pelaksanaan penseriifikatan tersebut;

2. Bahwa lerdakwa tidak dilibatikan dalam memutuskan tentang pemberian
discourd kepada PT. Bank Margdii, melainkan sudah merupakan keputusen
dar saksi YUSTIAN IEMANL, SE. den saksi Ors. H. BC}EWHARTO yang
berhubungan langsung dengan pihak PT. Bark Mandirt Cabang Sarinah
{dstam hal ini diwakili oleh saksi YUSMNIATT ASLAN selaku Kepala Cabang)—

8 Bshwa temyata adanva unsur penyertaan tidak {erpenunt atav tidak dapat
dibuktikan, sehingga menjadi Hidak konsisten bahkan sangat berfentangan
antara pertimbangan dengan putusan Majelis Hakim Pangadilan Negeri aqug;
Merimbang, bahwa mengenai keberatan vang diajukan oleh Penasehat
Hulewm ierdakwa daiam mez;wri bandingnya, Maijelis Hakim Pangaddan Tingg
berpendapat kerena hal tersebut telah dikernukakan di pengadilan tingkat
pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadiian Negeri aguo,
maka tidak periu dipertimbangkan lagh

Menimbang ...
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Menimbang, bahwa dalam memori banding dsn kontra mermor

bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya
sebagai berikut ;

1.

Bahwa Malelis Hakint Pengaditan Negeri aquo dalam menjatubikan puluisan
mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti belum

sepenubnia  dapatl n’iengemhalikan kerugian keuangan negsre akibat
perbuatan terdakwa tersebut:

Bahwa dalam memori bandingnya Penasebat Hukum terdakwa hanya
mengulang-uleng apa yang telsh dikemukakennya dalam pembelaan dan
duplik pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri aguo dan sama
sekaf idak mengemukakan hal-hal baru yang perdu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa' mengenai pembayvaran uang par{gganti telah
dipertimbangkan sesusl fakta hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
aquo, karena yang meiakukan tindak pidana fersebut bukan hanya terdakwa,
tetapi masih ada lerdakwa lainnya dalam perkara lain;

rertom

: s ] ,w Menimbang, bahwa Maielis Halkim Pengadilan Negeri agmo dalam
% W}h Dy {isanz‘zya tidak menyebutkan mengenal barang buidi apa saia telapl hanya
c§ ,e?y dlse?ulkan sebagaimana tedampir dalam berkas perkarg, oleh karenanyg amar
e *""\qpﬁtu'sa Maieliz Hakiny Pengaditan Negeri aquo mengenai barang bukli harusiah

berkas perkara, selinan putusan Pengadilan Negerd Jakarla Pusal No.
425[Pid BI2007/PN. Mkt Pst, tenggal 5 Juni 2008, memori banding dari Penasehat
Hukum terdakwa dan Penuniul Umum serla kontra memori banding dari
Penurdut Umum, maka Maielis Haklm Pengadilan Tinggl berpendapat bahwa
perlimbangany dan pufusan Majelis Hakim Pengadilan fingkat pertama aqua
sudah tepat dan banar, sehingga Majelis Hakim Pengadiian Tinggl menyelujui
dan periimbangan  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri aquoe  dijadikan
pertimbangan sendiri oleh Majelis Hekim Pengadilan Tinggi dalam mermuius
perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang barang bukii, karena ticak
dissbutkan mengenai bareng bukli apa saje tetapt hanya disebuikan
sabagaimana teriampir dalam berkas perkars,

Menimbang, bahwa berdasarken pertimbangan tersebul diatas, maka
putusan Pengadiian Negerl Jakarta Pusat No. 426 f Pid B /2007 / PN.JPst

tanggal ...
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tarnggal & Juni 2008, harusiah. dikuatkan, dengan perbaiken redaksi amar
putuzan sekedar mengenai harang bukd;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tehanan dan penahanan

tarsebut sah menurdt hukum, maka cukup beralasan memerintahkan agar
terdalova telap ditahan;

Menimbang, bahwa karens terdakwa dinyatakan bersaiah dan dijatuhi

~ pidana, maka kspadanyz dibebani untuk membayar biaya perkera dalam kedua
tingkat peraditan;

Mengingat pasal 2 ayat {1) jo. pasal 18 Undang-undang No, 31 Tahun

1989 jo. Undang-undang Ne, 20 Tahun 2001 tenteng Pemberantasan Tindak

Pidana Konupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUMP dan pasal 241 ayat {1} Undang-

undang Nomor 8 Tahtin 1887 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan fain

dari undang-undanyg yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILIL

- Menerimz permintean banding dert Penasehat Hukum lerdakwa dan
Penuntut Umum {para Pembanding) tersebut,

_engua‘tkan putusan  Pengadilan  Negerd  Jakaerta Pusat  No.

TSR B/2007/PN.JKE Pt tanggal 8§ Juni 2008 yang diminlakan banding

&&h it dengan perbaikan sekedar mepgenal redaisi amar pufusan pada

%é , sehingoa amar seiengkapnya seperii iersebul dibawah inl .

?9!5- vaiskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO terbukli secera sah dan

__Apieyakinkan bersalah “TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAR PIDANA

~ KORUPSH;——

2. Meniatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara
solama 8 {lima} tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.
200,000,000 - (dus ratus juta rupial), dan bila denta lersebut fidak
dibayar diganti 3 (tiga} bulan kurungar;

3, Menjafuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
sebasar Rr::. 1.600.000.000,- {3atu milyar enam ralus juta rupiah}, jika
terpidana tidak membayar vang pengganti paling lama dalam wakiu 1
{satu) bulan sesudah pulusan pengadilan mempercleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilslang untuk menutupt
uang penggandi lersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai hara
benda yang mencukupi untuk membeyar uang pengganti tersebut, maka
dipidana penjara selama 1 {satu) tahun;

4. Menelapkan lamanya penshanan yang telah dialani oleh lerdakwa,
dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan——-—-
5. Memerintahkan ..
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5. Memerintahkan terdakws telap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa ;
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NO.

JENIS BARANG

KETERANGAN

1

2

3

1.

Copy Legakisir Akta Noteris imas Fatimah, SH.
No. : 54 tanggal 17 Maret 1938 tentang
Perubahan Anmggaran Dasar Perusahasn
Perseroan (Persero) PT. Sarinals,

Copy Legalisic Surat Edaran Menteri Negara
Pendayaegunaan  BUMN No. . 8E
0144F BUMN/ 988 tanggal 6 April 1888,

Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. 8atinah
{Perserc] Nomor : CO5MPTSAINMIA/1068
tanggal P Mei 1829 tentang
Ketentuan/Peraturan Pengadaan Baranglasa
yang perdanaannys bersumber dari anggarzin
betanja PT. Sarinah (Persero).

T eopy Legalisir Kepulusan Direkst PT. Sarinah
i{Persercy Nomor © 135/KPTS/Dirut/1 /1998
p, 7 anggal 30 Seplember 1998 tentang

Pambentukan Tin Pengadaan Barang dan
Jasa,

Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah
{Persero) Momor  Q12KPTSDirat/ii2000
tenggal Maret 2000 tentang Pembentukan Tim
Pengadaan Barang dan Jasa. '

Copy Legaiisir Keputusan Rireksi PT. Sarinah

(Persero} Nomor | GOT/KPTSDRuthiy1%89 |

tangaal 10 Februari 1999 fentang Sistem dan
Prosedur Administrasi PT. Sarinah {Persero}.

Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah
{(Persero} Nomor @ OOS/KPTS/Dirul/ifilf189%
tanggal 10 Februafi 1989 temtang Batasan
Kuasa Tanda Tangan Dokumen,

Copy Legalisr Sural Diral PT.  Sernah
(Persera} No, @ 164/DinV/EAN1899 tanggal 26
Februari 1899 tertang Kuasa Tenda Tangan
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Rakening-Giro.

9, Copy Legalisk Risalah Rapat  Umum
Pemegang Saham {RUPS} PT. Saringh
tentang  Pengesahan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan {(RKAP) Tahun 198
tanggal 15 Deseraber 1508, '

10. | Asii Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP} PT. Sarinah Tahun 1999,

M. [Copy legallsk Risalzh Rapat  Umum
Pamegang Saham (RUPS) PT. Sarinsh
‘tentang Pengesahan Rencana Kera den
Anggarait Perusahaan (RKAP) Tahun 2000
tanggal 23 Novemrber ‘-P%Q.

12 | Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahasn
{RKAR) PT, Sarinah Tahun 2000.

Agli Rencana Keria dan i&ngga{ran Panisahaan
{RKAP} PT. Sariniah Tahun 2001,

Copy Legalisit Keputusan Menter Keuangan
/5L RL Nomor © B17/KMK.016M995 tanggal 15

* | November 1985 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggola Direksi Perusahaan
Perseroan (Persera) PT. Sarinah,

16. | Copy Legalisi Keputusan Menteri Keuangan
Ri. Nomor ; 569/KMK.016/1997 tanggal 12
MNovember 1997 fentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Angaota Direksi Perusahaan
Perseroan {Parser) PT. Sarinah.

16. | Copy Legsiisir Keputusan Menterd Keuangan
RE Nomor © 300/KMK.08/2001 tanggal 3 Jui
20601 teniang‘ Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Direksl Perusahaan
Parsaroan (Persero} PT. Sarinah,

17. jCopy Legalisk Surat Direklur Utama PT.
Sarinah {Persera) Nomor © 150/0kul/181/2000
tanggal € Maret 2000 perihal Alth Tugas
Anggota Direksi,

14, | Copy lLegalisir Sural Kuasa Nolaris Sulistio,
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SH. kepada Mohammad Diafron Ria Mo,
2411689 tanggat 11 Agustus 1898,

19. [ Copy legalisii Pis. Kepala Sskrotariat
Perusahaan PT. Sarinah (Persero) %ﬂépada
Sub Direktorat Notarat Dep. Kehakiman dan
HAM Nomor | 334/SPVINR2001 tanggal 24
Agustus 2001 perihal Permohonan
informasifKeterangan.

20. | Copy Lagalisiv Swural Direkiur Perdala pada
Direldorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Deparemen  Kehakiman Nomor © C2-
HT.03.10.258 tanggal 17 Sepiember 2001
perihal Informasi Tentang 8tatus Notaris,

21. jCopy legalisik Surs! Kugsa Nomor -
ADirket V2001 {anggal 9 Agustus 2001 dad
Drs. Helmi M Buwin  selzky Direktur
Administrast dan  Kouangan PT. Sarinah
(Peréam} kepada Suhodo selskin Manager
Divisi Property,

Copy Legalisir Surat fanggal 8 Agustus 2007
Gari kepadas Kepala Kanlor  Pertarnaban
Kotamadya  Jakarta = Seiatan  petihal
Pengecekan Sertifiiat.

23. | Copy Legalisir Sertifikat HGB No. 35 tanggal
23 Julf 2000 [palsu) alas teneh milk PT.
Sarinah yang terletak di J. Pancoran Timur Ul
Mo, 4, Kegametann Pancoran, Kelurahan
Cikoko, Jakarta Selatan.

24. ; Copy Legalisiv Surat Penawaran Harga Nomor
D 102/NOYSA/1858 tanpgat 19 Aprdl 1893 dent
Notaris Sutlistio, 8H.

25. | Copy Legalisir Surat Dirut PT. Sarinah No. |
B27IDWUENIAS88 tanggel 20 Jult 1988
tentang Seriifikal Tanah Miik PT. Sarinah di
Pancorat. ' '

28. | Copy Legalisic Surat Peranjian Keriasama
Urituk Pelsksanazn Permbuatan  Seriifikat

Tanah Pancoran, Cikoko, Mampang, Jakarta
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Selatan No. : 42/Qirut/E/IX/1959 tangged 1
September 1009,

27. Copy Legaisir Adendum . Surat FPetianian
Kerfasama Untuk Pelaksanzan Permbuatan
Sertifikat  Tanahr  Pancoran  Nomor
C12ZADD/DIGEMIZ200C enggal 31 Maret
2000.

28. 1 Copy Legaitsir Bukli Pengsluaran Kas No.
Voucher © DSB01.98.02.0047 tangga! 7
September 1995 sebesar Rp. 38.220.000,-

28, | Copy Legalisir Bukli Pengeluaran Kas Mo,
Voucher © DSB0O1.88.08.0127 tanggal 22
September 1989 sebesar Rp. 47.775.000 -

30. | Copy Legalisir 8ukli Pengeluaran Kas No.
Veucher : DSB01.89.10.0023 tanggel 4
QOkiober 1999 sebesar Rp. 85.550,000 -

Gopy legalisir Bukl Pengelusran Kas No.
Voucher : DSBC1.88.09.0127 tanggsl B
Oktober 1989 sehasar Rp. 9.555.000,

Copy iegalisi Bukii Pengeiuaran Kas No.
Voucher k DSBOZ.88.12.0037 fanggat 13
Desember 1968 sebesar Rp. 44.030.000,

33, | Copy Legaiist Bukil Pengelusran Kas No.
Voucher . DSB0O28812.0075 tanggal 23
- Besember 1998 sebesar Rp. 48.100.000 -

34, | Copy Legalisic Bukli Pengeluaran Kas No,
Voucher @ DSB029912.0144 tanggal 31
Qe§ember 1969 sebesar Ry, 85.037.500 -

35, | Gopy Legahisic Buki Pengelugran Kas Mo,
Voucher 138882.99.{}1 0027 tanggal &
Januari 2000 sebesar Rp. 42,550,000, -

35, | Copy Legalisir Bukii Pengeluaran Kas No.
Voucher : D8801.00,01.008 tenggal 24
Januari 2000 ssbesar Rp. 9.620.000,

37. 1 Copy Legalisir Bukll Pengsiusran Kas No,
Youcher : DSB0OT.00.03.000 tanggal 21 Marst
2000 sebesar Rp. 26.250.000,-
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38. | Copy Legalisir Bukli Pengeluaran Kas No.
Voucher ; DSB01.00.04.0051 tanggal § April
2000 sebesar Rp, 63.625.000,-

36, | Copy legalisiv Bukl Pengstuaran Kas No.
Veucher ; DSB01.00.05.0063 tanggal § Mei
2G00 sebesar Rp. 28.437.000,-

40. | Copy Legalisir Buikti Pengeluaran Kas No.
Voucher : DSRO1.00.065.0082 tanugal & Mei
2000 sebesar Rp. 5.687.800,-

41. 1 Copy Legalisir Bukdi Pengeloaran Kas No.
Voucher - DSROT.00.07.0088 tanggal 17 Jud
2000 sebesar Rp, 31.500.000,-

42. i Copy Legalisir Bukll Pengeiuaran Kas No,
Voucher @ DSBOL.DO.DBOEYZ tanggsl 1
Agustus 2000 sebassr Rp. 78.750.000,-

Copy Legalisir Bukli Pengeluaran Kas No.
Voucher ; DSBU1.COOBO108 tanggal 29
Agushis 2000 sebesar Rp, 38.375.000,-

Capy Legalisir Bukli Pengsiuaran Kas No
Voucher : DSB01.00.10,0023 fanggal 2
Oktober 2000 sebesar Rp. 7.875.000,-

Copy Legalisie Bukli Pengeluarsn Kas No,
Vaucher : RSBOLD011.0048 fangosi 14
November 2000 sebesar Rp. 15.880.000 -

46, | Copy Legalisit Bukl Pengejuaran Kas ’Nov
Voucher : DSB01.00.12.0049 tanggal 1
Desember 2000 sebesar Rp. 37.013.000,-

47. {Copy Legalisir Bukli Pengeliaran Kas No
Voucher : DSB(1.01.01.0084 tanggal 15
Januar 2001 sebasar Rp. 18.478.000 -

48 [ Copy Legalisir Bukli Pengeluaran Kas No.
Voucher : DSBO1.01.020071 tanggal 8
fabruarf 2004 sebesar Rp. 3.885.000,~

49. | Copy Legalisik Buk Pengeluaran Kas No.
voucher © DSB01.00.10.0133 tanggal 47
Oktober 2000 sebasar Rp. 35.000.000,-

50. | Copy Legaiisir Swrat 888 tanggal & Okloder
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2000 untuk ciciian pertama BRHTB. sebesar
Rp. 35.000.000 -

81. | Copy Legalisir Bukli Pengsiuaran Kas No.
Voucher : DSB01.00.11.0028 tangoal 7
November 2000 sebesar Rp, 35.000,000,-

62. | Copy Legalisiy Surat 388 tanggal 8§ November

2000 urduk cieilan kedua BPHTB sebesar Rp.
35.000.000,-

53. 1 Copy Legalisi Bukt Pengeluaran Kas No.
Voucher : DSBD.00.12.0431 langgal 24
Desember 2000 sebesar Rp. 35.000.000,-

54, (fiapy Legallsir Surat 8S8B tangga! 20
November 2000 unituk cicllan keliga BPHTE
sebesar Rp. 35.000.000,-

ES5. | Copy Legalisii Pukil Pengsluaran Has Mo.
Veucher @ DSBO1.O1.0LOY73 tanggal 28
Januari 2001 sebesar Rp. 35.000.000,-

Copy Lagakislr Surat SSB tanggal 8 Januan
20017 untuk gicilan keempat BPMTE sebesar
Rp. 35.000.000,-

Copy Legalisy Bukii Pengeluaran Kas No.
Voucher © DEBM.01.02.0072 fangga! 8
Februan 2001 sebesar Rp. 35,000,000~

58, | Copy Legalisir Surat $8B tangaai B Februan
2001 uniul cicllan kelima BPHTE sebesar Rp.
35,000.000,- '

§8. 1 Copy legalish Bukii Pengeluaran Kas No.
Voucher : DSR01.01.03.0075 tangga! 12 Maret
2001 sebesar Rp. :2{5.{)(}{:!t 800,-

80. | Copy Legalisir Surat SSB tanggal 10 Marot
2001 uptuk cicitan keenam BPHTE sebesar
Rp. 25.000.000,-

61. | Copy Legslisir Bukli Pengeluaran Kas No.
Voucher : DSBO1.01.03.0178 tanggal 28 Marat
2007 sebessr Rp, 25.8601,000,-

62. | Copy Legalisir Surat SSB tanggal 3 April 2001
wntuk ciclan terakhir BPHTB sebesar Rp.
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35 601.000,~

B3.

Copy legalisit Surat No. 448/BPNIKT-
SEUX/2000 tanggal 2 Oktober 2000 deri
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah BPN Jakaria
Spiatan kepady Direktyr Utama PT. Baringh
{Persera) perihal Biaya Perciehan Hak

64,

Copy Legalist Surat No. O36/BPNAKI-
SELAN20CT tanggal 2 Maret 2001 dari Kepala
Seksi Pendafiaran Tansh BPN Jakarta Selatan
kepada Direktur Utama PT. Saringh {Persero}
perhal Ralal Angsuran Ket BPHTB (Swat
Pemberitahuan No, 448/BPNAIKT -
SELIXI2000).

B85,

Copy Legsiisk Bukli Pengsiusran Kas No,
Voucher : DSB01.00.01.0089 ianggsl 24
Januan 2000 sehesar Rp. 478.620.000,-

€8,

Copy Legalisir Surat Sotoran Retribusi {SSR)
Nornor « SOS/RAJOOM0 tanggal 28 Januar 2000
sgbesar Rp, 478.820.000,~

Copy Legalisir Bukl Pengelueran Kas No,
Voucher : DSBG1.11.04.0818 tanggal 26 April
2000 sebasar Rp. 225,801,000, -

Copy Legalisic Kwitansi Pembayaran Retribusi
tanggal 27  Aprid 2000 ssbesar  Rp.
225 801 006G, -

Copy Legalisii Surat Setoran Retribust (SSR)

Nomor © OST/BRN/RINI2000/00 tanggal 27

Aprit 2000 sabesar Rp. 225.601.000,-

fanah di JL WY, Thamrin No. 19, Jakarta
Pusal .

70.

Copy Legalisit Surat Peranjian Kerjasama
Palaksanaan Pembuatan Sertifikat Tanah J
M.H. Thamein MNo. 11, Jakarta Pusat No.
OGABIDINAENNZ2001 tangga! 12 Februar 2001

71

Gopy Legalisir Bukii Pengeluaran Bank
tongoal 21 Februari 2001 sebesar Rp.
75.000.000,-
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72, (Gopy legalisk Bukti Pengeluaran  Bank

tanggal 21 Februap 2001 sebesar Rp.
200.600.000,-

73. {Copy Legalisit Bukt Pengelugran Bank

langgal 2 Maret 2001 sebesar Rp.
14,161,304, -

74. 1 Copy Legalisir Buklt Penerimaan Kas tanggal
£ Maret 2001 sebesar Rp. $1.304,-

75, [ Copy Legalisir Buki  Pengeluaran Bank
tanggal 6 Juni 2001 sebesar Rp. 235 406,250,-

78. [Copy Legalisk Surat Sekratarizt Badan
Pengendall Urusan Tanah Pemerintah DK
vakarta No, 088/BPUT/PN/Z001 tanagal 14
Mei 2001 perhal Pemberitahuan Relibusi
Pembisatan Serlifkat Tanaly J. MH. Thamrin
Ne. 11, Jakarta sebesar Rp. 367,300,000,

77. {Copy legalisir Bukli Pengeluaran Bank
tanggal 5 Juni 2001 sebesar Rp, 3687.300.000,-
urduk pembaysran refribust panggunaan dan
peruntukan tanah Ji. M.H. Thamrin No. 11,

Copy Legsiistr Surat Kepala Seksi Urusan Hak
BPN Jakarla Pusat No. 203/BPNAKTAHZ001 |
tanggal 22 Mei 2001 perihal Pemberitahuan
Kekurangan Biaya Perclehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Atas Tanah Ji MH. Thamrin
No. 11 sehesar Rp. 1.247 .860,000,-

79. [ Copy Legalisy Bukd Pengeluaran Bank
tanggal 20  Juni 2001  sebesar Rp.
12475680000 untik pembayaran bes
perolehan hak atas fanah dan bangunan Ji
M.H. Thamrin No, 11, Jakaria Pusat,

80. | Copy Legaiisy Surat Setoran Bea Perolehan
Hak Atas Tansh dan Bangunan {5388} tanggal
21 Juni 2001 untuk tanah JL M.H. Thamrin No. |
11, Jakaria sabesar Rp. 1.247.960.000 -

81, | Copy Legalisir Kwitansi Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan Ji. MH. Thamrin

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 2009



DA

7 UNTUK

No. 11, Jakarla Pusat tanggal 30 Juti 5007
sebasar Rp. 1.247.860.000,-

Tanah di 4, H. Agus Salim/Jl, Wahig
Hasyim, Jakarta Pusat :

82. | Copy Legalisic Sural Perjanjan Kerjasama |
Pelaksanaan Pembuatan Sedifikat Tansh JL.
H. Agus Salimvl, Wahid Hasyim, Jekarta

Pusat No, O18R/0IruWENY2001 tanggal 12
Jumi 2001,

83. {Copy Legalisic Bukii Pengeluaran Bank

fanggel 28 Juni 2001  sebesar  Rp.
141.425.525 -

84. | Copy Legalisir Kwitans tengaal 28 Juri 2001
sebesar Rp. 123.007.500 -

85. |Copy Legalisir Bukft Pengeluaran Bark
tanggal 10 Juli 2001 sebesar Rp.
111.428.695 -

Copy Legalisir Kwitansi-tanggal 10 Jui 2003
sabesar Rp. 123.007.500,-

Perjaniian Sewa menyewa PT. Sarinah
dengan PT. Bank Mandir

Copy Legalisy Sura! PT. Bank Mandi
{Persero} Cabang Jakarta Sarinab  No.
Cah.40/188 tanggal 28 Okioher 1989 kepada
Direkst P1.. Sarnah {(Pefserc) perihal
Perpanjangan Sewa Ruangan Kantor,

B8, | Copy Legaiisiic 8Swal Direkst Operasi PT,
Sarinah {Parsero} kepada PT. Bank Mandin
No. 85G/DIR QUENIASUS  tangopal 19
November 1899 kepada Direksi PY, Sarinah
{Peraera) fentang  Perpanjangan Sewa
Ruangan,

B3, | Copy Legalisir Surat PT. Bank Mandin
{Persero) Cabang Jakarta Sarinah No.
Cabi382/2000 tanggal 20 November 1332,

90. | Copy Legalisir Sural Direktur Utama PT.
Saringh {Persero) No. BS7ADIrul/EIXI/1988

Penerapan Prinsip..., Dian Fitriani, FH Ul, 2009



«  [ONTUK DINAS'

tanggal 14 Desember 1999 kepada PT.

Sarinah {Persero) perihal Perpanjangan Sewa
Ruangan,

81, Copy Legalisir Surat Kepala P1, Bank Mandin
{Persero) Cabang Jakana Sarnah Mo
Cab.40/338A tanggal 15 ODesember 1090
kepada Direksi PT. Sarinah (Perserc) perihal
Perpanjangan Sewa Ruangan Kartor.,

52. :Copy Legelisic Padarglan Sewa Menyewa
Ruangan antara P, Sarinah {Persero} dengan
PT. Bank Mandii  (Persero)  No.

049/ DIrulVENGYI298 tangoal 23 Desember
1889,

83 [ Copy Legafisit Bukli Pembayaran Sewa
Ruangan dani PT. Bank Mandii {Persers)
Cabang Jakarta Sannah Kepada PT. Sarinah
{Persere) langgal 7 Desember 1989 sebesar
Rp. 1.906.279.485,- {tabap 1}

Copy lLegalisir Bukl Peperimaan Kas Sews
{tahap !} tenggal 28 Maret 2000 sshesar Rp.
1.808.278.485 -

Copy Legabsir Buki Pembaysran Sewa
Ruangan dari PT. Bank Manditt (Perserq)
Cabang Jakarla Sarinah kepada FT. Saringh
{Persero) tanggal 27 Maret 2000 sebssar Rp.
1.908.278.485 - (ishap 11},

86, | Copy Legsiisir Bukli Penerimaan Kas Sewa
{tahap I tangoal 28 Maret 2000 sebesar Rp.
1.609.279.485,-

97. | Copy Legalisic Bukli Penerimaan Kas Sewa
{tahap 1) fanggal 10 Aprit 2000 sebesar Rp.
1.608.272.485 -

98, Copy Legalisir Bukii Pengeluaran Bank
tanggal 31 Desember 1889 sebesar Rp. .
381.855,000,- untuk pembayaran discount
sewa ruangan {tahap i} yang disetujui Yustian
Ismail.
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899,

Copy Legalisir Bukii Pengeluaran Bank
tanggal 28 Maret 2000 ssbesar Rp.
381,855,000, unluk pembayaran  discount

sewa ruangan (fahap ) yang disetoil dan
diterima Drs, Imanu Widoda,

Renovasi Gedung séﬁnah

100,

Copy Legalisir Bukil Pengeluaran tenggal 4
Januari 2000 sebesar Rp. 142,000,000, yang
diterima oleh Yuslian Ismail unluk renovasi
gedung Sarinah Juanda.

1a1.

Copy Leualisic Berte Acara Pembongkaran
Bangunan Tambahan 4i . H. Juanda Mo, 27,
Jakarta No. -Dindin/2ao],

102

Copy Leopaisir Surat Komisans Utama PT.
Sarinah (Persero) temtang Perjanjian Sewa
Manyews Rusngan Nomor
25f0ekonvEAT2001 tanpgal 7 Juni 2001,

Copy Legelisir Surat Pemyataan  Yusiian
lsmail tanggat 3 Januari 2002.

Pencayran Deposito dan Pinjaran
Sementara

GCopy Ligalisit Memo Yustian ismailfDirektur
Utama PT. Sarinah (Perserc) kepada Kepala
Cabang Sarnah DK tenggal 10 April 2001
urtuk mencairkan deposito Rp, 900.000.000,-
untuk kepsriuan Kantor Pusat.

108

GCopy Legaiisir tanda ferima uang sebesar Rp.
G500 G00.000,- tangaal 10 April 2001.

106,

Copy Legalisir Wnter Officer Memo Ne.
34/STAVIN2G01 tanggal 3 Juli 2001 dari GM.
Sarinah Cabang DKI Jakarta kepads Biro
Akutansl  dan  Keuangan P7.  Sarinah
{Persero).

107.

Copy Legalisiv Bukii Pengeluaran Bank PT.
Sarinah Cabang DK Jakarta tanggal 3 Juii
2001 sebesar Rp. 840.250.000,-

108.

Copy Ligalisir Mema Yusttan lsmail/Direktus
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Utama PT. Sarinah {(Persero) kepada Sannsh
Cabang DK tanggal 12 Oktober 2000 untuk

mengeluatkan  vang  sehagal  pinjaman
semertara sebesar Rp. 30.000.000,-

108, { Copy Legalisic Bukli Pengeiuaran Bank
tanggal 12 Okdober 2000 sehesasr Rp.
J.000.006,- yang diterima Yustian  Ismail
sebagai pinjaman sementara.

110. { Copy Ligalisk Memo Yustian lemall kepada
.M., Cabang DKI tanggal 12 Qktober 2001
untuk mengeluarkan vang ssbagal pinjaman
sementara sebesar Rp. 110.600.000,-

111, | Copy  Legaiisic Bukl  Pengelusran Bank
tonggal 12 Januard 2001 sebesar Rp
110.000.000,- vang diterima Yustian Ismail,

Copy legalisir BDukli Pemerimaan Bank
Pengembalian Discourt- Sewa Bank Mandir
tanggal 11 April 2001 seébesar  Rp.
736.7 16,000 »

Copy Legalisik Bukli Pensrimgan Bank
Pembayaran Hutang ianggal 11 Aprit 2001
sehesar Ry, 140.060.000,-

Copy  Legalisiy Suratl Pemyataan Mantan
Direksi PT, Sarinah tanggai 8 Januar 2602,

Rekenlng Koran dan Buku Mutasi Bank

115, | Ash Rekening Koran PT, Bank Dagang &egara
(Persero}Bank Mandii No.  Rekening
0400073628 bulan Septembper 1868,

416. { Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No.
Rekering : 01008740 butan Oktober 1988,

117. | Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara
{Persero)Bank  Mandic  No.  Rekening
0400073626 buian Desember 1898

1{g. | Asll Rekening Koran Bark Yudha 8hakii No,
Rekening . 0100010771 periode 1 Januat
2000 sid 31 Januart 2000.

118. | Asli Rekenming Koran Bank Yudha Bhaklt No.
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Rekening : 0100010771 pericde 1 Februarn
2000 s/d 29 Februari 2000,

120.

Asli Rekening Koran PT, Bank Dagang Negara

(Perserc) No, Rekening : 0400073628 bulan
Marat 2000.

121,

Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No.
Rekening : 01008740 bulan Marst 2000,

122,

Asli Rekening Koran PT, Bank Dagang Negara
{(PerseroiBank  Mandiri  No. Rekening
(400073626 butan April 2000,

123.

Asli Rekening Koren Bank Bumi Dava No.
Fekening : 01008740 bulan April 2000,

124,

Agli Rekening Karan P, Bank Dagang Negara
{Perseraj/Bank Mandini  No. Rekening
0400073626 bulan Mai 2000,

Asli Rekening Koran Beank Bumi Daya No
Rakenirig © D1008B740 budan Juli 2000,

Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No
Rekening ; 01008740 bulen Agustus 2000,

Aslt Rekening Korpn Bank  Mandi No.

Rekening . 0400073826 bulan September
2600,

128. | Asli  Rekening Koran Bank Mandii  No,
Rekening : 103-0067000022 pericde 1
November 2000 s/d 30 November 2000.

125, | Asli Rekening Koran Benk Mandid  No,
Rekening @ j03-00B0625894 periode 1
Hovember 2000 sfd 30 November 2000,

130, | Aslit Rekening Koran Bark Mandiri No.
Rekening : 103-0088294838 periode 1
Desamber 2000 s/d 31 Desember 2000,

131, | Asli Rekening Koran Bank Mandinn  No.
Rekening 1030067000022 periode 1
Desamber 2000 s/d 31 Desermnber 2000,

132, | Asli Rekening ¥oran Bank Mandin No.

Rekening : 103-00B7000022 periode 1 Januar
2001 sfd 31 Januart 2001
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133,

ﬁsgi Rekening Koran Barnk Mandii No.
Rekening : 1030093693543 periode 1
Februari 2001 s/d 28 Februarl 2001.

134.

135,

Asli Rekering Koran Bark Mandin No.
Rekening .| 1020087000022 periode 1
Februar 2007 sfd 28 Februari 2001.

Asli Rekening Koran Bank Mandii  No.
Rekening : 103-0086294838 perinde 1 Marst
2001 s/d 31 Maret 2001,

136,

Aslt Rekening Kovan BSank Mardii  No.
Rekening @ 103-0090625894 perinde 1 Maret
2001 sid 31 Maret 2001,

137,

Asii Rekening Koran BDank Mandii  Neo.

Rekening @ 103-0087000022 periode 1 Maret
2001 sid 31 Maret 2001,

1438,

Asli Rekening Koran Bank WMandii No.
Rekening : 103-0086294838 periode 1 April
2001 sid 30 Aprl 2001,

Asli Rekening Koran Bank Mandii No.

% Rekening | 103-00B0825634 periode 1 April
#2001 sid 30 April 2001. .

1 ‘Asli Rekening Koran Bank Yugha Bhakti No.
Rekening © 0100010771 periode 1 Juni 2001
s/d 30 Juni 2001,

141, | Asli Rekening Koman Bank Mandii No.
Rekening : 103-0080284838 perinde 1 Juni
2001 sid 30 Juni 2001,

142. | Asli Rekening Korgn Bank Mandii  No,
Rekening @ 103-00870800022 periode 1 Juni
2001 sfd 30 Juni 2001,

143. | Asli Rekening Koran Bank Mandin No.
Rekening © 103-0067000022 periode 1 Juli
2001 sid 31 Juii 2001,

144, 1 Asli Buku Mutasi Bank Mendirt {Ex. Bank
Dagang WNegeral No. Rekening @ 103~
0090625894,

145, | Asl Buku Mutasi Bank Mandirt (Ex. Bank Bumi
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Days) No. Rekening : 103-0057.000022, T

146, { Asli Buku Mutasi Bank Yudha Bhakti No.
Rerening : 010.0.010771.

tetap tertampir dalam berkas perkara; -
7. Membebankan kepada terdakwa membayar blaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp, 2,000~ (du=
ribu rupiah);

Demikian dipulusken dalam rape! permusyawsratan Majslis Hakim
Pengadilan Tinggl Jakarta pada harl Senin fanggal 25 Agustus 20408 oleh kami
NAFISAH, SH., Hakim Pengadilan Tingyl Jakarta seiaku Halkim Kelua, Ny,
ENDANG SRI MURWATI, SH, dan H. JANTO KARTONC MOELJO, SH.NH.,
Haldm Tinggt Pengadilan Tinggl Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota,
vang berdasarkan Fenelapan Wekil Ketua Pengaditan Tinggh Jakarte Nomor
192/Pen/183/PID/ZC0B/PT.DKL tanggal 18 Juli 2008 ditunjitk sebagal Hakim
Majells untuk memeriksa, mengadili serta memulus perkara ini dalam peradilan
tingkat banding, pulusan mang divcapkan cieh Hakim Ketua tersebut dan
didampingt oleh para Hakim Anggota dalam sidang terbuka etk umum pada
hard ifu juga, dengan dibaotu oleh TRI SULISTIONO, 8H., Panitera. Penggenti
Pengadiian Tinggl Jakarta, skan telapi tanpa dinadit oleh ‘terdakwa dan
Penuniul Umuny : ' ’

HAKIM ANG cac/;:? HAKIM KETUA MAJELIS
'h{‘t.éﬁ I{yghﬁg_g
Ny. ENDANG SRI M SRWAT!, SH. - UNAFISAH, SH,

tid)

2 MOELJO, SHMH.

H. JANTO KARTOH

|

ol faiiban sesuni dengan aslinys

PANITERA PENGGANTY

t.t.d.)

P —

N!P _Mﬁﬁﬁdéﬁ
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